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  x  PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN A. Transliterasi Arab-Latin Daftar hurup bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut: 1. Konsonan Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ب ba b be ت ta t te ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas ج jim j je ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) خ kha kh ka dan ha د dal d de ذ żal ż zet (dengan titik di atas) ر ra r er ز zai z zet س sin s es ش syin sy es dan ye ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
  xi  ع `ain ‘ apostrof terbalik غ gain g ge ف fa f ef ق qaf q qi ك kaf k ka ل lam l el م mim m em ن nun n en و wau w we ه ha h ha ء hamzah ‚ apostrof ي ya y ye Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 2. Vokal  Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin Nama  َا fatḥah a a ِا Kasrah i i  ُا ḍammah u u 
  xii   Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda Nama Huruf Latin Nama SْU  fatḥah dan yā’ ai a dan i  Sْو  fatḥah dan wau au a dan u  Contoh:  َW ْX َY   : kaifa       َھ ْ[ َل  : haula 3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama ى S... ׀ ا S... fatḥah alif atau yā’ ā a dan garis di atas U Kasrah dan ya ῑ i dan garis di atas S[  ḍammah dan wau ū u dan garis di atas  Contoh:  َa َتb  : māta  َر َaU  : ramā  ِc ْX َd  : qῑla  َe ُf ْ[ ُت  : yamūtu 
  xiii   4. Tā’ marbūṭah  Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah transliterasinya adalah [t] sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:  َر ْو َk ُl  َmْا ْط َn ِلb  : rauḍah al-aṭfāl  ْoا َf ِp ْe َq ُl  ْoا َnb ِk َr ُl  : al-mad nah al-fāḍilah  َا ْo ِs ْt َf ُl   : al-ḥikmah 5. Syaddah (Tasydῑd) Syaddah ata tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d ( S ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:  َا ْo َs ﱞv  : al-ḥaqq  َw ُp ٌو  : ʽaduwwun Jika huruf ﯽ ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ــSّﯽ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. Contoh:  َw ِr ﱞU  : ̒Alῑ  (bukan ̒Aliyy atau ̒Aly)  َw َ~ ِ ﱞU  : ̒Arabῑ  (bukan ̒Arabiyy atau ̒Araby) 
  xiv  6. Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:  ﱠoا ْf ُ  : al-syams (bukan asy-syams)  َا ﱠo ْo َ َo ُl  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 7. Hamzah Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah terletak di awal kata. Ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:  َا ﱠqo ْ[ ُء  : al-nau’  ُأ ِa ْ~ ُت  : umirtu 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 
  xv  munaqasyah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fῑ Ẓilāl al-Qur’ān Al-Sunnah qabl al-tadwῑn 9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ ) Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaihi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:  ِد ْe ُ  ِﷲ  : dῑnullāh  ِ ِﷲ b  : billāh  Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  ُھ ْ  ِ ْ  َر ْﺣ َf ِl  ِﷲ   : hum fī raḥmatillāh 10. Huruf Kapital Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
  xvi  sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā muḥammadun illā rasūl Al-Gazālῑ B. Daftar Singkatan Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā  saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam a.s.  = ‘alaihi al-salām H  = Hijrah M  = Masehi SM  = Sebelum Masehi l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) w.   = Wafat tahun QS.../…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imran/3: 4         
xvii   ABSTRAK Nama : Rahmat NIM : 80100311026 Judul Disertasi : Keberagaman Pesantren sebagai Basis Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural (Studi Pelaksanaan Toleransi pada Pesantren di Kabupaten Luwu Timur) Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural dalam bentuk pelaksanaan toleransi pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur? Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam tiga submasalah, yaitu: 1) Bagaimana keberagaman pesantren di Kabupaten Luwu Timur sebagai wadah penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural? 2) Bagaimana wujud toleransi dalam proses pembelajaran pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur? 3) Bagaimana implikasi pembelajaran dalam bentuk toleransi terhadap penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan kepustakaan. Adapun sumber data penelitian ini adalah pimpinan pondok (kiai), ketua yayasan, pembina, guru, dan santri pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara interpretatif komparatif dan analitis dengan menggunakan metodologi fenomenografi dan pendekatan multidisipliner. Dari penelitian ini ditemukan: 1) Pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur adalah berbasis multikultural, hal ini ditandai dengan beragamnya masyarakat pesantren, baik secara eksternal maupun internal. Keberagaman direpresentasikan oleh organisasi pembentuk dan pengembang pesantren. Di samping itu, pesantren-pesantren memiliki jaringan yang berbeda-beda dan kelembagaan yang berbeda-beda pula. 2) Pelaksanaan toleransi, tidak hanya dalam pengajaran formal di kelas, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari santri. Wadah pembelajaran sebagai wujud simbolik yang mendukung pelaksanaan toleransi adalah asrama, masjid, ruang-ruang kelas, kantor, pondok, kediaman kiai, kediaman pembina dan guru. Pada meteri pembelajaran tidak ditentukan konsep-konsep bertoleransi, tetapi pada subtansi materi pelajaran terjabarkan, dan teraplikasi dalam metode pembelajaran. Meskipun toleransi terselenggara dalam proses pembelajaran tetapi dibutuhkan pengembangan, baik melalui kurikulum, menajemen pesantren maupun peran guru. 
xviii  3) Pembelajaran dalam bentuk toleransi berimplikasi pada terwujudnya prinsip-prinsip penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural, terimplemetasinya nilai-nilai pendidikan multikultural, dan tema-tema multikultural dapat diterima masyarakat pesantren di Kabupaten Luwu Timur. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pesantren diharapkan dapat berperan dalam membentuk masyarakat yang toleran berdasarkan konsep-konsep multikulturalisme. Konsep multikulturalisme yang mengedepankan batas-batas kultur dan penegasan identitas sangat relevan dengan dunia pesantren yang menjabarkan konsep kontinyuitas, konvergensi, dan konsentrisitas. 2) Pesantren diharapkan mampu mengembangkan kurikulum berbasis multikultural. 3) Pesantren diharapkan membuka diri dalam rangka menghadapi budaya globalisasi dan modernisasi            4) Pesantren diharapkan mampu memanfaatkan potensi keberagaman sebagai ajang silaturrahmi multikultural.                         
اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، وﻳﺆدي إﱃ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺒﺎدئ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺗﻐﺮﻳﺴﺎ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ  أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ( 3اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻹدارات اﳌﻌﻬﺪﻳﺔ، أم ﻣﻦ ﺧﻼل أدوار اﳌﺪرﺳﲔ، ﻣﻦ أن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻗﺪ ﺟﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ زال ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮات ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ . أﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ إﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﺟﻮاﻫﺮ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ اﻹدارﻳﺔ، واﻷﻗﺴﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻜﻴﺎﻫﻲ واﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﺪرﺳﲔ، وأن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻄﻼب، واﻟﻐﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﻐﺮف : اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲤﺜﻴﻼ رﻣﺰﻳﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻫﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻼب اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وأنأن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ( 2ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﺸﺒﻜﺎت ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻛﻤﺎ أﺎ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﲟﺆﺳﺴﺘﻴﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜّﻮن وﺗﺮﻋﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻫﺪ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻨﻮع ﲤﺜﻠﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎﺗﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، وﻫﺬا ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺘﻨﻮع أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ اﶈﻴﻄﲔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﻛﺎن أم ﺧﺎرﺟﻴﺎ، وأن أن اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﲟﻨﻄﻘﺔ ُﻟْﻮُووا ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ( 1: واﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺗﻘﺪم، ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ .ﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻈﻮاﻫﺮي وﺑﺎﳌﺪﺧﻞ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎتﺣﻠﻠﺖ ﲢﻠﻴﻼ ﺷﺮﺣﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌوﳉﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﰎ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ودارﺳﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، ﰒ . اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ورؤﺳﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﺪرﺳﲔ واﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻟﻮووا ( اﻟﻜﻴﺎﻫﻲ) ﻗﺒﻞ ﻣﺪراء اﳌﻌﺎﻫﺪ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ إذ اﺳُﺘﻤﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦوﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ أﺿﺮب اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ وﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ   اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ؟ﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﳏﻲ ﳓﻮ ﻏﺮس ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻟﺪى : ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺛﺎﻟﺜﺘﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ وﺟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ : اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، وﺛﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺗﻨﻮع اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮووا ﻣﻘﺮا ﻟﻐﺮس ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ : ﺛﻼث ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮﻋﻴﺔ، أوﻻﻫﺎ ُﻟْﻮُووا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﰒ ﻓﺼﻠﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ أﺷﻜﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻟﺪى اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ  ﻏﺮس ﻗﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﰲ ﻛﻴﻒ   :اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ  =======================================================  (اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ُﻟْﻮُووا  دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ)ﺗﻨﻮع اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻐﺮس ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت   :  ﻋﻨﻮان اﻷﻃﺮوﺣﺔ  62011300108  :  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  َرْﲪَﺖ ْ  :  إﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ  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                            .ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻛﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﰲ أﻧﻪ ﻳﺮﺟﻰ ( 4أﻧﻪ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﻮﳌﻴﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ، ( 3اﻟﺜﻘﺎﰲ،  ﻌﺪد أﻧﻪ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ( 2واﻟﺪﳎﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳍﻮﻳﺎت ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﱵ ﺗﻨﺎدي ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ أو ﺗﻔﻀﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺎت اﺘﻤﻊ اﳌﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ  أﻧﻪ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺆدي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ( 1: واﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  .اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﰲ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺎﻫﺪ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮووا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  xx
xxi   ABSTRACT Name : Rahmat Student Reg. No. : 80100311026 Dissertation Title : The Diversity of Islamic Boarding Schools as the Basis of Embedding the Multicultural Educational Values (A Study on the Implementation of Tolerance at Islamic Boarding Schools in East Luwu Regency) The main issue of the study was how is the embedment of the multicultural educational values in the form of implementing the tolerance at Islamic Boarding Schools in East Luwu Regency? The core issue was then elaborated into three sub-issues, namely: 1) how is the diversity of Islamic Boarding Schools in East Luwu Regency as a place for embedding the multicultural education? 2) How are the forms of tolerance in the learning process at Islamic Boarding Schools in East Luwu Regency? 3) What are the implications of learning in the form of tolerance towards embedding the multicultural educational values at Islamic Boarding Schools in East Luwu Regency? The study was descriptive research using qualitative data obtained from the field study and literature. The data sources were the heads of the boarding schools (kiai), chairmen of foundations, coaches, teachers, and students at Islamic Boarding Schools in East Luwu Regency. Observation, interview, documentation, and literature studies were employed in collecting the data, which then analyzed interpretatively, comparatively, and analytically using the phenomenological methodology and multidisciplinary approach. The results of the study revealed that: 1) the Islamic boarding schools in East Luwu Regency were multicultural-based, marked by the diversity of Islamic Boarding Schools communities, both externally and internally. The diversity was represented by organizations forming and developing the Islamic boarding schools. In addition, the Islamic Boarding Schools had different networks and institutions; 2) the implementation of tolerance was not only in formal teaching in the classroom, but also in the daily lives of the students. The learning forms as symbolic manifestations supported the implementation of tolerance were dormitories, mosques, classrooms, offices, huts, the residences of kiai, coaches, and teachers. The concepts of tolerance in the learning materials were not determined, but the substances of the materials were described and applied in the learning methods. Although tolerance was established yet it needed a development, both through the curriculum, boarding 
xxii  school management, and the teachers’ role; 3) the implementation of tolerance had implications for the realization of principles as the embeddedness of multicultural educational values, the implementation of multicultural educational values, and the acceptable multicultural themes by the Islamic Boarding Schools communities in East Luwu Regency. The implications of the study are: 1) the Islamic boarding schools are expected to have a role in establishing a tolerant society based on the multiculturalism concepts, the concept that emphasized on the cultural boundaries and affirmation of identity which are very relevant to the Islamic Boarding Schools describing the concepts of continuity, convergence, and concentricity; 2) the Islamic boarding schools are expected to be able to develop a multicultural-based curriculum; 3) the Islamic boarding schools are expected to open themselves in order to face the culture of globalization and modernity; 4) the Islamic boarding schools are expected to be able to utilize the potential of diversity as a multicultural gathering event.   
1  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Keberagaman merupakaan keniscayaan. Dalam peradaban modern dewasa ini, yang dikenal sebagai era globalisasi, nyaris tidak ada lagi wilayah yang hanya dihuni oleh satu etnik tertentu atau budaya tertentu. Hampir semua wilayah merupakan percampuran dari berbagai etnik dan budaya, bahkan agama. Dalam konteks kehidupan sosial di tengah keragaman, karakter multikultural mutlak diperlukan, yaitu sebuah karakter yang mampu mengenal, menerima, menghargai, dan merayakan keragaman kultur. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi multikultural terbesar di dunia. Negeri ini tempat bernaung, keluar masuk, dan bertemunya berbagai tradisi: Timur dan Barat. Kebudayaan lokal yang beragam (1.500 pulau, 300 bahasa lokal, 700 dialek bahasa dari berbagai etnis), agama yang banyak jumlahnya (Hindu dan Budha dari India, Islam dan Kristen (Semitik), Konghucu dari Cina, Eropa yang lama menjajah, dan sekarang ini memasuki globalisasi dengan berbagai perubahan dan keunikan budaya tersendiri.1 Keragaman yang ada, sesungguhnya dapat menjadi salah satu potensi besar bagi kemajuan bangsa bila dikelolah dan dibina dengan baik dan benar. Namun di sisi lain, juga berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan apabila tidak dikelolah dan dibina dengan baik dan benar.  Potensi keragaman bangsa Indonesia pada awalnya diekspresikan dengan jelas oleh para pendiri republik ini dalam suatu motto terkenal “Bhinneka Tunggal Ika” yang mengakui adanya kesatuan dalam keberagaman dalam spektrum dinamika                                                  1Al Makin, Keragaman dan Perbedaan: Budaya dan Agama dalam Lintas Sejarah Manusia (Cet. III; Yogyakarta: Suka-Press, 2017), h. 246.  
2   kehidupan kebangsaan. Instrumen ini dijadikan alat pemersatu dalam perjuangan panjang menentang kolonialisme.  Masalah bangunan fondasi kebangsaan dapat dikatakan telah terselesaikan ketika para wakil pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 bersepakat mengucapkan ikrar yang terkenal sebagai “Sumpah Pemuda”, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Daya ikat dan daya rekat nasionalisme dalam tatanan struktur dan kultur kehidupan bangsa Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna keberagaman dalam kesatuan atau kesatuan dalam keberagaman yang mengakar secara kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia semakin mendapat momentum historisnya ketika ”Pancasila” diterima sebagai dasar falsafah negara oleh tokoh-tokoh yang mewakili berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sejak itu, landasan filosofis dan idiologis yang menjadi daya perekat persatuan dan kesatuan bangsa telah diletakkan sedemikian rupa untuk membina dan mengembangkan integritas di masa depan.  Sayangnya, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai dalam bingkai pluralitas dengan perekat dan pengikat Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda, dan Pancasila ternodai dengan berbagai kerusuhan pada tahun 1990-an.2 Ini merupakan bukti dari kecenderungan yang menunjukkan bahwa kerusuhan massal lebih sering terjadi, dengan tingkat keterlibatan masyarakat yang jauh lebih besar, dan dengan tingkat bentuk atau kualitas kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia.                                                    2Dalam berbagai tragedi kemanusian, konflik dan kekerasan atas nama agama, etnis, kelompok dan sejenisnya, yang pada masa Orde Baru disebut SARA (suku, agama, dan ras) di tingkat global menempati angka yang cukup tinggi. Dalam tahun 90-an ada 48 kekerasan yang melibatkan nama agama, etnis, kelompok, dan sejenisnya. Thoha Hamim, dkk., eds., Resolusi Konflik Islam Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 103 dan 192-193. 
3   Betapa tidak, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang agamis, diwakili lima agama besar dunia, dan mayoritas beragama Islam, seyogyanya daya pengikat dan perekat itu bisa berfungsi secara maksimal, tetapi kenyataannya agama kelihatannya gagal dalam memberi solusi kedamaian. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia, seharusnya berperan dalam memecahkan konflik di tanah air, karena Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai universal, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mempunyai konsep perdamaian yang jelas, hal ini dibuktikan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat yang heterogen dan disvaritas budaya yang beragam di Madinah. Seiring dengan munculnya berbagai konflik, muncul berbagai pendapat tentang wacana mengantisipasi konflik. Misalnya, dengan mengintensifkan forum-forum dialog antar umat beragama dan inter umat beragama, membangun pemahaman keagamaan yang lebih pluralis dan inklusif, dan memberikan pendidikan yang berbasis pada karakter bangsa. Pendidikan dalam hal ini secara khusus yang dimaksudkan adalah pendidikan multikultural. Sejak tahun 2000, banyak kalangan utamanya pakar pendidikan menyuarakan dan bahkan bersepakat untuk menggagas pentingnya pendidikan multikultural melalui sebuah simposium.3 Kemudian diikuti workshop-workshop, seminar-seminar yang diadakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Seiring dengan itu, lahirlah berbagai tulisan tentang konsep-konsep pendidikan multikultural di                                                  3Pada 2000, Jurnal Antropologi Indonesia, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia mengadakan simposium internasional di Makassar dengan mengungkap isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme. Isu-isu yang dimaksud meliputi: demokrasi, hak-hak asasi manusia, kewarganegaraan, nasionalisme, konflik sosial, problem identitas dan etnisitas, hubungan kekuasaan dengan respons lokal terhadap keragaman dan lain-lain. Simposium serupa diselenggarakan pada 2001 dan 2002 dengan mengambil tempat di Padang dan Denpasar. Lihat buku tentang Simposium Internasional Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika: Menuju Masyarakat Multikultural, 16-19 Juli 2002, di Universitas Udayana, Denpasar, Bali. 
4   media masa dan buku. H.A.R Tilaar, Zamroni, Azyumardi Azra, Musa Asy’ari, Abdul Munir Mulkhan, M. Amin Abdullah, dan Abdurrahman Mas’ud adalah di antara pakar pendidikan Indonesia yang mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Sementara itu, pendidikan Islam, baik sebagai lembaga maupun sebagai materi dan proses, secara umum telah dikritik oleh para pengamat pendidikan Islam di Indonesia karena telah mempraktikkan pendidikan yang kurang menyentuh aspek etika keberagaman dan nilai-nilai multikultural. Proses pendidikan seperti ini menurut mereka terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, sekolah Islam, dan pesantren. Indikatornya, menurut M. Amin Abdullah, terlihat pada proses pendidikan dan pengajaran agama pada umumnya yang lebih menekankan sisi keselamatan individu dan kelompoknya sendiri dari pada keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri.4 Adapun menurut Mulkhan, indikatornya terlihat pada;         (1) terbatasnya ruang perbedaan pendapat antara guru dengan peserta didik, dan atau antara peserta didik lainnya dalam sistem pendidikan Islam, sehingga proses pembelajarannya bersifat indoktrinatif; dan (2) fokus pembelajaran hanya pada pencapaian kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, dengan materi ajar pendidikan Islam yang bersifat tunggal, yaitu benar-salah dan baik buruk dan mekanistik.5 Di pihak lain, Darmawan Mas’ud menyebutkan tiga indikator proses pendidikan Islam yang eksklusif, dogmatik, dan kurang menyentuh aspek moralitas. Ketiga indikator tersebut adalah (1) guru lebih sering menasehati peserta didik dengan cara                                                  4M. Amin Abdullah, “Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama”, Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, vol. XIV no.11 (2001), h.14. https://www.google.co.id/?gws_rd. (Diakses 4 September 2016). 5Abdul Munir Mulkhan, “Humanisasi Pendidikan Islam”, Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, vol. XIV No. 11 (2001), h. 17-18. 
5   mengancam, (2) guru hanya mengejar standar nilai akademik sehingga kurang memperhatikan budi pekerti dan moralitas anak, serta  (3) kecerdasan intelektual peserta didik tidak diimbangi dengan kepekaan sosial dan ketajaman spiritualitas beragama.6 Kondisi pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam, seperti yang digambarkan di atas, menurut para pakar pendidikan Indonesia tidak memadai lagi untuk masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.7  Pandangan tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa pendidikan agama, baik di sekolah umum maupun sekolah agama lebih bercorak eksklusif, yaitu agama diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama dan aliran lain. Seharusnya pendidikan agama dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan semangat inklusif dan pluralis. Berkaitan dengan hal ini, maka penting bagi institusi pendidikan dalam masyarakat yang multikultur untuk mengajarkan perdamaian dan resolusi konflik seperti yang ada dalam pendidikan multikultural.8 Oleh karena itu, dalam pandangan mereka perlu dilakukan transformasi paradigma pendidikan di Indonesia. Adapun paradigma pendidikan yang ditawarkan adalah paradigma pendidikan multikultural sebagai pengganti paradigma pendidikan yang monokultural.                                                   6Mu’amar Ramadhan dan Hesti Radinah, ed., Antologi Studi Agama dan Pendidikan (Cet. I; Semarang: CV Aneka Ilmu, 2004) h. 87-88. 7Pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah termasuk pesantren pada umumnya juga tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. Hal ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial semakin sulit diatasi, karena dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya. Baca Husniyatus Salamah Z., “Pendidikan Multikultural: Upaya membangun Keberagaman Inklusif di Sekolah”,  selanjutnya disebut “Pendidikan Multikultural”, Artikel, 21 Juni (2011), h.`1. http://tarbiyah.sunan-ampel.ac.id. (10 Mei 2015).   8Husniyatus Salamah Z., “Pendidikan Multikultural”, h. 2. 
6   Pendidikan multikultural sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas, dan intimitas di antara beragamnya etnik, ras, agama, budaya, dan kebutuhan. Dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural akan membantu peserta didik mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, dan keperibadiannya. Lewat penanaman semangat multikultural di lembaga-lembaga pendidikan akan menjadi media pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis, dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan maka seyogyanya semua pihak mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan dideseminasikan melalui lembaga pendidikan serta jika mungkin ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang, baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta.9 Apalagi paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu perhatian dari Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu, dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.10 Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama, aliran keagamaan, dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama, aliran, dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau                                                  9Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial, selanjutnya disebut Pendidikan Berbasis Masyarakat (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 65-66. 10Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” (Jakarta, Lembaran Negara, 8 Juli 2003), h. 4. 
7   setidaknya tidak setuju dengan ketidaktoleranan, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.11 Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, aliran keagamaan, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan lain-lain. Karena itulah yang terpenting dalam pendidikan multikultural adalah seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang diajarkan. Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti keterbukaan, moderasi, keanekaragaman, persamaan, keadilan, persaudaraan, dan keselamatan pada peserta didik, sehingga pada gilirannya, out-put yang dihasilkan dari sekolah tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan orang lain yang berbeda-beda kultur dan kepercayaan. Bila dicermati berbagai kasus terjadinya konflik akhir-akhir ini, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya paradigma keberagamaan masyarakat yang bersifat “eksklusif”. Karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif untuk mencegah berkembangnya paradigma tersebut, yaitu dengan membangun pemahaman keberagamaan yang lebih inklusif, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, dan kontekstual terutama melalui penenaman nilai-nilai pendidikan multikultural dalam bentuk toleransi. Pelaksanaan toleransi dalam pendidikan multikultural penting untuk dibahas, agar diketahui bagaimana proses interaksi yang                                                  11Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, h. 66. 
8   terjadi di antara peserta didik dan para guru dalam menerima berbagai perbedaan suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya sehingga mereka dapat bekerjasama dalam suatu lingkungan sosial yang beragam. Konstruksi pendidikan semacam ini berorientasi pada proses penyadaran yang berwawasan pluralitas secara agama, sekaligus berwawasan multikultural. Dalam kerangka lebih jauh, konstruksi pendidikan Islam bernuansa multikultural dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya secara konprehensif dan sistimatis untuk mencegah dan menanggulangi konflik etnis, agama, radikalisme agama, separatisme, dan integrasi bangsa.12 Pendidikan multikultural diharapkan dapat menghapus streotipe, sikap dan pandangan egoistik, individualistik, dan eksklusif di kalangan peserta didik. Disamping itu, senantiasa dikondisikan bagi tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama, yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, ras, agama, aliran, budaya, dan kebutuhan.13 Menghadapi realitas kemajemukan dan kekerasan yang mengatasnamakan etnis dan agama, saling bermusuhan antara umat beragama, baik antar maupun interen umat beragama dan sekaligus lahirnya sikap prejudice, serta sikap etnosentrisme merupakan fenomena yang menarik di Indonesia. Menanggapi hal tersebut diperlukan langkah prefentif yang bersifat jangka panjang yakni melalui jalur pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai salah satu instrumen penting peradaban umat, perlu dioptimalkan melalui ikhtiar pemenfaatan konsep-konsep dan teori-teori sosial, terutama konsep dan teori multikulturalisme.                                                  12Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 32. 13Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, h. 71. 
9   Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang bernuansa religius, dituntut dapat berperan aktif mensosialisasikan dan membangun perdamaian untuk saling menghormati dan mencintai melalui pembelajaran dalam bentuk toleransi.14 Mengaitkan paradigma pendidikan multikultural dengan pesantren sangat relevan, karena eksistensi pesantren secara makro diharapkan dapat berperan aktif dan memberi kontribusi yang berbobot dalam rekayasa sosial (social engeneering) dan transformasi sosiokultur. Dilihat dari eksistensinya, pesantren mempunyai banyak dimensi yang terkait dengan hal-hal: plural, tidak seragam, dan tidak memiliki wajah tunggal. Pesantren kelihatan berpola seragam, tetapi beragam; tampak konservatif tetapi secara diam-diam atau terang-terangan mengubah diri dan mengimbangi denyut perkembangan zamannya. Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan klasik dan mungkin paling tradisional, yang melestarikan budaya klasik, akan tetapi justru semakin survive dan bahkan dianggap sebagai alternatif dalam era globalisasi dan modernisasi dunia seperti ini.15 Oleh karena itu, Pesantren perlu menanamkan kesadaran akan karakteristik multikultural sebagai realitas bermasyarakat melalui internalisasi nilai dan karakterisasi sikap toleransi. Kesadaran seperti ini tentu tidak akan bisa muncul dan berkembang dengan baik tanpa diperlukan sebuah rekayasa. Rekayasa tersebut dapat diterapkan melalui pendidikan pesantren berbasis multikultural. Pendidikan pesantren sebagai wadah persemaian bibit-bibit untuk saling menghormati dan mencintai sesama manusia yang memiliki keberagaman etnis,                                                  14Konsep utama pendidikan multikultural adalah upaya internalisasi dan karakterisasi sikap toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, adat, dan lain-lain di kalangan peserta didik. Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, h. 73. 15Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 3. 
10   budaya, dan agama melalui internalisasi nilai dan karakterisasi sikap toleransi merupakan sebuah keharusan. Para santri sebagai generasi muda bangsa dapat memiliki sikap dan perilaku untuk ikut melestarikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan multikultural di tengah-tengah masyarakat global.  Mengapa pesantren dianggap sebagai instrumen penting? Sebab pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sampai sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu dan mampu menjadi “guiding light” bagi generasi muda penerus bangsa. Melalui konteks inilah, pesantren sebagai media penyadaran umat perlu membangun inklusivitas demi harmonisasi antar dan interen umat beragama. Lebih dari itu, sebagai sebuah lembaga pendidikan, pesantren merupakan aspek kehidupan yang sangat penting dan merupakan instrumen yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat. Pesantren dengan warna multikultural harus berupaya untuk mempersiapkan para santri dalam menghadapi problematika kehidupan. Pesantren harus mempersiapkan para santri agar mampu mandiri, berinteraksi, dan berkompetisi di era globalisasi sekaligus mempunyai keimanan yang kuat dalam memegang tradisi keislaman. Itulah tantangan dan peluang pesantren masa depan yang tidak hanya bertanggung jawab melestarikan nilai-nilai moralitas khas pesantren, tetapi juga ikut melestarikan dan membudayakan sikap toleransi. Karakteristik yang sangat menonjol di pesantren sebagai lembaga pendidikan bisa dikatakan multikulturalis. Sebab, pembelajaran di pesantren lebih menekankan pada karakter moral dan indigenous budaya lokal. Sementara wajah Islam yang ditransmisikan para kiai di pesantren pada dasarnya adalah Islam inklusif dan menebarkan kedamaian di muka bumi (raḥmatan li al-ʻālamīn). Bahkan dalam 
11   realitas sejarah, pada dasarnya pesantren dilahirkan untuk memberikan respon terhadap situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral melalui transformasi nilai yang ditawarkan (amar ma’rūf nahi munkar). Kehadiran pesantren bisa disebut sebagai agen perubahan sosial yang selalu melakukan kerja-kerja pembebasan pada masyarakat dari keburukan moral, penindasan, dan kemiskinan. Selain itu, berdirinya pesantren juga memiliki misi untuk menyebarluaskan informasi ajaran universalitas Islam keseluruh pelosok nusantara bahkan seluruh dunia.  Karakteristik pesantren dalam mengajarkan akhlak pada para santri tidak berhenti pada teori saja tetapi sampai terjadi internalisasi nilai yang mendalam dan karakterisasi sikap. Pengajaran moral di pesantren bukan hanya sekedar mengajarkan kebaikan dengan kata-kata tetapi juga melalui praktik. Para kiai telah banyak memberi contoh praktis kepada para santri bagaimana seharusnya berinteraksi dan bergaul di tengah masyarakat yang majemuk. Dari sinilah titik awal pesantren telah menunjukan kontribusinya dalam membentuk civil society dan demokratisasi masyarakat Indonesia. Meskipun dengan tipe dan karakternya khasnya sebagai lembaga tradisional, bukan berarti pesantren bertentangan dengan nilai-nilai kemodernan. Modern bukan berarti hanya nilai Barat saja, melainkan sangat compatible dengan idealitas Islam yang dikembangkan di pesantren.  Sebenarnya, dengan keanekaragaman ideologi yang melekat padanya apakah itu masuk kategori pesantren tradisional, modern, dan neo-modrn, semuanya mempunyai misi untuk memperjuangkan Islam sebagai raḥmatan li al-ʻālamīn. Terutama sekali pesantern telah diakui oleh banyak pakar memiliki kontribusi bagi pembangunan. Pesantren di Indonesia menjadikan dirinya sebagai bagian proyek modernisasi.  
12    Atas dasar itulah pendidikan multikultural sangat penting diimplementasikan pada peserta didik dan diukur pelaksanaanya terutama pada daerah yang rawan konflik, termasuk Kabupaten Luwu Timur. Sekalipun hingga kini tidak pernah terjadi konflik berskala besar, namun potensi meletusnya konflik dimungkinkan terjadi. Ibarat bom waktu, konflik di komunitas plural kapanpun siap meledak. Hal itu sangat tergantung dari pola relasi sosial dan komunikasi antar etnis dan komunitas agama yang ada. Memang riak-riak kecil sempat muncul dan menimbulkan pergesekan, tetapi tidak sampai menimbulkan konflik yang berskala besar di daerah ini.  Pondok pesantren di Kabuten Luwu Timur pada umumnya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan pondok pesantren di luar Kabupaten Luwu Timur, baik dilihat dari latar kehadiran, ciri khas pondok pesantren maupun kelembagaan pondok. Berdasarkan observasi awal pada berbagai pondok pesantren di Kabupaten Luwu Timur, dari aspek latar belakang kehadiranya memiliki latar belakang jaringan yang berbeda; dari aspek jaringan yang berbeda maka memiliki ciri khas dalam setiap elemen pondok. Selain itu, dari sisi kelembagaan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan tipe yang berbeda-beda. Hal terpenting yang melatarbelakangi pentingnya penelitian pesantren di daerah ini adalah kehadirannya seiring dengan ketersebaran penduduk dan tempat tumbuh dan berkembangnya berada pada formulasi penduduk yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan bahkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dengan demikian pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah: Pertama, setiap pondok pesantren mempunyai karakteristik dan keunikan-keunikan tersendiri bila dikaitkatkan dengan kondisi wilayah masing-masing. Pondok pesantren di Kabupaten Luwu Timur mempunyai keunikan-keunikan tersendiri dalam 
13   karakteristiknya, baik menyangkut eksistensinya, sistem pengkaderannya, kepemimpinan, model pemberdayaan umat karena perbedaan budaya, tradisi, suku, lokalitas, dan tantangan dalam pemberdayaan umat serta upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan umat di era globalisasi. Kedua, meskipun sudah ada hasil penelitian tentang pondok pesantren tetapi belum ada penelitian yang secara khusus membahas implementasi pendidikan multikultural dalam bentuk pelaksanaan toleransi di berabagai pesantren di Kabupaten Luwu Timur. Ketiga, penelitian yang dilakukan tidak difokuskan pada satu dari enam belas pondok pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur, dimaksudkan untuk melihat gambaran secara utuh keberadaan pesantren dalam melakoni aktivitas pembelajaran yang berbasis pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai pendidikan multikultural. Penggambaran yang demikan akan melahirkan kebijakan awal yang menyeluruh dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah setempat. B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 1. Fokus Penelitian Problem yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada seputar penerapan pendidikan multikultural dengan fokus pelaksanaan toleransi sebagai upaya penanaman dan pengembangan nilai-nilai pendidikan multikultural pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur. Pada fokus tersebut akan dicermati wadah, materi, sistem, dan metode pembelajaran yang dapat membentuk sikap toleransi santri, serta faktor-faktor pengembangan sikap toleransi. Sebagai input dari fokus tersebut, terlebih dahulu dibahas eksitensi keberagaman pesantren yang menjadi obyek penelitian ini, baik keberagaman masyarakat pesantren (internal dan eksternal), organisasi pembentuk dan pengembang pesantren, dan menyangkut keragaman jaringan maupun keragaman kelembagaan pesantren. Penelitian ini dilengkapi dengan 
14   bahasan out put sebagai hasil dan harapan dari pelaksanaan toleransi, yaitu implikasi pembelajaran dalam bentuk toleransi terhadap penanaman nilai-nilai multikultural, baik menyangkut realisasi prinsip-prinsip pendidikan multikultural, implementasi nilai-nilai multikultural pendidikan maupun peluang dan tantangan pendidikan multikultural berupa isu-isu global dan modernitas pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur. 2. Deskripsi Fokus Terdapat berbagai subuek dalam fokus penelitian ini, akan tetapi yang menjadi subyek utama adalah kiai (ustadz). Kiai merupakan unsur utama dan terpenting dalam setiap pesantren. Dalam tradisi pesantren, kiai merupakan sosok anutan dari warga pesantran. Pembina, guru, dan santri mengikuti setiap kebijakan dan aktivitas-aktivitas kiai. Aktivitas-aktivitas kiai merupakan gambaran sebuah pesantren. Sebuah pesantren dikatakan tradisional atau modern atau label lain yang dialamatkan kepadanya sangat ditentukan oleh sosok kiai. Aktivitas kiai yang menjadi fokus peneliti adalah bagaimana kiai menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam bentuk aktivitas pembelajaran yang mencerminkan sikap toleransi. Penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural dibentuk melalui internalisasi dan karakterisasi sikap toleransi. Sikap ini dibentuk dalam lingkungan belajar atau wadah pembelajaran. Wadah pembelajaran di pesantren tidak hanya dalam lingkungan pesantren tetapi juga lingkungan masyarakat sekitar pesantren. Dalam lingkungan pesantren, pembelajaran tidak hanya dalam ruang-ruang kelas yang telah ditentukan tetapi juga pada fasilitas-fasilitas lain yang tersedia di pesantren. Dalam lingkungan tersebut dibentuk kesadaran multikultural melalui interaksi-interaksi dengan pihak-pihak yang beragam dan pelaksanaan ibadah, baik melaui bimbingan 
15   maupun keteladanan kiai dan pembina pesantren. Pada proses pembelajaran kiai dan guru menggunakan berbagai metode pembelajaran dalam mentransfer materi pembelajaran di pesantren, terutama materi mata pelajaran pokok, yaitu akidah, fikih, dan akhlak. Kiai dalam melakukan aktivitas pembelajaran sangat ditentukan lingkungan yang dihadapi. Kiai dalam melakukan proses pembelajaran senantiasa memperhatikan keragaman yang dihadapi santri, baik keragaman internal maupun ekternal pesantren. Bahkan isu-isu global turut mewarnai pemikiran kiai dalam proses pembelajaran di pesantren.  C. Rumusan Masalah  Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, fokus, dan deskripsi fokus maka dapat dikemukakan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural dalam bentuk pelaksanaan toleransi pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur?” Untuk mengelaborasi pokok masalah tersebut, maka diajukan beberapa submasalah berikut: 1. Bagaimana keberagaman pesantren di Kabupaten Luwu Timur sebagai wadah penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural? 2. Bagaimana wujud toleransi dalam proses pembelajaran pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur? 3. Bagaimana implikasi pembelajaran dalam bentuk toleransi terhadap penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur?   
16   D. Kajian Pustaka Kajian tentang pesantren dan pendidikan multikultural telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk kajian pustaka maupun kajian lapangan; baik kajian konsep maupun kajian imlementasi sehingga ditemukan berbagai kepustakaan, baik berupa kepustakaan konsepsi maupun kepustakaan penelitian. Bahkan tulisan-tulisan yang bertema pesantren dan pendidikan multikultural telah menghisasi jurnal-jurnal ilmiah yang dengan mudah ditemukan di media oneline. Dalam rangka memudahkan kajian dan menghindari pengulangan terhadap penelitian-penelitian terdahulu serta untuk mengetahui posisi penelitian ini, maka perlu peninjauan kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini, baik kepustakaan konsepsi maupun kepustakaan penelitian. Berikut ini dipaparkan beberapa kajian yang telah dilakukan. Di antara kajian yang banyak dijadikan bahan kajian pustaka para peneliti tema pendidikan multikultural adalah karya James A. Banks: Race, Culture, and Education. Dalam buku tersebut James A. Banks mengemukakan empat tingkatan pendekatan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural, yaitu; the contribution approach, the additive approach, the transformation approach and the social action approach.16  Buku kedua yang banyak dijadikan rujukan penelitian multikultural adalah tulisan M. Lee Manning dan Leroy G. Baruth Multicultural Education for Children and Adolescents. Dalam buku ini dikemukakan bahwa peranan lembaga pendidikan masih sebatas mengajar secara verbal mengenai pendidikan multikultural. Keduanya menegaskan bahwa lembaga pendidikan harus lebih dari sekedar itu. Lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan total (total approach) ketimbang sekedar                                                  16James. A. Banks, Race, Culture, and Education (USA: World Library of Educationalists, 2006), h. 141. 
17   pendekatan unit atau pendekatan pekan pendidikan multikultural (multicultural-Education week approach). Model terakhir baru sekedar menyuguhkan peragaan-peragaan ragam budaya yang bersifat festival. Pendekatan total yang ditawarkan adalah suatu upaya menyeluruh yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan dengan melibatkan seluruh unit penting, seperti staf administrasi, pendidik, dan pembimbing. Keduanya meyakini bahwa pendidikan multikultural harus menyeluruh yang mencakup kurikulum, strategi mengajar, bahan ajar, dan lingkungan. Kegiatan-kegiatan sekolah harus merefleksikan multikulturalisme dan hendaknya menunjukkan rasa hormat yang jujur bagi semua bentuk keragaman dan bukan semata-mata sebuah perayaan keberagaman.17 Beberapa karya lain mengenai kajian multikulturalisme di antaranya adalah karya Will Kymlica berjudul Multicultural Citizenship, karya Bhiku Parekh berjudul Rethinking Multiculturalism. Karya Willl Kymlica menyajikan tema-tema politik multikulturalisme, hak individu dan hak kolektif, liberalisme, kebebasan, keadilan, hak minoritas, dan toleransi. Ketertarikannya terhadap kelompok minoritas menyebabkan uraian dalam buku ini banyak menguraikan tentang nasib dan posisi kaum minoritas di hadapan negara dan masyarakat mayoritas. Hak minoritas menurut Kymlica, tidak dapat digolongkan di bawah kategori hak asasi manusia, karena standar hak asasi manusia tidak dapat menyelesaikan masalah yang paling penting dan kontroversial yang berkaitan dengan minoritas kultural.18  Parekh mengemukanan tiga wawasan sentral multikulturalisme, pertama manusia secara kultural diletakkan dalam posisi bahwa mereka tumbuh dan hidup                                                  17M. Lee Manning and Leroy G. Baruth, Multicultural Education for Children and Adolescent (Boston: Allyn and Bacon, 1996), h. xvi.  18Will Kymlica, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Right, terj. Edlina Hafmini Eddin, Kewarganegaraan Multikultural (Cet. II; Jakarta: LP3ES, 2011), h. 6. 
18   dalam dunia yang terstruktur secara kultural, mengorganisasikan kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial menurut sistem makna, serta memposisikan nilai yang besar tentang identitas kultural mereka. Kedua, kebudayaan-kebudayaan yang berbeda mencerminkan sistem makna dan pandangan tentang jalan hidup yang baik. Karena setiap orang merealisasikan satu jangkauan terbatas menyangkut kapasitas dan emosi manusia dan menggenggam hanya sebagian dari totalitas eksistensi manusia, masing-masing kebudayaan memerlukan kebudayaan lain untuk memahami dirinya secara lebih baik, memperluas cakrawala intelektual dan moral, mengembangkan imajinasi dan melindunginya dari gangguan-gangguan nyata untuk memutlakkan dirinya. Ketiga, Semua kebudayaan kecuali yang paling primitif secara internal bersifat majemuk dan mencerminkan sebuah percakapan berkelanjutan antara tradisi dan rangkaian gagasan mereka yang berbeda-beda.19 Buku-buku yang ditulis sarjana Indonesia, misalnya: M. Ainul Yakin berjudul Pendidikan Multikultural: Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan keadilan; Zakiyuddin Baidhawy berjudul Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural; Choirul Mahfud berjudul Pendidikan Multikultural; Ngainun Naim dan Ahmad Sauqy berjudul Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi; Muhammad Ali berjudul Teologi Pluralis Multikultural. Para penulis mengambil tema besar multikulturalisme. Secara lebih spesifik masing-masing memberi tekanan dan fokus yang berbeda, tetapi tetap berkaitan. M. Ainul Yakin, Choirul Mahfud, Ngainun Naim dan Achmad Sauqi menekankan pada pendidikan multikultural, Baidhawy mengkaji pendidikan agama yang berwawasan multikultural, sedangkan Muhammad Ali mengkaji basis teologi dari konsep multikulturalisme.                                                  19Bikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, terj. C.B. Bambang Kukuh Adi, Rethingking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik (Cet.V; Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 102. 
19   Jika diamati secara cermat, di sana sini terdapat pokok kajian yang sama, hanya teknik pembahasannya yang berbeda. Beberapa tema lainnya memiliki penekanan-penekanan yang beragam sesuai bidang keahlian dan sudut pandang yang diambil dan keluasan wacana para penulisnya tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Namun secara keseluruhan kelima buku tersebut tampaknya memiliki misi, kepentingan, dan muatan pesan yang sama serta saling mendukung. Misi atau muatan pesan tersebut mencakup sekurang-kuranya empat aspek, yaitu: (1) penekanan konsep multikulturalisme dan pendidikan multikultural. (2) Kritik terhadap sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam.      (3) Rekonstruksi kurikulum dan reorientasi sitem pendidikan Islam. (4) Rekomendasi untuk implementasi pendidikan multikultural dan muatan multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Setelah diterbitkannya buku-buku konsepsi, telah bermunculan tesis-tesis yang membahas pendidikan multikultural di berbagai lembaga pendidikan, terutama pesantren. Misalnya Tesis Nuryadin: Pendidikan Multikultural di Pondok Karya Pembangunan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya. Tesis ini membahas tentang hambatan-hambatan implemetasi pendidikan multikultural; peranan pimpinan pondok pesantren dalam mengimlemetasikan pendidikan multikultural; dan nilai nilai pendidikan multikultural. Hasil penelitian ini menyatakan pelaksanaan pendidikan multikultural berlangsung baik.20 Tesis lain, karya Imamul Huda: Praktik Pendidikan Liberal dan Multikultural di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Modern Gontor dan Pesantren                                                  20Nuryadin, “Pendidikan Multikultural di Pondok Karya Pembangunan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya”, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
20   Salafiyah Tegalrejo). Penelitian ini menekankan nilai-nilai multikulturalisme dalam kurikulum, dalam agenda organisasi pelajar serta berbagai aktivitas pengasuhan santri pada praktik kehidupan bersama atau keterampilan sosial. Penelitian menyatakan keberhasilan praktik pendidikan liberal dan multikultural ditentukan oleh pengasuh pondok pesantren.21 Ada dua hasil penelitian tesis yang juga memberikan kontribusi dalam wacana pluralisme dan kaitannya dengan pendidikan Islam, yaitu: Pertama, penelitian tesis dengan judul Paradigma Pendidikan Islam Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, oleh Marjuni. Di sini, peneliti mengemukakan gagasan tentang aktualisasi paradigma pendidikan berbasis pluralisme dan demokrasi dalam menyikapi realitas kemajemukan agama di Indonesia. Menurutnya, dalam menyikapi realitas konflik internal bangsa dalam persoalan kemajemukan agama, serta membangun konstruk sosial dan peradaban yang religius, perlu diajukan reformasi cara keberagamaan ke arah yang relevan dengan realitas kemajemukan tersebut. Dalam rangka itulah, pendidikan Islam sebagai media transformasi ajaran-ajaran Islam merupakan wahana yang tepat untuk memproses sistem tersebut. 22 Kedua, penelitian tesis dengan judul Nilai-nilai Pluralisme dalam Pendidikan Islam, oleh Kaharuddin. Dalam tesis ini diungkap eksistensi nilai-nilai pluralisme dalam kurikulum dan buku daras Pendidikan Agama Islam di sekolah. Penelitian ini juga merupakan kajian kepustakaan (library research), hanya mengkaji materi ajar dan tidak sampai kepada analisis sosial pada ketersosialisasian nilai-nilai pluralisme kepada peserta didik.                                                   21Imamul Huda, “Praktik Pendidikan Liberal dan Multikultural di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Modern Gontor dan Pesantren Salafiyah Tegalrejo)”, Tesis (Salatiga: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, 2015).  22Marjuni, “Paradigma Pendidikan Islam Berbasis Pluralisme dan Demokrasi”, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin 2007). 
21   Dalam temuannya, Kaharuddin mengungkap bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam dan buku daras yang digunakan pada dasarnya memuat nilai-nilai pluralisme. Nilai-nilai tersebut adalah kesamaan dan kebersamaan, sikap terbuka dalam menerima perbedaan yang ada, saling memahami, saling menghormati, saling menolong, prinsip kebebasan, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kasih sayang, kebajikan, kedamaian, dan terbuka untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang dan sebagainya. Oleh karena itu, anggapan yang menyatakan bahwa pendidikan agama sebagai penyebab lahirnya tindak kekerasan adalah keliru, karena tidak sesuai dengan realitas yang ada. 23  Kedua tesis tersebut merupakan kajian teoretis dan tidak mengungkap bagaimana pluralisme menjadi satu “paham” yang mewarnai dan melandasi interaksi sosial dalam lembaga pendidikan Islam. Problemnya bukan pada argumentasi dan konsepsi pluralisme dalam Islam, tapi pada pembentukan kepribadian Muslim yang moderat dan pluralistik.  Basnang Said dalam disertasinya, Pendidikan Plural (Analisis Kritis Penanaman Nilai-nilai Pluralitas terhadap Peserta Didik), memokuskan analisisnya pada tiga tema pokok, yaitu: 1) persepsi positif tentang makna dan hakikat pluralisme, 2) adanya ketidaksinambungan makna pluralisme pada kurikulum pelajaran Agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah, 3) perlunya transmisi ide-ide Islam moderat dan inklusif ke dalam kurikulum pendidikan menengah.24  Penelitian terbaru tentang tema pluralisme di pesantren di Sulawesi Selatan adalah disertasi Afifuddin berjudul Pluralisme dalam Perspektif Pesantren di                                                   23Kaharuddin, “Nilai-nilai Pluralisme dalam Pendidikan Islam”, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2008).  24Basnang Said, “Pendidikan Plural (Analisis Kritis Penanaman Nilai-nilai Pluralitas terhadap Peserta Didik)”, Disertasi (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2011). 
22   Sulawesi Selatan dan Peranannya dalam Mencegah Radikalime Agama. Dalam disertasi ini dikemukakan bahwa pesantren-pesantren di Sulawesi Selatan memahami dan merespons secara positif kemajemukan dalam keberagaman, baik secara eksternal maupun internal, dengan menegaskan bahwa keberagaman merupakan hal yang lumrah dan perlu disikapi secara positif dan konstruktif dalam rangka menciptakan sikap empati dalam keberagamaan. Sikap empati yang ditumbuhkembangkan di pesantren inilah merupakan hasil dari peran nyata pesantren dalam mencegah radikalisme agama yang berdasar pada kebencian dan penolakan terhadap keberagaman.25 Penelitian tentang pendidikan Islam di lembaga pesantren juga telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk disertasi, tesis maupun jurnal ilmiah. Di antaranya yang dapat dikemukakan di sini, penelitian disertasi yang ditulis oleh Bahaking Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren. Penelitian yang mengambil Pesantren As’adiyah Sengkang sebagai obyek kajian, hanya membahas dinamika kelembagaan pesantren, yaitu upaya pembaharuan pendidikan Pesantren As’adiyah Sengkang pada aspek kelembagaan, kurikulum, metode pengajaran dan fungsi pesantren dalam memenuhi hajat masyarakat pengguna lulusannya.26  Muljono Damapolii, dalam penelitian disertasinya yang telah diterbitkan, Pesantren IMMIM Pencetak Muslim Modern, mengungkap aspek-aspek pembaruan pada Pondok Pesantren Modern IMMIM Makassar. Dalam penelitian yang dikerjakan dengan kreatif dan teliti tersebut disebutkan adanya nilai pluralisme yang menjadi salah satu karakter utama pada pesantren tersebut. Ini dibuktikan dengan                                                  25Afifuddin, “Pluralisme dalam Perspektif Pesantren di Sulawesi Selatan dan Peranannya dalam Mencegah Radikalisme Agama”, Disertasi (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2013).  26Bahaking Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan (Cet. I; Jakarta: Parodatama Wiragemilang, 2003). 
23   jargon “Bersatu dalam akidah, toleransi dalam furū’ dan khilafiyah” yang merupakan prinsip dan tujuan pendidikan agama di Pondok Pesantren IMMIM. Karakter Muslim yang ingin dibentuk oleh pesantren ini adalah Muslim yang berdiri di atas dan untuk semua golongan.27  Satu lagi penelitian tentang pesantren, ditulis oleh Rustan Efendi dengan judul Pemberdayaan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Darul Istiqamah Maros). Tesis yang merupakan field research ini membahas upaya-upaya pemberdayaan pesantren di bidang ekonomi, perkebunan dan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan adanya rumah bersalin. Penelitian Rustan Efendi lebih ditekankan pada aspek manajerial pesantren, bukan pada pendidikan dan peranan pedagogisnya dalam membangun ideologi keislaman.28   Perbedaan pokok penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada obyek kajian penelitian, baik menyangkut lokasi pesantren maupun tema kajian. Pesantren yang menjadi obyek penelitian ini, yaitu pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Tema penelitian sebelumnya khusus di wilayah Sulawesi Selatan, pada umumnya bertema pluralisme, dan peneliti tidak menemukan hasil penelitian tentang tema multikulturalisme. Di samping itu, dalam penelitian ini dibahas secara utuh implementasi pendidikan multikultural, baik dari aspek ontologi, epistimologi maupun aksiologi sebagai pembeda penelitian-penelitian yang dilakukan di tanah air.                                                   27Muljono Damapolii, Pesantren Modern IMMIM; Pencetak Muslim Modern (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011).  28Rustan Efendi, “Pemberdayaan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Darul Istiqamah)”, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2008). 
24   E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan  Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara interpretatif keberagaman pesantren di Kabupaten Luwu Timur sebagai wadah penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural.  b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara interpretatif komparatif dan analitis wujud toleransi dalam proses pembelajaran pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur. c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara interpretatif komparatif dan analitis implikasi pembelajaran dalam bentuk toleransi terhadap penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur. 2. Kegunaan Selain memberikan perbendaharaan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan juga untuk menumbuhkan perspektif baru dalam rangka menata pendidikan yang bernuansa multikultural. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan multikultural; Menjadi bahan ajar mata kuliah Islam dan Multikulturalisme; Diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep dan teori pada peneliti pendidikan keberagaman. Selain kegunaan teoretis tersebut, penelitian ini diharapakan bermanfaat untuk kegunaan praktis, yaitu: a. Sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir peseta didik/santri untuk menghadapi perubahan dan perkembangan zaman yang penuh dengan kompleksitas dewasa ini.  
25   b. Bagi pesantren, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan agar tidak salah paham dan berprasangka buruk terhadap pendidikan multikultural, sehingga praktiknya bisa dilaksanakan demi terwujudnya generasi Muslim yang berwawasan luas, moderat, dan egaliter serta dapat bekerja sama dengan berbagai pihak.  c. Bagi penyelenggara pendidikan, sebagai bahan masukan untuk instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan pendidikan di pesantren sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan serta meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam.  d. Bagi pendidik, dapat dijadikan format desain pembelajaran berbasis multikultural.    
  26  BAB II TINJAUAN TEORETIS A. Pesantren Berbasis Multikultural 1. Pengertian dan Asal-usul Pesantren Ada beberapa pendapat yang menjelaskan asal-usul pesantren. Salah satu pendapat yang paling sering dirujuk adalah bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional khas Jawa, Indonesia. Pesantren berasal dari kata “santri”, yang berarti murid, dan tempat dimana para “santri” belajar disebut pe-santri-an. Lalu, mengikuti bentuk pengucapan yang lazim menurut masyarakat setempat, maka jadilah kata itu disebut dengan “pesantren”. Zamakhsyari Dhofier mengutip beberapa pendapat para ahli tentang asal-usul istilah pesantren seperti pendapat Profesor Johns yang mengatakan bahwa istilah santri sebenarnya berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Sedangkan C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku ilmu pengetahuan.1 Selanjutnya, Muljono Damopolii merangkum beberapa pendapat tentang istilah lain yang selalu disebut berpasangan dengan pesantren adalah pondok. Sebelum tahun 1960-an, istilah pondok lebih popular di Jawa dan Madura dibandingkan dengan kata pesantren. Dhofier menduga bahwa kata pondok itu                                                  1Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 56.  
27   berasal dari pengertian asrama-asrama para santri sebagai tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau bisa jadi berasal dari kata Arab fundūq yang berarti hotel atau asrama. Mastuhu menggunakan istilah “pondok pesantren” dengan singkat “PP”. Akan tetapi banyak juga lembaga pendidikan pesantren yang memberi nama dengan “pesantren”, tanpa mengikutkan kata pondok di depan kata pesantren. Kedua istilah tersebut, baik pesantren maupun pondok, sama-sama mengandung substansi pengertian sebagai tempat tinggal para santri, sehingga pemakaian istilah tersebut secara bersamaan merupakan penguatan makna saja. Penggunaan salah satunya, sebenarnya sudah cukup memadai untuk mendeskripsikan lembaga pendidikan Islam Indonesia yang diklaim indigenous itu.2 Sosok pesantren merupakan sebuah totalitas lingkungan pendidikan di mana makna dan nuasannya secara menyeluruh. Dalam berbagai variasinya dunia pesantren merupakan pusat persemaian, pengalaman, dan sekaligus penyebaran ilmu-ilmu Islam.3  Pesantren merupakan sebuah masyarakat kecil yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang besar. Maka tidaklah mengherankan jika interaksi sosial yang dibangun dalam lingkungan pesantren tidak jauh berbeda dengan interaksi sosial yang ada dalam masyarakat pada umumnya. Lembaga sejenis pesantren juga bermunculan di beberapa wilayah lain di Asia Tenggara. Misalnya, di Malaysia dan Thailand Selatan dikenal lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok. Di Indonesia sendiri, istilah “pondok” yang merujuk tempat pemondokan santri ini juga cukup dikenal, sebagai istilah lain dari pesantren. Di Aceh, sebuah wilayah yang sangat kuat tradisi Islamnya, lembaga                                                  2Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern, h. 56-57. 3Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Posmodernisme (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 13.  
28   serupa dikenal dengan sebutan dayah. Sementara di ranah Minang, meskipun tidak menggunakan sistem asrama, terdapat lembaga pendidikan Islam informal yang dikenal dengan sebutan surau.4 Hingga kini belum ada kesepakatan mengenai sejarah awal pesantren. Ada pendapat mengatakan bahwa pesantren telah tumbuh sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, sementara yang lain berpendapat bahwa pesantren baru muncul pada masa Walisongo. Sejak lima ratus tahun yang lalu, yakni sekitar abad ke-16 M, sudah ada lembaga pendidikan dan pengajian keislaman. Tidak jelas, seperti apakah persisnya bentuk dari lembaga itu. Namun, ada beberapa catatan, disebutkan adanya beberapa paguron (perguruan) dan padepokan. Lembaga ini mengambil bentuk pendidikan di asrama, yang berkembang di kalangan Hindu-Budha di Nusantara selama berabad-abad sebelumnya. Itulah salah satu sebabnya, mengapa sebagian ahli beranggapan bahwa pesantren, sebagai sebuah lembaga, sebenarnya meniru tradisi mencari ilmu dan berguru dari kalangan terpelajar Hindu dan Budha – dua tradisi agama besar yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara sebelum kedatangan Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, tradisi seperti ini tidak dengan serta merta dihilangkan. Seperti juga hubungan guru-murid di dalam tradisi agama lain sebelum Islam, sifatnya masih individual, informal, dan tidak terdapat sistem yang mengikat dan teratur.5  Salah satu pesantren tertua di Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Misalnya, Pesantren Tegalsari, yang berdiri pada tahun 1742. Pesantren yang berlokasi di                                                  4Dedi Darmadi, “Keberagaman di dalam Pesantren”, dalam Ahmad Mahromi, eds., Islam dan Multikulturalisme (Cet. I; Jakarta ICIP, 2008), h. 83.  5Dedi Darmadi, “Keberagaman di dalam Pesantren”, dalam Ahmad  Mahromi, eds., Islam dan Multikulturalisme. 
29   daerah Ponorogo, Jawa Timur telah menjadi pusat pembelajaran keislaman masyarakat Jawa Pesisir sejak abad ke-18 M. Beberapa sumber bahkan merujuk berdirinya pesantren lain yang lebih tua. Di daerah Banten, terdapat pesantren tua yang dikenal dengan nama Karang. Pesantren ini ditengarai berdiri pada pertengahan abad ke-16 M, tidak lama setelah masuknya agama Islam ke wilayah Barat pulau Jawa itu.6 Abad-abad selanjutnya, dunia pesantren diwarnai dengan perkembangan jaringan kiai-santri yang semakin meluas. Pada awal abad ke-18 M, sejumlah ulama Islam di Nusantara tercatat memiliki hubungan yang luas satu sama lain. Ulama-ulama ini muncul khususnya dari kawasan dimana terdapat kerajaan dan kesultanan Islam seperti Aceh, Banten, Jawa, Makassar, dan lainnya. Satu abad kemudian, jaringan antar ulama (dan dengan sendirinya pesantren dimana mereka mengabdi) sudah menjalar sampai ke Timur Tengah. Meskipun terkadang berbaur dengan cerita.7 Fenomena kesejarahan pesantren telah memunculkan pandangan yang beragam tentang asal-usulnya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa babakan sejarah bangsa tidak lepas dari peran pesantren. Bahkan, peran dan kontribusinya semakin jelas dibanding komponen bangsa lainnya, ketika mampu mengelola warisan tradisi salafi dan budaya lokal. Di tambah dengan independensi yang tinggi, pesantren menjadi kekuatan alternatif. Di sinilah perlunya ditelusuri kembali pergulatan pesantren dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.                                                  6Dedi Darmadi, “Keberagaman di dalam Pesantren”, dalam Ahmad Mahromi, eds., Islam dan Multikulturalisme, h. 84. 7Dedi Darmadi, “Keberagaman di dalam Pesantren”, dalam Ahmad Mahromi, eds., Islam dan Multikulturalisme. 
30   2. Sifat dan Karakter Umum Pesantren Pesantren merupakan sebuah masyarakat kecil yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang besar. Maka tidaklah mengherankan jika interaksi sosial yang dibangun dalam lingkungan pesantren tidak jauh berbeda dengan interaksi sosial yang ada dalam masyarakat pada umumnya. Dalam masyarakat pesantren telah terbangun suatu karakteristik yang khas. Ada lima elemen dasar yang menjadikan pesantren sebagai sebuah lembaga yang khas: pondok (asrama), masjid, santri (peserta didik), pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kiai yang menjadi tradisi peasantren.8 Namun seiring dengan perkembangan zaman kelima elemen tersebut tidak menjadi mutlak, bahkan ada beberapa pembenahan-pembenahan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Sejak awal kemunculannya, pesantren mempunyai karakteristik tersendiri dibanding lembaga pendidikan mapan lainnya di Indonesia. Karakteristik yang menonjol adalah “memberikan pelajaran agama versi kitab-kitab Islam klasik”, teknik pembelajaran dengan metode sorogan, bandongan atau wetonan, dan adanya hafalan, serta ḥalaqah. Inilah yang disebut dengan pesantren tradisional atau salaf.9 Namun karekteristik itu tidak baku selamanya, tatkala pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan yang keberadaannya sangat diperhitungkan untuk ikut memajukan kecerdasan bangsa, maka pesantren yang salafi sedikit demi sedikit mengalami pergeseran menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman, terutama dalam hal sarana, prasarana, dan sistem pembelajaran. Pembaruan inilah menjadikan pesantren menjadi pesantren modern.                                                  8Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1990), h. 13.  9Ismail SM, Dinamika Pesantren dan Madrasah (Cet. I; Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2002), h. 25.  
31   Sesuai latar belakang pembentukan pesantren, tujuan utama didirikannya adalah sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (tauhid, fikih, Tafsir, hadis, tasawuf, bahasa Arab, dan lain-lain), dan diharapkan seorang santri yang keluar dari pesantren telah memahami beraneka ragam pengetahuan agama dari sumber aslinya, yaitu al-Qur’an dan al-sunnah serta dengan kemampuan merujuk kepada kitab-kitab klasik. Meskipun seorang santri diharapkan meguasai dan memahami seluruh ilmu-ilmu dalam Islam tetapi dibutuhkan spesialisasi keilmuan. Spesialisasi inilah yang biasanya membuat seoarang santri pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain untuk melanjutkan pelajaran dalam mata pelajaran yang menjadi spesifik dari pesantren yang didatanginya itu.10  Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren merupakan pusat ilmu-ilmu keislaman. Namun demikian, bagi para santri dan lingkungannya, pesantren juga merupakan pusat kehidupan itu sendiri. Pengalaman hidup sehari-hari di pesantren seringkali menjadi pedoman hidup para santri di kemudian hari. Apalagi pada umumnya pesantren mengharuskan para santri untuk belajar, tinggal, dan hidup di tempat yang telah disediakan (biasanya berbentuk asrama). Di dalamnya, para santri tidak hanya dikenalkan dengan ilmu-ilmu keislaman dan kebijakan teks-teks falsafah hidup klasik, melainkan juga diajarkan ketekunan, kesederhanaan, kemandirian, dan solidaritas antar sesama. Kesemuanya ini membentuk sifat dan karakter umum pesantren yang kuat, solid, dan kokoh. Di antara sifat dan karakter umum pesantren adalah: ketekunan, kesederhanaan, kemendirian, solidaritas antara                                                  10Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 68-69.  
32   sesama, sikap toleran, dan terbuka.11 Karakter-karakter ini merupakan refleksi kiai dan para pembina setiap pesantren yang dipraktekan dalam kehidupan keseharian para santri. Pengembangan metode pembelajaran menjadi satu tuntutan keniscayaan dengan perimbangan animo santri dan heterogenitas latar belakang mereka sebelum memasuki pesantren. Ada stressing yang penting untuk dicermati, pesantren secara definitif, sebagai suatu sistem artinya sebagai sumbu utama dari dinamika sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Islam tradisional pesantren telah menjadi sub kultur yang secara sosio antropologis bisa dikatakan sebagai masyarakat pesantren. Keragaman yang ada di lingkungan pesantren menjadi sebuah ciri multikultural. Lingkungan yang dibentuk adalah benar-benar heterogen ditinjau dari aspek input, santri yang datang dari berbagai ras, bukan homogenitas, dengan sistem pembelajaran dan nilai-nilai religiusitas yang dibangun, dimana nilai-nilai agama Islam yang diajarkan tetap mengedepankan toleransi, tolong-menolong, dan saling menghormati antar sesama menjadi modal dasar bagi kelangsungan hidup di lingkungan pesantren. Keberadaan pesantren secara makro diharapkan dapat berperan aktif dan memberi kontribusi yang berbobot terhadap rekayasa sosial dan transformasi sosial kultural, maka ia harus memiliki ciri pembaharuan, yaitu adanya dimensi kultural, edukatif, dan sosial.12 Dimensi kultural memberikan ciri bahwa pesantren mampu menanamkan watak sendiri, solidaritas dan sederhana. Dimensi edukatif, di mana pesantren mampu melahirkan generasi religious skill full people, religious community, and religious intellectual. Dimensi sosial, di mana pesantren                                                  11Dedi Darmadi, “Keberagaman di dalam Pesantren”, dalam Ahmad Mahromi, eds., Islam dan Multikulturalisme, h. 86-87. 12Ismail SM, Dinamika Pesantren dan Madrasah, h. 25. 
33   bisa dikembangkan sebagai community learning center untuk membantu, dan melayani masyarakat, baik bidang sosial maupun keagamaan dan masyarakat dapat difungsikan sebagai laboratorium sosial pesantren. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme antara pesantren dan masyarakat. Pada dataran empiris, jika dicermati secara detail pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah (umum) tampaknya tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial seringkali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. Kenyataannya bahwa pendidikan agama masih diajarkan dengan menafikan hak hidup agama yang lain. Keagamaan telah kehilangan aktualitas multikulturalnya, dan pada gilirannya akan memperkeras konflik sosial yang ada, karena itu pendidikan multikultural harus direvitaliasai dan direaktualisasi secara kreatif sehingga tidak kehilangan jiwa dan semangatnya.13 Sudah selayaknya pesantren sebagai sub kultur harus mampu mengeliminir pemahaman ajaran agama yang sah, ia harus tetap mengedepankan toleransi dan menghormati orang lain atau lingkungan sekitarnya. Paling tidak harus mampu mencegah terjadinya munculnya kesalahpahaman ajaran agama yang pada akhirnya memunculkan konflik sosial. Pesantren harus mampu bersikap netral terhadap kondisi sekitarnya, bahkan dapat menjadi pengayom. 3. Pola-pola dan Unsur-unsur Pesantren Dari sekian banyak pesantren, dapat dipetakan menjadi dua pola, yaitu pola berdasarkan bangunan fisik dan berdasarkan kurikulum. Berdasarkan bangunan fisik dikenal lima pola fisik pondok pesantren sebagai berikut: Pola pertama, terdiri dari                                                  13Ismail SM, Dinamika Pesantren dan Madrasah, h. 25. 
34   masjid dan rumah kiai. Pondok pesantren bersifat sangat sederhana. Kiai menggunakan masjid atau rumahnya sendiri untuk tempat mengajar, dan para santri datang dari daerah sekitar pesantren. Pola kedua, terdiri dari masjid, rumah kiai, dan pondok (asrama). Pola ketiga, terdiri dari masjid, rumah kiai, dan pondok (asrama) dengan sistem sorogan dan wetonan. Pondok pesantren semacam ini telah menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah. Pola keempat, yaitu pondok pesantren yang selain memiliki komponen-kompeonen fisik seperti pola ketiga, juga memiliki tempat untuk pendidikan keterampilan seperti kerajinan, perbengkelan, koperasi, sawah, ladang, dan sebagainya. Pola kelima, yaitu pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah berkembang. Selain masjid, rumah kiai/ ustadz, pondok (asrama), madrasah dan atau sekolah umum, terdapat pula bangunan-bangunan fisik lain seperti: perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko/kantin, penginapan tamu (orang tua santri dan tamu umum), ruang operation, dan sebagainya.14  Sedangkan berdasarkan kurikulum maka pesantren terdiri atas lima pola, yaitu: pola pertama, materi pelajaran yang diajarkan di pesantren ini adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Mata pelajaran umum tidak diajarkan. Metode pembelajaran adalah wetonan dan sorogan, tidak memakai sistem klasikal. Santri dinilai dan diukur berdasarkan kitab yang dipelajari. Tidak mementingkan ijazah. Pola kedua, materi pelajaran agama sama pada pola pertama tetapi pada jenjang tertentu diajarkan sedikit pelajaran umum dan pendidikan keterampilan termasuk berorganisasi. Pada pola ini dikenal penjenjangan. Metode pembelajaran adalah wetonan, sorogan, hafalan, dan musyawarah. Pola ketiga,                                                  14Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, h. 65-66.  
35   materi pelajaran agama dilengkapi dengan mata pelajaran umum dan bidang ketermpilan, olahraga, kesenian, organisasi, dan pengembangan masyarakat. Metode pembelajaran sudah dikenal sistem klasikal tetapi masih terbatas. Pola keempat, selain pembelajaran agama dan pengetahuan umum, di pesantren ini pengembangan keterampilan di berbagai bidang diajarkan. Pola kelima, dikenal lembaga madrasah, sekolah dan perguruan tinggi. Kurikulum di madrasah pondok dapat dibagi dua bagian, yaitu kurikulum yang dibuat oleh pesantren dan kurikulum yang dibuat pemerintah dengan modifikasi materi pelajaran agama. Di sekolah pesantren, materi pelajaran umum seluruhnya berpedoman pada kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional.15 Selain kelembagaan pesantren dilihat dari pola-pola sebagaimana telah dijelaskan, kelembagaan pesantren dapat dipetakan berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam pesantren. Pertama, pelaku terdiri dari kiai, ustadz, santri, dan pengurus. Kedua, sarana perangkat keras misalnya masjid, rumah kiai, rumah ustadz, pondok, gedung sekolah, dan gedung-gedung lain untuk pendidikan seperti perpustakaan, kantor organisasi santri, keamanan, koperasi, gedung-gedung keterampilan, dan lain-lain. Ketiga, sarana perangkat lunak: kurikulum, buku-buku, dan sumber belajar lainnya, cara belajar-mengajar dan evaluasi belajar-mengajar.16  Setiap pesantren memiliki unsur-unsur yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat besar kecil, serta program pendidikan yang dijalankan pesantren. Pada pesantren kecil, unsur-unsurnya cukup dengan kiai, asrama/pondok, masjid, santri, dan kitab kuning. Sedangkan untuk pesantren besar perlu ditambah dengan unsur-                                                 15Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, h. 67-68.  16M. Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global (Cet. I; Jakarta IRD Press, 2004), h. 26. 
36   unsur lain, seperti para ustadz, gedung sekolah atau madrasah, pengurus, manajemen, dan organisasi.  4. Tipe-tipe Pesantren dan Sistem Pendidikan Sejak awal pertumbuhannya, dangan bentuknya yang khas dan bervariasi, pondok pesantren terus berkembang, namun dengan perkembangan yang sangat signifikan setelah terjadi persinggungan dengan sistem persekolahan atau dikenal dengan sistem madrasah, yaitu pendidikan dangan pendekatan klasikal, atau lawan dari sistem individual yang berkembang di pondok pesantren sebelumnya.  Persentuhan pondok pesantren dengan madrasah terjadi pada akhir abad ke- 19 dan semakin nyata pada abad ke-20. Perkembangan pendidikan Islam dengan model madrasah itu terjadi karena pengaruh sistem madrasah yang sudah berkembang lebih dahulu di Timur Tengah. Banyaknya umat Islam Indonesia yang belajar menimba ilmu-ilmu agama ke sumber aslinya, dengan bermukim disana dan sebagian kembali ketanah air setelah selasai dalam studinya. Mereka yang kembali ke tanah air dengan membawa sebuah pemikiran-pemikiran baru dalam sistem pendidikan. Pendidikan dengan sistem madrasah ini dalam tahap berikutnya juga mengalami perkembangan, di satu pihak mengarah ke pendidikan umum dan di lain pihak tetap mempertahankan dominasi pendidikan Islam dengan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Persentuhan sistem pondok pesantren dengan sistem madarasah membuat semakin tingginya variasi pondok pesantren, namun secara garis besar dapat digolongkan menjadi empat bentuk: 1) Pondok pesantren dengan Tipe A yaitu pondok pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional. 2) Pondok pesantren dengan Tipe B yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan sistem klasikal. 3) Pondok pesantren dengan Tipe C yaitu pondok 
37   pesantren yang hanya merupakan asrama, sedang santrinya belajar di luar.               4) Pondok pesantren Tipe D yaitu pondok pesantren yang mennyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.17 Dengan melihat empat tipe pondok pesantren tersebut dan dengan melihat tingkatan konsistensi dangan sistem lama dan keterpengaruhan oleh sistem modern, secara garis besar dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu : tradisional, modern, dan salaf.18 Ada yang menyebut pesantren tradisional, modern, dan kombinasi/campuran. Di samping itu ada yang memetahkan menjadi dua, pesantren tradisional dan modern atau salafiyah dan khalafiyah.  Selain tipologi pesantren berdasarkan model pendekatan pendidikan yang dilakukan, apakah secara tradisional atau modern juga ada tipologi berdasarkan konsentrasi ilmu agama yang diajarkan, seperti pondok pesantren al-Qur’an, yang lebih berkonsetrasi pada pembelajaran al-Qur’an mulai dari qirā’ah sampai hāfiẓ. Ada pesantren fikih, pesantren tasawuf, dan lain lain. Bahkan ada tipologi pesantren berdasarkan corak pemikiran dalam merespon era globalisasi. Meskipun pesantren beragam tipologi, pada intinya pesantren itu adalah penyelenggara pendidikan agama dan sikap beragama. Oleh karena itu, pada mulanya mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama. Pada tingkat dasar, diperkenalkan tentang dasar-dasar agama dan al-Qur’an pada anak didik baru. Setelah berlangsung beberapa lama pada saat anak didik telah memiliki kecerdasan                                                  17Depatemen Agama RI, Profil Pondok Pesantren Mu’adalah (Cet. I; Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 8. 18Dedi Darmadi, “Keberagaman di dalam Pesantren”, dalam Ahmad Mahromi, eds., Islam dan Multikulturalisme, h. 98-101. 
38   tertentu maka mulailah diajarkan kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik ini juga diklasifikasikan kepada tingkat dasar, menengah, tinggi, dan takhassus.19 Setelah datangnya kaum penjajah Barat, peranan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin kokoh. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang reaksional terhadap penjajah. Oleh karena itu, di zaman Belanda sangat kontras sekali pendidikan di pesantren dengan pendidikan sekolah-sekolah umum. Pesantren semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu agama lewat kitab-kitab klasik, sedangkan sekolah umum bentukan Belanda, sama sekali tidak mengajarkan ilmu agama. Sistem pendidikan pesantren, baik motode, sarana fasilitas maupun yang lainnya masi bersifat tradisional. Administrasi pendidikanya belum seperti sekolah umum.20 Sekolah umum menggunakan sistem klasikal sedangkan pesantren sistem nonklasikal dengan metode wetonan atau bandongan dan sorogan, serta hafalan,21 di mana seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Santri-santri pada umumnya tinggal dalam pondok atau asrama dalam kompleks pesantren. Di samping itu, ada pula sistem lain yang juga dilaksanakan di pesantren, di mana santri-santri tidak disediakan pondok atau asrama di dalam kompleks tetapi mereka tinggal di luar kompleks pesantren. Santri yang tidak                                                  19Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, h. 22.  20Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. 21Bandongan berarti belajar secara kelompok dalam bentuk ḥalaqah yang diikuti oleh seluruh santri dan biasanya kiai menggunakan bahasa daerah setempat dan langsung menerjemahkan kalimat demi kalimat dari kitab yang dipelajari, memahami kitab, mempertanyakan, dan mempesoalkan sehingga terjadi dialog antara kiai dengan santri tentang isi kitab yang dipelajari. Sorogan adalah santri menyodorkan kitabnya untuk minta kiai mengajarinya. Dengan tekhnik ini, antara kiai dan santri terjadi interaksi langsung. Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), h. 25. 
39   mondok dalam kompleks pesantren lazim disebut santri kolong. Metode pembelajaran untuk santri ini diberikan dengan metode wetonan, para santri datang belajar pada waktu tertentu. Akan tetapi pondok pesantren dewasa ini merupakan gabungan antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan metode bandongan dan sorogan. Para santri yang mondok maupun santri kolong sama-sama belajar pada tempat dan waktu yang sama,22 baik dalam sistem nonklasikal maupun sistem klasikal. 5. Pengembangan Pembelajaran di Pesantren Berbasis Multikultural Di tengah-tengah pesatnya arus globalisasi dan berbagai tantangan modernisasi di berbagai aspek sosial, pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan tetap eksis dan terus berkembang sejalan dengan adaptasinya dengan sistem pendidikan modern. Mengapa demikian? Jawabanya adalah karena pesantren memiliki karakteristik yang bersifat umum sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren merupakan pusat ilmu-ilmu keislaman. Di samping itu, pesantren menjadi tempat penempaan aktualisasi diri para santri untuk memahami lingkungan kehidupan. Bagi santri, lingkungan di dalam pesantren merupakan miniatur dari lingkungan sosial masyarakat umum. Pengalaman hidup sehari-hari di pesantrten menjadi pedoman hidup para santri di kemudian hari. Apalagi, pada umumnya pesantren mengharuskan para santri untuk belajar, tinggal dan hidup di dalam lingkungan pesantern. Di dalam pesantren, para santri bukan hanya diperkenalkan dengan ilmu-ilmu keislaman dan kebijakan teks-teks falsafah hidup klasik, melainkan juga diajarkan ketekunan, kesederhanaan,                                                  22Samsul Nizar, dkk., Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantra (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 114-115. 
40   kemandirian, dan solidaritas antar sesama.23 Bahkan sikap terbuka dan toleran senantiasa dipratekkan di dalam pesantren. Pesantren sebagai miniatur lingkungan sosial, para pengasuh harus berupaya menghadapi kehidupan yang lebih kompleks. Selain dengan jalan seperti yang telah disebutkan, santri siap berinteraksi dan berkompitisi dengan siapapun di era globalisasi.24 Di samping itu, santri dituntut mampu menunjukkan prilaku toleran, baik interen, antar umat beragama maupun dengan pemerintah. Dengan harapan terciptanya masyarakat yang harmonis dan rukun. Para santri harus mengaktualisasikan diri dengan bersikap toleran di negeri yang terkenal majemuk ini. Untuk itulah, pesantren dituntut untuk menerapan asas “Tri-Kon”, yaitu: Kontinyuitas, pesantren sekarang harus melanjutkan kehidupan masa silam. Konvergensi, pesantren perlu bertemu dengan masyarakat lain dan tidak terisolasi. Konsentrisitas, setelah bertemu dengan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat lain, pesantren tidak kehilangan identitas.25 Visualisasi konsep tersebut, sebagai berikut:                                                        23Dedi Darmadi, “Keberagaman di dalam Pesantren”, dalam Ahmad Mahromi, eds., Islam dan Multikulturalisme, h. 85. 24Syamsul Ma’arif, “Trasformative Learning dalam Membangun Pesantren Berbasis Multikultural”, selanjutnya disebut “Trasformative Learning”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, vol. I no. 1 (Juni 2012), h. 65. https://www.google.co.id/?gws_rd. (Diakses 7 September 2016). 25Syamsul Ma’arif, “Transformative Learning”, h. 66.  Kontiyuitas Konvergensi Konsentrisitas Pesantren Berbasis Multikultural 
41   Berdasarkan konsep tersebut, sesungguhnya pesantren akan menunjukkan kontribusinya dalam membentuk masyarakat madani (civil society) melalui upaya mensinergikan antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern, terutama dalam merespon tema-tema multikultural sebagai ide-ide modernisasi yang digagas dunia Barat yang berpengaruh secara global. Ide-ide yang dimaksud terutama demokrasi, hak asasi manusia, dan gender. Pesantren dengan keanekaragaman identitas yang melekat padanya, apakah itu masuk kategori pesantren tradisional, modern, dan tadisional-modern (gabungan). Ketiganya mempunyai visi untuk memperjuangkan Islam sebagai raḥmatan li al-ʻālamīn.  Pesantren di Indonesia menjadikan dirinya sebagai bagian dari proyek modernisasi. Sebenarnya perbedaan tradisional dan modernis, di samping di balik makna terminologinya juga pada visinya masing-masing dalam berhadapan dengan negara. Bagi pesantren, masyarakat harus berfungsi sebagai pengawas dan pengoreksi kebijakan pemerintah. Sementara itu, pemikir modernis dan neo-modernis melihat masyarakat sipil lebih fokus pada pengembangan nilai-nilai multikultural, misalnya toleransi, hak asasi manusia, gender, dan demokrasi. Di samping itu, tidak selalu melihat masyarakat sipil sebagai keterpisahan, dan tentu saja bersinergri dengan pemerintah.26 Uraian ini dapat dilihat pada spektrum berikut:                                                      26Syamsul Ma’arif, “Transformative Learning”, h. 69. 
42               Melihat gambaran spintas pesantren dan perananya dalam membangun masyarakat madani, maka dapat dikatakan sesungguhnya pesantren sangat multikultural dan akomodatif terhadap perkembangan kebudayaan. Untuk mempertahankan dan mengembangkanya, diperlukan metode pembelajaran yang tidak hanya sebatas komunikasi tatap muka, oral, dan personal, bersifat satu arah, kiai memberi santri menerima, tetapi juga diperlukan sistem pembelajaran yang lebih transformatif (tansformative learning). Dalam konteks transformative learning di pesantren, selain memperhatikan persoalan keberagaman dengan penekanan pada pendekatan student centred, dan penanaman transfer of knowledge tentang nilai-nilai multikultural di masyarakat, pesantren juga perlu merancang seperangkat kurikulum, baik menyangkut tujuan, materi maupun metode yang digunakan.27                                                  27Syamsul Ma’arif, “Transformative Learning”, h. 60-61. Civil  Society Tradisional Neo-modern Modern  P E S A N T R E N Pesantren & Negara  Modernisasi Peranan Pesantren bagi Pembangunan 1. Pluralisme 2. Toleransi 3. HAM 4. Gender 5. Demokrasi 6. Toleransi antarumat beragama 7. Pemberdayaan masyarakat 8. Oposisi pendirian negara Islam 9. Perlindungan hak minoritsas 
43   Dengan transformative learning, proses pendidikan di pesantren dapat membantu santri untuk membangun identitas mereka secara kultural, nasional, dan global sekaligus.28 Berikut diagram identitas yang harus dikembangkan dalam masyarakat multikultural menurut James A. Banks:        Cultural  Identification National     dentification                Identification        Global                     Identification  Selanjutnya A. Banks mengatakan “student should develop a delicate balance of cultural, national, and global identifications”.29 Identifiasi budaya, nasional, dan global bersifat intraktif dan diwujudkan dalam cara dinamis. Masing-masing perlu dikembangkan di lembaga pendidikan. Peserta didik harus mengidentifikasi budaya, nasional, dan global secara kritis dan teliti. Dengan jalan itu, peserta didik sadar akan identitas budayanya dan budaya lain, serta memperluas kesetiaan mereka yang melintasi batas etnis dan nasional menuju kearifan global sebagai warga dunia. B. Multikulturalisme sebagai Konsep Pendidikan Keberagaman 1. Landasan Teoretis Pendidikan Multikultural a. Landasan Filosofis Sebagai sebuah konsep, kemunculan multikulturalisme tidak terlepas dari pengaruh filsafat post-modernisme, yang berangkat dari pemikiran tentang                                                  28James. A. Banks, Race, Culture, and Education (USA: World Library of Educationalists, 2006), h. 209-210. 29James. A. Banks, Race, Culture, and Education. 
44   ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar dan penolakan terhadap segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi atau menjeneralisasi. Selain menolak pemikiran yang totaliter, filsafat post-modernisme juga menghaluskan sensitivitas manusia terhadap perbedaan dan memperkuat kemampuan toleransi terhadap realitas yang terukur. Post-modernisme menolak kebenaran tunggal atau yang bersifat absolut dan menghindari sikap klaim kebenaran (truth claim). Kebenaran diyakini bersifat jamak dan hakikat dari semua, termasuk kehidupan manusia itu dalam semua aspeknya adalah berbeda (all is difference).30 Filsafat post-modernisme yang muncul sebagai bentuk protes terhadap pemikiran filsafat modernisme,31 yang melahirkan beberapa bentuk pemikiran yang sangat mendasar, seperti realisme, relativisme, dan humanisme. Salah satu dampak positif yang menonjol dari pemikiran post-modernisme adalah lahirnya pengakuan akan pluralitas kehidupan. Bagi post-modernisme, kenyataan adanya masyarakat plural itu menjadi suatu fakta yang tidak bisa disangkal. Hal ini harus diperkuat dengan membangun prinsip kesadaran multikulturalisme, yakni paham yang mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sekaligus memperlakukan orang lain secara sama secara proporsional. Pengokohan multikulturalisme yang berangkat dari pemikiran filosofis di atas, perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dikembangkan dalam pendidikan Islam. Landasan epistemologi yang telah dibangun dengan cukup jelas oleh aliran filsafat                                                  30Rizal Muntasyir, dkk., Filsafat Ilmu ( Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 190. 31Walaupun post-modernisme merupakan kelanjutan modernisme, namun kelanjutan yang dimaksud lebih bersifat kritis. Bahkan dalam banyak aspek, post-modernisme merupakan lawan dari modernisme yang lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat positivisme. Post-modernisme menggungat kemapanan modernisme yang lebih mengagungkan rasionalitas dan telah melahirkan dunia yang merendahkan martabat manusia, sehingga melahirkan budaya kekuatan bagi yang berkuasa dan praktek kejahatan moral yang kian menjadi-jadi. Filsafat post-modernisme berusaha membalikkan fakta ini dengan mengedepankan seni filsafat yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Lihat Bambang Sugiharto, Posmodernisme Tantangan Bagi Filsafat (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1996),  h. 22-23.  
45   postmodernisme dalam usaha mengakomodasi fakta keragaman dan perbedaan. Hal tersebut sungguh merupakan referensi tambahan ilmiah untuk memormulasi pendidikan Islam multikultural secara lebih baik. Tentu dalam proses ini diperlukan sikap adaptif-kritis agar konsep-konsep tersebut tetap sejalan dengan spirit dan prinsip-prinsip ajaran Islam.32 Multikulturalisme dalam pandangan Parekh, merupakan jawaban atas kegagalan tiga tradisi besar monisme moral yang berkembang dalam kehidupan; yaitu Monisme Yunani, Monisme Kristen, dan Monisme Liberal Klasik. Salah satu kegagalan monisme moral menurut Parekh, adalah cara pandang terhadap perbedaan yang dinyatakan sebagai penyimpangan atau patologi moral.33 Bagi kalangan postmodernisme, perbedaan merupakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk menghargai banyak kelompok dan pengalamannya masing-masing. Multikulturalisme postmodern menolak kemungkinan menyatunya kelompok-kelompok yang berbeda, dan menolak pula terhadap pemikiran perlunya kompetensi antar peradaban dalam menentukan kelebihan suatu peradaban. Bagi posmodernisme dalam mengatasi sekat-sekat antar peradaban, adalah sikap toleransi dalam bentuk norma non-cruelty antar manusia dan antar peradaban.34  Pendidikan Islam multikultural, menemukan tempatnya dalam realitas kehidupan yang plural untuk memberikan fondasi keberagamaan umat Islam yang inklusif, yang bersedia mengakui keberadaan kelompok lain sebagai realitas alamiah.                                                  32Bambang Sugiharto, Posmodernisme Tantangan bagi Filsafat, h. 24-25. 33Bikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, terj. C.B. Bambang Kukuh Adi, Rethingking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik, selanjutnya disebut Rethinking Multiculturalism (Cet.V; Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 71-76.  34Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia, selanjutnya disebut Pluralisme dan Multikulturalisme (Cet. I; Yogyakarta: Aditya Media Publising, 2011), h. 74.  
46   Dengan berpijak pada logika waḥdah al-adyān, Ibn ‘Arabi, al-Jilly dan al-Rumi, sesuatu yang perlu ditanamkan ke dalam lubuk hati umat Islam untuk memengaruhi pola pikir dan tindakannya dalam bentuk cinta dan toleransi.35  Dari berbagai aliran filsafat yang bersentuhan dengan pendidikan, eksistensialisme dapat menjadi landasan dalam pengembangan Pendidikan Islam Multikultural. Dalam eksistensialisme dinyatakan bahwa realitas yang sesungguhnya adalah wujud (reality as existence), kebenaran merupakan pilihan, dan nilai bersumber dari individu.36 Oleh karena itu, peran guru hanya sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam menemukan jati dirinya, guru memperlakukan peserta didik secara individual, menghargai keragaman yang melekat pada masing-masing peserta didik, baik aspek rasional maupun emosionalnya. b. Landasan Teologis Pendidikan Islam sebagai proses pembumian ajaran Islam agar umat dapat mengembangkan daya pikir, rasa, dan tindakannya sesuai dengan ajaran Islam, maka upaya pengembangan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari landasan orbitnya yaitu Islam itu sendiri, apalagi aktivitas pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama. Oleh karena itu, peletakan landasan agama dalam pengembangan pendidikan Islam berbasis multikultural menjadi penting. Dalam perspektif agama, multikulturalisme sebagai basis dari pengembangan pendidikan multikultural merupakan manifestasi imani dalam merespon kehendak Allah swt. yang telah dengan sengaja menciptakan keberagaman dalam ciptaan-Nya dengan                                                  35Secara esoteris, agama-agama menyatu dalam kesatuan transendennya, antara lain terletak pada Cinta. Media Zainul Bahri, Satu Tuhan Banyak Agama Pandangan Sufistik Ibnu ’Arabi, Rumi, dan Al-Jili ( Cet. I; Jakarta: Mizan Publika, 2011), h. 163-247. 36George R. Knight, Issues and Alternatives in Educational Philosophy ( Michigan: Andrews University Press, 1992), h. 69-77.  
47   tanpa maksud menciptakan konflik, melainkan sebagai wahana untuk membangun sikap dan tindakan saling tolong-menolong, atau saling melengkapi sehingga tercipta suatu kehidupan yang dinamis dan berkeseimbangan.  Derajat manusia tidak ditetapkan melalui spesifikasi fisikal yang ada dalam keragaman manusia, melainkan melalui ukuran-ukuran kinerja, yang penilaiannya hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dengan demikian, tidak ada manusia yang bisa merasa superior dalam kehidupan plural, merasa paling benar, bahkan arogansi terhadap individu atau kelompok lain yang kedudukannya atau derajatnya dalam kehidupan sosial lebih rendah dari dirinya atau kelompoknya. Islam mengajarkan prinsip integrasi sosial dalam membangun masyarakat madani yang berprinsip pada kesetaraan sosial dalam hubungan patnership. Dalam hal ini Allah berfirman QS  al-Baqarah/2: 148 dan QS Yunus/10: 99:   ﻞُﻜِﻟَو ِجو ◌ۡ ٌﺔَﻫ  َﻮُﻫ ﺎَﻬﻴﻟَﻮُﻣ ◌ۖ سﭑَﻓ ◌ۡ ْاﻮُﻘَِﺒﺗ لٱ ◌ۡﻲَﺧ ◌ۡ ِتَٰر ◌ۚ يَأ ◌ۡ َن ﺎَﻣ  ْاُﻮﻧﻮُﻜَﺗ َﺄﻳ ◌ۡ ِت  ُﻢُﻜِﺑ  ُﻪﻠﻟٱ ﺎًﻌﻴ َِﲨ ◌ۚ  نِإ  َﻪﻠﻟٱ  ٰﻰَﻠَﻋ  ﻞُﻛ ﻲَﺷ ◌ۡ ٍء  ِﺪَﻗ ﺮﻳ ًا )۱٤۸(  Terjemahnya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.37 ﻮَﻟَو ◌ۡ ﺎَﺷ ٓ◌ َﻷ َﻚﺑَر َء ٓ◌لٱ ِﰲ ﻦَﻣ َﻦَﻣ ◌َۡرأ ◌ۡﻢُﻬﻠُﻛ ِض ◌ۡ ﺎًﻌﻴ َِﲨ ◌ۚ ﻚُﺗ َﺖَﻧَﺄَﻓأ ◌ۡ ْاُﻮﻧﻮُﻜَﻳ ٰﱴَﺣ َسﺎﻨﻟٱ ُِﻩر ﺆُﻣ ◌ۡ َﲔِﻨِﻣ )٩٩(  Terjemahnya:                                                   37Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), h. 38. 
48   Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.38 Ayat-ayat tersebut memberi petunjuk secara jelas bahwa keragaman merupakan realitas yang dikehendaki pula oleh Allah swt. Dengan demikian, Islam secara konsepsional telah memberikan solusi kepada umat Islam dalam memecahkan masalah kemanusiaan universal, yaitu realitas pluralitas budaya dan keyakinan manusia, dengan mengembangkan sikap toleransi terhadap realitas pluralitas tersebut untuk mencapai perdamaian dan kedamaian di muka bumi yang menjadi bagian dari misi utama Islam diturunkan. Keharmonisan dalam kehidupan, akan tercapai apabila terdapat pengakuan terhadap elemen-elemen masyarakat yang berbeda.39 Allah menghendaki keanekaragaman tetapi pada saat yang sama menghendaki perdamaian, bukan konflik dan perpecahan. Karena Allahlah yang menciptakan keanekaragaman, dimana manusia diciptakan berbeda-beda, maka logis apabila Allah memberikan perlindungan-Nya kepada seluruh manusia dengan agama yang dianutnya berbeda-beda dan tempat ibadah yang berbeda-beda pula. Berpijak pada tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat pluralistik seperti di Indonesia, maka dipandang perlu pengembangan pendidikan Islam berbasis multikulturalisme. Parekh dalam Rethinking Multikulturalisme menyatakan bahwa upaya mengembangkan dan mempertahankan sikap multikulturalisme “harus dipertahankan oleh sistem pendidikan yang berorientasi multikultur pula”.40  c. Landasan Historis                                                  38Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 322. 39Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme, h. 75. 40Bhikhu Parekh, Rethingking Multiculturalism, h. 299.  
49   Secara historis, gerakan multikulturalisme muncul pertama kali di Kanada dan Australia sekitar 1970-an, disusul kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Di antara faktor yang melatarbelakangi kemunculan multikulturalisme di negara-negara tersebut adalah menyangkut persoalan rasisme dan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas,41 terutama yang ditujukan kepada orang-orang yang berasal dari Afrika (Negro).  Setelah beberapa dekade, diskursus multikulturalisme berkembang dengan sangat cepat. Tiga dekade sejak digulirkan, multikulturalisme sudah mengalami dua gelombang penting, yaitu: Pertama, multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (needs of recognition) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini. Kedua, adalah gelombang multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya,42 sehingga berimplikasi pada semakin kokohnya gerakan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dari proses sejarah dengan perkembangan yang cepat, menunjukkan bahwa multikulturalisme sebagai gerakan yang perhatian pada aspek-aspek pluralitas dan nilai-nilai kemanusiaan, merupakan gerakan yang dinilai tepat untuk diposisikan sebagai alternatif dalam menyikapi berbagai persoalan yang berhubungan dengan aspek keragaman. Respons positif tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari unsur                                                  41H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2002), h. 83. 42Gelombang ini mengalami beberapa tahapan, di antaranya: (1) kebutuhan atas pengakuan; (2) melibatkan berbagai disiplin akademik lain; (3) pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme; (4) gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli atau masyarakat adat (indigeneous people); (5) post-kolonialisme; (6) globalisasi; (7) post-nasionalisme; (8) post-modernisme; serta (9) poststrukturalisme yang mendekonstruksi stuktur kemapanan dalam masyarakat. Bikhu Parekh, Rethingking Multiculturalism, h. 125.  
50   kebutuhan manusia terhadap adanya suatu konsep yang dapat menata dan menghargai pluralitas dalam kehidupan secara lebih baik dan lebih berarti.  Adapun kebutuhan manusia terhadap gerakan multikulturalisme sesungguhnya tidak terlepas dari posisi manusia sebagai makhluk pribadi (individu) maupun makhluk sosial. Secara individu, manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat atau karakter khas yang membedakannya dengan orang lain. Di saat tertentu, kadang manusia merasa ingin dihargai, diakui, dan diapresiasi, atau dalam hal-hal yang bersifat pribadi (privacy) selalu ingin dihormati. Pada saat yang lain, kadang manusia juga ingin mendominasi, membenci, sakit hati, dan berkeinginan agar orang lain berpikir atau bersikap sama dengan dirinya. Sifat-sifat manusia yang kadang bertolak belakang ini sesungguhnya sangat manusiawi. Oleh karena itu, ia perlu memahami, menghargai, serta menghormati orang lain dan begitupun sebaliknya. Secara sosial dan kultural, perkembangan kehidupan manusia yang saat ini berada pada fase peradaban global, sudah tentu tidak bisa terhindar dari unsur perbedaan atau keragaman (diversity).  Menurut Bikhu Parekh, perbedaan tersebut setidaknya bisa dikategorikan dalam tiga hal, yakni: Pertama, perbedaan subkultur (subculture diversity), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku. Kedua, perbedaan dalam perspektif (perspectif diversity), yaitu individu atau kelompok dengan perspektif kritis terhadap mainstream nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. Ketiga, perbedaan komunalitas (communal diversity), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang sejati (genuine) sesuai dengan 
51   identitas komunal mereka (indigeneous people way of life).43 Kompleksnya keragaman atau perbedaan yang muncul dalam kehidupan manusia, baik secara sosial maupun kultural merupakan hal yang wajar (alamiah). Manusia sebagai makhluk sosial, tidak akan pernah lepas dari proses interaksi dengan segala komponen yang ada disekitarnya, termasuk dengan sesamanya. Begitupun manusia sebagai makhluk yang berbudaya, maka budaya-budaya yang lahir dari setiap individu maupun komunitas yang ada, selalu akan muncul dengan berbagai bentuknya. Untuk itu, berbagai konflik atau benturan terhadap fakta keragaman dan perbedaan yang ada perlu dikelola dan diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sebagaimana yang terangkum dalam gerakan multikulturalisme.  d. Landasan Sosiologis Pendidikan dan masyarakat merupakan dua institusi yang memiliki hubungan relasional interdependensi, dinamika masyarakat bergantung pada proses pendidikan yang terjadi di dalamnya, begitu pula dinamika pendidikan bergantung pada respon masyarakat dalam memandang posisi strategis dunia pendidikan.  Pendidikan yang dapat merespon problema masyarakat dan mampu memberikan alternatif solusinya, akan menjadi instrumen yang bermakna bagi dinamika masyarakat. Fenomena radikalisme dalam kehidupan beragama yang berpangkal dari cara pandang masyarakat dalam melihat pluralitas, merupakan bahaya laten yang harus direspon oleh dunia pendidikan. Pendidikan harus dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat dalam memandang pluralitas. Dalam konteks ini pengembangan pendidikan Islam multikultural, memiliki tempat penting untuk mengarahkan perkembangan individu peserta didik dalam memandang                                                  43Bikhu Parekh, Rethingking Multiculturalism, h. 126-127. 
52   pluralitas dalam kehidupannya, menyiapkan mental peserta didik untuk bersedia menerima keberbedaan yang ada dan berkembang di luar dirinya. Dalam konteks multikultralisme, keberagaman dalam masyarakat tidak dilebur dalam satu wadah dengan identitas baru (melting pot), melainkan masing-masing individu yang berbeda diberi kesempatan yang sama untuk berekspresi, berkembang, dan berinteraksi di tengah masyarakat (salad bowl),44 dalam suatu ikatan komitmen moral untuk saling menghargai dan toleransi.  e. Landasan Psikologis Dalam prespektif psikologis, peserta didik memiliki kondisi psikologis yang berbeda, baik karena perbedaan tahap perkembangannya, perbedaan latar belakang sosial budayanya maupun perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Perbedaan-perbedaan tersebut menurut James A. Beane, dapat dilihat antara lain dari aspek aktualisasi diri (self actualization) dan tugas perkembangan (development tasks) serta aspek teori kebutuhan (the needs theory).45   Dari aspek aktualisasi diri, masing-masing peserta didik memiliki potensi diri beragam yang perlu mendapat bantuan dalam menggali, menemukan, mengembangkan, dan mewujudkannya dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan Pendidikan Islam Multikultural, dapat menyediakan banyak alternatif (keragaman) kegiatan yang dapat membantu aktualisasi diri peserta didik dengan minat dan bakat yang beragam. Guru berfungsi sebagai fasilitator dalam menggali dan menemukan potensi diri peserta didik, kemudian mengembangkannya, dan                                                  44Abdullah Ali, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam as-Salam Surakarta (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), h. 56.  45James A. Beane, dkk., Curriculum Planning and Development (USA: McGraw Hill Book Company, 1991), h. 100-106. 
53   mewujudkan aktualisasi dirinya melalui berbagai kegiatan yang disediakan, baik dalam kegiatan intra sekolah maupun ekstra sekolah.  Dari aspek tugas perkembangan, masing-masing peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya, memiliki kebutuhan untuk mampu memecahkan problema yang muncul dalam setiap fasenya. Oleh karena itu, pengembangan Pendidikan Islam Multikultural, harus memperhatikan fase perkembangan peserta didik dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan problema dalam setiap fase tersebut.  f. Landasan Yuridis Bagi bangsa Indonesia, pengembangan pendidikan multikultural merupakan pengejewantahan dari semangat multikulturalisme yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, dan UUSPN nomor 20 tahun 2003. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengandung pesan nilai, moral, etika, dan rasa toleransi. Pluralitas yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia, memperoleh tempat yang sama untuk hidup dan berkembang. Demikian pula dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tumbuh berkembangnya keanekaragaman budaya bangsa termasuk keanekaragaman keyakinan dan agama. Dalam penyelenggaraan pendidikan, UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional memberikan pijakan untuk pengembangan pendidikan multikultural. Pada Bab X pasal 36 ayat 3 dinyatakan bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan antara lain: 1) peningkatan akhlak mulia, 2) keragaman potensi daerah dan lingkungan,     3) agama, 4) dinamika perkembangan global, dan 5) kesatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 
54   2. Pengertian Pendidikan Multikultural Secara sederhana, multikultural dapat berarti keragaman budaya. Istilah multikultural dibentuk dari kata multi yang berarti plural, banyak dan beragam. Kultur yang berarti budaya. Kultur atau budaya merupakan ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetis dan bersifat khusus, sehingga kultur pada masyarakat tertentu bisa berbeda dengan kultur masyarakat lainnya.46 Dengan kata lain, kultur merupakan sifat yang khas bagi setiap individu (person) atau suatu kelompok (comunitee) yang sangat mungkin untuk berbeda antara satu dengan lainnya. Semakin banyak komunitas yang muncul pada suatu masyarakat, maka semakin beragam masyarakat itu. Aspek keragaman yang menjadi esensi dari konsep multikultural dan kemudian berkembang menjadi gerakan yang disebut dengan multikulturalisme, merupakan gerakan yang bukan hanya menuntut pengakuan terhadap semua perbedaan yang ada, tetapi juga bagaimana keragaman atau perbedaan yang ada dapat diperlakukan sama sebagaimana harusnya. Dalam kaitan ini, ada tiga hal pokok yang menjadi aspek mendasar dari multikulturalisme, yakni: Pertama, sesungguhnya harkat dan martabat manusia adalah sama. Kedua, pada dasarnya budaya dalam masyarakat adalah berbeda-beda. Ketiga, pengakuan atas bentuk perbedaan budaya oleh semua elemen sosial-budaya, termasuk juga negara. Dengan demikian, aspek pokok yang sangat ditekankan dalam gerakan multikulturalisme adalah kesediaan menerima dan memperlakukan kelompok lain secara sama dan seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Harkat dan martabat manusia yang hidup dalam suatu komunitas dengan entitas budayanya masing-masing (yang                                                  46M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan (Cet. I; Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 9. 
55   bersifat dinamis dan khas), merupakan dimensi yang sangat penting diperhatikan dalam gerakan multikulturalisame.47  Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya.48 Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kolektif. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan konsep-konsep lainnya yang relevan.49                                                  47Terdapat tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat dengan karakter beragam, baik agama maupun budaya secara totalitas berbeda. Istilah tersebut yakni pluralitas (plurality), keragaman (diversity), dan multikultural (multicultural). Ketiga istilah ini tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya ‘ketidaktunggalan’. Konsep pluralitas mengandaikan adanya ’hal-hal yang lebih dari satu’ (many), sedangkan keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang ’lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen dan bahkan tak dapat disamakan. Apabila pluralitas sekadar menunjukkan adanya kemajemukan, multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial, selanjutnya disebut Pendidikan Berbasis Masyarakat (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 60. Baca pula Charles Taylor, “The Politics of Recognation” dalam Amy Gutman, Multiculturalism, Examining the Politics of Recognation (Princenton: Princenton University Press, 1994), h. 18. 48Parsudi Suparlan, Suku Bangsa dan Hubungan Antar-Suku Bangsa (Cet. II, YPKIK Press, 2005), h. 226. 49Parsudi Suparlan, Suku Bangsa dan Hubungan Antar-Suku Bangsa, h. 226. 
56   Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, hak asasi manusia dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Interaksi tersebut berakibat pada terjadinya perbedaan pemahaman tentang multikulturalisme. Lebih jauh, perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan sikap dan perilaku dalam menghadapi kondisi multikultural masyarakat.50 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan multikulturalisme adalah melalui pendidikan yang multikultural.  Pendidikan multikultural berasal dari dua kata pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Di sisi lain, pendidikan adalah Transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan.51 Sedangkan Multikultural sebagaimana telah dikemukakan diterjemahkan sebagai keragaman                                                  50Parsudi Suparlan, Suku Bangsa dan Hubungan Antar-Suku Bangsa, h. 226-227. 51Di dalam Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, dijelaskan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan dating”. Pengertian pendidikan bahkan lebih diperluas cakupannya sebagai aktivitas dan fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok manusia dalam membangun pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup, baik bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosial. Sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak. Muhaimin, dkk., Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah (Cet. I; Remaja Rosdakarya, 2001), h. 37. 
57   budaya. Rangkaian kata pendidikan dan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekwensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama).  Choirul Mahfud mengutip pendapat Andersen dan Cusher bahwa pendidikan Multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan; dan selanjutnya mengutip pendapat James Banks menyatakan bahwa pengertian pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Kemudian Chairul Mahfud mengemukakan defenisi pendidikan multikultural sebagai pendidikan yang ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugrah Allah/sunatullah) yang selanjutnya perbedaan itu disikapi dengan penuh toleran dan semangat egaliter.52  Dari bebarapa definisi di atas, ada tiga kata kunci yang menandai adanya pendidikan multikultural yaitu; pertama, proses pengembangan sikap dan tata laku, kedua, menghargai perbedaan dan keragaman budaya. Ketiga, penghargaan terhadap budaya lain. Kata kunci tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan konsep Islam dalam memahami pendidikan multikultural. Berangkat dari konsep yang demikian, maka sudah seharusnya nilai-nilai multikultural dapat terintegrasi secara jelas dalam agenda pendidikan Islam. Adapun pendidikan Islam, dalam pengertian yang bersifat normatif merupakan suatu proses spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial untuk membimbing manusia sekaligus memberikan kepada mereka prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan teladan ideal dalam                                                  52Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),  h. 175-176. 
58   kehidupan, dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.53 Untuk itu, unsur apapun yang akan diintegrasikan atau dikembangkan dalam setiap dimensi pendidikan Islam, harus diarahkan pada konsep dan bentuk-bentuk pendidikan Islam, baik yang bersifat normatif maupun praktis (sistem dan aktivitas).  Semangat dan nilai-nilai multikulturalisme yang terintegrasi dalam sistem dan aktivitas pendidikan Islam merupakan suatu upaya untuk mengakomodasi dan menata dinamika keragaman, perbedaan dan kemanusiaan melalui aktivitas pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter, dan humanis, namun tetap kokoh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang berdasarkan   Al-Qur’an dan as-Sunnah. 3. Tujuan Pendididikan Multikultural Pada dasarnya tujuan pendidikan multikulutral selaras dengan tujuan pendidikan secara umum, yaitu mencetak peserta didik tidak hanya mampu mengembangkan potensi dirinya dalam penguasaan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, melainkan sekaligus mampu mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai universal dalam kehidupan. Secara spesifik tujuan pendidikan multikultural dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultur, toleransi kultur, penghargaan terhadap identitas kultur, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Kedua, untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain; dan kemempuan untuk menganalisis dan menerjemahkan prilaku kultur serta                                                  53Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam (Cet.VI; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), h. 59. 
59   pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Ketiga, untuk memperbaiki distorsi, stereotip dan kesalapahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang; memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antarbudaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan menjelaskan dinamika kultural.54 Dengan cara pandang multikultural yang didasarkan pada nilai dasar toleransi, empati, simpati, dan solidaritas sosial, maka hasil dari proses pendidikan multikultural diharapkan dapat mendorong terhadap penciptaan perdamaian dan upaya mencegah dan menanggulangi konflik etnis, konflik umat beragama, radikalisme agama, separatisme, dan disintegrasi bangsa. Pendidikan multikulural tidak dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman cara pandang55 akan tetapi membangun kesadaran diri terhadap keniscayaan pluralitas sebagai sunnatullāh, mengakui kekurangan di samping kelebihan yang dimiliki, baik diri sendiri maupun orang lain, sehingga tumbuh sikap untuk mensinergikan potensi diri dengan potensi orang lain dalam kehidupan yang demokratis dan humanis, sehingga terwujudlah suatu kehidupan yang damai, berkeadilan, dan sejahtera.  Untuk mewujudkan pendidikan multikultural, komunitas pendidikan perlu memperhatikan konsep unity in deversity dalam proses pendidikan, disertai suatu sikap dengan tidak saja mengandaikan suatu mekanisme berpikir terhadap agama                                                  54Yaya Suryana dan A. Rusdiana, Pendidikan Multikultural: Konsep, Prinsip, dan Implementasi, selanjutnya disebut Pendidikan Multikultural (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 283. 55Syamsul Maarif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia (Cet. I: Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), h. 94-95.  
60   yang tidak monointerpretable (ditafsir tunggal) atau menanamkan kesadaran bahwa keragaman dalam hidup sebagai suatu kenyataan, tetapi juga memerlukan kesadaran bahwa moralitas dan kebajikan bisa saja lahir dalam konstruk agama-agama lain. Tentu saja penanaman konsep seperti ini dengan tidak memengaruhi kemurnian masing-masing agama yang diyakini kebenarannya oleh peserta didik.56 Untuk menuju ke konsep itu, diperlukan sikap keterbukaan dan sikap moderasi serta sikap persatuan dalam keberagaman. Keberhasilan pendidikan multikultural dapat dilihat apabila dalam penyelenggaraan pendidikan berhasil membentuk sikap peserta didik untuk saling toleran, tidak bermusuhan, dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, dan adat-istiadat, serta perbedaan lainnya. 4. Pendekatan Pendidikan Multikultural Mendesain pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antar kelompok, budaya, suku, dan lain sebagainya, seperti Indonesia, mengandung tatanan yang tidak ringan. Perlu disadari bersama, bahwa pendidikan multikultural tidak hanya sebatas “merayakan keragaman”. Apalagi, jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis.  Dalam kondisi demikian, pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sejumlah pendekatan. Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural. Pertama, tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling), atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas                                                  56Syamsul Maarif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, h. 94-95. 
61   mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi keliru bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka; tapi justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab, karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.57 Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik lebih mengasosiasikan kebudayaan dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif mandiri (self sufficient), ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus-menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendidikan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotipe menurut identitas etnik mereka; sebaliknya mereka akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.58 Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antitesis terhadap                                                  57Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, h. 191.  58Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, h. 191.  
62   tujuan pendidikan multikultural dalam mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok akan menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru.59 Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi, itu ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional. Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan (baik formal maupun non formal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non pribumi.60 Dalam konteks ke-Indonesia-an dan ke-bhineka-an, kelima pendekatan tersebut haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang terjawantahkan dalam kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu. Jadi, dapat dipahami bahwa inti masyarakat adalah kumpulan besar individu yang hidup dan bekerja sama dalam masa relatif lama, sehingga individu-individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menyerap watak sosial. Kondisi tersebut selanjutnya membuat sebagian mereka membuat komunitas terorganisir yang berpikir tentang dirinya dan membedakan ekstensinya dari ekstensi komunitas. Dari sisi lain, apabila kehidupan dalam masyarakat terjadi interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya, maka yang membentuk individu tersebut adalah pendidikan atau dengan istilah lain masyarakat pendidik. Oleh karena itu, dalam                                                  59Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, h. 193.  60Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural.  
63   pendekatan pendidikan multikultural juga diperlukan kajian dasar terhadap masyarakat.61 Bila penjelasan di atas ditarik pada dunia pendidikan, maka akan tampak bahwa masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk memperkaya pelaksanaan proses pendidikan berbasis multikultural. Untuk itu, setiap anggota masyarakat memiliki peran dan tangggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan multikultural. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan satu hal penting untuk kemajuan pendidikan pada masa kini dan akan datang.62 Pembelajaran berbasis pendekatan multikultural diharapkan dapat mendorong terjadinya proses imajinatif, metaforik, berpikir kreatif, dan sadar budaya. Namun pada prakteknya, penggunaan budaya dalam pembelajaran berbasis multikultural tidak terlepas dari berbagai problematik yang terdapat dalam setiap komponen pembelajaran, sejak persiapan awal dan implementasinya. Banks mengemukakan empat pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum ataupun pembelajaran, yaitu: 1) pendekatan kontribusi (the contributions approach); 2) pendekatan Aditif (Aditive Approach); 3) pendekatan transformasi (the                                                  61Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, h. 194.  62Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, h. 195-196.  
64   transformation approach); dan 4) pendekatan aksi sosial (the social action approach).63  Pendekatan kontribusi paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Substansi pendidikan multikultural pada tahap ini adalah menanamkan pada siswa bahwa manusia yang hidup di sekitarnya dan di tempat lain serta di dunia ini sangat beragam, misalnya berbagai jenis makanan, pakaian, dan lain-lain dari berbagai daerah. Dengan demikian siswa mengerti bahwa ada cara yang berbeda tetapi maksud dan nilainya sama. Sehingga mereka dapat belajar untuk menerima perbedaan dengan proses dan rasa yang menyenangkan. Akhirnya siswa merasa berbeda itu bukanlah masalah tetapi anugerah. Pada Pendekatan aditif dilakukan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan tranformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pada pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis.64  5. Nilai-nilai Pendidikan Multikultural Memperhatikan rumusan pengertian para pakar pendidikan multikultural maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai inti dan sikap sosial tertentu. Ada tiga nilai inti yang terdapat dalam pendidikan multikultural. a. Nilai Demokrasi, Kesetaraan, dan Keadilan                                                  63James. A. Banks, Race, Culture and Education, h. 140-143. 64James. A. Banks, Race, Culture, and Education, h. 143-144. 
65   Nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan ini sejalan dengan program United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO) tentang Education for All (EFA), yaitu program pendidikan yang memberikan peluang yang sama kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan. Program pendidikan untuk semua ini, menurut Lyn Haas, sebenarnya tidak hanya terbatas pada pemberian kesempatan yang sama kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan, melainkan juga berarti bahwa semua peserta didik harus memperoleh perlakuan yang sama untuk memperoleh pelajaran di dalam kelas.65  Jika dilihat dari perspektif Islam, nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan ini ternyata sesuai dengan doktrin-doktrin Islam dan pengalaman historis umat Islam, terutama pada abad klasik. Nilai demokrasi ini memberikan landasan moral dan etik bahwa setiap orang diberi hak untuk menentukan pilihannya terhadap agama. Islam tidak mengajarkan doktrin pemaksaan untuk memilih agama tertentu oleh suatu pihak terhadap pihak yang lain. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa Islam tidak mengajarkan doktrin rasisme, yang menempatkan suatu kelompok secara superior atas kelompok yang lain karena faktor ras dan etnik  Doktrin Islam tentang nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. untuk mengelola keragaman kelompok dalam masyarakat di Madinah. Pada saat pertama kali memasuki kota Madinah, misalnya, Nabi saw. membuat perjanjian tertulis yang populer dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam ini menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan. Nilai demokrasi, kesetaraan, dan                                                  65Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Peneyelenggaraaan Pendidikan (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2007), h. 17. 
66   keadilan terkandung dalam Piagam Madinah.66 Inilah salah satu wujud implementasi nilai-nilai multikultural dalam sejarah periode awal Islam.  b. Nilai Kemanusiaan, Kebersamaan, dan Kedamaian Dalam beberapa studi disebutkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian merupakan nilai-nilai universal yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam masyarakat majemuk. Nilai kemanusiaan adalah spirit yang menempatkan manusia dalam posisi tertinggi dan bermartabat.  Orientasi kemanusiaan ini relevan dengan konsep pendidikan dalam Islam, yang lazim disebut dengan hablum min al-nās. Dalam konsep ini manusia ditempatkan sebagai makhluk terbaik (aḥsanu taqwīm) di antara makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Paralel dengan konsep ini, Islam memperkenalkan doktrin tentang pentingnya memelihara kelangsungan hidup manusia. Nilai kebersamaan ini ternyata dapat ditemukan keberadaannya dalam doktrin Islam.  Terakhir, pendidikan multikultural juga berorientasi kepada nilai kedamaian, yang merupakan cita-cita semua orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Kedamaian lazim dipahami sebagai keadaan yang harmonis tanpa adanya permusuhan, konflik, dan kekerasan. Atas dasar ini kedamaian hidup dalam suatu masyarakat dapat diwujudkan dengan cara menghindari terjadinya kekerasan, peperangan, dan tindakan mementingkan diri sendiri. Dalam pengertian ini, pendidikan multikultural bertugas untuk membentuk mindset peserta didik akan pentingnya membangun kehidupan sosial yang harmonis tanpa adanya permusuhan, konflik, kekerasan, dan sikap mementingkan diri sendiri.                                                   66Baca Piagam Madinah dalam, Abu Su’ud, Islamologi: Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Islam (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 41-47. 
67   Kehidupan sosial yang harmonis dan penuh dengan kedamaian ini ternyata sesuai dengan doktrin Islam tentang al-salām. Doktrin ini mengandung pengertian bahwa Islam menawarkan visi hidup yang harmonis, damai, dan sejahtera di tengah-tengah kelompok masyarakat yang beragam. Doktrin Islam al-salām tentang visi hidup yang harmonis, damai, dan sejahtera ini diperkuat oleh doktrin Islam yang lain, yaitu doktrin tentang kesatuan komunitas manusia. Doktrin ini menurut Abdul Aziz Sachedina mengandung 3 (tiga) pesan moral, yaitu: (1) bahwa manusia pada dasarnya adalah satu dengan Satu Tuhan, (2) bahwa kesatuan kemanusiaan itu diikat oleh agama-agama yang dibawa oleh para nabi, dan (3) bahwa fungsi wahyu itu sebagai sarana untuk memecahkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam komunitas antariman.67  c. Sikap Mengakui, Menerima, dan Menghargai Keragaman  Kehidupan di masyarakat yang majemuk diperlukan sikap sosial yang positif. Sikap sosial positif ini antara lain mengambil bentuk kesediaan untuk mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Pendidikan multikultural memiliki perhatian kuat terhadap pengembangan sikap-sikap sosial yang positif tersebut.  Sikap menerima, mengakui, dan menghargai keragaman yang akan dikembangkan dalam pendidikan multikultural. Hal ini secara teoritik merupakan inti dari konsep koeksistensi dan proeksistensi. Koeksistensi berarti individu atau kelompok menerima secara berdampingan dan memberikan ruang kepada orang atau kelompok lain yang berbeda latar belakang agama, etnik, budaya dan bahasanya. Sikap ini dapat dikembangkan melalui toleransi, empati, simpati, keterampilan sosial dan menjauhkan diri dari sikap prejudice dan stereotype kepada orang lain dalam                                                  67Abdulaziz Sachedina. The Islamic Roots of Democratic Pluralism (New York: Oxford University Press, 2001), h. 23. 
68   kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sikap pro-eksistensi dapat dipahami sebagai memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain yang berbeda latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Dalam arti ini, masing-masing individu tidak hanya menerima kehadiran orang atau kelompok lain, melainkan juga proaktif dengan menghargai, mendukung, dan turut mengupayakan kehadirannya.  6. Implementasi pendidikan multikultural   Dalam implementasinya, pendidikan mnultikultural diuntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip: a. Pendidikan multikultral harus menawarkan beragam kurikulum yang mempresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.            b. Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran. c. kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. d. Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam pemberantasa pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama,68 melalui prinsip keterbukaan, moderasi, dan bersatu dalam perbedaan.   Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya serta mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.   Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak hanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya                                                   68Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, h. 72. 
69   mencakup pakaian, musik, dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.69   Dapat digarisbawahi bahwa nilai dasar dalam pendidikan multikultural adalah toleransi. Oleh karena itu, toleransi merupakan sikap kewargaan yang aktif, bukan sikap yang spontan. Maka sikap toleran tidak akan tertanam dengan sendirinya, tanpa ada usaha sadar menginternalisasikannya. Toleransi harus didikan, tidak cukup berhenti pada wacana. Keputusan majelis ulama, keputusan konsili, kesepakatan sidang dewan gereja-gereja sedunia, dan kesepakatan hasil pertemuan tokoh agama yang menganjurkan toleransi tidak akan cukup efektif bila hanya berhenti di atas kertas dan bibir, tanpa dukungan pendidikan dalam arti luas.70   Sebagai konsekuensinya, agar pendidikan lebih terarah ke pendidikan multikultural, maka pendidikan dan pengajaran harus memperkokoh tatanan pluralis dan menentang adanya tatanan rasis, diskriminasi gender, dan bentuk-bentuk lain dari intoleransi dan dominasi sosial. Pada konteks ini, tentu harus dilakukan transformasi kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan estra-kulikuler, dan peran guru menjadi sentral dalam pendidikan multikultural. Menurut Gay’s, prinsip-prinsip penting dalam menerapkan pendidikan multikultural adalah kurikulum berdasarkan sejarah dan berpusat pada keragaman, berorientasi pada perbaikan, pengajaran mengarah pada keragaman, kurikulum tergantung pada                                                   69Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, h. 73.   70Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat. 
70   konteks, bersifat menyerap keragaman dan dapat diterapkan secara luas dan bersifat komprehensif dan mencakup semua level pendidikan.71   Jadi, isi, pendekatan, dan evaluasi kurikulum harus menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih yang menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain. Misalnya, ketika seorang guru mengajarkan sebuah materi keilmuan, ia perlu memasukkan nilai dan tokoh-tokoh dari budaya lain agar siswa mengerti bahwa dalam ilmu itu dikembangkan dalam tiap budaya. Jika memberi contoh ilmuan dan hasil teknologi, ia perlu juga mengambil berbagai budaya dan latar belakang budaya masing-masing, termasuk gender. Kebersamaan dan perbedaan antar budaya perlu dijelaskan dan dimengerti. Siswa dibantu untuk mengerti nilai budaya lain, menerima dan menghargainya. Misalnya, dalam mengajarkan makanan, pakaian, dan cara hidup, bukan hanya dijelaskan dari budayanya sendiri, tetapi juga yang lain. C. Toleransi sebagai Bentuk Pelaksanaan Pendidikan Multikultural 1. Pengertian Toleransi Kata toleransi berasal dari bahasa Inggris “tolerance”, berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Ini diartikan sebagai suatu sikap atau refleksi dari kerukunan.72 Dalam bahasa Arab disebut Tasāmuh yang artinya toleransi dan kemurahan hati.73 Sedangkan dalam sumber yang lain, toleransi merupakan kemampuan untuk                                                   71Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, h. 73-74.  72Said Agil Husin Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Cet. III; Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), h. 13. 73Napis Juaeni, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Cet. I; Mizan Publika, 2006), h. 210.  
71   menghormati sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain,74 sehingga dimaksudkan sebagai adanya sikap saling memberi izin dan saling memudahkan. Bisa pula dipahami bahwa sikap toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi di tengah-tengah masyarakat yaitu mengenal hidup berdampingan dengan saudara-saudara yang berbeda agama, budaya, pekerjaan, dan aliran atau mazhab. Toleransi dalam ajaran Islam memiliki batasan atau aturan yang jelas, seperti dalam hal pelaksanaan ibadah dan akidah. Namun dalam aspek sosial kemasyarakatan, seperti bergaul, bertetangga, berdagang, dan aktifitas sosial (keduniawian) lainnya diperbolehkan. Dengan demikian, dalam bertoleransi memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi yaitu mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, lapang dada menerima perbedaan, saling pengertian, kesadaran, dan kejujuran.75 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa toleransi berarti suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Di sini dimaksudkan bahwa penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Dari penjelasan di atas, perlu pula diketahui bagaimana posisi toleransi dalam perspektif pendidikan Islam. Toleransi dalam pendidikan Islam adalah bagaimana seorang pendidik mampu berperan di antara para peserta didik yang berbeda sehingga di antara peserta didik tersebut mampu bersikap toleran. Ini merupakan indikasi adanya nilai-nilai toleransi dalam pendidikan Islam yang bertujuan sosial dalam aktualisasi diri manusia dengan masyarakat di                                                  74Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi, selanjutnya disebut Pendidikan Multikultural (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 77. 75Muhaemin, Al-Qur’an dan Hadis (Cet. II; Bandung: Grafindo Media Utama, 2008), h. 71.  
72   sekitarnya. Jadi pada dasarnya Islam dapat menerima kebhinnekaan sebagai suatu kenyataan sosiologis.76  Dalam melaksanakan pendidikan multikultural, diperlukan adanya sikap toleransi. Pendidikan multikultural ini penting karena dirancang khusus untuk menciptakan struktur dan proses yang membuka kesempatan yang sama pada semua komunitas dan individu. Adapun pada penerapannya di dalam pembelajaran, pendidikan multikultural sendiri harus didasari dengan sikap toleransi. Dalam hal ini, toleransi mencakup beberapa sikap antara lain sikap saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mengganggu, tidak saling menyalahkan antara satu agama dengan agama lain, dapat bekerja sama dan bergaul satu sama lain. Pendidikan Multikultural dapat melatih peserta didik untuk menghormati dan bersikap toleran terhadap semua kebudayaan. Setiap agama yang ada di dunia ini menganjurkan sikap toleransi. Islam juga memiliki ajaran tentang masyarakat yang ideal dalam bertenggang rasa dan menghormati.  Dalam kaitan pengembangan wawasan multikultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat hasilnya kelak diharapkan terwujud masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup salin menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah berkembangnya kerjasama sosial dan tolong menolong secara tulus sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang berasal dari ajaran agama masing-masing. Untuk itu, perlu dipahami berbagai bentuk toleransi yang bisa dibina oleh guru kepada siswa dalam suatu lingkungan pendidikan sehingga semua unsur yang                                                  76Ahmad Syafi’i Ma’arif, Membumikan Islam (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),   h. 77. 
73   terlibat mampu berinteraksi dengan baik terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada lingkungan itu. Bentuk toleransi ini bermacam-macam, dan butuh pemahaman mendalam tentang definisi toleransi itu sendiri, sehingga guru mampu menginterpretasikan setiap sikap yang akan dibina pada siswa.  Ada beberapa bentuk toleransi dalam pendidikan multikultural, yaitu sikap tolong-menolong, bertanggung jawab, bekerjasama, saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, komunikatif, kepedulian terhadap orang lain, tidak saling menyalahkan, tidak egois, dan sikap inklusif. Penerapan sikap tolong-menolong, dibina dengan saling membantu terhadap orang yang kesusahan; sikap bertanggung jawab, dibina dengan mengakui apa yang telah diperbuat; bekerjasama dibina dalam proses belajar kelompok yang terdiri dari beberapa siswa yang berbeda; sikap saling pengertian, dibina dengan memahami bahwa setiap agama mempunyai perbedaan tersendiri; sikap saling menghargai dan menghormati, dibina dengan cara menerima setiap perbedaan yang ada dengan tidak saling menyalahkan; sikap tidak egois, dibina dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat; dan sikap inklusif, dibina dengan komunikasi efektif. Satu kenyataan yang harus menjadi bahan refleksi bersama adalah bahwa sekarang ini kita hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki sedikit ketulusan dan toleransi. Secara alami, sesungguhnya manusia lahir sebagai makhluk yang tidak toleran. Oleh karena itu, toleransi tidak akan datang begitu saja dalam pemikiran dan kesadaran seseorang. Sikap yang toleran merupakan akumulasi dari proses pembelajaran dan pembiasaan yang panjang. Orang yang tidak toleran pada dasarnya memang tidak pernah berdialog, tidak pernah belajar, dan tidak pernah menggunakan penalarannya untuk memahami dan menerima yang lain.77 Dengan demikan, solusi                                                  77Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, Pendidikan Multikultural, h. 107. 
74   untuk memecahkan masalah multikultural adalah melalui pendekatan pendidikan. Dalam hal ini pendekatan pembelajaran multikultural. Menurut Syafiq A. Mughni, dikutip Yaya Suryana dan A. Rusdiana bahwa inti pembelajaran dalam pendidikan multikultural, yaitu: pertama, adanya dialog secara aktif dan partisipatoris. Artinya, selama proses pembelajaran harus dibiasakan berdialog secara intensif dan partisipatoris sehingga siswa mampu mengembangkan pengetahuannya secara bebas dan independen. Kedua, Adanya toleransi antarsiswa, antara siswa dan guru serta antar guru. Toleransi ini bertujuan membudayakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik perbedaan pendapat maupun ideologi yang dilakukan oleh guru ataupun siswa.78 Dengan demikian, wujud penggambaran aktivitas pembelajaran multikultural terefleksi dalam sikap toleransi guru dan peserta didik. Pengembangan sikap toleransi melalui jalur pendidikan multikultural, diawali pada penyadaran nilai-nilai yang erat kaitannya dengan toleransi, misalnya: mencintai satu sama lain, mampu bekerja sama, menghargai persahabatan, terbuka dan ramah, jujur terhadap apa yang dikatakan, menghargai orang lain, menghindari kekerasan dan mengharagai hidup dalam kondisi kedamaian. Dengan demikian ketika pembelajaran toleransi dilaksanakan, para peserta didik diharapkan mampu menampilkan sikap sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya pada tema pembahasan tentang sikap hidup antar umat beragama, peserta didik diharapkan dapat bersikap menghargai orang yang berbeda agama dalam kehidupan, tidak melakukan tindakan kekerasan kepada orang yang beragama lain dan menjalin hubungan sosial yang penuh dengan kedamaian.                                                   78Yaya Suryana dan A. Rusdiana, Pendidikan Multikultural, h. 282-283.  
75   2. Batas-batas toleransi   Sikap toleransi amat dituntut dalam suatu masyarakat yang terdiri atas beragam karakteristik, baik menyangkut keragaman ras dan etnik, perbedaan kemampuan, perbedaan ideologi maupun perbedaan keyakinan atau agama. Toleransi dalam agama-agama berarti sikap seseorang untuk membiarkan perbedaan, menunda penilaian, dan mengerti mengapa orang lain berkeyakinan dan berprilaku keagamaan yang berbeda dengan dirinya serta membiarkan mereka mengeksperesikan pengalaman keagamaannya tersebut tanpa gangguan atau ancaman.   Corak pemikiran keagamaan setiap orang berpengaruh terhadap pemahamannya tentang konsep toleransi. Seorang pendukung pluralisme meyakini bahwa toleransi adalah sesuatu yang mulia dan harus dikembangkan seluas-luasnya. Menurut Yong Ohoitimur bahwa toleransi mendorong usaha menahan diri untuk tidak mengancam atau merusak hubungan dengan orang beragama lain. Agama lain tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai pandangan atau jalan hidup yang mengandung kebaikan dan kebenaran walaupun belum sempurna.79   Dalam Islam toleransi ada dan diakui akan tetapi Islam mengenal batas-batas toleransi yang diatur dan dikehendaki syari’at Islam. Batas-batas itupun tentu tidak sama antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Hal ini amat bergantung kepada interpretasi terhadap ajaran Islam yang mengatur masalah toleransi dan batas-batanya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS al-Mumtahanah/60: 8:  ﻻﻦَﻳ ◌ۡ َﱂ َﻦﻳِﺬﻟٱ ِﻦَﻋ ُﻪﻠﻟٱ ُﻢُﻜPَٰﻫ ◌ۡ ﻢُﻛﻮُﻠِﺘ َٰﻘُـﻳ ◌ۡ  ََﱂو ِﻦﻳ ﺪﻟٱ ِﰲ ◌ۡ ُﺦﻳ ◌ۡﻢُِﻛﺮَٰﻳِد ﻦﻣ ﻢُﻛﻮُِﺟر ◌ۡ ﻢُﻫوﺮَـﺒَـﺗ نَأ ◌ۡ ﻖُﺗَو ◌ُۡﻮﻄِﺳ ٓ◌ َﱄِإ ْا ◌ۡﻢِﻫ ◌ۚ◌ۡ لٱ ﺐُِﳛ َﻪﻠﻟٱ نِإ ◌ۡﻖُﻣ ◌ۡ ﲔِﻄِﺳ                                                   79Yong Ohoitimur, “Panggilan Bersama membangun Persaudaran Sejati” dalam                 Th. Sumartana, ed., Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Interfidei, 2001), h. 142. 
76   Terjemahnya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.80   Keberagaman agama-agama menunjukkan garis pemisah antar yang satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut akan berimplikasi terhadap prilaku beragama para pemeluknya termasuk dalam berinteraksi. Perbedaan ini tidak dapat dihapus karena hal itu berarti akan mengaburkan keberbedaan agama itu sendiri, dan bahkan bisa memusnakan agama tersebut. Keberadaan garis pemisah ini harus diakui dan setiap orang tidak dapt memaksakan orang lain untuk menghapus garis pemisah ini dan menerobos ke ruang keyakinan orang lain. Adanya perbedaan dan garis pemisah antara satu agama dengan agama yang lain justru menegaskan eksistensi agama itu sendiri.81 Membangun batas toleransi tidak berarti menciptakan intoleransi hanya karena tidak bisa menerima beberapa bentuk keyakinan dan prilaku atau tindakan keagamaan orang lain. Membangun batas toleransi adalah penegasan sikap toleransi dalam arti “neither accepting nor condoning others’ belief or action. Non-acceptance of others is not equivalent to intolerance”.82 Dalam kesadaran batas-batas tersebut, seorang beragama dapat membangun interaksi yang produktif dan berbagi beberapa komitmen, meski tidak semuanya.                                                  80Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 924.  81Dody S. Truna, Pendidikan Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia, selanjutnya disebut Pendidikan Islam berwawasan Multikulturalisme (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 356. 82Robert Paul, “Non Acceptance is Not Intolerance” dalam Louis J. hammam dan Harry M. Buck eds., Relegious Traditions and the Limits of Tolerance (Chambersburg, Pennylvania: Anima Publication, 1988), h. 76. Baca juga Mohammad Fathi Osman, Islam, Pluralisme, dan Tolransi Keagamaan: Pandangan al-Qur’an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pramadina, 2006), h. 5-6. 
77   Dalam Islam ada batas-batas yang dapat ditembus, misalnya dalam hal bermu’amalah dalam batas-batas tertentu perlu dipelihara dan dikembangkan, umat Islam harus bertindak adil terhadap non-Muslim, membiarkan mereka menjalankan kewajiban agamanya, mendirikan tempat ibadah, menjalankan hukum agamanya secara khusus. Akan tetapi ada juga batas-batas yang tidak boleh ditembus sehingga dalam Islam tidak ada toleransi dalam aspek akidah dan dalam aspek ibadah ritual, sementara dalam berinteraksi antara Muslim dengan non-Muslim terdapat batas-batas yang dibangun untuk menjaga kemuliaan, kemerdekaan, dan kebebasan internal masing-masing agama.83 Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pembatasan untuk kepentingan terhadap kebebasan beragama.   D. Kerangka Konseptual Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Islam sebagai agama universal berarti agama yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang golongan, ras, warna kulit, suku, dan bangsa. Komprehensif berarti Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, hukum, maupun aspek-aspek kebudayaan lainnya. Di samping itu, Islam adalah rahmat seluruh manusia. Ini merupakan visi utama Rasulullah saw. diutus ke dunia ini, sebagaimana Allah berfirman pada QS al-Anbiyā/21: 107:  َو َﻣﺎ ٓ◌ َرأ ◌ۡﻞَﺳ ◌َۡحر ﻻِإ َﻚَٰﻧ ◌ۡ َﻣ ًﺔ ﻞﻟ ◌ۡ ِﻤَﻠ َٰﻋ َﲔ  Terjemahnya:                                                  83Dody S. Truna, Pendidikan Islam Berwawasan Multikulturalisme, h. 358 
78   Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.84 Salah satu wujud yang hendak direalisasikan dalam ayat tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kedamaian di permukaan bumi. Untuk mewujudkan kedamian bagi bangsa Indonesia memerlukan pemikiran dan kerja keras sebab Indonesia adalah negara multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia hidup dalam lingkungan dengan latar sosial dan budaya yang beragam (heterogen), termasuk keragaman agama, serta keragaman corak dan arus pemikiran seperti yang selama ini dikenal. Heterogenitas sebagai realitas sosial pada bangsa ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Siapapun yang mencoba menghindari kenyataan ini, ia akan menemui kekecewaan. Sebaliknya homogenitas kultural dalam masyarakat Indonesia, hampir tidak ditemukan, termasuk homogenitas agama.85 Ada kecenderungan bahwa proses globalisasi akan mengarah pada homogenitas global atau globalisasi kebudayaan, akan tetapi homogenitas tersebut tetap berbasis hetrogenitas kultural karena kebudayaan global tersebut terbentuk dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini tentu saja karena interaksi antar anggota masyarakat dengan latar sosial budaya yang beragam pada berbagai level dan kelompok telah membawa pada berbagai perubahan dalam struktur sosial yang pada gilirannya mengakibatkan homogenitas.86 Keberagaman tersebut ibarat pedang bermata dua. Jika keberagaman dapat dikelolah dengan baik akan menjadi asset bagi bangsa ini dan jika tidak dapat dikelolah dengan baik akan menjadi bumerang bagi bangsa ini.                                                  84Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 508.  85Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis   Al-Qur’an (Cet. I; Depok: Katakita, 2009), h. 2-4. 86Dody S. Truna, Pendidikan Islam Berwawasan Multikulturalisme, h. 2. 
79   Manusia diciptakan Tuhan dalam keragaman dan kemajemukan. Kemajemukan bagi manusia adalah “pakaian”, yang berfungsi melindungi diri serta menjadi perangkat untuk memperindah diri. Multikultural dalam hal ini adalah keragaman hidup manusia, sehingga manusia mampu melakukan sebuah interaksi antar keragaman tersebut. Di sinilah nilai keadilan, persamaan, dan toleransi menjadi prasyarat untuk mewujudkan kehidupan manusia yang multikultural. Nilai-nilai tersebut akan menjadi pengikat keragaman, sehingga akan melihat dan memahami keragaman bukan sebagai perbedaan, tapi sebagai titik simpul adanya persamaan. Dengan perbedaan kita akan merasakan titik persamaan. Untuk bisa mencapai semua itu, pendidikan dalam hal ini mempunyai posisi yang cukup signifikan. Melalui pendidikan, multikultural nantinya tidak lagi sebagai ancaman perpecahan dan gesekan-gesekan. Lebih dari itu, multikultural akan menjadikan manusia saling menghargai dan hidup bersama dengan damai.  Pendidikan Islam sebagai upaya pembinaan menuju manusia yang sempurna (insān kāmil) harus mampu mengelola multikultural tersebut. Pendidikan Islam dituntut untuk mampu menyadarkan manusia akan pluralitas dan multikulturalisme yang ada. Karena kesadaran akan multikultural merupakan awal untuk membangun sikap dan perilaku multikultural. Dan ini berarti Pendidikan Islam harus mampu mengakomodir pendidikan multikultural, sebagai indikator terciptanya tujuan risalah Islam. Visi Islam akan terwujud dengan sebuah proses pendidikan. Dengan pendidikan multikultural, Pendidikan Islam akan mampu menampilkan karakter dasarnya, sebagai wahana mewujudkan tujuan Islam. Bagi sebagian pemikir pendidikan kritis, tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk membebaskan manusia dari penindasan. Hal ini cukup beralasan mengingat praktik pendidikan 
80   yang selama ini ada mengisyaratkan adanya pembelengguan nalar berpikir manusia yang berorientasi pada tatanan yang mapan. Akibatnya, manusia tak mampu untuk menemukan jati dirinya yang sesungguhnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam tataran empiris, berbagai anarkisme yang jelas membawa pada kerusakan sehingga tujuan pendidikan dalam konteks ini belum terwujud. Pendidikan Islam, sebagai alternatif pendidikan konvensional yang ada, harus mampu memulai untuk membangun outputnya sebagai individu yang mampu menebarkan kedamaian di bumi ini. Di sini, pendidikan Islam, harus membekali peserta didiknya dengan seperangkat nilai-nilai yang mampu membawa kedamaian bagi masyarakat dan alam. Karena pendidikan adalah bagian dari keberagamaan Islam, maka pendidikan Islam harus senantiasa berdasar pada tujuan diturunkannya Islam di dunia ini sehingga Pendidikan Islam dapat kita pahami sebagai upaya untuk mewujudkan manusia yang mampu menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena itu, keberlangsungan Islam sebagai agama kedamaian harus ditopang dengan pendidikan Islam, yang merupakan proses yang berkelanjutan.87 Untuk merealisasikan visi Islam dalam mengelola keberagaman tersebut, lembaga pendidikan pesantren sangat tepat, sebab nilai-nilai seperti demokrasi, pluralisme, dan HAM sangat cocok dengan pesantren. Apalagi kalau melihat pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan pada mulanya terkenal sebagai lembaga pendidikan Islam dengan tujuan utamanya adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama dan akhlak mulia bagi para santri. Karakteristik yang                                                  87Hikmatul Mustaghfirah, “Pendidikan Islam Berbasis Multikulturalisme”, Jurnal Addin, vol. 7 no.1 (Februari 2013), h. 112. https://doaj.org/article/d6fale8bed6e426caf1fb0034fa796f6 (Diakses 9 September 2016). 
81   sangat menonjol di pesantren sebagai lembaga pendidikan bisa dikatakan multikulturalis.  Meskipun dengan tipe dan karakter khasnya sebagai lembaga tradisional, bukan berarti pesantren bertentangan dengan nilai-nilai kemodernan. Sebenarnya, pesantren dengan keanekaragaman karakteristik, apakah pesantren tradisional, modern, gabungan tradisional-modern, dan neo-modern semua memperjuangkan Islam sebagai raḥmatan li al-ʻālamīn.88 Meskipun dengan upaya dan cara yang berbeda-beda. Dengan pemehaman seperti itu, sesungguhnya pendidikan multikultural dapat diterapakan di lembaga pendidikan pesantren. Penerapan konsep pendidikan keberagaman ini pada intinya berimplikasi pada nilai etis, yaitu toleransi.89 Dengan demikian fokus utama pengembangan nilai-nilai multikultural adalah karaterisasi sikap toleransi. Pendidikan multikultural tidak hanya sebatas wacana, tetapi harus dijawantahkan, baik dalam tataran konsep maupun tataran implementasi. Pada tataran konsep meliputi pengertian, paradigma, dan pendekatan pendidikan multikultural. Pada tataran implementasi difokuskan pada materi dan strategi pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Sebagai pembuktian bahwa pendidikan multikultural teraplikasi dengan baik dilakukan dengan menelusuri pemahaman santri terhadap keberagaman sebagai hasil pengalaman belajar dalam rana kognitif, apektif, dan psikomotorik. Prinsip multikultural sebenarnya telah menjadi acuan bagi pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan kebudayaan nasional, sebagaimana                                                  88Syamsul Ma’arif, “Trasformative Learning”, h. 69. 89Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme (Cet. I; Jakarta: ICIP, 2008), h. vii.  
82   dijelaskan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: “kebudayaan bangsa Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah.” Kemudian aturan ini dioprasionalkan dalam Pasal 4 No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ketika pengalaman belajar itu tercapai, maka dapat dipastikan santri dapat mengaktualisasikan dalam kehidupannya nilai-nilai multikultural. Santri yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai multikultural sesungguhnya telah menjalankan salah satu amanah dalam kehidupaan berbangsa dan bernegara.       Hubungan konsep-konsep dalam kerangka konseptual ini dapat dilihat dalam spectrum berikut:         Pendidikan Multikultur  Pendidikan Islam  Keragaman di Pesantren   Pesantren  Al-Tanawwu’iyah Al-Musawah & wa Al-‘Adl  Pasal 4 No. 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas     Demokratis  Tidak diskrimitif Realitas Multikultur Bangsa Indonesia Visi Ajaran Islam 
83                 Nilai-nilai Pend. Multikultural Pembelajaran dan Pengemb. Toleransi  Al-Ukhuwah   Al-Salām Menjunjung HAM  Nilai Agama & Budaya  Tema-tema multikultural yang mengglobal  
  83    BAB III METODOLOGI PENELITIAN  A. Jenis dan Lokasi Penelitian 1. Jenis Penelitian Berdasarkan karakteristik permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat karakteristik mengenai permasalahan tertentu. Data yang dikumpulkan dalam rangka menggambarkan situasi atau kejadian.1 Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan baru pada lokasi penelitian ini sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian eksploratif. Berdasarkan jenis data yang dianalisis maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan analisis data pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekananya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.2 Dalam metode kualitatif dapat memberikan pemaparan secara luas dan mendalam serta memuat penjelasan tentang proses atau aktivitas yang terjadi. Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian kualitatif karena menggunakan data kualitatif, yaitu data berupa kata-kata dan kalimat-kalimat verbal (tertulis dan lisan) maupun berupa simbol-simbol. Data penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dan pustaka.                                                  1Saifuddin Aswar, Metode Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.     2Saifuddin Aswar, Metode Penelitian, h. 5.  
84   Dalam penelitian pendidikan, penelitian kualitatif terdapat banyak jenis atau strategi penelitian yang berbasis kerja lapangan (fieldwork). Jenis atau strategi yang dimaksud adalah studi kasus, etnografi, grounded theory, fenomenologi, dan fenomenografi.3 Setiap jenis atau strategi penelitian kualitatif itu memiliki beberapa kesamaan karena berada di bawah satu payung, yaitu penelitian kualitatif. Meskipun demikian juga memiliki sejumlah perbedaan yang terkait dengan tujuan dan proses penelitian. 2. Lokasi Penelitian   Penelitin ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur.4 Pemilihan lokasi ini didasari atas cepatnya perkembangan segala aspek kehidupan manusia di daerah multikultural ini terutama aspek pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang begitu cepat perkembangannya adalah pesantren. Sejak tahun 80-an sampai saat ini, sudah ada enam belas pesantren di Kabupaten Luwu Timur.5 Dengan demikian, persoalan pendidikan pesantren jika dikaitkan dengan keberagaman dalam masyarakat Kabupaten Luwu Timur merupakan persoalan penting dan menarik                                                  3Uraian singkat perbedaan jenis atau strategi penelitian tersebut, dapat dibaca pada Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 277-288. 4Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km2. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana. Di kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan Kanada yang kini berubah nama menjadi PT Vale. 5Pesantren yang menjadi obyek penelitian: Pesantren Nurul Junaidiyah di Lauwo, Al-Furqan Landuri di Laro, Al-Ikhlas Hidayatullah di Laro, Uswatun Hasanah di Cendana Hijau, Birrul Walidain NW di Tawakuna, Al-Muhajirin di Marga Lembo, Al-Mujahidin NW di Mantadulu, Miftahul Ulum di Sumber Agung, As-Safi’iyah NW di Taripa, Al-Falah DDI di Angkona, Darul Arqam di Angkona, Ittihad Al-Ummah di Ussu, Darul Ulum As’adiyah di Parumpanai, Darunnajah di Timampu, Babul Khair Hidayatullah di Asuli, dan Darul Istiqamah di Loeha. 
85   untuk diteliti. Hal itu didasari pada kenyataan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki karakteristik tersendiri dalam hal keberagaman. Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah yang dihuni multi etnis dan disvaritas budaya yang amat beragam. Keberagaman etnis dan budaya di Kabupaten Luwu Timur disebabkan oleh perpindahan penduduk dari beberapa daerah di pulau Sulawesi. Sejak tahun 80-an sampai sekarang, dijadikan daerah sasaran program transmigrasi bahkan daerah ini dijadikan salah satu daerah kunjungan bangasa lain terutama adanya tambang nikel di Sorowako. Selain multi etnik, daerah ini dikenal juga sebagai daerah religius, hadir lima agama besar dunia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Penduduk yang datang di tanah Luwu membentuk kelompok tersendiri dengan menghuni daerah tertentu, sehingga pada akhirnya terbentuk sebuah kampung dan desa. Mereka membawa tradisi dan budaya bahkan agama masing-masing. Kelompok-kelompok masyarakat itu saling bergaul, antara penduduk asli dengan pendatang. Tempat bergaul biasanya terjadi di tempat sarana-sarana umum, seperti pasar dan sarana-sarana olahraga bahkan melakukan kerjasama dalam hal gotong royong dan tidak jarang mereka melakukan transaksi dalam skala besar dalam hal jual beli tanah. Pergaulan-pergaulan itu tidak hanya mendatangkan hal-hal yang positif tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti perbedaan, pertentangan, pertikaian, dan pada akhirnya konflik. Bahkan ke depan persoalan politik turut memberi andil terjadinya konflik. Dalam rangka mengantisipasi pesoalan konflik akibat perbedaan, maka salah satu solusi di antara sekian banyak solusi yang ditawarkan untuk dimplementasikan di lembaga-lembaga pendidikan terutama pesantren di Kabupaten Luwu adalah pendidikan multikultural. 
86   Banyak persoalan yang perlu diteliti ketika bebicara implementasi pendidikan multikultural, baik menyangkut kelembagaan tempat berlangsungnya (lembaga pendidikan informal, non formal, dan formal), persoalan kebijakan, konpentisi guru, kurikulum, desain pembelajaran, metode pembelajaran maupun kemampuan siswa memahami perbedaan. B. Pendekatan Penelitian 1. Pendekatan Metodologi a. Fenomenologi Fenomenologi merupakan strategi penelitian untuk mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang sesuatu fenomena tertentu. Dengan demikian fenomenologi berkutat dengan pengalaman subjektif manusia, bagaimana ia membangun makna dalam dunia kehidupan melalui berbagai interaksi. Interaksi dengan sesama atau dengan benda. Sebagai contoh dalam hal ini adalah fenomenologis-interaksi simbol. Dalam kehidupan pondok pesantren, interaksi antar sesama elemen pondok pesantren dapat diamati dengan menggunakan pendekatan ini. Dengan demikian, penggunaan pendekatan fenomenologis-interaksi simbol tersebut sangatlah tepat dalam model penelitian ini. Noeng Muhadjir dengan jelas berpendapat bahwa pendekatan fenomenologi-interakasi simbol merupakan pendekatan yang mengemukakan bahwa objek ilmu tidak terbatas pada yang empirik (sensual), melainkan mencakup fenomena lain, baik persepsi, pemikiran, dan kemauan maupun keyakinan subjek tentang sesuatu.6 Untuk itu, pilihan pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap                                                  6Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi IV; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 17. 
87   tentang implementasi pendidikan multikultural pada berbagai prototipe pesantren di Kabupaten Luwu Timur.  b. Fenomenografi Fenomenografi adalah pendekatan penelitian untuk memetakan secara kualitatif perbedaan dalam pengalaman manusia, konseptualisasi, persepsi, dan beragam aspek pemahaman, dan fenomena yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian fenomenografi tidak hanya berkutat dengan mencari hakikat fenomena atau hakikat pengalaman manusia tentang fenomena tetapi terfokus pada mencari titik temu perbedaan yang terjadi ketika manusia memahami dan mengalami fenomena. Jadi, tekanannya pada perbedaan respons terhadap fenomena, konsep, dan prinsip yang sama.7 Dengan demikian penekanan fenomenografi adalah mencermati perbedaan dari fenomena yang diteliti kemudian menjelaskan titik temu dari setiap perbedaan yang ditemukan. 2. Pendekatan Keilmuan a. Pendekatan Pedagogik Pendekatan pedagogik merupakan pendekatan yang beranjak dari konsep-konsep dan teori-teori pendidikan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan pedagogik yang bertujuan menjelaskan proses pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran toleransi yang bernuansa multikultural. b. Pendekatan Historis Sejarah adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya.8 Pendekatan historis merupakan pendekatan yang bertujuan menganalis                                                  7Baca Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, h. 267-278. 8Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1999), h. 314. Bandingkan dengan Wardi Bachtiar, Metodologi Penulisan Ilmu Dakwah (Cet.I; Jakarta: Logos, 1997), h. 59. 
88   fakta sejarah. Di dalam ilmu ini dibahas peristiwa masa silam dengan memperhatikan unsur obyek, pelaku, tempat, dan waktu berlasungnya peristiwa. c. Pendekatan Psikologis Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Perilaku seseorang yang tanpak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya.9 Pendekatan psikologis yang dimaksud adalah menganalisis data, dan memberikan interpretasi psikologis terhadap variabel-variabel dari hasil penelitian, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis seluruh komponen yang terlibat dalam dunia pondok pesantren yang menjadi objek penelitian. d. Pendekatan Teologi-normatif Pendekatan teologi-normatif merupakan pendekatan yang menekankan pada ajaran dasar agama.10 Pendekatan ini diarahkan untuk mengkaji dasar-dasar keagamaan yang dibangun dan menjadi pemahaman bagi Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur dalam merepleksikan konsep-konsep pendidikan multikultural. e. Pendekatan Sosiologis Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya kelompok-kelompok masyarakat yang didasarkan pada kepercayaan dan                                                  9Wardi Bachtiar, Metodologi Penulisan Ilmu Dakwah (Cet.I; Jakarta: Logos, 1997), h. 59. 10Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 46. 
89   keyakinannya.11 Dengan demikian, Ilmu ini menganalisa fenomena sosial, terutama faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses sosial. f. Pendekatan Filosofis Secara literal, kata filsafat berasal dari kata philo berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.12 Pengertian filasafat yang umum digunakan adalah pendapat yang dikemukakan Sidi Gazalba. Menurtnya, filsafat adalah berfikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.13  Berdasarkan definisi tersebut maka dapat difahami bahwa pendekatan filsafat pada intinya berusaha menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik obyek formanya. Filsafat berusaha mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah dan berusaha menjelaskannya. C. Sumber Data Hal utama yang dilakukan dalam penelitian adalah pencarian data. Hasil penelitian tergantung pada data. Pertanyaan-pertanyaan penelitian dapat dijawab                                                  11Hassan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1. 12Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah, terj. Hasan Langgulung, Falsafah Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 25. 13Sidi Gazalba, Sistimatika Filsafat Jilid I (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 15. 
90   dengan baik bila data yang dibutuhkan tersedia. Dalam penelitian ini, data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu : 1. Data Primer Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kiai/ustadz, pembina, dan guru di pesantren; Pengamatan langsung peneliti terhadap aktivitas di dalam pesantren; dan dokumen-dokumen pesantren. 2. Data Skunder  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti tidak secara lansung dari sumber pertama. Data skunder ini, peneliti peroleh terutama dari hasil-hasil penelitian terdahulu termasuk konsep-konsep pengembangan pesantren yang ditulis oleh para pakar pendidikan pesantren. D. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. 1. Observasi Metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap seluruh stakeholders pesantren yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, terutama interaksi santri dengan santri, santri dengan kiai, serta untuk mengamati santri dengan masyarakat. Observasi ini dilaksanakan secara terbuka agar seluruh stakeholders pesantren memberikan informasi secara bebas tentang proses pendidikan multikultural yang dilaksanakannya. 
91   Dengan keberadaan di lapangan, maka dapat diperoleh data yang kaya untuk dijadikan bahan analisis dasar yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non sistematis yaitu tidak menggunakan pedoman baku yang berisi sebuah daftar. Dengan demikian fokus observasi akan berkembang selama observasi berlangsung.14 Pengamatan dilakukan secara spontan, dengan cara mengamati apa adanya pada saat santri melakukan aktivitas.  2. Wawancara Wawancara adalah suatu percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perorangan, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, dan kepedulian. Disamping itu, peneliti juga menyelami dunia pikiran dan perasaan informan. Data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti ada yang bersifat verbal dan ada yang bersifat nonverbal. Data verbal diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab yang ditulis dan direkam dengan persetujuan informan sendiri. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.15 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada masing-masing satu informan dari setip pesantren dengan mengutamakan pimpinan pondok di setiap                                                  14Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 228. 15Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 137-138. 
92   pesantren di Kabupaten Luwu Timur. Meskipun ditetapkan hanya satu orang informan dari setiap pesantren tetapi setelah peneliti berada di lapangan, berbagai informan dari berbagai pihak turut memberi informasi tentang keberadaan pesantren di Kabupaten Luwu Timur. 3. Studi Dokumentasi Dokumentasi dilakukan untuk mengungkap data berupa administrasi serta bagian-bagian data yang terdokumentasi. Dokumentasi merupakan sumber bukan manusia "non human resources" yang dapat dimanfaatkan karena banyak memberikan keuntungan yaitu, bahan yang telah ada, telah tersedia, dan siap pakai. Selain itu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi ini sangat berguna untuk memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dan dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.16 Dokumen yang dimaksud, seperti dokumen pendirian dan AD-ART pesantren. 4. Studi Literatur Studi literatur merupakan metode pengumpulan data untuk mengungkapkan berbagai konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoretis yang dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian.                                                   16Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 240-241.   
93   E. Instrumen Penelitian Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan prinsip dan kelaziman tahapan-tahapan kegiatan penelitian kualitatif, dilakukan dari awal hingga akhir secara "sirkuler". Pelaksanaannya secara alamiah tidak atas pola yang kaku di mana peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Untuk mempermudah memperoleh data dari subjek penelitian maka digunakan daftar wawancara. Subjek penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposive berkaitan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah kiai, pembina, dan guru, yang terlibat dalam proses penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan uraian di atas, maka subjek yang diteliti ditentukan langsung oleh peneliti.  Dalam kegiatan pengumpulan data, digunakan alat bantu penelitian antara lain voice recorder, kamera, format observasi, dan pedoman wawancara (berisikan pokok-pokok pertanyaan). Semuanya digunakan tidak mengikat kegiatan peneliti sebagai instrumen kunci. Penggunaannya hanya untuk memelihara fokus penelitian agar ketepatan dan kedalaman penelitian terjamin.  F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data merupakan kegiatan mengkategorisasikan dan mengklasifikasi data. Sedangkan analisis data merupakan kegiatan mengatur data dan mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kecil sebagaimana makna yang dikehendaki data. Dengan demikan analisis data merupakan pemberian makna terhadap suatu data kemudian ditafsirkan dalam konteks permasalahan yang diajukan. 
94   Setelah data dari lapangan terkumpul maka akan diolah dan dianalisis. Analisis data dilakukan dengan menata dan menelaah secara sistimatis dari semua data yang diperoleh. Data dikelolah dan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data (data reduction), (2) penyajian data (data display), dan (3) penarikan kesimpulan (verification).17 Berikut adalah gambar siklus interaktif penelitian kualitatif:        Ketiga komponen tersebut bersifat interaktif. Pada tahap reduksi data dilakukan kategorisasi dan pengelompokan data yang lebih penting, yang bermakna, dan yang relevan sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Adapun verifikasi dilakukan dengan teknik mencari pola, tema, hubungan, persamaan, dan hal-hal lain yang sering timbul. Ketika pengumpulan data dilakukan, keadaan data yang terkumpul masih bersifat kompleks dan rumit. Selain itu, ada pula data yang tidak memiliki makna yang terlalu penting bagi kebutuhan dan kesesuaian fokus masalah tentang kebijakan serta program-program terkait dengan implementasi pendidikan multikultural. Dengan kata lain, dimungkinkan adanya informasi yang tidak relevan dengan fokus                                                  17Penjelasan lengkap tentang pengolahan dan analisis data dapat dibaca pada Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 245-266. Reduksi Data Pengumpulan  Data Penyajian Data Penyimpulan / Verifikasi  
95   permasalahan. Di sinilah kemudian reduksi data berperan, yaitu mencakup mengikhtisar hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Dalam proses penelitian, data yang diperoleh bercampur aduk maka dilakukan reduksi data. Setelah data tentang fokus masalah direduksi kemudian diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu yang lazim dinamakan display data (penyajian data) sehingga data terlihat secara utuh. G. Pengujian Keabsahan Data Pengolahan dan analisis data dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan data yang diperoleh. Pengolahan data terkait dengan validasi data. Validasi data adalah suatu kegiatan pengujian terhadap keobjektifan dan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat keterpecayaan data. Pelaksanaan pengecekan keabsahan data didasarkan pada empat kriteria, yaitu drajat kepercayaan (credibility), keterlihan (transferability), kebergantungan (defendability), dan kepastian (confirmability).18 1. Kredibilitas Agar data yang diperoleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaan dan validitasnya maka pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah metode tringulasi. Triangulasi bukan sekedar menguji kebenaran data, melainkan usaha untuk melihat dengan lebih tajam hubungan antara berbagai data agar mencegah kesalahan dalam analisis data. Proses ini ditandai dengan cara mencek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber                                                  18Penjelasan lengkap tentang pengujian keabsahan data dapat dibaca pada Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 267-277.  
96   lain. Dalam proses ini, peneliti melakukan pengecekan terhadap validasi data yang telah diperoleh dengan cara mengkonfirmasi antara data atau informasi yang diperoleh dari sumber lain. 2. Transferabilitas Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validias eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Dengan demikian peniliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistimatis, dan dapat dipercaya. Dengan jalan itu maka pembaca mendapat kejelasan atas hasil penelitian tersebut sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 3. Dependabilitas   Kriteria ini dilakukan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam menyimpulkan data dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemungkinan kesalahan tersebut biasanya banyak disebabkan oleh peneliti sendiri sebagai instrument kunci. Oleh karena itu, diperlukan auditor terhadap penelitian ini. Auditor utama dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing, yaitu suatu kegiatan di mana peneliti mencek kebenaran dan kesalahan data temuan penelitian dengan mengkonfirmasikan sumber data agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. 4. Konfirmabilitas   Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung 
97   materi yang ada. Metode konfirmabilitas lebih menekankan pada karakteristik data. Upaya ini digunakan untuk mendapatkan kepastian data yang diporoleh dari informan.           
98  BAB IV PENANAMAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL  DALAM BENTUK PELAKSANAAN TOLERANSI PADA PESANTREN  DI KABUPATEN LUWU TIMUR A. Keberagaman Pesantren di Kabupaten Luwu Timur sebagai Wadah Penana- man Nilai-nilai Pendidikan Multikultural 1. Keberagaman Masyarakat Pesantren a. Kebaragaman ekstrnal  Masyarakat Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu gambaran masyarakat multikultural Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai mayarakat multikultural ditandai dengan dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-perbedaan agama, dan budaya. Secara vertikal, struktur mayarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dengan lapisan bawah yang cukup tajam.1 Di samping pola seperti itu, masyarakat Indonesia memperoleh anggotanya melalui dua pola pembentuk, yaitu: (1) suku-suku bangsa pribumi di wilayah Republik Indonesia menetap dan berdiaspora, dan (2) golongan-golongan penduduk yang berasal dari luar kepulauan Indonesia.  Suku-suku bangsa peribumi di Kabupaten Luwu Timur sangat kompleks. Oleh karena itu, dalam rangka mempermudah pendeskripsiannya maka peneliti mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu masyarakat penduduk asli dan masyarakat                                                           1Nasikum, Sistem Sosial Indonesia (Cet. XX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),          h. 34. 
99  pendatang. Yang disebut masyarakat asli adalah masyarakat yang terbentuk sejak periode kerajaan.  Kabupaten Luwu Timur sekarang, pada mulanya merupakan wilayah kerajaan Luwu. Menurut sejarawan bahwa kerajaan Luwu merupakan kerajaan Bugis tertua di kawasan selatan pulau Sulawesi. Diperkirakan sezaman dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan lain di pulau Jawa. Kemudian disusul dengan munculnya kerajaan-kerajaan Bugis lainnya, seperti Bone, Soppeng, Wajo dan Sidenreng.2 Dengan demikian penduduk asli dalam hal ini pada periode awal adalah suku Bugis.  Pasca kemerdekaan wilayah Kabupaten Luwu mulai didatangi penduduk dari berbagai suku di tanah air. Bagian Timur sekarang menjadi Kabupaten Luwu Timur, pada awalnya didatingi suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah, terutama suku Baree yang beragama Kristen. Pada awal tahun 1980-an daerah ini, dijadikan sasaran transmigrasi oleh pemerintah Orde Baru. Para transmigran didatangkan dari pulau Jawa, Lombok, dan Bali. Bahkan sampai sekarang ramai didatangi penduduk dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, terutama dari daerah Bone, Wajo, Sidrap, Enrekang, dan Tanah Toraja.  Penduduk asli sebagai masyarakat mayoritas, selain menempati kampung tertentu, juga tersebar di daerah-daerah pemukiman baru. Sedangkan penduduk pendatang dari berbagai daerah yang pada umumnya sebagai petani mendatangi daerah kosong, membuka lahan persawahan dan perkebunan akhirnya membentuk kampung tersendiri.  Penduduk yang datang dari luar kepulauan Indonesia berasal dari berbagai negara terutama dari Cina, Canada, dan Timor-Timur. Orang-orang Cina yang datang                                                           2Rahmat, “Artikulasi Islam dalam Keberagaman Budaya di Tanah Luwu (Resolusi Konflik dalam Prespektif Islam)”, Laporan Hasil Penelitian (Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2010), h. 15. 
100  di Kabupaten Luwu Timur pada umumnya merupakan keturunan Cina yang ada di daerah lain di Sulawesi. Kedatangan mereka motivasinya adalah berdagang. Orang-orang dari Timor-timur juga mewarnia masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Mereka datang sebelum dan sudah lepas dari negara Indonesia. Pada umumnya mereka menjadi buruh di perkebunan, pertanian, dan perdagangan. Orang-orang dari bangsa lain, terutama dari Amereka, kehadiran mereka karena adanya tambang nekel di Soroako.  Diferensiasi penduduk tersebut berbanding lurus dengan diferensiasi agama dan kebudayaan. Penduduk asli dan pendatang-pendatang dari sentra-sentra suku Bugis serta penduduk dari Lombok dan Jawa umumnya beragama Islam. Pendatang dari Sulawesi Tengah, Tanah Toraja, Mamasa, Timor-timur, Canada, Cina umumnya beragama Kristen. Sedangkan dari pulau Bali umumnya beragama Hindu dan Budha. Dari aspek kebudayaan, deferensiasi itu tampak jelas dari aspek kebahasaan.  Diferensiasi-diferensiasi suku-bangsa, perbedaan-perbedaan agama, budaya asal daerah tersebut merupakan dimensi-dimensi horizontal struktur masyarakat Indonesia. Sementara itu, menurut Justus M. Van der Kroef yang dikutip Nasikum bahwa dimensi vertikal struktur masyarakat Indonesia yang menjadi semakin penting artinya dari waktu ke waktu, dapat disaksikan dalam bentuk semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan ekonomi.3  Meskipun Kabupaten Luwu Timur dianggap daerah pemekaran, akselerasi politik dan ekonomi sangat signifikan. Akselerasi kedua aspek ini menciptakan struktur sosial secara vertikal yang semakin jelas. Nasikum mengutip deskripsi struktur masyarakat vertikal Edward Shils, masyarakat demikian ditandai oleh adanya jurang yang memisahkan antara sejumlah kecil orang-orang kaya-raya                                                           3Nasikum, Sistem Sosial Indonesia, h. 56. 
101  dengan sejumlah besar warga masyarakat yang melarat, antara sejumlah kecil orang-orang yang berpendidikan dengan sejumlah besar anggota masyarakat yang kurang berpendidikan, antara sejumlah kecil orang yang berkuasa dengan sejumlah besar orang dikuasai.4  Diferensiasi dan perbedaan masyarakat demikian berpeluang besar terjadinya konflik. Dari berbagai informasi di lapangan bawa di daerah Kabupaten Luwu Timur terkadang terjadi konflik, tetapi konflik tersebut tidak berskala besar dan meluas serta dapat diatasi dalam waktu singkat. b. Keberagaman internal  Pada era sebelum reformasi, Jawa merupakan pusat utama wilayah geografis pesantren. Lembaga ini kini tersebar di berbagai pelosok desa dan kota di Indonesia. Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu wilayah ketersebaran geografis pesantren di tanah air begitu cepat. Hal ini disebabkan dari pengaruh perkembangan masyarakat, terutama sosial keagamaan masyarakat yang tidak lepas dari peran ormas dan lembaga pendidikan yang diasuhnya.  Mengapa pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur bisa diterima begitu luas? Salah satu jawabannya adalah bahwa pesantren itu merupakan cerminan dari kemajemukan masyarakat itu sendiri. Pesantren merupakan lembaga multikultural, di mana hampir seluruh pihak yang terkait dan terlibat di dalamnya merupakan orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Mereka berbeda suku, budaya, asal daerah, latar belakang ekonomi, jenjang pendidikan, umur, jenis kelamin, peran-peran yang dijalankan, bahkan pemahaman keagamaan. Dengan demikian pesantren merupakan sebuah masyarakat kecil yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang besar. Maka tidaklah mengherankan jika interaksi sosial yang dibangun dalam                                                           4Nasikum, Sistem Sosial Indonesia, h. 59. 
102  lingkungan pesantren tidak jauh berbeda dengan interaksi sosial yang ada dalam masyarakat pada umumnya.   Meskipun pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur didirikan berbagai ormas keagamaan, peserta didik yang nyantri tidak memilih pesantren berdasarkan ormas keagamaan. Menurut pengakuan salah seorang pimpinan pondok pesantren di Luwu Timur bahwa meskipun pesantren yang dibinanya merupakan bentukan Organisasi Muhammadiyah, tetapi yang kebanyakan nyantri di pondok yang diasuhnya adalah anak-anak kebanyakan berlatar belakang orang tuanya NU.5 Demikian pula guru-guru yang mengajar di pesantren tidak dilihat dari latar belakang organisasi keagamaannya. Menurut pengakuan salah seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Luwu Timur bahwa guru-guru yang mengajar di sini berbagai latar belakang organisasi.6  Mereka yang nyantri atau sekolah di pesantren, tidak hanya mereka yang tinggal di sekitar pesantren tetapi mereka datang dari berbagai daerah. Misalnya, di pondok pesantren Uswatun Hasanah yang didirikan di pemukiman masyarakat transmigrasi asal Jawa, Bali, dan Lombok yang nyantri bukan saja anak peserta transmigrasi dan anak masyarakat sekitar pesantren lainnya tetapi anak yang datang dari berbagai daerah, baik dari Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tengah.7 Kondisi seperti ini berlaku umum di pesantren-pesantren Kabupaten Luwu Timur. Hal itu disebabkan karena pesantren memiliki karakteristik tersendiri. Pesantren diminati                                                           5Rustam (53), Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arqam Ankona, Wawancara, Ankona, 27 Februari 2018. 6Kamaruddin (43), Pembina Pondok Pesantren Al-Furqan Landuri, Wawancara, Lambara, 28 Februari 2018. 7K.H. Ahmad Jalaluddin (50), Pimpinan Pondok Pesantren Huswatun Hasanah, Wawancara, Cendana Hijau, 02 Maret 2018.  
103  karena pola dan sistem pembinaan di pesantren amat variatif, pesantren dikuti karena kapasitas kiai dan organisasi yang melatarbelakangi adanya pesantren tersebut. 2. Keragaman Ormas Pembentuk dan Pengembangan Pesantren Pesantren memiliki hubungan yang erat dengan berbagai ormas Islam. Hal ini pada umumnya berlaku di Indonesia, tak terkecuali pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Beberapa pesantren didirikan antas nama kelompok dan atas nama privasi dari ormas tertentu. Berikut diuraikan ormas-ormas yang turut membentuk dan mengembangkan pesantren di Kabupaten Luwu Timur. a. Nahdatul Ulama Nahdatul Ulama (NU) yang berarti kebangkitan ulama merupakan ormas Islam terbesar di tanah air yang didirikan oleh tokoh beberapa pesantren di Jawa dan Madura pada 31 Januari 1926. khususnya K.H. Hasyim Asy’ari.8 Dari tokoh-tokoh pesantren inilah, istilah ulama untuk pengusaan ilmu-ilmu agama dikenal luas. Istilah ulama mengacu pada mereka yang dikenal memiliki penguasaan terhadap khasanah kitab kuning, pemimpin pesantren, dan berafiliasi dengan NU; dan dari sini pula, karenanya, sifat “tradisional” dilekatkan kepada ulama. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika istilah “ulama” tampaknya menjadi sulit digunakan pada sebuah karya tertentu yang memuat biografi dari mereka yang dikenal tidak berasal dari dunia pesantren.9                                                           8Hasyim Asy’hari lahir 14 Februari 1871. Ketika berumur 15 tahun, ia berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lain di Jawa Timur dan Mudura. Pada tahun 1891, ia belajar di pesantren yang diasuh oleh K.H. Ya’kub, Sialan Panji di Sidoarjo. Ia perna belajar bersama Syekh Ahmad Khatib di Mekah Selama 7 tahun, kemudian ke kembali ke Indonesia dan segera membangun pesantren di Tebu Ireng. Baca selengkapnya Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Cet. III; Jakarta: LP3Es, 1988), h. 249. 9Jajat Burhanuddin Ahmad Baedowi, Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia (Cet. I.; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.1. 
104  Di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Luwu Timur pada khususnya, ulama menempati posisi sangat penting. Ulama memiliki otoritas tidak hanya pada bidang agama tetapi juga pada bidang keagamaan, baik bidang sosial budaya, pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi maupun sosial politik. Melalui pesantren yang didirikan, ulama bertindak sebagai penterjemah doktrin-doktrin Islam, baik al-Qur’an dan al-Sunnah maupun karya-karya ulama klasik berupa kitab kuning; dan sekaligus sebagai jembatan dari proses transmisi nilai-nilai agama dan keagamaan.  NU senantiasa berada di samping penguasa untuk memberi nasihat spiritual keagamaan, dan sekaligus memberi legitimasi bagi praktik-praktik politik penguasa di tengah rakyatnya. Bahkan pimpinan pondok dari kalangan NU banyak yang melibatkan diri dalam perpolitikan di tanah air termasuk pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Luwu Timur, misalnya K.H. Abdul Azis R. pimpinan Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah dan K.H. Suardi Ismail pimpinan Pondok Pesantren Ittihad Al-Ummah menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur sekarang. NU merupakan model organisasi modern yang sengaja didirikan dalam rangka mempertahankan wibawa perubahan pada paham keagamaan, tentu saja beserta sejumlah perangkat modern yang menyertainya. Pembaharuan tidak hanya paham keagamaan tetapi seperangkat modern yang menyertainya. Hal inilah yang mengancam otoritas tradisional ulama yang sebelumnya dianggap paling otoritatif dalam paham keislaman. Dengan tersedianya buku-buku keagamaan maka akses terhadap ajaran Islam bisa diperoleh dengan tidak lagi melalui kitab kuning di pesantren di bawa bimbingan ulama, tetapi bisa di sekolah, perpustakaan, juga di berbagai tokoh buku yang ada. Dengan demikian gerakan pembaharuan telah 
105  melahirkan apa yang disebut rekonfigurasi otoritas keagamaan dalam Islam.10 Pemahaman seperti inilah, ada pesantren di Kabupaten Luwu Timur meskipun tanpa pembacaan dan penelaahan kitab kuning tetap tidak dipermasalahkan sebagai unsur-unsur kriteria pesantren. Sangat banyak pesantren yang berafiliasi dengan NU di Indonesia. Menurut Dadi Darmadi belum ada hitungan yang ril, namun sebagian beasar pesantren-pesantren tradisional di Jawa memiliki hubungan dan silsilah dengan NU. Hal ini disebabakan besarnya pengaruh kiai-kiai NU beserta murid-muridnya di dalam pengembangan Islam di Jawa, khususnya di daerah pesisir dan pedesaan. Organisasi ini juga terkenal getol di dalam mengembangkan jaringan pesantren-pesantrennya. Tidak jarang, pertemuan-pertemuan NU, seperti Muktamar dan Musyawarah Besar yang diselenggarakan di pesantren. Seperti yang terjadi pada muktamar tahun 1989 (Pesantren Krapyak, Yogyakarta), muktamar NU tahun 1994 (Pesantren Cipasung, Tasik Malaya) muktamar NU tahun 1999 (Pesantren Ploso, Kediri). Jelas, agama, dan masalah keagamaan membaur. Dengan demikian, khususnya di kalangan NU, pesantren bukan hanya mewarisi tradisi keilmuan para kiainya, melainkan juga sikap politik tokoh-tokohnya.11 Paradigma seperti itu, juga terealisasi pada pesantren yang didirikan dan dikembangkan kalangan kiai NU di Kabupaten Luwu Timur. Ada tujuh pesantren berbasis NU di Kabupaten Luwu Timur.                                                            10Jajat Burhanuddin Ahmad Baedowi, Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia, h. 30. 11Dedi Darmadi, “Keragaman di dalam Pesantren” dalam Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme (Cet. I; Jakarta: ICIP, 2008), h. 92. 
106  1) Pesantren Nurul Junaidiyah Pesantren Junaidiyah terletak di Desa Lauwo Kecamatan Burau. Pesantren ini didirikan oleh K.H. Abdul Azis R. pada tahun 1987. Pesantren bervisi “pusat pengembangan pendidikan Islam dengan penekanan keunggulan ilmu-ilmu keislaman, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bidang ilmu agama, berdasarkan wawasan keislaman, keindonesiaan dan wawasan universal Islam sesuai perkembangan zaman dan iptek”. Adapun misinya: a) Meningkatkan peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama; b) Mengantar santri-santriwati memiliki kemantapan akidah, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan berkreasi; dan c) Mengantar santri-santriwati memiliki kemampuan dalam berkomunikasi melalui bahasa Arab dan Inggris. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal: Taman Kanak-kanak (kurikulum Diknas); Taman Pendidikan al-Qur’an, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Di samping itu, juga menyelenggarakan pendidikan non formal: Tahfidz, Salafiyah, dan Diniyah, serta kegiatan ekstara kurikuler lainnya.12 2) Pesantren DDI al-Falah  Pesantren DDI al-Falah di terletak di Desa Angkona Kecamatan Angkona. Pesantren ini didirikan oleh H. Abdul Hafid pada tahun 1987. Pesantren ini memiliki visi “Menciptakan generasi beriman dan berilmu serta berkhlak muliah dalam bingkai kebihinnekaan”. Adapun misinya: a) Menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketawaan kepada Allah; b) Menanamkan budi pekerti yang mulia terhadap sesama manusia; c) Melakukan pembiasaan terhadap anak didik untuk selalu disiplin, patuh pada norma-norma; dan d) Memberdayakan semua potensi yang                                                           12Nurchalis (24), Pembina Tahfizh Qur’an Pesantren Nurul Junaidiyah, Wawancara, Lauwo, 02 Maret 2018. 
107  dimiliki madrasah dalam rangka peningkatan mutu dan lulusan peserta didik. Pesantren ini membina pendidikan formal: Raodatul Athfal, Madrasah Ibtida’iyyah dan Madrasah Tsanawiyah. Kegiatan-kegiatan non formal hanya terbatas pada kegiatan ekstra kurikuler.13 3) Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pondok Pesantren Miftahul Ulum didirikan oleh K.H Abdul Manan pada tahun 1997. Pesantren ini didirikan dalam rangka menciptakan generasi qur’ani, menciptakan generasi berbudi luhur, beriman dan bertaqwa, dan menciptakan generasi alim dan intelek. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal, yaitu: Taman Kanak-kanak Islam, Madrasah Ibtida’iyyah dan madrasah Tsanawiyah. Pendidikan non formal hanya terbatas pada kegiatan ekstra kurikuler saja, berupa tilawa. Dulu dilaksanakan program diniyah dan salafiyah, berhubung adanya kebijakan kementrian agama, santri diniyah dan salafiyah dengan siswa madrasah terpisah akhirnya program ini ditiadakan, karena santri lebih memilih menjadi siswa madrasah.14 4) Pesantren Ittihad al-Ummah Pesantren Ittihad al-Ummah terletak di Desa Ussu Kecamatan Malili. Pesantren ini didirikan oleh K.H. Suardi Ismail pada tahun 2002. Visi Pesantren ini “Unggul Iman dan Amal.” Adapun misinya: a) Menanamkan nilai akidah dan keteladanan akhlak dengan baik; b) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan keterampilan secara efektif dan terencana; dan c) Mendorong santri untuk mengenali                                                           13Muh. Natsir (34), Guru Pesantren DDI Darul Falah Ankona, Wawancara, Ankona, 27 Februari 2018. 14K.H. Abdul Mannan (65), Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara, Sumber Agung, 27 Februari 2018. 
108  potensi diri serta memanfaatkan waktu dengan baik. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal: Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah; dan non formal: Tahassus, Tahfizh al-Qur’an, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.15 5) Pesantren Darunnajah Pesantren ini terletak di Desa Timampu Kecamatan Towoti. Pesantren ini didirikan oleh H. Sofyan dan H. Paletteri pada tahun 1994. Visi pesantren ini adalah: “Terwujudnya siswa-siswa yang berkualitas, beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan serta berakhlakul karimah”. Adapun misinya: a) Menumbahkan kesadaran siswa-siswa tentang pentingnya ilmu pengetahuan agama dan umum untuk mencapai tujuan hidup dunia dan akhirat; b) Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menjunjung proses belajar mengajar; c) Mengupayakan tenaga-tenaga pendidik yang berdisiplin tinggi dan profesional. Pesantren Menyelenggarakan pendidikan formal: TK (Kurikum Kemenag) dan Madrasah Aliyah (Kurikulm Kemenag). Disamping itu, juga menyelenggarakan pendidikan non formal: pengajian kitab-kitab Salafiyah (berakhir 20l0) dan kegiatan ektra kurikuler berupa latihan pramuka dan latihan dakwah.16 6) Darul Ulum As’adiyah Pesantren Darul Ulum As’adiyah terletak di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda. Pesantren ini didirikan oleh Syamsul Ajide pada tahun 2005. Visi pesantren ini adalah “Terwujudnya sumber daya insani yang berkualitas unggul, di bidang imtaq dan iptek dengan berwawasan lingkungan hidup sehat dan berjiwa qurani”. Sebagai misinya: a) Menyelenggarakan pendidikan yang mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar; b) Menyelenggarakan pendidikan yang tekun                                                           15Patmawati (40), Pembina Pondok Pesantren Ittihad al-Ummah, Wawancara, Ussu, 27 Februari 2018. 16Ibrahim (60) Guru Pondok Pesantren Darunnajah, Wawancara, Timampu, 01 Maret 2018. 
109  dalam melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah; c) Menyelenggarakan pendidikan yang santun dalam bertutur dan berprilaku; d) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik, sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal: Raodatul Athfal, Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah; dan pendidikan non formal: pernah membina Salafiyah (ula dan wustha).17 7) Pesantren Uswatun Hasanah  Pesantren Uswatun Hasanah terletak di Desa Cendana Hijau Kecamatan Burau. Pesantren ini didirikan oleh K.H. Ahmad Jalaluddin pada tahun 2003. Pesantren ini bervisi “Unggul dalam prestasi yang berwawasan iptek dan berasaskan imtaq”. Sebagai misinya: a) Mewjudkan pendidikan yang mewujudkan lulusan cerdas, terampil, beriman, bertaqwa, dan memiliki keunggulan kompotitif;               b) Menyelengarakan kegiatan ekstra kurikuler PAI; c) Menyiapkan kurikulum yang lengkap; d) Mewujudkan penyelengaraan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan; e) Mewujudkan pendidik yang mampu dan profesional;                    f) Mewujudkan fasilitas pembelajaran yang relevan dan mutakhir; g) Mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang transparan dan akuntabilitas; h) Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan adil; i) Mewujudkan sistem penilaian yang otentik; j) Membentuk sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal: SMP Islam dan Madrasah Aliyah. Pendidikan non formal: Dinyah dan salafiyah.18                                                           17Suardi (31) Guru Pondok Pesantren Darul Ulum As’adiyah, Wawancara, Parumpanai, 01 Maret 2018. 18Mustafah Mas’ud (27), Guru Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Wawancara, Cendana Hijau, 28 Februari 2018. 
110  b. Muhammadiyah Salah satu organisasi Islam yang juga banyak memberikan andil dalam perkembangan pesantren di tanah air, termasuk di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Luwu Timur pada khususnya adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912.19 K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi ini atas saran murid-muridnya dan beberapa anggota Budi Utomo. Ahmad Dahlan memendang perlunya membuang kebiasaan-kebiasaan yang menurutnya tidak sesuai dengan Islam. Orang muslim haruslah bersih dari segala kotoran.20  Muhammadiyah yang dikenal banyak bergerak di bidang pendidikan Madrasah Mu’allimin-mu’allimatnya, juga mendirikan beberapa pesantren. Mereka disebut Pesantren Muhammadiyah. Lewat Devisi Amal Usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan, dalam catatan tahun 2008 ormas Muhammadiyah setidaknya memiliki 54 pesantren yang tersebar di berbagai propinsi di seluruh Indonesia, seperti Yogyakarta, Jawa Barat Jawa Timur, Riau Padang, Kalimantan Tengah                                                           19K.H. Ahmad Dahlan yang pada masa mudahnya bernama Muhammad Darwis lahir di Kauman Yogyakarta pada tahun 1868. Ayahnya bernama K.H. Abu Bakar bin K.H. Sulaiman, khatib Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah putri K.H. Ibrahim bin K.H. Hasan, pejabat penghulu kesultanan. Setelah belajar dengan beberapa guru di Jogyakarta, Muhammad Darwis berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di sana selama satu tahun. Merasa tidak puas dengan hasil kunjungannya yang pertama, maka pada tahun 1903, ia berangkat lagi ke Mekah dan menetap selama dua tahun. Ketika mukim yang kedua kalinya, ia banyak bertemu dan melakukan muzakkarah dengan sejumlah ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Di antara ulama tersebut adalah Syekh Muhammad Khatib al-Minangkabawi, Kiai Nawawi al-Banteni, Kiai Mas Abdullah, dan Kiai Faqih Rembang. Pada saat itu pula Ahmad Dahlan mulai berkenalan dengan ide pembaharuan yang dilakukan dengan penganalisaan kitab-kitab yang ditulis oleh reformer Islam. Ahmad Jainuri, Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Abad ke-20 (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1981), h. 24-25. 20Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, h. 85. 
111  Sulawesi Selatan hingga Bali. Pesantren yang dari segi sistem pendidikan dan infrastuktur cukup modern.21 Sebagai salah satu aktor jaringan pesantren, Muhammadiyah sekarang ini juga turut mendirikan pesantren di berbagai daerah. Hanya saja perkembangan Muhammadiyah dalam bentuk pesantren tidak sepesat pesantren NU. Pesantren-pesantren berbasis Muhammadiyah di Kabuaten Luwu Timur teritengrasi dengan organisasi lain. Artinya, pendiri pesantren mengaku dari kalangan Muhammadiyah tetapi dalam perkembanganya, pembina pesantren tidak hanya Muhammadiyah sendiri tetapi juga dari ormas lain seperti persis dan orang-orang yang berkecimpung di ormas lain, seperti Wahdah Islamiyah. Ada tiga pesantren yang didirikan kalangan Muhammadiyah di Kabupaten Luwu Timur. 1) Pesantren al-Furqan Landuri Pesantren a-Furqan Landuri terletak di desa Laro Kecamatan Burau. Pesantren ini didirikan oleh Borahima pada tahun 2007. Pesantren ini memiliki visi: “Beriman, berilmu, berakhlak muliah, terampil, dan berbudaya islami”. Adapun visinya: a) Menciptakan lembaga pendidikan dengan suasana islami dan berkualitas; b) Mendidik dan menanamkan keimanan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan potensi diri; c) Menanamkan prilaku islami dalam kehidupan sehari-hari; d) Menyiapkan tenaga edukatif dan tenaga admistrasi yang berkualitas dengan tolak ukur produktif; e) Menerapkan metode pembinaan dan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan tekhnologi dan nilai-nilai moral agama; f) Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menyenangkan semua                                                           21Dedi Darmadi, “Keragaman di dalam Pesantren” dalam Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme, h. 93.  
112  komponen pesantren; g) Melengkapi dan menyempurnakan sarana pendukung pelaksanaan pembelajaran; h) Menerapkan manajemen partisipatif dan menjalin kerja sama dengan melibatkan seluruh warga pesantren dari berbagai instansi dan komponen masyarakat. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pendidikan non formal Salafiyah (kini tiada) dan Tahfidz serta kegiatan ekstra kurikuler lainnya.22 2) Pesantren al-Muhajirien Marga Lembo Pesantren al-Muhajirin terletak di Desa Sindu Agung Kecamatan Mangkutana. Pesantren ini didirikan oleh K.H. Imam Muhajir di Kalaena pada tahun 1987. Pesantren ini bertujuan menciptakan santri berwawasan qur’ani dalam rangka menghadapi pengaruh budaya global; Menjadikan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlakul muliah; dan Mencetak kader-kader muslim sebagai penerus cita-cita perjuangan agama Islam. Pesantren ini membina pendidikan Formal : Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pendidikan non formal: diniyah dan salafiyah (perna ada), kini terbatas pada kegiatan ekstra kurikuler.23 3) Pesantren Darul Arqam  Pesantren Darul Arqam terletak di Desa Angkona Kecamatan Angkona. Pesantren ini didirikan oleh Ahmad Said pada tahun 1991. Pesantren ini kini dipimpin Rustan. Visi pesantren ini adalah: “Terwujudnya santri yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa”. Dan misinya adalah: 1) Meningkatkan nilai-nilai moral para santri. 2) Menimbulkan kesadaran santri tentang pentingnya ilmu pengetahuan                                                           22Kamaruddin (43), Pembina Pondok Pesantren Al-Furqan Landuri, Wawancara, Lambara, 02 Maret 2018. 23Hafidz Hanif (33), Pembina Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Wawancara, Marga Lembo, 27 Februari 2018. 
113  agama dan umum untuk tujuan akhirat. 3) Mengupayakan tercapainya sarana dan prasarana untuk menjunjung proses pembelajaran. 4) Mengupayakan tenaga-tenga pendidik yang berdisiplin dan profesional. Pesantren ini membina pendidikan formal: TK, TPA, SD dan Madrasah Tsanawiyah. Pendidikan non formal: Salafiyah, dan Diniyah (perna diselenggarakan). Kini kegiatan hanya sebatas kegiatan ekstra kurikuler.24 c. Nahdatul Wathan  Organisasi Nahdatul Wathan (NW) didirikan oleh Zainuddin Abdul Majid25 pada 1 Maret 1953 di Pancor Lombok Timur. Bersamaan dengan itu, karirnya sebagai ulama semakin berkembang sehingga digelari “Tuan Guru”. Ia mengawali karirnya dengan mendirikan Nahdatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) pada 17 Agustus 1937. NWDI merupakan formalisasi dari Pesantren al-Mujahidin. Tidak lama setelah itu, pada 21 April 1943, ia juga mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat                                                           24Rustan (53), Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arqam, wawancara, Ankona, 27 Februari 2018. 25Zainuddin merupakan ulama terkemuka di Lombok. Lahir di Pancor, Lombok Timur pada tahun 1908. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Abdul Madjid, dikenal dengan sebutan Guru Mu’minah. Lahir dengan nama Muhammad Syaggaf, Zainuddin tumbuh di tengah keluarga yang sangat menekankan pendidikan agama. Dia mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Rakyat (SR) 4 tahun di Selong, Lombok Timur pada tahun 1919. Bersamaan dengan itu, dia juga belajar agama kepada tuan-tuan guru di sekitar Lombok, antara lain Tuan Guru Syarifuddin Pancor dan Tuan Guru Abdullah bin Amaq Dulaji Kelaju Lombok Timur serta tuan Guru Muhammad Said. Dari situlah, Zainuddin kemudian dikirim orang tuanya belajar ke Mekah guna memperdalam ilmu-ilmu Islam. Di samping belajar di bawah asuhan, baik ulama Mekkah maupun ulama Jawi, Zainuddin juga belajar di Madrasah al-Shaulatiyah di bawah bimbingan Syaikh al-Masyyath. Dia belajar di madrasah ini selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu dia meneruskan pengembaraan intelektualnya dengan berguru di berbagai pusat pembelajaran Islam di sekitar Masjidil Haram selama 12 tahun. Kemudian kembali ke Lombok pada tahun 1934. Setibanya di Lombok dia mendirikan pesantren al-Mujahidin. Disadur dari Jajat Burhanuddin, “Pesantren, Madrasah, dan Islam di Lombok” dalam Mencetak Muslim Modern Peta Pendidikan Islam Indonesia, selanjutnya disebut Mencetak Muslim Modern (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 46-47. 
114  Diniyyah Islamiyyah (NBDI) khusus untuk kaum perempuan. Kedua lembaga ini sering disebut “dwi tunggal pantang mundur”.26 Melalui NW dan lembaga pendidikan yang dipimpinnya, karir intelektual Zainuddin berkembang. Ia tampil sebagai ulama terkemuka di NTB pada awal abad XX. Di samping mendirikan dan menegembangkan pendidikan, dia juga menulis sejumlah karya tentang isu keagamaan. Beberapa karya penting Zainuddin adalah: al-Fawākih al-Nahdiyyah fī istiṣād al-Tuhfah al-Syaniyyah bī Naẓamiha al-Nahḍah al-Zainiyyah (1939), kitab berbahasa Arab tentang ilmu waris, yang ditulis berbentuk syair dan dalam format soal-jawab; al-Tuhfah al-Fanāniyyah ṣarḥ al-Nahḍah al-Zainiyyah, juga berisi tentang waris: Ṣarḥ Mi’rāj al-Ṣibyān ilā Samā’i ‘Ilm al-Bayān, berisi tentang tata bahasa Arab; Nazām Batu Ngumpal Tarjamah Tuhfah al-Aṭfāl tentang tata cara baca al-Qur’an (tajwid); Risālah fī Tawḥid tentang teologi Islam. Ada beberapa risalah pendek berisi wirid dan do’a menjadi panduan bagi anggota tarekat yang dia dirikan, Hizb al-Wathān: Ṭarīqa hizb Nahḍah al-Wathā, Ikhtīar hizb Nahḍah al-Wathān, Salāwat Nahḍah al-Wathān, Salāwat Miftāh bāb Raḥmah al-Allāh, dan Ṣalāwat Nab’uthi Raḥmah li al-‘āmīn.27  Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, NW lahir dari sebuah lembaga pendidikan maka wajarlah jika NW menjadikan pendidikan sebagai fokus utama kegiatannya. Selain Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai basis pengembangan pendidikan NW, di luar NTB pun menjadi sasaran pengembangannya, termasuk Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur. Ada tiga pesantren yang bercorak NW yang didirikan di wilayah ini.                                                           26Jajat Burhanuddin, “Pesantren, Madrasah, dan Islam di Lombok” dalam Mencetak Muslim Modern, h. 47-48. 27Jajat Burhanuddin, “Pesantren, Madrasah, dan Islam di Lombok” dalam Mencetak Muslim Modern, h. 48. 
115  1) Al-Safi’iyah Hamzanwadi NW Pesantren as-Safi’iyah Hamzanwadi terltak di Desa Taripa Kecamatan Angkona. Pesantren ini didirikan oleh Ustadz M. Sabli, Jaharno Rosbandi, Muhammad, Fahrurdin dan Maryono pada l987. Visi Pesantren ini adalah: “Mewujudkan santri yang intelektual, mandiri, terampil dan berakhlak   mulia”. Adapun misinya: a) Meningkatkan kemampuan profesionalisme guru;                      b) Meningkatkan kualitas belajar mengajar; c) Meningkatkan potensi santri;              d) Menanamkan konsep pembelajaran lewat praktikum dan keterampilan;                 e) Menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman; f) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan santri melalui pendalaman pemahaman belajar pendidikan agama. Pesantren Membina pendidikan formal: Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pendidikan non formal: dikdas Salafiyah (tidak lanjut). Kini kegiatan hanya berupa ekstra kurikuler.28 2) Pesantren al-Mujahidin NW  Pesantren al-Mujahidin terletak di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona. Pesantren ini didirikan oleh Ustadz Rusdan pada 1999. Visi pesantren ini adalah: “Membentuk insan yang beriman, bertakwa, menguasai iptek, dan berakhlakul kariamah”. Adapun misinya: a) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang berkualitas; b) Berciri khas kitab kuning, Bahasa Arab dan Inggris; c) Menumbuhkan minat baca tulis dan berkreasi; d) Menetapkan managemen berbasis sekolah dengan melibatkan stakeholder madrasah; e) Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan yang cerdas, kompoten dengan sikap dan amaliyah Islam, berkeadilan dan rukun dengan masyarakat; f) Mengembangkan akhlak islamiyah                                                           28Mariono (45), Pimpinan Pondok Pesantren al-Safi’iyah Hamzanwadi NW, Wawancara, Taripa, 28 Februari 2018. 
116  yang berdasarkan izzul Islam; g) Melaksanakan pemberdayaan dengan masyarakat. Pesantren ini menyelenggaran pendidikan formal: Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah; dan pendidikan non formal: Diniyah dan Salafiyah (tidak lanjut). Kegiatan sekarang ini hanya berupa kegiatan ekstra kurikuler.29 3) Pesantren Birrul Walidain NW Pesantren Birrul Walidain terletak di Desa Tawakua Kecamatan Ankona. Pesantren ini didirikan oleh Suparman Saleh pada tahun 1985. Pesantren ini bervisi: “Terbentuknya generasi muslim yang beriman, beramal saleh, berakhlakul karimah, terampil, mandiri dan bertanggung jawab dalam beragama dan bernegara”. Adapun misinya: a) Menyelenggarakan pendidikan umum dan agama yang mengedepankan kwalitas guru dan siswa dalam bidang iptek dan imtak; b) Mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal: Raodatul Athfal, Madrasah Ibtidayah, dan Madrasah Tsanwiyah. Pendidikan non formal: hanya berupa kegiatan ekstra kurikuler.30 d. Hidayatullah Abdullah Said31 merupakan peletak dasar organisasi keagamaan Hidayatullah. Melalui Musyawarah Nasional (Munas) I di Balikpapan pada Juni                                                           29Rusdan (44), Pimpinan Pondok Pesantren al-Mujahidin NW, Wawancara, Mantadulu, 28 Februari 2018. 30Suparman S. (64), Ketua Yayan Pondok Pesantren Birrul Walidain NW Wawancara, Tawakua, 28 Februari 2018. 31Abdullah Said dengan nama kecil Mukhsin Qahar lahir di Sinjai Sulawesi Selatan pada 17 Agustus 1945. Nama Abdullah Said dipergunakan sejak tinggal di Balikpapan. Ayahnya bernama Abdul Qahar Muzakir dan ibunya bernama Aisyah. Pendidikan dasar (SD) dijalani di Sinjai selama tiga tahun. Selanjutnya dia mengikuti orang tuanya pindah ke Makassar pada tahun 1952. Dia menyelesaikan pendidikannya di Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun, dengan status ikatan dinas pada 1964. Dia perna belajar di beberapa pesantren di Jawa, seperti Pondok Modern Gontor (tidak selesai), Pondok Pesantren Persis Bangil (tidak selesai). Dari Bangil dia menuju Pekalongan untuk 
117  2000, Hidayatullah mentransformasikan diri menjadi ormas keagamaan. Sejak itu, Hidayatullah resmi berubah menjadi ormas gerakan perjuangan Islam (al-Harakah al-Jihadiah al-Islamiyah) yang tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun. Cikal bakal organisasi keagaman ini berawal dari Pesantren Hidayatullah32 yang diresmikan oleh Menteri Agama, Prof. Dr. Mukti Ali pada 5 Agustus 1976. Pada tahun 1984, pesantren ini membuat kejutan dengan memperoleh Kalpataru, sebuah penghargaan bidang lingkungan hidup yang langsung diserahkan oleh Presiden Soeharto. Tidak heran jika dekade 1980-an merupakan periode “kebangkitan, promosi, dan pengembangan”. Sejak itu, banyak pejabat negara, dari Jakarta dan Kalimantan Timur berkunjung ke pesantren.33 Dalam konteks pesantren di Indonesia, Pesantren Hidayatullah termasuk unik, terutama dilihat dari kecepatanya berkembang. Bersamaan dengan semakin “besarnya” Pesantren Hidayatullah di Balikpapan, berdiri pesantren-pesantren cabang Hidayatullah di berbagai wilayah di Indonesia. Pendiri pesantren cabang itu diprakarsai oleh kader-kader Hidayatullah yang sengaja dikirim pimpinan pesantren untuk membangun pesantren cabang. Salah satu sasaran utama pengembangan                                                                                                                                                                     belajar kepada Kiai Abdul Ghaffar Ismail. Selanjutnya, dia menuju Yogyakarta untuk belajar di pusat pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah. Setelah itu, dia kembali ke Makassar. Kepindahannya ke Balikpapan dimulai peristiwa penggayangan perjudian lotto pada 28 Agustus 1969. Di Balikpapan, dia mendapat perlindungan dari komunitas suku Bugis Sinjai. Dimulai dari pembukaan kursus bahasa dan training muballigh, akhirnya terbangun sebuah komunitas Muslim Hidayatullah berbentuk pesantren. Disadur dari Arief Subhan, “Pesantren Hidayatullah: Madrasah-Pesantren Independen Bercorak Salafi,” dalam Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty, ed., Mencetak Muslim Modern, h. 213-215. 32Pesantren Hidayatullah terletak di sebuah area seluas 120 hektar di desa Tertip, pinggiran kota Balikpapan. Jarak Hidayatullah dengan kota Balikpapan sekitar 32 ke arah timur. Arief Subhan, “Pesantren Hidayatullah: Madrasah-Pesantren Independen Bercorak Salafi” dalam Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty, ed., Mencetak Muslim Modern, h. 210-211. 33Arief Subhan, “Pesantren Hidayatullah: Madrasah-Pesantren Independen Bercorak Salafi” dalam Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty, ed., Mencetak Muslim Modern. 
118  pesantren Hidayatullah adalah wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu Timur.  l) Pesantren al Ikhlas Hidayatullah Laro Pesantren ini terletak di Desa Laro Kecamatan Burau. Pesantren ini didirikan oleh Ustadz Muhammad Yusuf pada tahun 200l. Pesantren ini memiliki visi “Mewujudkan sekolah islami, unggul dan kompetitif”. Adapun misinya:                   a) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan yang memadukan aspek pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang benar; b) Melaksanakan dan mengembangkan prestasi akademik dan non akademik; c) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal: TK dan SD (Kurikulum Diknas); Madrasah Tsanawiyah (Kurikulum Kemenag). Di samping itu, juga menyelenggarakan pendidikan non formal: Salafiyah dengan jenjang Ula dan wustha dengan penekan pada kitab Sahih Bukhari.34 2) Pesantren Babul Khair Hidayatullah Pesantren Babul Khair Hidayatullah terletak di jalan danau Tondano Desa Asuli Kecamatan Wasuponda. Pesantren ini didirikan oleh Muhammad Tariq pada tahun l992. Pesantren ini memuliki visi “membangun peradaban Islam.” Adapun misinya: a) Membudayakan al-Qur’an; b) Menggalakan ekonomi berbasis syariah;   c) dan memberikan pembinaan individu, keluarga dan masyarakat. Pesantren ini menyelenggaran pendidikan formal: Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidayah,                                                           34Hafidz Hanif (33), Ketua Yayasan Pondok Pesantren al-Ikhlas Hidayatullah Laro Wawancara, Lambara, 28 Februari 2018. 
119  Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan pendidikan non formal Diniyah (Marhala I dan Marhala II).35 3. Keberagaman Jaringan Pesantren Keberagaman ekternal selain dilihat dari sisi keragaman organisasi yang melatari pembentukan dan pengembangan pesantren juga dari sisi keragaman jaringan. Kedua sudut pandang ini sangat jelas dalam wujud pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Jaringan pesantren di Kabupaten Luwu Timur, tidak terlapas dari kaitan jaringan pesantren di Indonesia. Dalam bahagian ini peneliti mencermati jaringan pesantren di Kabupaten Luwu Timur dari dua jaringan, yaitu jaringan Sulawesi Selatan dan Jaringan di Luar Sulawesi Selatan.  Pesantren-pesantren berbasis NU di Kabupaten Luwu Timur pada umumnya merupakan jaringan Sulawesi Selatan. Pesantren Nurul Junaidiyah, Pesantren Ittihad al-Ummah, Pesantren Darunnajah, dan Pesantren Darul Ulum merupakan pasantren yang cikal bakalnya adalah Pesantren As’adiyah Sengkang. Pesantren di Kabupaten Luwu Timur yang berbasis NU lainnya yang berasal dari jaringan Sulawesi Selatan adalah Pesantren DDI Darul Falah. Cikal bakal lahirnya pesantren DDI ini adalah pesantren DDI Manahil al-Ulum Kabbalangang Pinrang. Berdirinya pesantren DDI Manahil al-Ulum tidak terlepas dari tokoh sentral DDI Gurutta Ambo Dalle. Berdirinya pesantren DDI lain di berbegai daerah, termasuk DDI Darul Falah Angkona merupakan kebijakan dan saran Gurutta Ambo Dalle.36                                                           35Abdul Majid (36) Ketua Yayasan Pondok Pesantren Babul Khair Hidayatullah, Wawancara, Asuli, 01 Maret 2018. 36H. Hamka (43), Guru Pesantren DDI Darul Falah Ankona, Wawancara, Ankona, 27 Februari 2018. 
120  Pesantren berbasis NU yang jaringannya dari luar Sulawesi Selatan adalah Pesantren Miftahul Ulum dan Pesantren Uswatun Hasanah. Kedua pesantren ini berapidiasi dengan pesantren di Jawa. Pendiri pesantren Miftahul ulum merupakan santri dari pesantren Syalafiyah Kediri Jawa Timur dan pendiri pesantren Uswatun Hasanah merupakan santri pesantren al Rahman Ciamis Jawa Barat. Kedua pesantren ini didirikan atas inisiatif sendiri dan dukungan masyarakat setempat yang pada umumnya merupakan masyarakat transmigrasi. Lain halnya pesantren-pesantren berbasis Muhammadiyah di Kabupaten Luwu Timur ada yang sekedar berafiliasi dengan ormas Muhammadiyah, tetapi tidak terkait dengan pesantren yang ada sebelumnnya. Pesantren dalam hal ini adalah Pesantren Darul Arqam Angkona dan Pesantren al-Furqam Landuri. Kedua pesantren ini didirikan oleh tokoh Muhammadiyah setempat atas dukungan masyarakat sekitarnya. Tetapi ada juga pesantren berbasis Muhammadiyah di Kabupaten Luwu Timur mengikuti pola NU, yaitu Pesantren Darul Istiqamah Loeha. Pesantren ini beravidiasi dengan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa. Pesantren berbasis Muhammadiyah yang jaringannya dari luar Sulawesi Selatan adalah Pesantren al-Muhajirin Margolembo. Pesantren ini pada awalnya didirikan atas nama peribadi dengan dukungan masyarakat setempat. Pendiri pesantren ini adalah santri dari pesantren al-Ikhlas Jember Jawa Timur. Selain pesantren berbasis NU dan Muhammadiyah, pesantren berbasis Hidayatullah, yaitu Pesantren al-Ikhlas Hidayatulla Laro dan Pesantren Babul Khaer Hidayatullah Asuli. Kedua pesantren ini beravidiasi dengan pesantren Hidayatullah Kalimantan Timur. Pesantren lainya, yang memiliki jaringan tersendiri adalah pesantren yang berbasis Nahdatul Wathan, yaitu Pesantren as-Safi’iyah Hamzanwadi, Pesantren al-
121  Mujahidin NW dan Pesantren Huswatun Hasanah. Ketiga pesantren ini berada pada pemukiman transmigrasi warga Lombok.  Kecenderungan proses terbentuknya jaringan pesantren di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan didominasi oleh faktor hubungan guru-murid (kiai-santri) atau lebih bersifat horizontal. Di samping hubungan guru-murid juga melibatkan faktor hubungan darah dan kekerabatan melalui perkawinan. Dari sinilah terbentuk jaringan geneologis. Kiai sangat teliti dalam memilih calon menantu. Bahkan, calon menantu itu dari kalangan santri mereka yang pintar. Santri yang paling alim dan patuh biasanya menjadi calon pengganti kiai. Khusus pesantren di Kabupaten Luwu Timur, jaringan masih terbatas pada hubungan guru-murid. Bagi Dhofier, sarana utama yang ditempuh para kiai dalam melestarikan dan mempertahankan tradisi pesantren adalah membangun solidaritas dan kerja sama melalui tiga cara. Pertama, dalam tradisi ke-kiai-an, keluarga terdekat harus menjadi calon kuat pengganti kepemimpinan pesantren. Kedua, para kiai mengembangkan perkawinan antara keluaraga kiai. Ketiga, kiai dan keluarganya mengembangkan tradisi transmisi pengetahuan dan mata rantai intelektual di antara mereka.37 Sejalan dengan kritikan Nurcholis Madjid atas polarisasi Geertz terhadap masyarakat Islam Jawa ke dalam priyayi, santri, dan abangan yang menunjukkan bahwa secara geneologis bahwa kiai yang memimpin pesantren di seluruh Jawa adalah golongan priyayi (kiai-priyayi), dan di Bugis tidak. Misalnya pesantren Tegalsari di Ponorogo didirikan di atas tanah perdikan hadiah dari kasunan Surakarta oleh Ki Ageng Hasan Basri (Kiai-Priyayi) kemudian mengilhami lahirnya pesantren                                                           37Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, selanjutnya disebut Tradisi Pesantren (Cet. IX; Jakarta: LP3ES, 2011), h. 101. 
122  Tremas dan selanjutnya Tebuireng.38 Kebanyakan anre gurutta39 di Sulawesi Selatan, kalau tidak menyebut seluruhnya, secara geneologis berasal dari kaum terpandang seperti “arung” ( bangsawan) dan “tau maradeka” (golongan menegah). Namun tidak berarti bahwa karir kekiaian itu atas dasar ilmu-ilmu keislaman yang dimiliki serta derajat kesalehan (alim).40  Bagi pesantren di Kabuparten Luwu Timur, pola jaringan terbentuknya pesantren didominasi faktor hubungan kiai-santri, terutama pesantren berbasis NU dan NW. Dalam hal pengembangan pesantren faktor geneologis (hubungan darah dan perkawinan) belum tampak. Hal itu belum terjadi karena pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu termasuk kategori baru dalam sejarah perjalanan pesantren di Indonesia. Selain pola pembentukan jaringan guru santri, jaringan intelektual juga mewarnai eksistensi pembentukan pesantren di Sulawesi Selatan, termasuk pesantren di Kabupaten Luwu Timur. Jaringan ini lahir dari hasil pembelajaran, baik formal maupun non formal antara kiai-santri. Hal ini tampak pada orientasi keilmuan para pendiri pesantren. 4. Keberagaman Kelembagaan Pesantren Kini pesantren mengalami perubahan dan perkembangan kelembagaan. Perubuhan dan perkembangan terjadi karena tuntutan kebutuhan masyarakat akan jenis pendidikan. Di samping itu, perubahan terjadi akibat kebijakan pemerintah                                                           38Nurcholis Madjid, Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia (Cet. I; Jakarta: Paramadinah, 1997), h. 52. 39Anre gurutta berarti maha guru kita, adalah seorang yang alim yang mengamalkan ajaran Islam, yang menjadi suri tauladan dalam masyarakat, nasehatnya diikuti, perintahnya ditaati, dan harismatik. 40Syamsuddin Arief, Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan 1928-2005 (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), h. 43. 
123  setempat terutama terkait dengan aspek pendanaan. Faktor lain adalah sumber daya manusia. Dengan alasan ketiga faktor itulah sehinga pesantren di Kabupaten Luwu Timur mengalami perubahan kelembagaan. Ada pesantren yang pada awal berdirinya mengikuti model penyelengaraan pesantren tradisional, kemudian berkembang menjadi pesantren modern sehingga dikenal pesantren kombinasi (tradisional Modern).  Pesantren tradisional merupakan pesantren yang tetap mengajarkan kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning) sebagai inti pendidikan pesantren. Sistem madrasah ditetapkan untuk memudahkan sistem sorogan dan wetonan yang dipakai di lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran umum. Sedangkan pesantren modern merupakan pesantren yang telah memasukkan pelajaran umum ke dalam sistem madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe sekolah umum dan bahkan perguruan tinggi di lingkungan pesantren. Pesantren dengan tipikal ini, mulai dari aspek kelembagaan, pengelolaan (manajemen), struktur kurikulum atau bahkan sistem pembelajarannya sudah sama persis dengan sekolah umum. Meskipun tidak semua pesantren mengalami perubahan dengan pola seperti itu, tetapi seiring dengan perkembangan dunia pendidikan umumnya dan kebutuhan tenaga kerja terampil, tampakknya gejala transformasi dunia pesantren tidak terelakkan. Selain perubahan pada status kelembagaan, metode pembelajaran, dan sistem pengelolaan, perubahan-perubahan yang menandai transformasi pesantren juga terjadi pada pergeseran spektrum keilmuan yang dikembangkan di pondok pesantren. Atas dasar itulah sehingga muncul istilah pesantren kombinasi. Berdasarkan ketiga faktor perubahan dan ketiga prototipe pesantren tersebut, maka pesantern di Kabupaten Luwu Timur sekarang ini dikenal, pertama, pesantren 
124  yang menyelenggarakan sistem persekolahan dan atau kemadrasaan, kegiatan-kegiatan asli kepesantrenan, seperti pengajian kitab kuning tidak terlaksana, kegiatan-kegiatan kepesantrenan hanya sebatas pada keggiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Kedua, pesantren yang tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan kepesantrenan dan menyelenggarakan sistem persekolahan dan atau kemadrasaan. Dengan demikian pesantren di Kabupaten Luwu timur hanya dikenal pesantren yang mengikuti sistem modern dan sitem kombinasi, sistem tradisional tidak ditemukan. Kelembagaan sitem pesantren tolok ukur utama adalah keberadaan unsur fisik: masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan lembaga lain (perguruan tinggi, fasilitas bisnis, tempat-tempat kursus). Yang terakhir disebut khusus untuk pesantren yang telah berkembang pesat. Berdasarkan unsur fisik tersebut maka pesantren dibagi atas beberapa pola. Pola pertama, terdiri dari masjid dan rumah kiyai. Pondok pesanteren bersifat sangat sederhana. Kiai menggunakan masjid atau rumahnya sendiri untuk tempat mengajar, dan para santri datang dari daerah sekitar pesantren. Pola kedua, terdiri dari masjid, rumah kiyai dan pondok (asrama). Pola ketiga, terdiri dari masjid, rumah kiyai dan pondok (asrama) dengan sistem wetonan dan sorogan. Pondok pesantren semacam ini telah menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah. Pola keempat, yaitu pondok pesantren yang selain memiliki komponen-kompeonen fisik seperti pola ketiga, juga memiliki tempat untuk pendidikan keterampilan seperti kerajinan, perbengkelan, koperasi, sawah, ladang dan sebagainya. Pola kelima, yaitu pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah berkembang. Selain masjid, rumah kiai/ ustadz, pondok (asrama), 
125  madrasah, dan atau sekolah umum, terdapat pula pendidikan tinggi yang dilengkapi sarana-sarana khusus41 Pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur, pada umumnya terbatas pada pola ketiga. Sangat sedikit masuk pada pola keempat itupun, hanya sebatas pada kepemilikan sawa dan ladang. Bahkan ada pesantren menyimpang dari pola kedua, yaitu ketiadaan pondok.42 Kelembagan pesantren di Kabupaten Luwu Timur perbedaannya terletak pada keberadaan madrasah. Ada pesantren membina lembaga formal mulai Taman Kanak-kanak sampai Madrasah Aliyah dalam hal ini Pesantren Nurul Junaidiyah, Pesantren Darul Ulum, As-Syafi’iyah, Pesantren al-Muhajirin, al-Mujahidin, Babul Khair Hidayatullah; Taman Kanak-kanak sampai Madrasah Tsyanawiyah dalam hal ini Pesantren DDI al-Falah, Miftahul Ulum Darul Arqam, al-Ikhlas Hidayatullah dan Birrul Walidain; Taman Kanak-kanak dan Madrasah Aliah dalam hal ini Pesantren Darunnajah; Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dalam hal ini Pesantren al-Furqan. B. Wujud Toleransi dalam Proses Pembelajaran pada Pesantren di Kabupaten Luwu Timur 1. Wujud Toleransi dalam Wadah Pembelajaran Dalam konsep pendidikan multikultural, pembelajaran tidak hanya berlangsung dalam lingkungan sekolah tetapi juga berlangsung dalam lingkungan sosial. Pesantren sebagai sub kultur, tidak hanya menggambarkan lingkungan                                                           41Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 65-66.  42Dari hasil wawancara dan pengamatan, ada pesantren awalnya memiliki pondok tetapi karena ketiadan santri yang ingin mondok sehingga sampai sekarang tidak ada bangunan pondok di pesantren tersebut. Sebaliknya ada pesantren memiliki pondok tetapi karena tidak ada pembina yang menangani tradisi kepasantrenan terutama pengajian kitab kuning. 
126  sekolah tetapi juga menggambarkan lingkungan sosial. Dengan demikian wadah pembelajaran di pesantren mencakup wadah pembelajaran sekolah dan lingkungan sosial. Lingkungan pesantren merupakan presentasi lingkungan sosial dalam arti luas.  Sebagaima telah diuraikan sebelumnya, pesantren memiliki unsur-unsur fisik, baik dalam bentuk bangunan maupun dalam bentuk lahan tempat beraktifitas memenuhi kebutuhan pesantren. Di tempat-tempat itulah terjadi proses pembelajaran yang bernuansa keberagaman dalam wujud toleransi. Dalam konteks pesantren, pembelajaran toleransi telah menjadi pendidikan dasar yang tidak hanya diajarkan melalui pembelajaran konsep-konsep tetapi juga dilakukan melalui pola-pola dan aturan-aturan serta aktivitas yang ditetapkan pihak pesantren. Pola umum yang diberlakukan di berbagai pondok pesantren di Kabupaten Luwu Timur adalah pola pendidikan multikultural dalam bentuk pembelajaran toleransi. Menurut pimpinan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Luwu Timur bahwa sesungguhnya meskipun konsep-konsep toleransi tidak diajarkan secara langsung kepada santri mereka sesungguhnya sudah mempraktikannya. Tegasnya, toleransi itu merupakan kemampuan menjalankan aturan yang ada dan toleransi itu adalah kesadaran diri untuk tidak mengganggu orang lain serta toleransi itu punya batas-batas pengunkapan dan tindakannya.43 Dalam konteks pondok pesantren, pembelajaran toleransi sesungguhnya telah menjadi pendidikan dasar yang tidak hanya diajarkan dalam pengajar formal di kelas saja, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari santri. Wadah sebagai wujud simbolik yang mendukung terselengaranya pembelajaran toleransi berbasis                                                           43Kamaruddin (43), Pembina Pondok Pesantren Al-Furqan Landuri, Wawancara, Lambara, 02 Februari 2018. 
127  multikultural adalah asrama, masjid, ruang-ruang kelas, kantor pondok, kediaman kiai, dan kediaman pembina. Disebut simbolik, karena bangunan-bangunan itu tidak hanya memiliki fungsi fisikal untuk menopang kegiatan, melainkan juga memiliki fungsi kulturalnya.44 Melalui sistem simbol kehidupan dunia (pesantren) dapat dipahami) sebab sistem simbol merupakan jembatan penghubung antara dunia pengetahun, dunia makna, dan dunia nilai.45 a. Asrama (pondok) Wadah utama sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran yang mendidik santri mengharghai keberagaman adalah asrama. Asrama sebagai unsur pisik ketiga (unsur pertama masjid dan kedua rumah kiai) dari setiap pesantren memiliki peran penting membangun sikap toleransi para santri. Asrama merupakan tempat tinggal santri selama dalam proses pendidikan yang mempunyai aturan tersendiri. Pada umumnya, asrama santri berada dalam kompleks pesantren bersama dengan rumah kiai.  Kompleks pesantren putra-putri di Kabupaten Luwu Timur berada pada tempat yang sama. Sektor pondok bagi wanita dan pria dipisahkan secara ketat; masjid dan ruang belajar dan rumah kiai terletak di antaranya. Memasuki sektor kompleks pondok yang lain umumnya tak diizinkan. Di dalam pondok, santri diharapkan tunduk dan patuh terhadap aturan asrama. Semua santri dituntut patuh                                                           44M. Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren (Cet. I; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), h. 144. 45Dengan meminjam teori kebudayaan, agama dapat dipahami memliki tiga sistem, yaitu sistem pengetahuan, sistem makna, dan sistem nilai. Sebagai sitem pengetahuan atau kognitif, agama berisi ajaran dan manusia memiliki kemampuan untuk melakukan interpretasi. Sebagai sitem makna, agama mengandung arti apa yang dipahami oleh penganut agama dalam kehidupannya. Sedangkan sistem nilai, agama merupakan pedoman bagi penganutnya, baik secara individu maupun masyarakat dalam bertindak.  
128  dan taat kepada semua peraturan yang dibuat kiai, misalnya kepatuhan kepada waktu belajar, shalat, makan, olahraga, tidur, dan istirahat.46 Pada tempat ini terjadi interaksi yang intensif antara para santri.  Asrama santri merupakan area egaliter di dalam pondok pesantren. Di sinilah santri tinggal, menyimpan barang-barang miliknya dan hidup bersama.47 Bahkan ditempat ini mereka belajar terutama menyelasaikan tugas-tugas dari guru dan bahkan tidak mungkin di sinilah mereka mendiskusikan segala problem yang mereka alami sehingga terjadi sering keilmuan, pengalaman, dan yang terpenting terjadi kontak kebudayaan. Asrama terdiri atas kamar-kamar yang masing-masing memiliki pengurus kamar. Untuk beberapa kamar terdapat seorang ketua kamar yang biasanya dijabat oleh santri yang bisa mengayomi yang biasa disebut murabbī atau pembimbing. Beberapa pesantren mengatur perpindahan asrama secara berkala, menyesuaikan jenjang pendidikan santri, jenjang pendidikan yang dikuti, dan kondisi santri. Di pesantren-pesantren Kabupaten Luwu Timur, tidak diberlakukan penempatan permanen santri di sebuah asrama. Dalam arti, seluruh santri harus mengalami perpindahan kamar, guna menumbuhkan jiwa sosial mereka terhadap keragaman. Dalam hal ini, para pimpinan pondok umumnya mengatakan bahwa untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain. Dalam satu kamar ditempatkan para santri yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang suku yang berbeda-beda. Dalam satu kamar ditempatkan antara empat sampai sepuluh santri. Penempatan santri dalam satu kamar ini tidak permanen. Pimpinan pondok menetapkan regulasi agar setiap tahun atau kurang dari setahun                                                           46Syamsuddin Arief, Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan 1928-2005, h. 87.  47M. Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 144 
129  santri diharuskan berpindah kamar dalam satu pondok. Hal ini ditujukan untuk memberi variasi kehidupan bagi para santri, juga menuntun mereka memperluas pergaulan dan membuka wawasan mereka terhadap aneka tradisi dan budaya santri-santri lainnya. Penempatan santri tidak didasarkan pada daerah asal atau suku. Bahkan, penempatan telah diatur sedemikian rupa oleh pengasuh pondok, dan secara maksimal diupayakan santri-santri dari daerah yang sama tidak menempati sebuah kamar yang sama. Dengan demikian antara santri tidak berpikir primordial dan hanya mengenal teman-temannya yang satu daerah saja. Dengan sistem ini para santri mempunyai wawasan multikultural dan toleransi melalui pengalaman nyata sehari-hari. Ada pesantren memberlakukan ketentuan yang, satu kamar maksimal tidak boleh dihuni oleh tiga orang lebih santri asal satu daerah, kecuali dalam kondisi tertentu. Upaya ini untuk melebur semangat kedaerahan mereka ke dalam semangat yang lebih universal.48 Dengan formulasi seperti itu merupakan ajang latihan bagi santri untuk lebih dapat berlati konsentrasi dan mengekang ego pribadinya. Pendidikan toleransi lainnya dalam intensitas pendidikan pondok adalah diberlakukannya aturan mengikat yang melarang santri berbicara menggunakan bahasa daerah. Selain bahasa utama Arab dan Inggris, ketika masuk lingkungan pondok santri hanya dibolehkan berbicara bahasa Indonesia dalam beberapa kesempatan dan kepentingan. Pendisiplinan santri dalam pendidikan multikultural lewat bahasa ini sangat ketat. Bagi santri yang melanggarnya akan diberi hukuman bervariasi yang edukatif.  Pendidikan toleransi atas perbedaan juga kental diajarkan dalam sistem pendidikan pondok. Keberagaman pemikiran dan ijtihad diajarkan kepada santri                                                           48Rangkuman hasil wawancara dengan para pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Luwu Timur. 
130  tanpa pemaksaan, atau mengajarkan mereka untuk memaksakan ide. Sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat sangat diunggulkan sistem pendidikan pondok. Dengan sistem diniyah yang didukung intensitas pendidikan 24 jam, beban mengejawantahkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), seperti disyaratkan dalam pendidikan formal, dapat dilalui pondok modern. Pada KBK, kendala utamanya adalah keterbatasan waktu ajar untuk memberi pemahaman penuh sebuah materi kepada santri.  b. Masjid Masjid merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan, terutama dalam praktik ibadah shalat jama’ah lima waktu dan shalat Jum’at. Mesjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ritual ibadah, tetapi juga tempat pengajaran kitab-kitab klasik dan aktivitas pesantren lainnya bahkan sebagai wadah berlansungnya kegiatan sosial kemasyarakatan.49  Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manefestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam yang pernah dipratikan oleh Nabi Muhammad saw. Artinya, telah terjadi proses berkesinambu- ngan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat. Tradisi penggunaan masjid sebagai pusat aktivitas kaum muslimin diteruskan oleh para sabat dan khalifah berikutnya. Dimanapun kaum muslimin berada, masjid menjadi pilihan ideal bagi tempat pertemuan, musyawarah, pusat pendidikan, pengajian, kegiatan administrasi dan kultural. Bahkan ketika belum ada madrasah dan sekolah yang menggunakan sistem klasikal, masjid merupakan tempat paling representatif untuk menyelenggarakan                                                           49M. Habib Chirzin, “Agama Ilmu dan Pesantren” dalam M. Dawam Raharjo, ed., Pesantren dan Pembaharuan (Cet.I; Jakarta: LP3ES, 1988), h. 92. 
131  pendidikan. Adalah suatu kontinuitas, ketika pengenalan pengajaran al-Qur’an, baik melalui TPA ataupun TPQ, dilaksanakan di masjid-masjid.50 Upaya menjadikan masjid sebagai pusat pengkajian dan pendidikan Islam berdampak pada tiga hal. Pertama, mendidik anak agar tetap beribadah dan selalu mengingat kepada Allah. Kedua, menanamkan rasa cinta pada ilmu pengetahuan dan menimbulkan rasa solidaritas sosial yang tinggi sehingga bisa menyadarkan hak-hak dan kewajiban manusia. Ketiga, memberikan ketentraman, kedamaian, kemakmuran, dan potensi-potensi positif melalui pendidikan kesabaran, keberanian, dan semangat dalam hidup beragama.51 Kendatipun sekarang ini model pendidikan di pesantren mulai dialihkan ke kelas-kelas seiring dengan perkembangan sistem pendidikan modern, bukan berarti masjid kehilangan fungsinya. Para kiai, ustadz umumnya masih setia menyelenggarakan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan dan bandongan atau wetonan di masjid. Pada sisi lain, para santri juga lebih tenang, kondusif. Di samping itu, juga diyakini mengandung nilai ibadah. Jadi, di sinilah pentingnya masjid sebagai tempat segala macam aktivitas keagamaan termasuk juga aktivitas kemasyarakatan. c. Kediaman kiai, pembina, dan pengurus Bangunan yang juga dihormati oleh para santri adalah kediaman kiai. Di sini, biasanya berlaku kode prilaku yang lebih ketat, karena tempat itu merupakan kediaman kiai dan keluarganya sekaligus menjadi tempat kiai bekerja dan menemui tamu-tamu pesantren. Pada kediaman kiai tersebut terdapat ruang tamu. Di situ                                                           50M. Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global, selanjutnya disebut Masa Depan Pesantren (Cet.I; Jakarta: IRD Press, 2004), h. 33. 51M. Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 34.  
132  terjadi konsultasi dan bahkan diskusi dengan berbagai pihak termasuk santri. Kapasitas kiai bisa terlihat maksimal sepadan dengan krusialnya tema pembicaraan para tamu. Ustadz dan santri yang sedang piket mendampingi kiai, dan dari sini mereka memperoleh manfaat pembelajaran cara-cara menghadapi berbagai problem dan karakter yang berbeda-beda.52 Kediaman pengurus menggunakan simbol berbeda. Keakraban terpantul di tempat tersebut. Para pengurus biasanya memperoleh tugas untuk membimbing sekelompok santri dalam minat atau kebutuhan tertentu. Dengan adanya seorang pembimbing, maka kelompok-kelompok itu dapat dipasilitasi untuk menjadi dinamis. Para santri sebagai suatu grup sengaja diciptakan. Setiap individu di dalam grup bisa saling belajar secara intensif, dari pada santri terbiarkan dalam kelompok besar. Kediaman pengurus bisa menjadi rumah pengganti bagi para santri. Keluarga pengurus itu juga menjadi saudara pengganti. Tidak jarang anggota kelompok ini bekerja bersama-sama dengan keluarga pengurus untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan atau merawat rumah. Dengan begitu keakraban edukatif terbentuk.53 d. Ruang-ruang kelas dan kantor Ruang kelas di pesantren umumnya merupakan ruang yang jauh lebih bermanfaat dari pada ruang kelas madrasah atau sekolah di luar pesantren. Ruang itu dipergunakan sejak pagi hingga malam hari untuk kegiatan belajar, terutama pada pesantren yang asramanya berdekatan dengan ruang kelas. Pada malam hari ruang-ruang kelas itu dipergunakan oleh para santri belajar mandiri. Sebagaian guru piket bertindak sebagai pembimbing jika santri membutuhkan fasilitator.54                                                           52M. Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 147. 53M. Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren. 54M. Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren. 
133  Selain kelas, kantor juga dapat menjadi wadah pembelajaran beragam. Beberapa kantor pondok pesantren seperti tidak mengenal jam kerja, dalam arti selalu terbuka, karena pengurus pondok bekerja bergiliran, kecuali saat-saat shalat dan kegiatan keagamaan yang mengharuskan semua penghuni pondok mengikutinya. Di samping sebagai pusat kegiatan administrasi, kantor ini juga menjadi pusat informasi kegiatan, dan pertemuan santri-santri dengan pengurus pondok. Ruang ini juga sering berfungsi sebagai tempat transit sebelum para tamu diterima kiai. Di situ pula berlangsung konsultasi pengurus pondok dengan orang tua santri dan sebaliknya. Koordinasi dengan warga kampung pun sering berlangsung di ruangan ini. Dengan demikian, kantor pondok menjadi tempat ketiga setelah rumah kediaman kiai.55 2. Wujud Toleransi dalam Materi Pembelajaran  Selain bangunan-bangunan tersebut sebagai wujud simbolik pelaksanaan toleransi di pesantren, hal terpenting sebagai wujud subtansial dari pelaksanaan toleransi adalah materi pembelajaran, baik materi-materi yang diajarakan dalam kelas yang telah ditentukan kurikulumnya maupun materi-materi pengajian kitab-kitab salaf ( klasik) dan khalaf (temporer).  Pada pesantren yang menjadi obyek penelitian ini, selain menggunakan kurikulum nasional (diknas dan kemenag) juga menggunakan kurikulum lokal. Pada kurikulum nasional semua pesantren belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tentu saja, mata pelajaran ini akan membawa santri terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bingkai kebihinnekaan Indonesia. Mata pelajaran ini akan mengantar santri menjadi manusia Indonesia yang toleran.                                                           55M. Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 147-148. 
134  Pada kurikulum lokal peneliti mencermati tema-tema yang berkaitan pelajaran agama. Agama merupakan isu yang paling sensitif dalam wacana dan gerakan multikulturalisme di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar problem multikulturalisme di Indonesia terletak pada isu agama. Agama diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai masyarakat. Agama berisi aturan-aturan normatif yang menjadi sumber prilaku bagi pemeluknya. Simbol-simbol, keyakinan, dan idiologi (mabda) merupakan sumber kebudayaan yang berpengaruh kuat terhadap pola interaksi antar kelompok masyarakat. Kuatnya keyakinan dalam membentuk kepribadian, cara pandang ideologi (worldview) manusia merefleksi dalam bentuk sikap dan prilaku dalam banyak hal dapat melebihi kekuatan pengaruh kebudayaan lainnya.56 Atas dasar itulah materi-materi pembelajaran agama pada berbagai pesantren di Kabupaten Luwu Timur perlu dibahas dalam penelitian ini. a. Materi Mata Pelajaran Akidah Pelajaran yang pokok dan utama diajarkan di pesantren adalah akidah. Berikut rangkuman materi akidah, baik tema maupun substansi dari hasil wawancara dan penelusuran literatur dari buku-buku yang digunakan pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur.                                                            56Dody S. Truna, Pendidikan Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia, selanjutnya disebut Pendidikan Islam Berwawasan Multikulturalisme (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 132. No Tema Substansi Kecenderungan 1 Agama yang Benar Islam satu-satunya agama Allah yang benar. Klaim atas kebenaran agama Islam (truth claim). 2 Definisi Agama Definisi agama berbeda Klaim atas definisi al-
135  dengan definisi al-dῑn untuk menunjuk Islam. dῑn (Islam) dengan menunjuk kepada Islam (truth claim). 3 Definisi Islam Definisi Islam secara khusus, yaitu ajaran yang diwahyukan Allah kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw. Klaim atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja (truth claim).  4 Sinkretik Menyamadudukkan semua agama adalah sinkretik. Klaim atas percampur antara Islam dan tradisisi agama lain merupakan sikap sinkretik yang tidak dibenarkan dalam Islam (truth claim). 5 Islam sebagai Agama Sempurna Dengan disempurnakan agama Islam maka tidak lagi dibutuhkan agama yang lain dan tidak lagi dibutuhkan nabi selain Nabi Muhammad saw. Klaim atas kesempurnaan ajaran Islam sebagai agama penutup (truth claim).  Amal Orang Kafir Amal kebaikan orang kufur tak berguna pada hari kemudian. Dia tetap masuk Nilai perbuatan penganut agama lain di hari akhirat sia-sia 
136  neraka. (value judgment). 6 Status Pengikut Agama Lain Yahudi, Nasrani, dan Pengikut agama lainnya masuk neraka. Menilai (value judgment) terhadap umat agama lain. 7 Status Agama Yahudi dan Nasrani Agama Yahudi dan Nasrani sudah tidak memelihara kemurniannya. Pengikut-pengikutnya yang datang kemudian telah memalsukan kebenaran dengan ide-ide mereka sendiri. Menilai (value judgment) terhadap Yahudi Nasrani telah melenceng dari syariat. Umatnya telah memalsukan agamanya 8 Kitab Suci Agama Terdahulu Kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil mengalami distorsi dan tidak asli lagi, isinya banyak yang bertentangan. Menilai (value judgment) terhadap kitab selain al-Qur’an tidak asli lagi. 9 Doktrin Trinitas dalam Agama Kristen/Katolik Doktrin trinitas adalah kafir; paham trinitas merupakan pengaruh dari agama Hindu (trimurti) dan bertentangan dengan tauhid. Penganut agama Kristen Katolik tidak mengetahui dan menyadari akan kenyataan Mengkafirkan non-Muslim (value judgment) dan memandang bahwa orang Kristen itu tidak mengetahui pemalsuan terhadap ajaran mereka (prejudice). 
137   Muatan mata pokok pelajaran ini mengingatkan bahwa wawasan multikulturalisme yang dituntut tidak boleh merusak sendi-sendi akidah Islam. Oleh sebenarnya. 10 Akidah dan Keyakinan pada Agama-agama Manusia Apabila akidah dan keimanan seseorang bertentangan dengan yang ditetapkan Allah dan diajarkan rasul-Nya serta dilestarikan para sahabat dan para salaf al-ṣālih, maka seluruh prestasi dan keberhasilan tersebut dinilai rusak dan batal. Mengkleim (truth claim) bahwa dalam Islam tidak ada kebebasan dan toleransi dalam aspek keyakinan. 11 Pembagian Manusia Berdasarkan Keimanannya Muttaqῑn, Mu’minῑn, Munāfiqῑn, fāsiqῑn, murtad, kāfirῑn, dan musyrikῑn. Menegaskan perbedaan manusia disebabkan oleh keberagamaannya: (value judgment).  12 Tauhid Aplikatif Tauhid seorang Muslim harus berimplikasi terdap tauhidul ummah (kepedulian terhadap sesama manusia). Menegaskan dimensi sosial dari tauhid/keimanan, yaitu kesatuan umat tanpa membedakan-bedakan warna kulit, golongan dan sebagainya. 
138  karena itu, mata pelajaran ini menjelaskan bahwa akidah Islam berbeda dengan akidah agama lain. Menyamakan agama Islam dengan agama lain merupakan pendapat yang harus diwaspadai dan dijauhi oleh umat Islam. Dengan demikian dalam masalah akidah para santri diajarkan untuk tidak bersikap kompromistik. Sebaliknya, dalam masalah mu’amalah (hubungan sosial), mereka dibolehkan untuk bekerja sama dengan umat non Muslim. Ada beberapa kecenderungan dalam materi pelajaran aqidah yang tidak dapat dihindari, yaitu klaim kebenaran (truth claim), prasangka (prejudice), penilaian berdasarkan standar nilai yang dianut (value judgment). Kecenderungan-kecenderungan tersebut berpotensi melahirkan sikap intoleran. Jika dicermati secara saksama konsep multikulturalisme yang menegaskan indititas dan batas-batas kultur; dan bermuatan politis dan etis, maka sesungguhnya kecenderungan-kecenderungan itu, tidak menjadi problem. Menjadi problem ketika konsep multikulturalisme itu diabaikan. Truth claim, prejudice, dan value judgment dari seorang pemeluk tidak harus mengakibatkan adanya sikap pelecehan terhadap pemeluk agama-agama lain. Pelecehan adalah persoalan lain dan tidak serta merta karena adanya truth claim, prejudice, dan value judgment. Ia lebih merupakan persoalan etis dan sering berkaitan erat dengan kultur masyarakat di mana ia hidup dan bergaul. Islam mengajarkan bagaimana seorang Muslim harus berprilaku ketika menghadapi pemeluk agama-agama lain. Penyikapan terhadap eksistensi agama-agama lain tersebut dikemas dalam kerangka etis yang harus dikembangkan.57 Dengan demikian, truth claim, prejudice, dan value judgment dalam lingkup komunitas sendiri dan keluarga dalam hal akidah, tidaklah menjadi problem, justru menjadi                                                           57Dody S. Truna, Pendidikan Islam Berwawasan Multikulturalisme, h. 375. 
139  problem ketika penganut suatu agama di luar agama yang diyakininya menyoroti ajaran akidah agama lain secara terbuka. Dari sini muncul sikap toleran atau intoleran. b. Materi Mata Pelajaran Fikih Pelajaran yang pokok kedua yang diajarkan di pesantren adalah fikih. Berikut rangkuman materi fikih, baik tema maupun substansi dari hasil wawancara dan penelusuran literatur dari buku-buku yang digunakan pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur.  No Tema Substansi Kecenderungan 1 Kewarisan Kewarisan gugur karena beda agama. Batas toleransi dalam aspek teologis (Muslim dan non- Muslim). 2 Hak Waris Laki-laki mendapat dua bagian. Menegaskan makna tekstual tentang pembagian waris 2 berbanding 1 sebagai cara yang benar. 3 Perkawinan Beda Agama Muslim tidak boleh menikahi non-Muslim. Batas toleransi dalam aspek teologis (Muslim dan non- Muslim). 4 Hak Perempuan Menjadi Pemimpin Yang tidak boleh dijadikan pemimpin umat Islam: kafirin, Yahudi dan Nasrani, yang mempermainkan agama, Cenderung tidak membedakan status gender untuk syarat pemimpin, asalkan ia Mukmin dan Muslim. 
140  Kitab yang dijadikan rujukan utama dalam pelajaran fikih di pesantren, khususnya pesantren di kabupaten Luwu Timur pada umumnya menggunakan kitab Bulugh al-Maram. Kitab ini menyajikan hadis-hadis berkaitan fikih. Para santri dihadapkan pada hadis-hadis yang bertentangan dalam satu masalah. Dalam kasus seperti ini para santri diajarkan bagaimana cara mengambil kesimpulan dari hadis-hadis bertentangan tersebut. Dengan demikian melalui buku ini, pesantren memberi bekal kepada santri penguasaan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam fikih meskipun sebatas tingkatan wacana. Materi pelajaran fikih ini meperjelas aplikasi dari konsep multikulturalisme tentang konsep penegasan identitas dan batas-batas kultur dalam bentuk sikap toleransi. Jika dalam ajaran akidah Islam sikap toleransi masih sebatas normatif maka dalam ajaran fikih sudah masuk pada rana deskriptif. c. Materi Mata Pelajaran Akhlak Pelajaran yang pokok ketiga yang diajarkan di pesantren adalah ahlak. Berikut rangkuman materi akhlak, baik tema maupun substansi dari hasil wawancara dan musuh Allah, musuh orang Mukmin, yang mencintai kekufuran, dan yang di luar golongan Mukmin. 5 Makna Jihad Perjuangan yang sungguh-sungguh dan perang jika diserang. Cenderung mengarah ke makna damai (toleransi) dan membenarkan perang membela agama dalam keadaan diserang. 
141  dan penelusuran literatur dari buku-buku yang digunakan pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur.   Pada materi akhlak ini juga sejalan dengan konsep multikulturalisme, yaitu teraplikasinya konsep penegasan identitas dan batas-batas multikultural, khususnya pada materi tradisi ucapan salam. Selain itu, konsep multikulturalisme sarat akan muatan politis dan etis pula. Hal ini, dapat dicermati pada kecenderungan materi jual beli dengan non Muslim dan materi interaksi dan pergaulan lawan jenis. No Tema Substansi Kecenderungan 1 Mengucapkan Salam  Seorang Muslim dilarang mengucapkan salam kepada non-Muslim. Membuat batas toleransi Muslim dengan non-Muslim. 2 Jual Beli dengan Non Muslim Jual beli dengan non-Muslim tidak dipermasalahakan tetapi lebih diutamakan kepada sesama Muslim. Bermuatan politis. 3 Interaksi dan Pergaulan dengan Lawan Jenis Pria dan wanita menundukkan kepala kecuali untuk meminang, belajar mengajar, pengobatan, dan memberi kesaksian; wanita mengenakan busana yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bermuatan etis. 
142   Ketiga mata pelajaran pokok pesantren tersebut dapat dikatakan sejalan dengan sikap toleransi, yaitu suatu sikap seseorang yang tidak menilai atau sikap membiarkan tindakan dan prilaku orang lain yang berbeda dengan prilaku dengan dirinya. Meskipun demikian toleransi dalam Islam menganal batas-batas. Toleransi yang tidak mengenal batas-batas biasa disebut toleransi kebablasan yang justru melahirkan intoleransi.58 Batas-batas toleransi perlu dibangun untuk menegaskan identitas dan memelihara eksistensi suatu agama dalam masyarakat majemuk. Membangun batas-batas toleransi juga berarti menjaga kemuliaan setiap agama karena di situ dibangun saling pengakuan terhadap keberbedaan.  Toleransi yang tanpa batas bisa mendistorsi agama, menghancurkan identitas kelompok, dan cenderung mengarah kepada permisifisme. Toleransi dapat dilakukan misalnya seorang santri berinteraksi, berkomunikasi, dan bermuamalah dengan siswa yang berbeda agama tetapi tidak menghina, melecehkan, mengancam, dan membahayakan agama dan umatnya. Ia harus memperlakukan mereka secara adil dan membiarkan mereka menjalankan ajaran agamanya. Santri tidak boleh mencemoh sembahan agama lain, tetapi ia tidak mesti ikut bersembahyang bersama meraka dan tradisi keagamaannya. 3. Wujud Toleransi dalam Sistem dan Metode Pembelajaran Pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, pada umumnya merupakan pesantren kombinasi atau campuran antara pesantren tradisional dengan modern, yaitu pesantren yang tidak hanya berkutat pada pengajaran sistem pondok tetapi juga sistem madrasah dan sekolah. Dari kedua sistem itu, sistem persekolahan lebih menonjol bahkan ada                                                           58Kamaruddin (43), Pembina Pondok Pesantren Al-Furqan Landuri, Wawancara, Lambara, 02 Maret 2018.  
143  pesantren awalnya dibangun untuk memperlihatkan ciri kepesantrenan, kini hanya tinggal nama “pondok pesantren” yang sesungguhnya tidak ditemukan pondok. Ada juga pesantren memiliki bangunan pondok tetapi, tidak ada santri yang tinggal di pondok tersebut.  Menurut salah seorang guru di pondok pesantren DDI Darul Falah Ankona bahwa pesantren ini awalnya ada pondok dan kegiatan-kegiatan kepasantrenan jalan tetapi karena adanya aturan tentang santri diniyah dan madrasah dalam hal pembiayaan dan kesulitan tanaga kegiatan-kegiatan kepasantrenan maka pesantren ini yang dulunya disebut pondok pesantren kini hanya disebut pesantren, kegiatan-kegiatan kepasantrenan hanya dalam bentuk ekstra kurikuler. Ekstra kurikuler (kokurikuler) merupakan kegiatan tambahan dari madrasah yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, seperti Sholat Dhuha bersama, kegiatan menghapal juz 30 dan latihan dakwah.59 Pembina pesantren Darul Arqam Ankona mengatakan bahwa pesantren ini berafiliasi dengan Muhammadiyah atau milik amal usaha Muhammadiyah dan berdiri ditengah-tengah warga bukan Muhammadiyah. Di pesantren ini ada pondok. Awalnya memang ada santri yang mondok, kegiatan-kegiatan kepesantren jalan terutama pengajian kitab. Pada saat ini, tidak ada lagi santri mondok karena sekolah-sekolah sudah ada di mana-mana. Selanjutnya mengatakan bahwa sebenarnya kami bisa menyiapkan santri dan fasilitas, hanya saja sumber daya atau pembina kepesantrenan tidak ada, jadi pesantren ini tidak bisa disebut pondok pesantren.60 Tidaklah berarti bahwa pesantren di Kabupaten Luwu Timur fenomenanya seperti kedua pesantren tersebut. Dari keempat prototipe pesantren dilihat dari                                                           59Mawar (40), Guru Pesantren DDI Darul Falah Ankona, Wawancara, Ankona, 27 Februari 2018. 60Rustan (53), Pembina Pesantren Darul Arqam Ankona, Wawancara, Ankona, 27 Februari 2018. 
144  organisasi yang mendirikan atau berafiliasi dengannya (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Hidayatullah, dan Nahdatul Watahan). Masing-masing prototipe tersebut ada yang demikian keadaannya dan ada juga layak disebut sebagai “pondok pesantren” karena memang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepesantrenan di samping melaksanakan sistem kegitan kemadrasaan dan persekolahan meskipun memperlihatkan karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu pondok pesantren berbasis NU, yaitu Pesantren Huswatun Hasanah yang berdiri di daerah transmigrasi, masyarakat dari Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan persekolahan, kemadrasaan, dan kepesantrenan. Sistem persekolahan dikenal Sekolah Menengah Pertama Islam, sistem madrasah dikenal Madrasah Aliyah, dan sistem kepesantrenan dikenal sistem diniyah.61 Organisasi berikut yang memberi kontribusi terselengaranya pendidikan lslam adalah Nahdatul Wathan. Salah satu pesantren yang berafiliasi dengan organisasi ini adalah Pondok Pesantren al-Mujahidin NW. Pesantren ini juga terletak di wilayah transmigrasi, masyarakat transmigran dari Pulau Jawa, Bali, dan Lombok serta dekat dengan pemukiman penduduk asli. Pondok pesantren ini menyelengarakan pendidikan formal, yaitu Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliah. Di samping itu, juga menyelengarakan pendidikan non formal atau kepesantrenan, yaitu sistem diniyah.62 Selanjutnya, organisasi yang turut mengembangkan sistem pendidikan pesantren adalah Hidayatullah. Salah satu pesantren yang didirikan di Kabupaten                                                           61K.H. Ahmad Jalaluddin (50), Pimpinan Pondok Pesantren Huswatun Hasanah, Wawancara, Cendana Hijau, 02 Maret 2018. 62Rusdan (44), Pimpinan Pondok Pesantren al-Mujahidin NW, Wawancara, Mantadulu, 28 Februari 2018. 
145  Luwu Timur adalah Pondok Pesantren Babul Khair Hidayatullah. Pesantren ini didirikan di wilayah pemukiman penduduk asli dan pendatang. Pondok pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal persekolahan Taman Kanak-kanak, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Atas; Kemadrasaan, yaitu Madrasah Ibtidayah. Di samping itu, juga menyelenggarakan pendidikan non formal kepesantren, yaitu diniyah yang dikenal berjenjang (marhala I dan marhala II).63 Muhamadiyah juga turut berkontribusi peneyelengaraan pendidikan pesantren di Kabupaten Luwu Timur. Salah satu pesantren yang berpidiasi dengan organisasi ini adalah Pondok Pesantren al-Muhajirin. Pesantren ini menyelengarakan pendidikan formal persekolahan Taman Kanak-kanak; kemadrasahaan Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pendidikan non formal kepesantrenan, yaitu diniyah.64 Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelengaraan pendidikan di pesantren sangat ditentukan kepentingan masyarakat, artinya pesantren-pesantren yang ada pada setiap wilayah ditentukan kebutuhan masyarakat, jika di tempat itu sudah ada lembaga pendidikan yang dijangkau masyarakat yang mirip dan setingkat maka tidak perlu lagi didirikan lembaga pendidikan yang sama. Dengan demikan keberadaan pesantren di Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan untuk kepentingan masyarakat beragam. Bahkan dengan kehadiran pesantren di daerah ini tercipta kerukunan antar umat beragama. Menurut pimpinan pondok pesantren Miftahul Ulum bahwa sebelum kehadiran pesantren yang dibinanya sering terjadi perselisihan karena adanya gerakan kerestenisasi tetapi setelah pesantren berdiri di daerah ini                                                           63Abdul Majid (36) Ketua Yayasan Pondok Pesantren Babul Khair Hidayatullah, Wawancara, Asuli, 01 Maret 2018. 64Hafidz Hanif (33) Pembina Pondok Pesantren al-Muhajirien, Wawancara, Margolimbo, 27 Februari 2018. 
146  perlahan-lahan konflik menghilang. Selanjutnya pimpinan pondok itu mengatakan bahwa ketika mereka mengadakan acara, seperti pernikahan kami diundang dan kami menghadirinya.65 Sesungguhnya, dari sinilah cikal bakal berawalnya perbincangan konsep pendidikan multikultural dalam wujud toleransi yang dipikirkan para kiai atu pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Luwu Timur.  Penyelengaraan pendididikan pesantren di Kabupaten Luwu Timur tentu mengacu pada sistem penyelengaraan pesantren asal dari tempat belajar para pendiri dan pengembang pesantren sehingga sistem-sistem yang baku dalam pesantren masih tetap berlangsung. Salah satu sistem yang dimaksud di sini adalah sistem pembelajaran, baik sistem non klasikal maupun klasikal. Sistem non klasikal merupakan sistem yang digunakan pada pembelajaran kepesantrenan. Sedangkan sistem klasikal digunakan pada pembelajaran kemadrasaan dan kesekolahan. Sebagian besar pesantren di Kabupaten Luwu Timur memperaktikan – setidak-tidaknya sebagian – beberapa atau keinginan memperaktekkam sistem non klasikal dalam model ḥalaqah66 dengan beberapa metode khas yang secara historis merupakan kultur asli dalam proses pembelajaran di pesantren. Ḥalaqah merupakan model pembelajaran yang diselengarakan terutama di masjid. Kelas belajar ini mengunakan metode sorogan dan bandongan atau wetonan.67 Dalam tradisi pesantren teknik sorogan dan bandongan atau wetonan                                                           65K.H. Abdul Mannan (65), Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara, Sumber Agung, 27 Februari 2018. 66Ḥalaqah merupakan sebutan bagi situasi dan kondisi selama berlansungnya pengajaran di mana sekelompok santri berkumpul untuk belajar di bawah bimbingan kiai. 67Sorogan merupakan teknik pengajaran individual yang dilaksanakan di pesantren. Dalam aplikasinya, teknik ini terbagi menjadi dua cara, yaitu: pertama, bagi santri pemula, mereka mendatangi kiai yang akan membacakan kitab tertentu; kedua, bagi santri senior, mereka mendatangi seorang ustadz supaya kiai tersebut mendengarkan sekaligus memberi koreksi terhadap bacaan kitab mereka adapaun bandongan dan wetonan adalah metode pengajaran kolektif di mana santri secara 
147  pada awalnya hanya digunakan untuk pengajian atau pembacaan kitab kuning kemudian dalam perkembangannya hingga kini metode tersebut digunakan untuk setiap jenis kegiatan belajar. Metode bandongan atau wetonan dilakukan dengan cara kiai membaca teks-teks kitab yang berbahasa Arab kemudian menerjemahkan dan sekaligus menjelaskan maksud yang terkandung dalam kitab tersebut. Metode ini dilakukan dalam rangka memenuhi kompetensi kognitif santri dan memperluas referensi keilmuan bagi mereka. Memang di dalam bandongan, hampir tidak perna terjadi diskusi antara kiai dengan santri, tetapi metode ini tidak berdiri sendiri, melainkan diimbangi juga dengan sorogan yang membuat santri lebih aktif.68 Tidak semua pesantren di Kabupaten Luwu Timur menerapkan teknik sorogan, hanya pesantren yang melaksanakan pengajian kitab kuning dan menyelengarakan kegiatan Taḥfῑẓ al-Qur’ān. Sedangkan teknik bandongan dan wetonan digunakan semua pesantren tak terkecuali pesantren yang tidak menyelenggarakan kegiatan kepasantrenan sebagaimana tradisi asli pesantren. Dalam metode sorogan dan bandongan atau wetonan diikuti berbagai metode penyelengaraannya, diantaranya: metode pembacaan kitab (fatḥ al-kutub), hafalan (taḥfῑẓ), Bercakap-cakap (Muhāwarah atau Muḥādaṡah), Perbandingan (Muqāranah). Metode pembacaan kitab digunakan pada pesantren yang menyelengarakan pengajian kitab kuning. Menurut pimpinan atau pembina pondo-pondok pesantren bahwa kegiatan ini diperioritaskan kepada santri senior dalam rangka menguji kemampuan mereka dalam membaca kitab kuning, khususnya setelah mereka                                                                                                                                                                     bersama-sama mendengarkan seorang ustadz yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas kitab berbahasa Arab tertentu. 68M. Dian Nafi, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 67. 
148  berhasil menyelesaikan mata pelajaran kaidah bahasa Arab. Dengan kata lain, metode ini merupakan wahana aktualisasi kemampuan para santri, khususnya dalam penguasaan ilmu kaidah bahasa Arab, di samping beberapa disiplin ilmu keagamaan lainnya sesuai dengan materi kitab yang ditugaskan untuk dibaca, baik itu akidah, fiqih, akhlaq, dan kitab lainnya.  Sebagai sebuah metode, hafalan merupakan metode yang paling umum digunakan di pesantren, artinya metode ini diterapakan pada setiap santri, tanpa melihat umur jenjang, bidang yang ditekuni santri. Pada metode ini santri diberi tugas untuk menghafal beberapa bait atau baris kalimat dari sebuah kitab, untuk kemudian membacanya di depan kiai, pembina, atau santri yang lebih senior. Metode ini sangat relevan diterapkan kepada santri yang masih tergolong anak-anak, tingkat dasar, tingkat menengah. Sekarang ini, program Taḥfῑẓ al-Qur’ān muncul di berbagai pesantren bahkan ada pesantren khusus menangani hal ini. Meskipun Pesantren di Kabupaten Luwu Timur belum ada yang menyelenggarakan Taḥfῑẓ al-Qur’ān secara khusus akan tetapi semua pesantren menyelengarakan hal ini dari tingkat sederhana sebatas tugas ekstra kurikuler dari pesantren yang hanya menyelenggarakan kemadrasahan dan kesekolahan sampai tingkat lebih tinggi dari pesantren yang di samping menyelengarakan kemadrasahan dan kesekolahan juga kepesantrenan. Menurut salah satu pembina pondok pesantren Nurul Junaidiyah sebagai satu-satunya pondok pesantren yang menyelengarakan kegiatan Taḥfῑẓ al-Qur’ān (ada santri khusus menghafal al-Qur’an) di Kabuten Luwu Timur bawa kegiatan Taḥfῑẓ al-Qur’ān merupakan kegiatan utama pesantren jika pesantren itu ingin maju. Lebih lanjut ia 
149  mengatakan metode menghafal merupakan metode utama dalam meraih ilmu. Oleh karena itu, seorang calon ulama wajib menghafal al-Qur’an.69 Selain metode menghafal yang dianggap sebagai metode utama dan bersifat umum, metode bercakap-cakap (muhāwarah atau muḥādaṡah) juga dikenal secara umum pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur. Muhāwarah merupakan latihan bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Metode inilah yang kemudian dalam pesantren “modern” dikenal sebagai metode ḥiwār.70 Dalam aplikasinya, metode ḥiwār diterapkan dengan mewajibkan para santri untuk berbicara, baik dengan sesama santri maupun dengan para kiai, dengan menggunakan bahasa Arab. Adakalanya hal demikian diterapkan bagi santri selama mereka berada di pesantren dan adakalanya pada jam-jam tertentu saja. Dalam rangka pengembangan metode ini, pembelajarannya dilakukan melalui beberapa langkah berikut: a. Para santri diberikan buku panduan yang berisi daftar kosa kata dalam bahasa Arab, contoh-contoh percakapan, serta aturan-aturan lainnya. b. Mereka diwajibkan untuk menghafal sejumlah kosa kata dari buku panduan tersebut, dan biasanya diberikan target harian.                                                           69Nurchalis (24), Pembina Taḥfῑẓ al-Qur’ān Pesantren Nurul Junaidiyah, Wawancara, Burau, 02 Februari 2018. 70Berbeda dengan ḥiwār dalam dunia pesantren yang mengedepankan penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi, ḥiwār dalam pesantren salafiyah identik dengan musayawarah. Dalam pemahamannya seperti itu, motode ini hamper sama dengan metode-metode diskusi yang umum kita kenal.Sebagai sebuah metode, ḥiwār merupakan aspek dari proses belajar clan mengajar di pesantren salafiyah yang telah menjadi tradisi, khususnya bagi santri-santri yang mengikuti sistem klasikal. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan suatu keharusan. Bagi mereka yang tidak mengikuti atau mengindahkan peraturan kegiatan ḥiwār, akan dikenai sangsi, karena musyawarah sudah menjadi ketetapan pesantren yang harus ditaati untuk dilaksanakan. Dalam pelasanaanya, para santri melakukan kegiatan belajar secara kelompok untuk membahas bersama materi kitab, yang telah diajarkan oleh kiai. Dalam belajar kelompok ini, mereka tidak hanya membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan topik/sub topik bahasan kitab belaka. Lebih dari itu, tidak jarang mereka juga memperluas cakupan diskusinya hingga mencakup pembahasan tentang lafadz demi lafadz kalimat demi kalimat jika ditinjau dari gramatika bahasa Arab (ilmu alat). Semua itu merupakan bagian integral dari usaha mereka untuk bisa memahami makna hingga dapat menyimpulkannya. Sejalan dengan itu, metode ini dinilai sangat efektif dan relatif cukup berhasil sehingga sampai saat ini metode ini tetap dipertahankan oleh Pesantren Salafiyah. M. Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren,     h. 18-19. 
150  c. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara kelompok dengan dipandu oleh seorang ustadz berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya secara rutin. d. Ustadz melakukan tanya jawab dengan para santri dengan menggunakan bahasa Arab atau ustadz memerintahkan dua orang santri atau lebih untuk memperagakan tanya jawab di hadapan teman-temannya secara bergiliran. e. Pada pesantren yang menggunakan bahasa asing (Arab dan Inggris) sebagai alat komunikasi sehari hari, latihan percakapan tidak hanya dilakukan di kelas dalam waktu tertentu saja, tetapi dilakukan di mana dan kapan saja selama mereka berada dalam lingkungan pesantren. f. Untuk meningkatkan motivasi santri, pesantren biasanya menciptakan sebuah lingkungan bahasa. Yaitu memberikan nama-nama benda dan tempat di lingkungan pesantren dengan menggunakan bahasa Arab atau Inggris.71 Metode selanjutnya, sebagai bagian dari sistem non klasikal dan lebih bernuansa pada pembelajaran keberagaman adalah muqāranah. Metode ini merupakan sebuah metode yang berfokus pada kegiatan perbandingan, baik perbandingan materi, paham (madzhab), metode, maupun perbandingan kitab. Oleh karena sifatnya membandingkan, pada umumnya metode ini juga hanya diterapkan pada kelas-kelas santri senior (Maʻhad ‘Āly) saja.72 Meskipun demikian, pesantren pada umumnya termasuk pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur menerapakan metode ini pada kegiatan rutin dalam peribadatan, misalanya berwudu memperlihatkan tata cara yang berbeda-beda. Selain model ḥalaqah, ada pesantren di Kabupaten Luwu Timur menerapkan model kelas sebagai mana madrasah atau sekolah. Dalam model ini santri dikelompokan menurut tingkat kemampuan penguasaan ilmunya. Oleh karena itu, jika pada metode bandongan tidak terdapat penjenjangan, pengelompokan dalam model kelas dilakukan secara berjenjang. Pada umumnya, model kelas yang ada di                                                           71M. Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 21-22. 72Dalam perkembangannya, metode ini kemudian terfragmentasi ke dalam dua hal, yaitu muqoronatul adyan untuk perbandingan ajaran-ajaran agama dan muqoranatul madzahib untuk perbandingan paham atau aliran. M. Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 21. 
151  pesantren adalah dalam bentuk madrasah diniyyah, yaitu madrasah yang mengkhususkan diri pada penyelengaraan pembelajaran ilmu-ilmu agama. Penjenjangan yang dilakukan dalam model ini seperti: diniyyah ūlā (tingkat dasar), wusta (tingkat menengah), dan ulyā (tingkat atas). Meskipun demikian, kurikulum yang digunakan pada madrasah diniyah merupakan kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh pesantren sesuai dengan kemampuan santri dan karateristik masing-masing pesantren. Fleksibilitas kurikulum dalam pendidikan kepesantrenan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi afektif santri. Jika akhir-akhir ini para pakar pendidikan menekankan agar anak didik diperlakukan sebagai subyek pendidikan, bukan obyek semata maka pada dasarnya pesantren sudah lama menerapkannya. Aspek afektif santri di pesantren juga ditingkatkan melalui pembinaan akhlak. Konsep berkah (barakah) yang ada di pesantren, yaitu keyakinan bahwa jika seorang santri bersungguh-sungguh dalam belajar di pesantren maka akan mendapatkan juga berkah itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu andil di dalam meningkatkan minat dan semangat santri untuk belajar.73 Selain itu, kiai atau ustadz di pesantren sering juga menganjurkan kepada para santri untuk melakukan riyāḍah (spiritual exercise), semisal puasa sunnah yang dianjurkan oleh agama seperti pada hari Senin dan Kamis, i’tikaf, shalat tahajud, dan lain-lain agar santri tetap terkondisi dalam semangat mencapai tujuan mulia, yaitu ilmu yang bermanfaat. Pemberian hadiah (reward) kepada para santri sangat dianjurkan dengan maksud untuk meningkatkan semangat belajar. Pada dasarnya hampir seluruh aktivitas di pesantren mencerminkan prinsip belajar melalui praktik. Prinsip ini efektif untuk melihat dan mengukur kompentensi                                                           73M. Dian Nafi, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 67-68. 
152  psikomotorik santri. Aktivitas belajar sambil melakukan (learning by doing), seperti dalam hal peribadatan, kerja bakti bahkan dalam mengerjakan bangunan fisik pesantren maupun non fisik, seperti pemilihan dan pembentukan kepengurusan kegiatan santri dalam pesantren. Begitu juga, belajar melalui praktik ini juga sering kali berkaitan dengan pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh santri, misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hidup bermasyarakat di dalam pesantren. Program-progam kecakapan hidup tersebut erat kaitannya dengan metode yang mencerdaskan dan memberdayakan santri. Aspek kognitif yang semua santri menjadi aktif adalah metode pengajaran yang juga menjadi ciri khas pesantren; yaitu sorogan. Metode sorogan itu adalah semacam metode CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang santri aktif memilih kitab biasanya kitab kuning untuk dibaca kemudian membaca dan menerjemahkannya di hadapan kiai. Sementara itu kiai mendengar bacaan santrinya itu dan mengoreksi bacaan atau terjemahannya jika diperlukan. Pada umumnya metode sorogan ini, santri mempunyai hak untuk memilih kitab yang akan dikaji. Metode aktif ini juga efektif untuk melihat kompetensi psikomotorik santri. Di dalam membaca dan menerjemahkan kitab para santri diharapkan dapat menerapkan ilmu alat, seperti nahwu (gramatika Bahasa Arab), ṣaraf (morfologi) dan lain-lain, yang selama ini telah mereka pelajari secara teoretis.74 Dari gambaran kombinasi antara metode sorogan dan wetonan dalam sistem pembelajaran pesantren bahwa sesungguhnya pembelajaran berlansung sangat toleran artinya para santri diberi keluasan memilih dan kiai memberi pelajaran sesuai kondisi santri serta adanya pengabungan antara pembelajaran yang terpusat tidak hanya pada kiai tetapi juga pada santri.                                                           74M. Dian Nafi, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 68-69. 
153  Penguasaan kitab kuning juga diasah melalui forum yang biasa disebut baḥṡ al-masāil, musyāwarah atau munādharah. Di dalam forum ini, para santri biasanya mulai santri pada jenjang menengah, membahas atau mendiskusikan suatu kasus di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk kemudian dicari pemecahannya secara fiqh (yurisprudensi Islam). Pada dasarnya para santri tidak hanya belajar memetakan dan memecahkan suatu permasalahan hukum namun di dalam forum tersebut para santri juga belajar berdemokrasi dengan menghargai keberagaman pendapat yang muncul dalam forum.75 Forum seperti ini pada umumnya diperuntukan untuk santri senior terutama santri maʻhad ‘āly yang kini mulai bermunculan sebagai upaya pengembangan pesantren, sayangnya jenjang ma’had ‘āly belum ada di pesantren-pesantren Kabupaten Luwu Timur. Pengabdian santri senior dengan menjadi badal atau asisten kiai, dengan tugas utama menjadi asisten kiai di dalam proses belajar mengajar di pesantren, merupakan usaha pesantren di dalam meningkatkan kompetensi afektif dan psikomotorik santri yang menjadikan beberapa santri senior yang dianggap mampu mewakili kiai, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren. Peran badal kiai menjadi sedemikian penting karena seringkali mereka juga berfungsi sebagai juru bicara pesantren.76 Sistem pembelajaran asli pondok pesantren dengan bentuk ḥalaqah dengan metode sorogan dan bandongan atau wetonan yang sesungguhnya merupakan penggabungan pendekatan student learning centre dengan teacher learning centre                                                           75M. Dian Nafi, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 69. 76M. Dian Nafi, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren.   
154  dan mengarah kepada terciptanya santri yang toleran, kini berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Secara kasaf mata pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur kebanyakan layak disebut sebagai madrasah atau sekolah. Berbagai program pembelajaran kepesantrenan, seperti diniyah dan salafiyah ditiadakan dengan berbagai alasan. Dengan demikian sistem pembelajaran yang lebih dominan adalah sistem klasikal. Sistem klasikal merupakan model diniyah yang bermetapor menjadi model madrasah/sekolah. Proses itu terjadi sebagai dampak perubahan zaman, pondok pesantren bisa digandrungi ketika terjadi pemaduan pola pendidikan tradisionil dengan pola pendidikan modern. Metode pembelajaran pada sistem ini lebih banyak menggunakan metode ceramah, tanya jawab diskusi, penugasan, dan responsi. Tentu metode utama yang dapat menjadikan santri agar dapat berisikap demokratis dan menghargai pendapat orang lain adalah metode diskusi. Dapat dilihat, ketika diskusi berjalan tentu akan muncul beragam pendapat dan pandangan, baik dari peserta diskusi sendiri maupun referensi yang digunakan. Diketahui bahwa dalam paham Islam yang dipegang santri, yaitu Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah, dinyatakan mengakui eksistensi empat mazhab dalam fiqih, sehingga bukan tidak mungkin dalam muncul perbedaan dalam menyikapi satu kasus dengan referensi dari berbagai mazhab. Di antara peneliti pesantren, Manfred Ziemek telah menemukan praktik musyawarah dalam sistem pendidikan di pesantren. Menurutnya, selain metode wetonan dan sorogan, pesantren juga menggunakan metode musyawarah dalam mengkaji kitab-kitab Islam klasik. Namun demikian, metode musyawarah ini hanya dijumpai keberadaannya pada pesantren-pesantren besar. Dalam praktiknya, metode musyawarah, kini lazim disebut dengan metode diskusi. Metode ini biasanya 
155  digunakan oleh para santri senior untuk membahas persoalan-persoalan keagamaan. Di sini para santri memperoleh persoalan-persoalan keagamaan dari kiai sebagai tema diskusi. Sebelum diskusi para santri secara individual mengkaji kitab-kitab kuning yang membahas persoalan-persoalan keagamaan tersebut. Selanjutnya diskusi dilakukan dengan dipimpin oleh seorang pimpinan diskusi sebagai moderator.77 Pada saat diskusi setiap santri diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dengan menyebutkan sumbernya secara jelas. Sebagaimana lazimnya sebuah diskusi, perbedaan pendapat selalu ada dalam diskusi. Hasil diskusi selanjutnya disampaikan kepada kiai untuk memperoleh tanggapannya. Tentang tanggapan kiai terhadap hasil diskusi para santri senior digambarkan oleh Dhofier sebagai berikut: Mereka yang dinilai oleh kiai cukup matang untuk menggali sumber-sumber referensi, memiliki keluasan bahan-bahan bacaan dan mampu menemukan atau menyelesaikan problem-problem terutama menurut sistem yurisprudensi mazhab Syafi’i akan diwajibkan menjadi pengajar untuk kitab-kitab tingkat tinggi. Para kiai muda ini biasanya akan menulis komentar-komentar atau pendapat-pendapat dalam bahasa Arab di ruang-ruang terluang di pinggir.78  Jelaslah ada proses pembelajaran multikultural yang dikembangkan oleh kiai melalui penggunaan metode diskusi atau musyawarah ini. Di satu sisi, dengan metode diskusi ini semua santri diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat masing-masing, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi dari semua santri. Pada sisi yang lain, dengan metode diskusi tersebut akan terungkap kemaslahatan yang lebih luas, ketika setiap santri melihat segi kepentingan masing-masing santri yang saling berbeda.79                                                           77Manfred Ziemek, Pesantren Islamische Bildung In Sozialen Wandel, terj. Butche B. Soedjojo, Pesantren dalam Perubahan Sosial (Cet. I; Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986), h. 170. 78Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, h. 57-58. 79Abdullah Aly, “Studi Deskritif Tentang Nilai-nilai Multikultural dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam,” selanjutnya disebut “Studi Deskritif Tentang Nilai-nilai 
156  4.  Faktor-faktor Pengembangan Toleransi dalam Proses Pembelajaran a. Kurikulum  Kurikulum80 merupakan inti dari proses pendidikan, sebab di antara bidang-bidang pelaksanaan pendidikan (manajemen pendidikan, kurikulum, dan bimbingan siswa), kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi peserta didik. Dengan demikan kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, ayat 19 Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kurikulum dapat diartikan sebagai program pengajaran suatu jenjang pendidikan. Berbagai pengertian kurikulum yang dikemukakan para ahli kurikulum, tetapi dari beberapa definisi itu dapat ditarik benang merah, bahwa di satu pihak ada yang menekankan pada isi pelajaran dan di lain pihak lebih menekankan pada proses atau pengalaman belajar.81 Bahkan ada yang menekankan pada hasil belajar.                                                                                                                                                                     Multikultural”, Jurnal Ilmiah  Pesantren,  vol. I  no. 1 (Januari 2015), h. 19. https:// jurnal. assalaam.or.id/index.php/dfg/article/view/25. (Diakses 02 Januari 2018)  80Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu currere yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari dari start hingga finish. Pengetian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan manhaj, yakni jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai. Pengertian-pengertian kurikulum menurut para ahli dapat dibaca pada Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 1-3. 81Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi.  
157  Berdasarkan pengertian, lingkup dan penekanan kurikulum maka setiap kurikulum membentuk suatu desain yang menggambarkan pola organisasi dari komponen-komponen kurikulum yang terdiri atas: tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian materi, dan evaluasi. Komponen-komponen ini merupakan suatu sistem yang saling berkait erat dan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Pendidikan dengan kurikulum sebagai intinya menetukan masa depan seseorang, kelompok, dan bahkan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum perlu dilandasi oleh konsep dan pandangan yang tepat tentang manusia, tentang pekembangan peserta didik, tentang proses pendidikan dan pengajaran, tentang penentuan isi dan alat pendidikan, tentang model dan prosedur pengembangan kurikulum yang digunakan. Pandangan tentang manusia dikaji dalam filsafat, sedangkan perkembangan peserta didik dan proses pengajaran dikaji dalam psikologi perkembangan dan belajar. Kajian dan isi dan alat pengajaran berasal dari perkembangan ilmu dan teknologi sedangkan tentang model dan prosedur pengembangan kurikulum berasal dari ilmu kurikulum. Oleh karena itu penyusunan dan pengembangan kurikulum membutuhkan landasan yang kuat. Salah satu landasan pengembangan kurikulum adalah landasan sosial budaya. Dibutuhkannya landasan ini karena peserta didik tidak terlepas dari keberagaman, baik keragaman horizontal maupun keragaman vertikal. Dalam konteks masyarakat Indonesia, program pendidikan dan desain kurikulum perlu memperhatikan keragaman ras, etnik, agama, kondisi geografis, dan sosial budaya. Perkembangan kondisi dan nilai-nilai sosial budaya, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dan dipengaruhi oleh bidang-bidang lain, seperti ekonomi, politik, hukum, bahkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kondisi politik dan hukum yang stabil menjadi pijakan bagi pertumbuhan ekonomi yang 
158  pesat, dan ekonomi yang tumbuh pesat menjadi landasan bagi pertumbuhan dan pengalihan ilmu dan teknologi. Kondisi politik dan hukum yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berpengaruh pada kemapanan kondisi sosial dan nilai-nilai masyarakat. Masyarakat sebagai sumber belajar harus dimanfaatkan sebagai sumber konten kurikulum. Oleh karena itu, nilai, moral, kebiasaan, adat/tradisi, dan cultural traits harus dapat diakomodir sebagai konten kurikulum. Konten kurikulum bersifat society and cultural based and open to problems yang hidup dalam masyarakat. Konten kurikulum harus menyebabkan siswa merasa bahwa sekolah bukanlah institusi yang tidak berkaitan dengan masyarakat tetapi sekolah adalah suatu lembaga sosial yang hidup dan berkembang di masyarkat dan dapat mengembangkan kualitas kemanusiaan peserta didik.82  Dalam rangka pengembangan kurikulum pesantren berbasis multikultural, selain memperhatikan perkembangan sosial budaya masyarakat, langkah lain yang perlu ditempuh adalah mengembangkan kurikulum pesantren dengan menampilkan wajah Islam toleran. Hal ini dapat dijelaskan dari sudut pandang filsafat perenialisme, esensialisme, dan progresivisme. Dalam pandangan perenialisme, kurikulum adalah “construct” yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan. Sementara dalam prespektif filsafat progresivisme, posisi kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa depan, di mana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa                                                           82Rini Dwi Susanti, “Menguak Multikulturalisme di Pesantren: Telaah Atas Pengembangan Kurikulum,” selanjutnya disebut “Menguak Multikulturalisme di Pesantren,” Addin, Vol. 7 no.1 (Februari 2013), h. 189. https://media.neliti.com/.../53786-ID-menguak-multikulturalisme-di... (Diakses 15 April 2018). 
159  dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan. Dari sinilah sangat memungkinkan mengajarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang humanis, demokratis dan berkeadilan bagi peserta didik. Sebuah prinsip-prinsip ajaran Islam yang relevan untuk memasuki masa depan dunia yang ditandai dengan adanya keanekaragaman budaya dan agama.83 Keanekaragaman budaya dan agama harus dikelola dengan baik. Para pemerhati pendidikan mengunakan konsep-konsep multikulturalisme dalam menata keberagaman masyarakat Indonesia. Penataan pendidikan agama dengan menggunakan konsep multikulturalisme diharapakan agar jangan sampai: (1) menumbuh semangat fanatisme buta;              (2) menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia; dan (3) memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional. Sebaliknya, pengembangan pendidikan Islam dengan menggunakan konsep-konsep Islam, diharapkan agar mampu menciptakan ukhuwah islamiyah dalam arti luas, yakni persaudaran yang bersifat islami, bukan sekedar persaudaraan antar umat Islam yang selama ini dipahami, serta mampu membentuk kesalehan pribadi sekaligus kesalehan sosial.84 Dari sini kelihatan bahwa arah pengembangan kurikulum pendidikan Islam muncul dari konsep Islam itu sendiri dan konsep dari luar Islam, yaitu konsep multikulturalisme.  Selama ini terlihat bahwa kurikulum pesantren ditumpukan pada tujuh faktor, yaitu:                                                            83Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia, selanjutnya disebut Pluralisme dan Multikulturalisme (Cet. I; Yogyakarta: Aditya Media Publising, 2011), h. 215-216. 84Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 172 
160  a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tidak bisa mengesampingkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya saling mempengaruhi. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong kemajuan teknologi dan sebaliknya. b. Kebutuhan mayarakat Masyarakatlah yang akhirnya yang akan menjadi pendukung pesantren sekaligus penerima manfaatnya. Untuk itu kebutuhan masyarakat sangat penting untuk dipertimbangkan dalam desain kurikulum. Kebutuhan masyarakat bisa dibaca dari kecenderungan warga masyarakat mengirimkan anak-anak mereka kepesantren, madrasah, atau sekolah jenis tertentu. Kebutuhan itu juga bisa dilihat dari masalah yang dihadapi masyarakat. c. Hak santri sebagai Muslim dan warga negara Kebutuhan bisa relatif pemenuhannya, tetapi pemenuhan hak adalah normatif. Hak santri sebagai Muslim adalah memperoleh pendidikan yang memungkinkan menjadi peribadi Muslim yang mengetahui perintah dan larangan agama. Sebagai warga negara santri berhak untuk memperoleh pendidikan agar dapat menjangkau kehidupan yang layak dan berperan serta dalam kehidupan demokratis bersama warga negara lainnya. d. Kapasitas pengelola pesantren Kebutuhan masayarakat akan dipilih sesuai dengan yang dijawab oleh masyarakat pesantren.  e. Misi pesantren Sebagian besar desain pesantren dirumuskan sesuai dengan misi pesantren. Misi itu mewarnai pembelajaran di madarasah/sekolah yang diselenggarakan oleh pesantren yang menerapkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan atau kurikulum yang berorientasi pada perguruan Timur Tengah. f. Kebijakan pemerintah Kurikulum dari pemerintah ini memungkinkan lulusan pesantren memiliki hak yang sama dengan lulusan madrasah/sekolah di luar pesantren. Pesantren yang tidak menerapkan kurikulum dari pemerintah pun selalu akan menelaahnya untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian internal sepenuhnya agar peran pesantren dalam keikutsertaanya mencerdaskan kehidpan bangsa tetap handal. g. Sinergi berbagai faktor Akhirnya, desain kurikulum akan semakin lengkap jika dapat meramu ketujuh faktor tumpuan tadi, sehingga kesemuanya saling mempekuat.85   Tumpuan atau pijakan kurikulum pesantren tersebut muatanya lebih fokus pada kepentingan masing-masing pesantren. Muata-muatan untuk kepentingan keluar berinteraksi dengan ragam perbedaan belum terekam makasimal dalam kurikulum pendidikan Islam, terutama kurikulum di pesantren. Oleh karena itu, bagaian-bagian kurikulum harus berwawasan multikultural, ketika santri hendak merespon dan                                                           85M. Dian Nafi, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 96-97. 
161  berinteraksi dengan baik apa yang diidekan dan dilakoni pihak luar. Ali Maksum menyatakan: Bagi kita, multikulturalisme meyakini bahwa perbedaan harus menjadi bagian kurikulum. Pandangan-pandangan kelompok keagamaan dan kebudayaan tidak boleh dilihat sebagai ancaman bagi idiologi Negara namun sebagai bagian dari kekayaan nasional. Kesatuan universal bukanlah dalih sederhana bagi multikulturalisme. Multikulturalisme di dunia demokrasi berkenaan dengan banyak suara yang perlu diperhatikan. Ide terbaik akan memenangkan kompotisi. Peran guru adalah menyajikan perbedaan perspektif secara terbuka. Bagaimanapun, multikulturalisme masih dikontekstualisasi oleh liberalisme. Jadi multikulturalisme masih bersifat dangkal. Multikulturalisme terdalam akan bertanya: bagaimana perbedaan budaya mengartikulasikan hak-hak orang lain dan apa inti kesatuan dalam perbedaan ini?86  Perlunya mengembang kurikulum pesantren yang berbasis multikultural dengan pertimbangan kurikulum merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar. Berhasil tidaknya suatu tujuan pendidikan tergantung kurikulum yang dipakai. Tidak relevannya kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan dengan realitas kehidupan yang dialami oleh peserta didik, menyebabkan mereka tereleminasi dari lingkungannya dan tidak peka terhadap perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Hal ini berarti, dalam konteks globalisasi, lembaga pendidikan tersebut telah gagal mengantarkan peserta didiknya untuk menjadi orang yang cerdas, tanggap, dan dapat bersaing.   Bagian-bagian penting dari kurikulum yang perlu dikembangkan adalah: 1) Tujuan Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki peserta didik yang belajar berdasarkan kurikulum yang telah dirancang. Sumber kualitas yang dinyatakan dalam kurikulum tidak pula terbatas pada kualitas yang ditentukan oleh disiplin ilmu                                                           86Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme, h. 209. 
162  semata. Kualitas manusia yang dimaksud adalah kreativitas, disiplin kerja keras, kemampuan kerja sama, toleransi, berpikir kritis manusia yang relijius dan sebagainya harus dapat ditonjolkan sebagai tujuan kurikulum. Kurikulum multikultural harus dapat menekankan fungsi pendidikan sama atau lebih penting dibandingkan fungsi pengajaran.87 Setiap lembaga pendidikan mempunyai tujuan yang dirumuskan dengan jelas sebagai acuan program-program pendidikan yang diselenggarakannya. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki tujuan yang jelas. Menurut Mastuhu bahwa tujuan utama pesantren adalah untuk mencapai hikmah atau wisdom (kebijaksanaan) berdasarkan pada ajaran Islam yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang arti kehidupan serta realisasi dari peran-peran dan tanggung jawab sosial. Setiap santri diharapkan menjadi orang yang wise (bijaksana) dalam menyikapi kehidupan ini. Dalam bahasa pesantren, bijaksana dapat dicapai ketika santri menjadi orang ‘ʻālim, ṣālih, dan nāsyir al-‘ilm.88 Dari konsep itu, dapat dipahami bahwa kompetensi yang diharapkan dari santri adalah kompetensi keilmuan yang memadai, integritas yang tinggi, dan mampu                                                           87Rini Dwi Susanti, “Menguak Multikulturalisme di Pesantren”, h. 188-189. 88Secara harfiah orang yang ʻālim adalah orang yang menguasai ilmu, ahli, cendekiawan, dan atau sarjana. Dalam konteks pesantren kriteria ke-ʻālim-an itu berkaitan dengan ajaran agama. Secara harfiah seorang yang ʻālim adalah orang yang peka akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang ʻālim memiliki potensi untuk memahami yang tampak dan gejala-gejala di baliknya sehingga ilmunya berguna untuk memahami kenyataan, mempredeksi dan mengendalikannya. Arti kata shālih adalah baik, layak, patut, sesuai, lurus, berguna, dan cocok. Kriteria itu dicapai jika seseorang menjalankan ajaran agama secara tekun berdasarkan ilmu dan ajaran agamanya. Jika kedua kriteria, ʻālim dan shālih terpenuhi maka seseorang dapat memainkan perannya sebagai nāsyir al-‘ilm, yaitu penyebar ilmu dan ajaran agama. Peran terkhir ini dijalankan oleh lulusan pesantren dan memberikan kemungkinan kepada mereka untuk berperan sebagai mubaligh dalam arti luas, tidak hanya penceramah. Dalam praktiknya peran sebagai mubaligh dijalankan meskipun lulusan pesantren itu bekerja sebagai wiraswastawan, professional, pegawai negeri, karyawan, atau profesi lainnya.          M. Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 49. 
163  mentransfer ilmu yang diperoleh ke dalam kehidupan masyarakat. Lulusan pesantren tidak diharapkan menjadi seperti lilin yang mampu menerangi sekitarnya tetapi dirinya sendiri habis terbakar. Tidak pula diharapkan seperti jarum yang mampu membuat baju tetapi dirinya sendiri tidak berpakaian. Tidak aneh jika pada masa silam didapati banyak kiai yang disegani secara keilmuan dan keagamaan sekaligus berprofesi sebagai petani, nelayan, atau pedagang. Sekarang ini masih ada kiai berprofesi seperti itu dan sebagain bekerja yang lebih butuh keahlian lainnya, misalnya menjadi penulis, politisi dan pegawai. Hal itu dapat dipahami dari rumusan tujuan pendidikan pada masing-masing pondok pesantren. Secara spesifik pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur merumuskan masing-masing tujuan yang hendak dicapai akan tetapi pada intinya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu pembentukan akhlak/kepribadian, penguatan kompetensi santri, dan penyebaran ilmu. Pembentukan akhlak merupakan perioritas utama para pengasuh pesantren. Sebab kesalehan santri tolak ukur pertama dan utama adalah akhlak. Para pengasuh pesantren mengharapkan santri-santrinya memiliki integritas kepribadian yang tinggi (shālih). Kesalehan para santri merupakan tujuan yang paling utama dari pesantren. Seorang kiai menyebut, lulusan pesantren yang ideal adalahʻālim shālih atau santri yang berilmu dan berakhlak baik. M. Dian Nafi’, dkk. Mengabstrasikan pentingnya akhlak sebagai peringkat pertama dari tujuan yang lain yang harus dikembangkan di pesantren berikut: Peringkatat kedua adalah shālih‘gairu ʻālim atau santri yang moralitasnya tinggi tetapi penguasaan ilmunya kurang mendalam. Disini tampak bahwa tingginya moralitas tetap dikedepankan sampai-sampai mengalakan kedalaman ilmu. Santri pada kriteria ini lebih bermanfaat di dalam masyarakat daripada santri yang ʻālim akan tetapi tidak shālih, karena menyadari kekurangannya secara 
164  keilmuan. Kesadarannya itu menuntunnya untuk menempatkan diri sebagai warga secara proporsional (tawādu’). Peringkat ketiga adalah santri yang gairu shālih wa ghairu ʻālim. Santri ini tidak saleh dan juga tidak pandai. Jika moralitasnya buruk, maka keburukan itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak sampai merusak moralitas masyarakat sampai ke tahapan mengacaukan ajaran. Masyarakat mudah menempatkannya sebagai orang yang tidak perlu diperhitungkan. Perinkat keempat adalah santri yang ʻālim gairu shālih yakni berilmu tetapi bermoral buruk. Ilmu dan kepandaianya akan berbahaya bagi dirinya sendiri dan merusak masyarakat.89  Idealisasi out put santri menjadi seorang yang ʻālim shālih yang kemudian diterjemahkan dalam penempaan prinsip, nilai, dan cara hidup sehari-hari di pesantren. Prinsip, nilai, dan cara hidup tersebut membentuk dan mengembangkan pemahaman dan kesadaran prilaku santri dengan penuh keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan keteladanan.90 Dengan demikian Santri yang ʻālim shālih adalah santri yang mampu mentransmisikan akhlāq karīmah dalam berinteraksi pada dirinya sendiri, kepada Allah, kepada lingkungan, dan kepada orang lain.  Salah satu akhlak yang potensial dikembangkan di pesantren adalah hidup bersama dalam keberagaman. Akhlak pada area ini membentuk kesalehan sosial. Kesalehan ini dibangun dari santri yang memenuhi kriteria ʻālim shālih. Kehidupan sehari-hari di pesantren yang mengedepankan kebersamaan, persamaan, persaudaraan, dan solidaritas tanpa sekat merupakan gambaran sikap shālih. Sikap ini tidak terwujud dengan baik ketika bersentuhan dengan masyarakat yang lebih luas dan kompleks di luar pesantren tanpa diikuti modal ʻālim.  Penguatan kompetensi santri merupakan tujuan kedua setelah pembentukan akhlak atau kepribadian. Menurut M. Dian Nafi’, dkk., penguatan kompetensi dikuatkan melalui empat jenjang tujuan. Pertama, Penguasaan skolastik atas mata                                                           89Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 50-51. 90Abdurrahman Wahid, Menggerakan Tradisi: Esai-esai Pesantren (Cet. V; Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 100-101. 
165  pelajaran ditempatkan sebagai tujuan-tujuan awal (wasāil), baik penguasaan itu berada dalam rana kognitif, afektif maupun psikomotorik. Rumusan wasāil dapat dikenali dari rincian mata pelajaran yang masing-masing menguatkan kompetensi santri di berbagai bidang ilmu agama dan penunjangnya. Tekanan pada masing-masing dan sub mata pelajaran disesuaikan dengan misi dan kekhasan pesantren. Keseluruhan mata pelajaran yang telah disusun tidak semuanya diajarkan dalam satu jenjang dan sepanjang masa belajar santri, melainkan disebar ke dalam struktur program pengajaran yang menyesuaikan jenjang madrasah/pengajian kitab yang diselenggarakan oleh pesantren. Masa belajar pada masing-masing jenjang, baik ūlā, wusṭā maupun ulyā biasanya tiga tahun.91  Kedua, Tujuan-tujuan antara (ahdāf). Pada jenjang ūlā, mata pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan santri. Materi pelajarannya banyak hafalan, segi-segi analisis belum sesuai dengan dengan rata-rata umur mereka. Bimbingan santri menekankan pendekatan-pendekatan psikologis untuk penguatan cita-cita. Pembelajaran multisensory yang mengaktifkan semua indra diterapkan untuk memudahkan santri belajar. Pada jenjang wusṭā diberikan mata pelajaran yang membekali santri sebagai anggota/kepala keluarga dan panduan untuk hidup berkomunitas. Untuk itu, selama di pesantren tanggung jawab meningkat. Materi pelajaran hafalan dan analisis mulai berimbang. Intelektualitas mulai diasah. Argumentasi dari dalil dan kaidah mulai disertai penalaran. Pengorganisasian santri ditambah dengan tugas mengurus kegiatan operasional di dalam pondok dan membimbing santri yunior secara individual. Teknik-teknik berunding, musyawarah, pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi, dan pengalaman lapangan mulai diperkenalkan. Kemudian pada jenjang ulyā diberikan mata pelajaran yang membekali santri sebagai imam bagi komunitasnya. Materi pelajarannya mencakup kajian kasus dan                                                           91Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 57-58. 
166  kompetensi sebagai guru bagi sejawat santri di jenjang dasar dalam kelompok atau kelas. Pengorganisasiannya diarahkan untuk mengelola program di dalam dan luar kelas. Teknik-teknik berunding, musyawarah, pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi, dan pengamalan lapangan mulai diperluas.92  Ketiga, tujuan-tujuan pokok (maqāshid). Tujuan yang diharapkan lahir pada tahap ini adalah mustafaqqih fī al-dīn, yaitu orang yang ahli di bidang ilmu agama Islam. Karena cabang-cabang ilmu di dalam agama Islam itu banyak, maka selalu terdapat kekhususan sesuai dengan kemampuan santri calon kiai. Jalan ke arah itu bermacam-macam dan menarik untuk dijalani, karena capaian-capaian sebelumnya menjadi bekal di tahapan ini. Sebelum memasuki tahapan ini santri masih banyak dibimbing dalam suasana pondok pesantren, maka berikutnya santri menjalani suasana kehidupan masyarakat yang sebenarnya.93  Keempat, tujuan akhir (gāyah) adalah mencapai ridha Allah swt. Itulah misteri kehidupan yang terus memanggil dan yang membuat semua kesulitan terasa sebagai rute-rute dan terminal-terminal manusiawi yang wajar untuk dilalui. Disitulah ahwāl dan maqāmāt mulai dipahami karena dijalani, melebihi yang terbaca dalam literatur selama di dalam pondok sebagai santri mukim, karena di sana para santri baru mempelajari.94  Penyebaran ilmu atau nasyru al-‘ilmi merupkan tujuan ketiga setelah tujuan penguatan kompetensi santri. Tujuan ini merupakan pilar utama bagi menyebarnya ajaran agama Islam. Kalangan pesantren mengemas penyebaran ilmu kepesantrenan dalam kegiatan dakwah yang memuat prinsip al-amru bi al-ma’rūf wa al-nahyu ‘an al-munkar. Kewajiban ini bahkan menjadi sebuah keyakinan bagi kalangan pesantren, sebagai pembeda antara orang mukmin dengan munafik. Pondok pesantren tidak sekedar mencatat individu pendakwa yang melakukan al-amru bi al-                                                          92Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 59. 93Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 60. 94Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 62-63 
167  ma’rūf wa al-nahyu ‘an al-munkar. Perhatian pesantren terhadap nasyru al-‘ilmi, tidak hanya dibuktikan dengan otoritasnya mencetak para da’i, akan tetapi partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam program semacam ini para da’i pesantren, tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga dapat membawa agenda-agenda memajukan cara berpikir dalam merespon agenda politik kebangsaan yang sesuai dan selaras dengan ajaran Islam.95 Bahkan berusaha menyampaikan solusi terhadap berbagai pandangan-bandangan yang berbeda akibat pengaruh modernisasi dari dunia barat. 2) Materi Materi pembelajaran di pesantren menurut hukum mempelajarinya dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori wājib ‘ain dan wājib kifāyah. Yang termasuk ilmu wājib ‘ain, yaitu ilmu-ilmu agama terutama ilmu tauhid, fikih, dan akhlak. Yang termasuk kategori ilmu wājib kifāyah, yaitu ilmu-ilmu umum, seperti ilmu bahasa, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu kealaman. Fenomena pesantren yang mengadopsi pengetahuan umum untuk santri tetapi tetap mempertahankan ilmu-ilmu Islam klasik merupakan upaya untuk meneruskan tujuan utama lembaga pendidikan tersebut, yaitu pendidikan calon-calon ulama yang setia pada Islam tradisional, dan untuk tetap mempertahankan kekhasan dari pesantren tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, maka pesantren mencoba untuk melakukan pembenahan aspek kurikulumnya. Kurikulum pendidikan pesantren modern merupakan perpaduan antara sistem pesantren salaf dan sistem persekolahan umum dengan harapan mampu memunculkan output yang berkualitas yang tercermin dalam sikap aspiratif, progresif dan ortodok.96                                                           95Dian Nafi’, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 62. 96Rini Dwi Susanti, “Menguak Multikulturalisme di Pesantren”, h. 90. 
168  Para penyelengara pesantren di Kabupaten Luwu Timur memandang semua ilmu dapat dipelajari, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Oleh karena itu, dalam kaitan materi pendidikan Islam, mereka melihat bahwa kandungan pendidikan Islam meliputi disiplin yang luas atau mencakup disiplin ilmu agama maupun disiplin ilmu umum. Pendidikan Islam tidak cukup hanya mengajarkan satu bidang ilmu saja, tetapi juga hendaklah mengajarkan ilmu umum pula, bahkan diajarkan pula hal-hal yang bersifat seni.  Materi yang diajarkan pada pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur masih sebatas dasar-dasar ilmu. Oleh karena itu, diupayakan usaha-usaha pengembangan materi pembelajaran. Jika sebelumnya santri hanya mempelajari agama sendiri maka diperlukan pembelajaran al-adyān (perbandingan agama) yang lebih menekankan adanya umat lain selain umat Islam agar tercipta kerukunan dan saling memahami. Hanya saja yang harus ditekankan bahwa dalam praktiknya, al-adyān diajarkan dalam rangka memperteguh keimanan para santri, bukan untuk memahami ajaran agama umat lain berdasarkan pemahaman mereka. Pengajaran materi ini sering kali disertai penilaian terhadap ajaran tersebut, bahwa ajaran agama ini benar sementara ajaran agama lain salah. Menyangkut hubungan dengan non-Muslim, para santri diajarkan untuk membedakan secara tegas wilayah yang boleh ditolelir dan tidak boleh ditolelir. Dalam wilayah akidah, mereka secara tegas diberi pengajaran bahwa hal tersebut tidak boleh dicampuradukan.97 Dalam materi fikih, perangkat untuk memahami perbedaan pendapat tidak saja melalui pelajaran fikih, tetapi juga dengan perangkat yang lebih metodologis,                                                           97Din Wahid, “Pendidikan Islam di Jawa Timur: Kecenderungan dan Variasi” dalam Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty, ed., Mencetak Muslim Modern, h. 79. 
169  yakni dengan mengajarkan ushul fikih berisikan kaidah-kaidah fikih yang dijadikan sandaran untuk mengambil suatu keputusan hukum fikih, sangat memungkinkan bahwa pendapat yang dikemukakan seorang ahli fikih yang satu berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh yang lain. Terkait dengan materi ushul fikih pesantren layak menggunakan kitab Bidāyah al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd. Karya ini menyajikan berbagai pendapat dari para ahli fikih imam mazhab yang empat (Ahmad, Maliki, Hanbali, dan Syafi’i) dan pendapat imam lain, Daud al-Zhahiri. Hal yang perlu penekanan di sini adalah cara mengajarkan kitab Bidāyah al-Mujtahid, yakni tidak sekedar menguasai materi, tetapi juga memberikan pendapat pribadinya berdasarkan berbagai pertimbangan. Itulah makna dari judul kitab ini, yang berarti “awal menjadi mujtahid”. Oleh karena itu, dalam mengajarkan atau menguji materi ini, pertanyaan yang ditekankan adalah “apa pendapatmu” bukan “apa pendapat imam. Pertanyaan pertama lebih menuntut para santri untuk mengemukakan pendapat pribadinya ketimbang pendapat para imam. Tentunya, ketika santri memberikan jawaban yang berupa pendapat pribadinya itu, harus dikejar pula argument di balik pendapat tersebut.98  Melalui materi fikih dan ushul fikih, santri tidak langsung dididik untuk mengakui adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dalam fikih. Selanjutnya, jika dalam Islam saja memungkinkan adanya perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat dengan umat lain adalah sesuatu yang harus dinyatakan lebih wajar lagi. Dengan membiasakan adanya perbedaan seperti ini, maka pada gilirannya para santri diharapkan mengakui perbedaan tersebut bukan                                                           98Din Wahid, “Pendidikan Islam di Jawa Timur: Kecenderungan dan Variasi” dalam Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty, ed., Mencetak Muslim Modern, h. 77-78.   
170  hanya dalam wacana, tetapi juga dalam sikap, yakni sikap toleran terhadap pendapat yang berbeda. 3) Metode pembelajaran Keragaman dan pleksibilitas pembelajaran di pesantren dapat dilihat pada metode pembelajaran. Keragaman dan fleksibilitas metode terealisasi dalam kedua sistem (non klasikal dan klasikal) yang berlansung selama ini di pesantren. Oleh karena itu, upaya pengembangan metode pembelajaran memungkinkan untuk dilakukan. Dalam pendidikan pesantren salaf proses pembelajarannya masih mengikuti pola tradisional yaitu model sorogan, dan bandongan. Model seperti ini hanya menekankan kiai aktif dan santri pasif. Secara teknis model sorogan bersifat individual, yakni santri menghadap guru secara individual (sendiri) dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Sedangkan model bandongan lebih bersifat pengajaran klasikal, yaitu santri mengikuti palajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerankan pelajaran. Metode pembelajaran di atas tidaklah selalu bisa dikatakan stagnan, atau bahkan tidak relevan kondisi zaman, tapi bisa dipertahankan dengan menambah inovasi. Jika dicermati, kedua metode tersebut sebenarnya memberikan konsekuensi layanan individual kepada santri. Metode sorogan justru mengutamakan kematangan dan perhatian serta kecakapan seseorang.99  Metode sorogan memberikan peluang antara kiai dan santri untuk berinteraksi dan mengenal dengan dekat sehingga terjadi hubungan dialogis. Maka metode belajar sorogan tidak perlu dihilangkan tetapi dimutakhirkan agar sesuai                                                           99Sunyoto, “Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional” dalam M. Dawam Rahardjo, Pesantren dan Pembaharuan (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1988), h. 83. 
171  dengan situasi dan kondisi. Sistem penilaian yang dikembangkan di pesantren (salaf) sangat sederhana. Seorang santri dikatakan sukses bukan dilihat dari hasil pendidikan yang ditentukan oleh angka-angka yang diberikan guru, tapi ditentukan oleh kemampuannya mengajar kitab-kitab atau ilmu-ilmu yang diperoleh dari orang lain. Jadi potensi lulusan pesantren yang demikian lansung ditentukan oleh masyarakat konsumen.  Metode dalam sistem klasikal harus dilengkapi dan dikembangkan dengan pengaruh-pengaruh pedagogik yang baru. Jika metode pengajaran dalam sistem non klasikal (tradisional) kurang terorganisir dan dirancang atau diselenggarakan menurut kondisi-kondisi khusus maka metode dalam sistem klasikal (modern) harus diorganisir dan dirancang terutama penetapan didaktis metodis dari setiap materi pelajaran.100 Dalam teori dedaktis metodis bervariasinya metode pembelajaran yang diterapakan guru dapat mengantar perserta didik dapat menguasai pelajaran sebagai pengetahuan dan pengalaman. Manhaj pesantren memandang kurikulum bukan hanya sebagai paket pengetahuan yang harus dikuasai oleh santri, melainkan juga paket pengalaman. Oleh karena itu, penciptaan suasana dialogis antara aspek teoritis dengan pengalaman nyata di masyarakat pesantren ke dalam pergumulan praksis bagi kehidupan para santri. Melalui metode semacam itu, pesantren memiliki peluang untuk mengetahui potensi, kekuatan, kelemahan, dan kekurangan yang dialami oleh pesantren itu sendiri. Pada gilirannya, pesantren mencoba melakukan pembenahan atas kekurangan yang ada, dan mengembangkan potensi yang                                                           100Manfred Ziemek, Pesantren Islamische Bildung In Sozialen Wandel, terj. Butche B. Soedjojo, Pesantren dalam Perubahan Sosial, h. 167. 
172  dimiliki.101 Dengan jalan itu, materi-materi pelajaran dipahami (dikuasai sebagai pengetahuan) sekaligus dipraktikan (dikuasai sebagai pengalaman). b. Kultur Menajemen Pesantren Selain faktor kurikulum, faktor menajemen juga turut menetukan pengembangan sikap toleransi di pesantren. Manajemen beraitan dengan pengelolaan lembaga. Pengelolan lembaga pendidikan Islam, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen.102 Dalam setiap organisasi prinsip-prinsip manajemen didasari pada, visi dan mesi dari setiap lembaga. Oleh karena itu, visi, mesi sangat menentukan tujuan dan keberhasilan dalam setiap pengelolaan lembaga. Dari hasil penelitian tergambar bahwa setiap pesantren di Kabupaten Luwu Timur telah memiliki visi dan misi yang beragam. Berdasarkan elaborasi peneliti, sesungguhnya visi dan misi serta unsur-unsur setiap pesantren objek penelitian dapat dikatakan berwawasan multikultural. Meskipun demikian pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur masih perlu dikembangkan dari sisi pengelolaan berdasarkan manajemen modern. Ada tiga karakteristik sebagai basis utama kultur pesantren. Pertama, pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional. Dalam konteks ini, harus dipahami sebagai upaya mencontoh toladan yang dilakukan para ulama salaf yang masih murni dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini kemudian dikenal dengan gerakan salaf yaitu gerakan dari orang-orang terdahulu yang ingin kembali kepada                                                           101M. Dian Nafi, dkk., Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 87. 102Ahmad Afif, “Model Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Multikultura”, Tadris, vol. 7 No. 1 (2012), h. 14. ejurnal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/article/…/375/364 (Diakses 4 April 2018). 
173  al-Qur’an. Gerakan salaf ini dalam perjalanan sejarahnya telah memberikan sumbangan besar terhadap modernisasi Islam. Gerakan salaf secara sadar menolak anggapan bahwa Islam tidak cocok. Mereka cari tahu faktor yang menyebabkan ketidakcocokan tersebut, yakni karena taklid.103 Kedua, pesantren sebagai pertahanan budaya (culture resistance). Dalam hal ini pesantren harus mempertahankan budaya dan tetap bersandar pada ajaran dasar Islam, yaitu budaya pesantren yang sudah berkembang berabad-abad. Sikap ini tidak lain merupakan konsekuensi logis modeling. Ide culture resistance juga mewarnai kehidupan intelektual dunia pesantren. Subjek yang diajarkan di lembaga ini adalah kitab klasik atau kitab kuning. Kitab ini diolah dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang sekaligus menunjukkan keampuhan kepemimpinan kiai. Isi kitab kuning menawarkan kesinambungan tradisi yang benar.104 Berkat semangat culture resistance, dunia pesantren selalu tegar menghadapi hegemoni dunia luar. Sejarah menunjukan bahwa saat penjajah semakin menindas, saat itu pula perlawanan kaum santri semakin keras. Penolakan sultan Agung dan Diponegoro terhadap kecongkakan Belanda, ketegaran para kiai pada masa penjajahan, serta kehati-hatian pemimpin Islam berlatar belakang pesantren dalam menyikapi kebijakan penguasa yang dirasakan tidak bijaksana atau sistem yang established sehingga menempatkan mereka sebagai kelompok oposan adalah bentuk-bentuk cultural resistance dari dulu hingga sekarang.105                                                           103Zubaedi, Pendidikan Berbasis Multikultural: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial, selanjutnya disebut Pendidikan Berbasis Multikultural (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), h. 147. 104Zubaedi, Pendidikan Berbasis Multikultural, h. 148. 105Ismail SM, ed., Dinamika Pesantren dan Madrasah (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 26. 
174  Ketiga, pesantren sebagai pendidikan keagamaan. Dalam hal ini, pendidikan pesantren didasari, digerakan, dan diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran Islam. Ajaran dasar ini berkelindan dengan struktur sosial atau realitas sosial yang digumuli dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian maka pendidikan pesantren didasarkan atas dialog yang terus menerus antara kepercayaan terhadap ajaran dasar agama yang diyakini memiliki nilai kebenaran mutlak dan nilai sosial yang memiliki kebenaran relatif.106 Dihadapkan pada derasnya arus perubahan sosial akibat modernisasi-industrialisasi sekarang ini, pesantren dituntut untuk memberikan reaksi atau respon secara memadai. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan, pesantren dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus merubah watak aslinya selaku lembaga pendidikan, keagamaan, dan sosial. Pesantren harus membenahi kelemahannya, diantaranya dengan menerapkan managemen pendidikan berbasis kultur masyarakat.107 Selama ini pesantren telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatannya sendiri dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia di masyarakat yang menjadi basis pendukungnya. Berkat kemandiriannya, pesantren menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial kemasyarakatan dan lembaga dakwah. Pada kenyataannya, kemandirian pesantren belum optimal, khususnya melakukan terobosan-terobosan yang berarti. Bahkan sebagian pesantren masih lamban dalam merespon tuntutan perubahan masyarakat. Pesantren cenderung mempertahankan kebijakan-kebijakan lama, menerima modernisasi atau                                                           106Zubaedi, Pendidikan Berbasis Multikultural, h. 148-149. 107Zubaedi, Pendidikan Berbasis Multikultural, h. 149. 
175  pembaharuan pembelajaran hanya dalam skala terbatas sekadar untuk menjamin pesantren tetap survive. Agar tetap bertahan dalam menghadapi tantangan zaman, pesantren dituntut membuka diri dalam merespon perubahan di antaranya dengan memodernisasi menajemen pengelolaannya. Sudah saatnya manajemen pesantren ditangani secara rapi sesuai prinsip-prinsip manajemen. Manajemen pada konteks ini dimaksudkan sebagai proses perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian keuangan, fisik, dan sumber informasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efisien dan efektif. c. Peran Guru Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan sistem persekolahan dan sistem kepesantrenan berperan menanamkan kesadaran di kalangan generasi muda akan identitas dirinya, identitas kelompoknya, serta menumbuhkan calon warga negara yang baik dan terpelajar dalam mayarakat yang homogen dan hetrogen. Untuk menciptakan generasi seperti itu, guru berfungsi untuk melatih dan mendisiplinkan pikiran peserta didik, memberikan pendidikan agama dan moral serta menanamkan kesadaran menjadi warga negara yang baik. Di samping itu, guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai multikultural yang inklusif dan moderat di sekolah. Oleh karena itu, guru harus memiliki paradigma pemahaman keberagaman yang moderat sebagai modal mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman peserta didik. Keberagaman yang pertama, yang harus diperhatikan guru pada pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur adalah keberagaman agama, meskipun di dalam kelas tidak beragam agama peserta didik. Perbedaan ini perlu dijelaskan oleh guru 
176  dalam kelas karena santri yang ada di pesantren bertetangga dengan penganut agama lain.  Dalam rangka membangun paradigma pemahaman keberagamaan yang moderat dan menumbuhkan nilai-nilai keberagaman kepada para santri, pertama, guru harus mampu menciptakan suasana demokratis. Artinya, dalam segala tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif (bersikap tidak adil atau menyinggung) peserta didik yang menganut agama yang berbeda dengannya. Kedua, guru harus mampu menumbuhkan kepedulian yang tinggi kepada santri tentang kejadian-kejadian tertentu yang berhubungan dengan perbedaan agama.108 Dalam hal ini guru harus mampu merancang pembelajaran dalam bentuk simulasi. Selain agama, keberagaman kedua yang harus diperhatikan oleh guru ketika mengajar adalah keberagaman etnis. Oleh karena itu, seorang guru dituntut memiliki paradigma membangun sikap anti diskriminasi etnis. Dalam hal ini, guru dituntut untuk: a. Memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup tentang sikap anti diskriminasi etnis sehingga dapat memberikan contoh secara langsung melalui sikap dan prilakunya yang tidak memihak atau tidak berlaku diskriminatif terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang etnis atau ras tertentu; b. Memberikan perlakuan adil terhadap seluruh peserta didik yang ada. Dengan demikian, diharapkan peserta didik meniru dan berlatih untuk bersikap dan bertingkah laku adil terhadap teman-temannya yang berbeda etnis.109 Di samping itu guru dituntut tidak etnosentris. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan budaya dari setiap etnis; memiliki sikap menghargai perbedaan budaya dan bahasa dari setiap etnis; dan guru harus menunjukan sikap dan tingkah laku yang selalu menghargai perbedaan budaya dan bahasa yang ada.                                                           108Yaya Suryana dan A. Rusdiana, Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa: Konsep-Prinsip-Implementasi, selanjutnya disebut Pendidikan Multikultural (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 276. 109Yaya Suryana dan A. Rusdiana, Pendidikan multikultural, h. 279. 
177  Selain perbedaan etnis, perbedaan kemampuan dan perbedaan umur serta perbedaan jenis kelamin juga harus diperhatikan oleh guru. Pada aspek ini, guru sebagai pengerak utama kesadaran peserta didik agar selalu menghindari sikap yang diskriminatif terhadap perbedaan kemampuan dan perbedaan umur serta perbedaan jenis kelamin peserta didik. Dalam hal ini guru dituntut memiliki pemahaman yang luas tentang pentingnya sikap yang tidak diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda kemampuan dan perbedaan umur serta perbedaan jenis kelamin. Pada kedua perbedaan ini guru harus dapat memberikan perhatian yang sama terhadap peserta didik tanpa harus membedakan anak dari sisi kemampuan, umur, dan jenis kelamin sehingga saling memahami, menghormati, dan menghargai110 Sikap ketiga yang harus dibangun seorang guru adalah sikap kepedulian sosial. Guru harus memiliki fungsi terhadap pengembangan sikap peserta didik untuk peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di dalam atau di luar lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu guru harus memiliki wawasan yang cukup tentang berbagai macam fenomena sosial yang ada di lingkungan para peserta didiknya, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, pengangguran, mereka yang tidak dapat sekolah, dan lain-lain; Guru dapat menerapkan sikap tersebut di sekolah atau di kelas dengan cara bersikap adil kepada seluruh siswa tanpa harus mengistimewakan salah satu dari mereka meskipun latar belakang status sosial mereka berbeda.111 Dalam melaksanakan fungsinya, guru harus mengatur dan mengorganisasi isi, proses, situasi, dan kegiatan sekolah secara multikultur, dimana tiap peserta didik                                                           110Yaya Suryana dan A. Rusdiana, Pendidikan multikultural, h. 279-280. 111Yaya Suryana dan A. Rusdiana, Pendidikan Multikultural, h. 278. 
178  dari berbagai suku, ras dan gender, dan perbedaa-perbedaan lainnya berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling menghargai perbedaan itu. Guru perlu menumbuhkan keberagaman dalam pembelajaran, antara lain: pertama, mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Kedua, mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apapun ternyata menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Dalam pengelompokan peserta didik di kelas guru diharapkan memang melakukan keanekaan itu.112   Seorang guru yang mengajar melalui pendekatan multikultural harus “fleksibel”, karena untuk mengajar dalam multikultur seperti di Indonesia, pertimbangan “perbedaan budaya” adalah hal penting yang harus menjadi perhatian guru. Faktor-faktor seperti: membangun paradigma keberagamaan inklusif dan moderat di sekolah, menghargai keragaman bahasa, membangun sikap sensitif gender, membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbedaan status sosial, membangun sikap anti diskriminasi etnis, menghargai perbedaan kemampuan dan menghargai perbedaan umur harus dikemas dalam ranah pembelajaran dan penyadaran di persekolahan, sehingga tercipta suatu paham untuk memahami dan menerima segala perbedaan yang ada pada setiap individu peserta didik dan pada akhirnya peserta didik diharapkan mampu memiliki karakter kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis dan humanis.113                                                           112Rini Dwi Susanti, “Menguak Multikulturalisme di Pesantren”, h. 183.  113Yani Kusmarni, “Pendidikan Multikultural: Suatu Kajian tentang Pendidikan Alternatif di Indonesia Untuk Merekatkan Kembali Nilai-nilai Persatuan, Kesatuan, dan Berbangsa di Era Global,” selanjutnya disebt “Pendidikan Multikultural”, h. 8 (Makalah Publikasi oneline) http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.PEND. (Diakses 4 April 2018). 
179  Peran guru dan sekolah dalam mengembangkan pendidikan multikultural sangat penting seperti yang dikemukakan di atas. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan merupakan lembaga yang berfungsi menanamkan kesadaran di kalangan generasi muda akan identitas dirinya, identitas kolektifnya serta menumbuhkan calon warga negara yang baik dan terpelajar di dalam masyarakat yang homogen ataupun yang majemuk. Sementara itu guru bertujuan untuk melatih dan mendisiplinkan pikiran peserta didik, memberikan pendidikan moral dan agama, menanamkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme, menjadi warga negara yang baik, bahkan untuk rekreasi.114 Dengan demikian guru memiliki peranan penting dalam pendidikan multikultural karena ia merupakan salah satu target dari strategi pendidikan ini.  Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan yang inklusif dan moderat di persekolahan, karena seorang guru yang memiliki paradigma pemahaman keberagamaan yang moderat akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut kepada peserta didik di sekolah. Peran guru dalam hal ini meliputi: Pertama, seorang guru harus mampu bersikap demokratis, artinya dalam segala tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif (bersikap tidak adil atau menyingung) peserta didik yang menganut agama yang berbeda dengannya. Kedua, guru seharusnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama.115 Selain guru, peran sekolah juga sangat penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang pluralis dan toleran terhadap semua pemeluk agama.                                                           114Rochiati Wiriaatmadja, Pendidikan Sejarah di Indonesia: Prespektif Lokal, Nasional, dan Global (Cet I; Bandung: Historia Utama Press, 2002), h. 260. 115Yani Kusmarni, “Pendidikan Multikultural”, h. 10. 
180  Untuk itu, sekolah sebaiknya memperhatikan: Pertama, sekolah sebaiknya membuat dan menerapkan undang-undang lokal, yaitu undang-undang sekolah yang diterapkan secara khusus di satu sekolah tertentu. Dengan diterapkannya undang-undang ini diharapkan semua unsur yang ada seperti guru, kepala sekolah, pegawai administrasi dan peserta didik dapat belajar untuk selalu menghargai orang lain yang berbeda agama di lingkungan mereka. Kedua, untuk membangun rasa saling pengertian beragama antar peserta didik sekolah diharapkan berperan aktif dalam menggalakkan dialog keagamaan dengan bimbingan guru-guru. Ketiga, buku-buku pelajaran yang dipakai dan diterapkan di sekolah, sebaiknya adalah buku-buku yang dapat membangun wacana peserta didik tentang pemahaman keberagamaan yang moderat.116 Seorang guru harus memiliki sikap menghargai “keragaman bahasa” dan mempraktekkan nilai-nilai tersebut di sekolah, sehingga dapat membangun sikap peserta didik agar mereka selalu menghargai orang lain yang memiliki bahasa dan dialek yang berbeda. Oleh karena itu, seorang guru harus menunjukkan sikap dan tingkah laku yang selalu menghargai perbedaan bahasa yang ada, dengan demikian diharapkan lambat laun para peserta didik juga akan mempelajari dan mempraktekkan sikap yang sama.117 Dalam pendidikan multikultural, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan membangun sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki peran dalam membangun                                                           116M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Untuk Demokrasi dan Keadilan, selanjutnya disebut Pendidikan Multikultural (Cet. I; Yogyakarta: Pilar Media, 2005),        h. 62-63. 117Yani Kusmarni, “Pendidikan Multikultural”, h. 10-11. 
181  kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai kesadaran gender dan sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan di sekolah dengan cara: Pertama, guru harus memiliki wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. Wawasan ini penting karena guru merupakan figur utama yang menjadi pusat perhatian peserta didik di kelas, sehingga diharapkan mampu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik perempuan maupun laki-laki. Kedua, seorang guru dituntut untuk mampu mempraktekkan nilai-nilai keadilan gender secara langsung di kelas atau di sekolah. Ketiga, sensitif terhadap permasalahan gender di dalam maupun di luar kelas.118  Sementara itu, sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai tentang kesetaraan dan keadilan gender dengan cara: Pertama, sekolah harus memiliki dan sekaligus menerapkan undang-undang sekolah anti diskriminasi gender. Kedua, sekolah harus berperan aktif untuk memberikan pelatihan gender terhadap seluruh staff termasuk guru dan peserta didik agar penanaman nilai-nilai tentang persamaan hak dan sikap anti diskriminasi gender dapat berjalan dengan efektif. Ketiga, untuk memupuk dan menggugah kesadaran peserta didik tentang kesetaraan gender dan sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan, maka pihak sekolah dapat mengadakan acara-acara seminar atau kegiatan sosial lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kesetaraan gender.119 Guru dan sekolah memiliki peran terhadap pengembangan sikap peserta didik untuk peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di dalam lingkungan sekitarnya maupun di luar lingkungan sekitar. Seorang guru harus memiliki wawasan yang cukup tentang berbagai macam                                                           118Yani Kusmarni, “Pendidikan Multikultural”, h. 11. 119M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, h. 134-135. 
182  fenomena sosial yang ada di lingkungan para peserta didiknya, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, pengangguran, para siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah, korupsi, pergusuran dan lain-lain. Di sekolah atau di kelas, guru dapat menerapkan sikap tersebut dengan cara bersikap adil kepada seluruh siswa tanpa harus mengistimewakan salah satu dari mereka meskipun latar belakang status sosial mereka berbeda. Di pihak sekolah, sebaiknya membuat dan menerapkan peraturan fenomena ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di sekitar mereka. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut diharapkan dapat membangun sikap siswa untuk percaya diri, menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Kegiatan lain yang dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah menyelenggarakan acara bakti sosial atau aksi nyata lainnya secara bulanan atau tahunan, sehingga peserta didik dapat merasakan permasalahan masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya atau di luar lingkungannya.120 Guru berperan sangat penting dalam menumbuhkan sensitivitas anti diskriminasi terhadap etnis lain di sekolah. Untuk itu, seorang guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup tentang sikap anti diskriminasi etnis, sehingga dapat memberikan contoh secara langsung melalui sikap dan perilakunya yang tidak memihak atau tidak berlaku diskriminatif terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang etnis atau ras tertentu. Dalam hal ini, guru harus memberikan perlakuan adil terhadap seluruh peserta didik yang ada, dengan demikian diharapkan peserta didik akan meniru dan berlatih untuk bersikap dan bertingkah-laku adil terhadap teman-temannya yang berbeda etnis. Demikian pula dengan pihak sekolah, sebaiknya berperan aktif dalam membangun pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya sikap menghargai dan anti diskriminasi terhadap etnis lain                                                           120Yani Kusmarni, “Pendidikan Multikultural”, h. 12. 
183  melalui cara membuat pusat kajian atau forum dialog untuk menggagas hubungan yang harmonis antar etnis.121  Pada aspek ini, guru sebagai penggerak utama kesadaran peserta didik agar selalu menghindari sikap yang diskriminatif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, termasuk juga di luar sekolah. Dengan memberi contoh secara langsung kepada peserta didik diharapkan peserta didik dapat mencontoh, menerapkan dan membangun kesadaran untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap mereka yang memiliki perbedaan kemampuan, seperti peserta didik yang bicara gagap atau memiliki daya ingat rendah dan lain sebagainya sehingga mereka dapat saling memahami, menghormati dan menghargai satu sama lain. Demikian pun dengan sekolah yang harus mampu menjadi institusi yang membangun sikap peserta didik yang selalu mengahargai orang lain yang memiliki kemampuan berbeda dengan cara: Pertama, membuat dan menerapkan peraturan sekolah yang menekankan bahwa sekolah menerima para peserta didik yang “normal” dan mereka yang memiliki kemampuan berbeda. Kedua, sekolah menyediakan pelayanan khusus seperti guru dengan keterampilan khusus untuk menangani peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan dan menyediakan fasilitas khusus seperti ruangan khusus, tempat duduk khusus atau fasilitas khusus lainnya. Ketiga, sekolah sebaiknya memberikan pelatihan bagi guru-guru dan staff tentang bagaimana cara bersikap dan cara menghadapi peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan di sekolah tersebut.122  Sekolah seharusnya menerapkan peraturan yang intinya menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap umur tertentu adalah dilarang keras di sekolah                                                           121Yani Kusmarni, “Pendidikan Multikultural”, h. 12-13. 122M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, h. 253. 
184  dan mewajibkan kepada peserta didik untuk selalu saling memahami dan menghormati perbedaan umur yang ada di sekitar mereka. Selain itu, sekolah sebaiknya tidak memberikan batasan umur tertentu bagi seseorang yang akan masuk dan belajar di sekolah tersebut, apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kemauan seperti yang telah diatur dalam undang-undang sekolah atau negara. Demikian juga guru harus memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup tentang pentingnya sikap yang tidak diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda umur, guru diharapkan dapat mempermudah memberikan contoh dan bimbingan bagaimana seharusnya bersikap pada orang lain umurnya berbeda. Misalnya, guru harus dapat memberikan perhatian yang sama terhadap peserta didiknya tanpa harus membedakan anak yang lebih tua dengan yang lebih muda.123 5. Implikasi Pembelajaran dalam Bentuk Toleransi terhadap Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural pada Pesantren di Kabupaten Luwu Timur 1. Prinsip-prinsip Penanaman Nilai-nilai Multikultural  Pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur tumbuh dan berkembang pada masyarakat multikultural. Di samping itu, pesantren-pesantren tersebut santrinya berasal dari berbagai latar belakang budaya. Dengan demikian keberagaman masyarakat Kabupaten Luwu Timur tercermin dalam pesantren. Keberagaman dalam pesantren dan wilayah tempat tumbuh dan berkembangnya pesantren bisa menjadi sesuatu yang konstruktif. Tergantung bagaimana cara menyikapi keragaman tersebut. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi pesantren                                                           123M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, h. 284.   
185  untuk menjadikan keragaman yang dimiliki sebagai suatu yang positif dan menjadi ciri khas sebagai pesantren multikultural. Multikultural itu sendiri adalah suatu sikap atau pandangan bagi suatu masyarakat atau suatu komintas untuk bisa hidup bersama dan saling menghormati kepada pihak lain meskipun di dalamnya ada perbedaan-perbedaan. Dari sinilah kiai dan pembina serta guru di pesantren merasa penting memberikan pemahaman-pemahaman tentang multikultural pada santri melalui pembelajaran toleransi. Berdasarkan ungkapan informan penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa dalam rangka menanamkan nilai-nilai multikultural di pesantren toleransi harus dibangun yang didasarkan pada beberapa prinsip yang diantaranya adalah keterbukaan, moderasi, dan bersatu dalam perbedaan. a. Keterbukaan (Opennes) Prinsip Keterbukaan ini merupakan langka awal pesantren di Kabupaten Luwu Timur dalam menanamkan nilai-nilai multikultural. Telah dipahami bahwa pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur membuka diri untuk siapa saja yang ingi belajar di pesantren. Di samping itu kalangan pesantren membuka diri untuk belajar dengan siapa saja. Keterbukaan inilah pada akhirnya menjadikan pesantren di Kabupaten Luwu Timur memiliki warna yang beraneka ragam di dalamnya. Sebut saja dalam aspek daerah asal para santri. Setiap pesantren menerima santri dari berbagai latar belang kebudayaan.  Penggambaran prinsip keterbukaan di pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur tercermin pada ungkapan pimpinan pondok Pesantren Huswatun Hasanah bahwa ajaran dari luar perlu dipelajari supaya berhati-hati, bukan 
186  untuk dipakai hanya sekedar tahu.124 Hal yang sama juga dikemukakan pimpinan Pondok Pesantren Muhajirin NW bahwa ajaran dari luar dipelajari sekedar diketahui saja tidak untuk dimiliki dan hanya sebatas perbandingan.125 Demikian juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan Landuri mengatakan bahwa ajaran dari luar perlu dipelajari dan diajarkan yang baik diterima yang tidak baik ditolak. Ajaran-ajaran itu harus disaring.126 Dari tiga pernyataan tersebut dapat dipahami ada lompatan-lompatan kulitatif, yang pertama sebatas dipelajari untuk diketahui, yang kedua, dipelajari dan digunakan untuk bahan perbandingan dengan apa yang dimiliki, dan yang ketiga dipelajari, disaring untuk diterima sebagai bagain penguat apa yang dimiliki.  Keterbukaan di sini memiliki makna bahwa meskipun pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dan menganut mazhab tertentu, tidak berarti menjadikan pihak pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur menutup diri terhadap apa saja dari luar diri mereka. Ini artinya, tidak melihat latar belakang seseorang dalam berinteraksi dalam memanfaatkan produk-produk dan buatan dari agama lain. Meskipun pada kenyataannya ada saja yang menolak bantuan dari pihak luar dengan alasan adanya maksud tertentu dan menjaga keberkahan.127 Pemahaman seperti ini, sesungguhnya sejalan dengan konsep multikulturalisme dalam hal penegasan identitas dan batas-batas kultural.                                                           124K.H. Ahmad Jalaluddin (50), Pimpinan Pondok Pesantren Huswatun Hasanah, Wawancara, Cendana Hijau, 02 Maret 2018. 125K. Rusdan (44), Pimpinan Pondok Pesantren al-Mujahidin NW, Wawancara, Mantadulu, 28 Februari 2018.  126Kamaruddin (46), Pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan Landuri, Wawancara, Lambara, 02 Maret 2018. 127K.H. Ahmad Jalaluddin (50), Pimpinan Pondok Pesantren Huswatun Hasanah, Wawancara, Cendana Hijau, 02 Maret 2018.   
187  b. Moderasi Ketika peneliti menanyakan tentang kebenaran agama, maka para informan menyatakan bahwa agama itu benar secara mutlak bagi para pengikutnya. Lebih lanjut informan mengatakan bagi mereka yang menyatakan semua agama benar, maka sesungguhnya agama yang dianutnya diragukan kebenarannya.  Ungkapan ini mengandung pernyataan eksklusif dan inklusif. Pernyataan ekslusif berada pada tataran ajaran yang dipahami sedang inklusif berada pada tataran kesadaran aktualitas ajaran di tengah-tengah keberagaman manusia penganut agama. Dengan demikian ekslusif dan inklusif adalah termasuk keniscayaan, baik secara filosofis maupun secara antropologis. Bagi sebagian kalangan menyatakan bagi mereka yang tidak inklusif cara berpikirnya maka akan menciptakan ketidaktoleranan dalam kehidupan. Bagi kalangan yang berpikir demikian berdalih bahwa terjadinya hal demikian karena adanya klaim-klaim sepihak yang sering kali muncul berkaitan dengan kebenaran suatu paham atau agama yang dipeluk seseorang atau masyarakat. Bahwa hanya agama yang dianutnya saja atau agama tertentu saja yang benar. Sementara agama yang lain tidak benar. Cara berpikir ekslusif ini oleh para pemerhati agama disebut truth claim (kleim kebenaran), yang menjadi sifat dasar teologi, sudah barang tentu mengandung implikasi pembentukan mode of thought yang bersifat partikularistik, ekslusif, dan seringkali intoleran.128 Dari cara berpikir truth claim dianggap sebagai awal perpecahan dan permusuhan pada hal truth claim adalah sesuatu yang niscaya juga. Pola pikir truth claim atau anggapan hanya paham atau agamanya sendiri yang paling benar berakar dari pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agama.                                                           128Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 30. 
188  Suatu agama tidak hanya terdiri dari doktrin teologi saja, tetapi agama juga meliputi realitas dan fakta sosial. Doktrin teologi, pada dasarnya memang tidak pernah berdiri sendiri, terlepas dari jaringan institusi atau kelembagaan sosial kemasyarakatan yang mendukung keberadaannya. Kepentingan politik, ekonomi, dan sosial selalu menyertai pemikiran teologis yang sudah mengkristal dalam satu komunitas masyarakat tertentu.129 Pemahaman agama yang berhenti pada doktrin teologi saja akan melahirkan truth claim yang terbatas. Pemahaman demikian didasari keyakinan bahwa semua hal telah dengan lengkap tersedia dalam wahyu Allah yang telah selesai, hingga persoalan-persoalan detail dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah pun telah berhenti. Perubahan hanya mungkin benar jika mengikuti pola yang telah ditetapkan Allah melalui wahyu-Nya. Segala perubahan dan perkembangan sejarah yang tidak sesuai dengan pola Allah dianggap pembangkangan terhadap Allah dan menimbulkan dosa yang akan membuahkan bencana di dunia dan sesudah kematian.130 Pada kenyataanya, pandangan dan keyakinan doktrinal dengan mudah bisa dibaca dari buku-buku bahan ajar agama yang dijadikan materi dasar pembelajaran. Hal yang sama juga ditemukan dalam buku-buku keagamaan, bahkan juga di dalam rumusan program gerakan keagamaan dan organisasi keagamaan di Indonesia. Kecenderungan demikian bertautan dengan pandangan bahwa agama dan keagamaan bukanlah pengalaman sosial empiris, melainkan sebuah intervensi kehendak Allah. Sehingga seseorang yang prilakunya tidak sesuai dengan kehendak Allah berarti melawan Allah.                                                            129Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam. 130Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 154.  
189  Dengan memperhatikan pandangan tersebut, terlihat bahwa pendekatan teologi dalam memahami agama cenderung bersikap tertutup, tidak ada dialog, parsial, saling mengafirkan, yang pada akhirnya terjadi pengotak-kotakan umat, tidak adanya kerja sama dan tidak adanya kepedulian sosial. Dengan pendekatan demikian, maka agama cenderung hanya merupakan keyakinan dan pembentuk sikap keras dan merupakan a sosial. Melalui pendekatan teologi ini agama menjadi buta terhadap masalah-masalah sosial dan cenderung menjadi lambang atau identitas yang tidak memiliki makna.131 Dalam uraian tersebut bukan berarti kita tidak memelukan pendekatan teologi dalam memahami agama, karena tanpa adanya pendekaten teologis, keagamaan seseorang akan mudah cair dan tidak jelas identitas dan pelembagaannya. Proses pelembagaan perilaku keagamaan melalui mazhab-mazhab sebagaimana halnya yang terdapat dalam teologi jelas diperlukan antara lain berfungsi untuk mengawetkan ajaran agama dan juga berfungsi untuk pembentukan karakter pemeluknya dalam rangka membangun masyarakat ideal menurut pesan dasar agama. Tetapi ketika tradisi agama secara sosiologis terjadi pengentalan, maka bisa jadi spirit agama yang paling hanif lalu terkubur oleh simbol-simbol yang diciptakan dan dibakukan oleh para penganut agama itu sendiri.132 Dengan demikian pendekatan teologi yang ekslusif dibutuhkan akan tetapi harus diimbangi dengan penalaran atas realitas sosial yang inklusif. Tindakan seperti ini untuk menghindari sikap arogansi bahwa semua yang tidak sejalan dimusuhi bahkan dimusnahkan. Arogansi teologis yang tidak diimbangi penalaran inklusif, ini terjadi tidak saja dihadapkan pada pemeluk agama lain tetapi juga terjadi secara internal dalam                                                           131Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 32.  132Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam.  
190  suatu komintas seagama, baik dalam Yahudi, Kristen maupun Islam. Sejarah membuktikan, bagaimana kerasnya bentrokan yang terjadi antara satu aliran teologi dengan aliran lain. Bentrokan semacam ini menjadi semakin seru ketika ternyata yang muncul dan yang mengendalikan isu secara kuat adalah kepentingan politiknya. Tidak jelas mana yang benar, apakah berawal dari politik, kemudian timbul perpecahan yang kemudian perpecahan tersebut memperoleh pembenaran teologis yang diyakini paling benar, atau sebaliknya, berawal dari pemahaman teologi kemudian masuklah unsur-unsur politis di dalamnya.133 Permasalahan teologi yang bersifat ekslusif tidaklah menjadi persoalan ketika bersemayam dalam diri setiap penganut agama sepanjang penganut agama tersebut tidak memusuhi penganut agama dan paham keagamaan yang bersebrangan. Yang menjadi masalah ketika teologi “bersimbiosis” dengan politik yang cenderung mengarah kepada konspirasi ekslusif dan potensial bagi munculnya tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan kebenaran suci.134 Di samping itu, pemegang kekuasaan politik yang tidak arif melihat kenyataan sosial yang dihadapi umat akan melahirkan sikap ekslusif. Oleh karena itu, untuk menciptkan masyarakat multikultural yang menghimpun penganut beberapa agama dan paham keagamaan dibutuhkan sikap moderasi, yaitu sebuah sikap yang tumbuh dari orang-orang arif.135                                                           133Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995), h. 9-10. 134Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 33. 135Sikap arif atau kearifan menurut Hanna, diartikan sebagai seperangkat sifat-sifat yang meliputi aspek kognitif dan afektif, dan kekuatan kekuatan karakter serta prilaku untuk mencapai pemahaman terhadap diri, orang lain, lingkungan, dan kemampuan berinteraksi inter personal. Menurut Garner, kearifan banyak terkait dengan kreativitas dan moralitas. Atribut kearifan juga terkait dengan pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif dan arif adalah orang yang hidup dalam masalah besar, belajar dari pengalaman hidupnya, dan tahu bagaimana menggunakan pengalaman hidup itu bagi kepentingan masyarakat luas. Dikutip dari Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme, h. 277.  
191   c. Bersatu dalam Perbedaan   Prinsip penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural selanjutnya yang diimplementasikan di pesantren-pesantren Kabupaten Luwu Tumur adalah bersatu dalam perbedaan (unity in diversity). Hal tersebut tercermin dari hasil wawancara dengan pempinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum bahwa menurutnya, pada awal kedatangan kami di daerah ini sering terjadi konflik dan ada kejadian sampai melibatkan aparat keamanan akan tetapi akhir-akhir ini tidak terjadi lagi konflik. Suasana aman tercipta dengan adanya ketundukan warga pada aturan yang ditetapkan pemerintah dalam hal pendirian rumah ibadah. Di samping itu, berkat keterbukaan pada saat berinteraksi, saling memahami dan saling pengertian maka terwujudlah kedamaian sampai saat ini.136 Dapat dipahami bawa terjadinya konflik karena belum saling kenal atau belum terjalin silaturahmi multikultural.   Untuk menjalin silaturahmi multikultural diperlukan sikap saling mengenal, saling menghargai dan bertoleransi dengan orang lain yang berbeda keyakinan dan pandangan. Bukan sebaliknya, saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan daerah, suku dan agamanya masing-masing (etnosentrisme). Sikap seperti ini hanya akan menjadi cikal bakal terjadinya permusuhan dan pertikaian.137 Oleh karena itu, perlu silaturahmi multikultural dioperasionalkan melalui konsep ukhuwah (brotherhood), yaitu persaudaraan di antara umat manusia yang melampaui batas-batas etnik, agama, latar belakang sosial, keturunan dan sebagainya. Dengan konsep ini diharapkan ada persaudaraan dan persamaan dalam perbedaan.                                                           136K.H. Abdul Mannan (65), Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara, Sumber Agung, 27 Februari 2018. 137Sirajuddin (55), Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah, Wawancara, Timampu, 01 Maret 2018. 
192  Persaudaraan dan persamaan dalam perbedaan dibutuhkan sikap saling menghargai antar para santri. Hal ini dikembangkan pesantren melalui pengalaman dan pendidikan moral. Dengan pengalaman dan pendidikan moral ini, para santri dibiasakan untuk memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di pesantren. Perbedaan minat, kepribadian, asal usul daerah, kecerdasan, dan status sosial ekonomi para santri merupakan kenyataan empirik yang tidak dapat dihindari. Karena itu, para kiai pesantren memandang perlu untuk mengembangkan kebiasaan memahami dan menghargai orang lain yang berbeda. Alasan pertama adalah bahwa sikap toleransi dan saling menghargai merupakan salah satu bentuk kearifan sosial yang dijadikan prinsip dalam sistem pendidikan di pesantren. Alasan yang kedua adalah bahwa sikap toleransi dan saling menghargai merupakan faktor penting bagi terciptanya kehidupan bersama yang harmonis di pesantren. Bagi kiai, dua alasan tersebut pada gilirannya akan mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama.138   Selain itu, sikap hidup toleran dan saling menghargai juga diinternalisasikan oleh para kiai melalui pengajaran kitab-kitab kuning. Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa kitab Bidayat al-Mujtahid, sebuah kitab yang mengkaji perbedaan mazhab dalam bidang fikih Islam, dijadikan salah satu referensi oleh pesantren bagi para santri senior. Yang menarik adalah meskipun umumnya pesantren di Indonesia mengikuti mazhab Syafi’i, para kiai menjelaskan prinsip moral yang diajarkan oleh Imam Syafi’i tentang bagaimana seharusnya para santri menghadapi pendapat yang berbeda dari mazhab lain. Adapun prinsip moral yang dipesankan oleh Imam Syafi’i dan selanjutnya diinternalisasikan oleh para kiai kepada para santrinya adalah: ”Apabila ada hadis shahih dari nabi yang menyalahi pendapat mazhabku, maka                                                           138Mastuhu, Dinamika sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem pendidikan Pesantren (Cet. I; Jakarta: INIS, 1994), h. 62. 
193  ikutilah hadis itu dan ketahuilah bahwa itu adalah mazhabku”.139 Pesan moral ini mengajarkan kepada para santri agar mereka tetap bersikap toleran dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda mazhab. Karena boleh jadi mazhab orang lain lebih benar dari pada pendapat mazhab yang mereka anut. Selain diinspirasi oleh pesan moral dari Imam Syafi’i, nilai toleransi dan saling menghargai yang menjadi pengalaman para santri di pesantren.140  Bersatu dalam perbedaan bukan mengandung pemaknaan menjadikan yang berbeda warna itu menjadi satu warna. Tetapi, bagaimana agar yang beraneka warna itu bisa saling berdampingan satu sama lain. Inilah yang dikembangkang pada pesantren-pesantren di Kabupaten Luwu Timur, baik secara internal maupun secara eksternal.  Bagi warga pesantren bersosialisasi dengan non muslim adalah pemandangan yang tidak bisa dihindari. Dalam masalah ini tidak ada masalah. Akan tetapi dalam masalah akidah harus tetap sendiri-sendiri, tidak boleh dicampur aduk. Rasulullah pun juga menghargai dan menghormati agama lain, seperti pernah dikisahkan bahwa Rasululllah saw. memberikan shadaqah kepada non Muslim. Hal ini sebagai wujud bahwa Rasulullah menghargai keyakinan lain. Bahkan Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi. Kisah Rasulullah tersebut menjadi teladan bagi umat belakangan bahwa interaksi dan komunikasi dalam masalah dunia adalah sesuatu yang wajar. Dalam urusan masyarakat yang sifat umum seperti memberantas kebodohan, meningkatkan kualitas pendidikan, pengadaan sarana umum seperti rumah sakit, bandara, terminal dan sebagainya, umat Islam boleh kerjasama dengan non Muslim.                                                            139Syamsul Arifin, Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), h. 27. 140Abdullah Aly, “Studi Deskriptif Tentang Nilai-nilai Multikultural”, h. 18. 
194  Suatu realitas yang tidak dapat diingkari bahwa Rasulullah saw. juga hidup berdampingan dengan berbagai suku. Di sana ada Quraisy, Bani Nadhir, Badui dan sebagainya. Dengan segala dinamikanya, rasulullah tidak mempermasalahkan dari suku dan kelompoknya, akan tetapi Rasulullah menyebarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian subtansi pokok dari sebuah pemerintahan adalah bagaimana masyarakat dapat hidup dengan menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Masyarakat dapat menghargai yang lain meskipun terdapat perbedaan suku dan budaya.  2. Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Multikultural  Merujuk kepada konsep-konsep multikultural dan hasil pengamatan dan wawancara peneliti pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur maka dapat dikemukakan sekurang-kurangnya empat nilai inti multikultural sebagai moral yang hidup di lingkungan pesantren selama ini. Berikut deskripsi nilai-nilai multikultural:  a. Nilai Keanekaragam (al-tanawwu’iyyah)  Implementasi nilai-nilai multikultural di pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur ditunjukkan dengan bervariasinya asal daerah masyarakat pesantren, baik secara internal maupun ekstrenal. Tentu saja, hal ini memberi efek terhadap cara berpikir dan bertingka laku dalam pesantren. Pimpinan pondok Pesantren al-Furqan Landuri menuturkan bahwa guru-guru dan santri-santri yang diterima di pesantren ini berasal dari berbagai daerah yang membawa budaya yang berbeda-beda pula termasuk pemahaman keagamaan yang berbeda-beda dan itu tidak dipermasalahkan, lambat laun mereka dapat menyesuaikan diri sesuai dengan manhaj yang diinginkan 
195  di pesantren ini.141 Manhaj yang dimasuk di sini adalah manhaj Ahl al-Sunnah wa al- Jamāʻah – merupakan manhaj yang diterapkan diberbagai pesantren Kabupaten Luwu Timur. Meskipun pesantren di Kabupaten Luwu Timur keseluruhan terpolakan dalam berbagai organisasi keagamaan, penghormatan terhadap keragaman, baik secara internal (sesama Muslim) maupun eksternal (Muslim dan non Muslim) tidak dipermasalahkan namun tetap mendapat perhatian. Hal tersebut menandakan bahwa pengasuh pesantren menanamkan kesadaran akan nilai-nilai keanekaragaman. Kesadaran nilai-nilai keberagaman di pesantren dilandasi pada firman Allah dalam QS al-Hujurat/49: 13:   َٰي ٓ◌ﻖَﻠَﺧ ﺎﻧِإ ُسﺎﻨﻟٱ ﺎَﻬـَﻳأ ◌ۡ ﻣ ﻢُﻜَٰﻧ ََﻛذ ﻦ ٍﺮ  و ٰﻰَﺜُﻧأ ﻞَﻌَﺟَو ◌ۡﻢُﻜَٰﻧ ◌ۡ ًﺎﺑﻮُﻌُﺷ ﺎَﺒَـﻗَو ٓ◌ َﻞِﺋ ﻮُﻓَرﺎَﻌَـِﺘﻟ ٓ◌ ْا ◌ۚ  نِإ كَأ ◌ۡﻢُﻜَﻣَر ◌ۡ  َﺪﻨِﻋ تَأ ِﻪﻠﻟٱ ◌ۡ ُﻜ8َٰﻗﻢ ◌ۚ◌ۡ  ٌﻢﻴِﻠَﻋ َﻪﻠﻟٱ نِإ ٌﲑِﺒَﺧ   Terjemahnya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.142 Ayat ini menegaskan keanekaragaman secara sosiologis dan antropologis yang digambarkan dengan penciptaan manusia dari jenis laki-laki dan wanita suku dan bangsa dimaksudkan untuk saling mengenal. Logika “kenal-mengenal” dalam ayat tersebut merupakan logika awal menyikapi keanekaragaman manusia di bumi. Dari sini terbangun filsafat kemanusian yang universal, yaitu interaksi yang baik,                                                           141Kamaruddin (46), Pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan Landuri, Wawancara, Lambara, 02 Maret 2018. 142Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen RI, 1990),      h. 852. 
196  yang wujudnya saling kenal sesama dalam keberbedaan. Secara filosofis, kenal-mengenal tersbut tidaklah dipahami hanya sebatas literalitas, namun lebih dari itu, untuk saling memahami karakter, sikap, tingkah laku, dan budaya antara sesama manusia. Pemahaman yang demikian menjadikan hubungan antar manusia yang berbudaya dan berperadaban saling pengertian. Hal ini tentu saja menolak fanatisme rasial dan budaya. Hal demikian berarti mengingkari tindakan egois personal dan egois sosial yang mengkleim dan memonopoli kebenaran diri atau kelompok sendiri. Dengan saling kenal maka lahirlah dinamisasi masyarakat yang saling mengisi kekurangan, bukan saling menghancurkan dan membinasakan. Dengan jalan ini maka terwujudlah keselarasan antar kekhasan individual dan sosial yang dimiliki masing-masing, baik dengan keutamaan dan kelebihan maupun kekurangan dan kelemahannya. Berangkat dari hal ini, setiap pemilik kekhasan tersebut tidak perlu menghilangkan identitas pribadi dan kelompoknya. Sebaliknya, yang terjadi adalah rasa bangga terhadap kekhasan dan keutamaan yang dimilikinya tanpa mengingkari dan menganggap kekhasan orang lain lebih rendah.143 Dengan demikian diharapakan tidak ada upaya penyeragaman identitas tetapi sebaliknya penegasan identitas masing-masing yang berbeda. Suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia adalah terwujudnya pergeseran-pergeseran pada permukaan kareteristik pribadi dan sosial. Pergeseran-pergeseran akibat transformasi dalam bentuk adaptasi dan akulturasi yang terjadi dalam proses interaksi, tidaklah menghilangkan substansi pribadi dan sosial tersebut, tetapi seyogyanya berwujud sebagai pengayaan karakteristik masing-masing pihak untuk menuju kesempurnaan pribadi dan kelompoknya.144                                                           143Said Aqil Husain Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Cet. III; Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 93-94. 144Said Aqil Husain Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, h. 94.  
197  Salah satu hal yang penting dalam ranah keanekaragaman sosial yang dialami masyarakat pesantren di Kanupaten Luwu Timur adalah sesuatu yang terkait dengan agama yang dianut masyarakat. Dalam masyarakat Kabupaten Luwu Timur ditemukan perbedaan agama yang dianutnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagain sebelumnya bahwa penduduk Kabupaten Luwu Timur ada yang menganut Islam, Kristen, Hindu dan Budha yang masing-masing pemeluknya mengakui kebenaran agamanya. Perbedaan ini merupakan bagian dari konsekuensi keanekaragaman agama yang terkait dengan sejarah masyarakat Luwu Timur dalam relevansinya dengan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman agama, sebagaimana keanekaragaman etnisitas, suku, dan bangsa, juga dapat dipahami dalam satu perspektif kemanusian yang hidup berdampingan dengan kekhasan membangun kehidupan bersama. Masyarakat menjadi lebih unik dengan varian agama yang dianut penduduk tersebut. Varian keunikan ini, bukanlah ancaman terhadap pemeluk agama yang satu bagi eksistensi agama yang lainnya, tetapi akan lebih memperjelas keunikan tersendiri. Agama yang dianut oleh seseorang pemeluknya menjadi identitas pribadinya sekaligus cerminan kesucian agamanya.145 Prinsip ajaran Islam yang menjadi tolak ukur dalam menilai keberagaman agama ditunjukan dalam firman Allah QS ar-Ra’d/13: 30:  َﻚِﻟ َٰﺬَﻛ َرأ ◌ۡﻞَﺳ ◌ۡ ِﰲ َﻚَٰﻧ ٓ◌  ُﻣأ ٍﺔ ﺪَﻗ ◌ۡ ﺖَﻠَﺧ ◌ۡ ﻦِﻣ ﺐَﻗ ◌َۡﺎِﳍ ٓ◌  ٌﻢَُﻣأ ﺖَﺘﻟ ◌ۡ ْاَﻮُﻟ ﻲَﻠَﻋ ◌ۡ ُﻢِﻫ يِﺬﻟٱ ٓ◌ َوأ ◌ۡﻲَﺣ ◌َۡﺎﻧ ٓ◌  َﱄِإ ◌ۡﻢُﻫَو َك ◌ۡ ﻚَﻳ ◌ۡحﺮﻟِﭑﺑ َنوُﺮُـﻓ ◌ۡ ِﻦ َٰﻣ ◌ۚ ﻞُﻗ ◌ۡ  َﻻ ﰊَر َﻮُﻫ ٓ◌ ﻲَﻠَﻋ َﻮُﻫ ﻻِإ َﻪَِٰﻟإ ◌ۡ ِه ﻞَﻛﻮَـﺗ ◌ۡ َﱄِإَو ُت ◌ۡ ِبﺎَﺘَﻣ ِه  Terjemahnya:                                                            145Said Aqil Husain Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, h. 95.  
198  Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (Al Quran) yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Katakanlah: "Dialah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat".146 Keanekaragaman yang diperlihatakan pada firman Allah tersebut adalah keberagaman agama. Islam mengakui adanya umat-umat sebelum diutusnya Rasulullah dan umat Islam tidak menapikan eksistensi mereka sepanjang masa. Meskipun demikian umat Islam meyakini bahwa tidak ada lagi utusan Allah berikutnya atau tidak ada lagi syariat (agama) baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai keberagaman yang dapat dipahami ada yang terus berlangsung dan bertambah dan sebaliknya ada yang tetap dan tidak bertambah. Yang berubah dan bertambah adalah budaya dan yang tetap adalah agama. Keanekaragaman budaya dan agama harus dihayati sebagai suatu keniscayaan yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang niscaya pula. Keragaman tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat adalah plural, terdiri berbagai suku, budaya dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Disamping itu, pluralisme tidak dapat dipahami sekadar “kebaikan negatif” hanya didekati dari sisi kegunaanya untuk meredam dan menyingkirkan panatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebihinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan, pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.147 Oleh karena itu, langkah strategis yang ditempuh dalam membangun keanekaragaman tersebut adalah kesadaran yang sebenarnya terhadap eksistensi pluralitas sebagai keniscayaan. Anatomi keanekaragaman yang diyakini sebagai                                                           146 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 373. 147Alwi Sihab, Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Cet. I; Bandung: Mizan, 1997), h. 43.  
199  suatu wujud yang satu dalam kehidupan ini. Kehidupan seorang individu atau kelompok dipahami sebagai bagian dari kehidupan lainnya dan sebaliknya. Selain penanaman nilai keberagaman yang ditunjukan subyek-subyek pesantren di Kabupaten Luwu Timur seperti itu, implementasi keanekaragamaan diekspresikan dalam berbagai wadah pembelajaran; tertuang dalam materi pembelajaran; dioperasionalkan dalam sistem, bentuk, dan metode yang berbeda-beda pula. Kesemuanya diatur dalam kuriklum pesantren. Sebagaimana diketahui di pesantren pada umumnya dan di pesantren Kabupaten Luwu Timur pada khususnya melaksanakan kurikulum nasional (Kementerian pendidikan dan Kementerian agama) dan Kurikulum lokal (yang ditentukan masing-masing. Dari sisi bentuk kurikulum, dikenal : pendidikan agama Islam, pengalaman dan pendidikan moral, pendidikan umum dan sekolah, serta pendidikan keterampilan dan kursus. Selain itu, nilai keanekaragaman sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji di pesantren.  Keanekaragaman juga banyak dijumpai dalam kitab-kitab kuning yang dijadikan referensi untuk mengkaji bidang-bidang keilmuan di pesantren. Keanekaragaman kitab kuning di pesantren dapat dilihat dari segi penulis, judul, maupun bahasa yang digunakan. Dalam bidang fikih, misalnya, Azyumardi Azra mencatat para penulis fikih lengkap dengan judul kitab yang ditulis sebagai berikut: ”Abu Syuja’ (w. 593H/1196 M) menulis kitāb Taqrῑb yang juga dikenal dengan nama kitāb Mukhtaṣar. Kemudian menyusul berturut-turut: Abu al-Qasim al-Rafi’i (w. 623/1226) dengan kitāb al-Muharrar; Abu Zakaria al-Nawawi (w. 676/1277) dengan karyanya Minhāj al-Talibῑn; Jalāl al-Dῑn al-Maḥalli (w. 864/1460) dengan karyanya Kanz al-Raghibin; Zakariya al-Anshari (w. 926/1520) dengan karyanya Manhaj al-Tullab dan Fath al-Wahhāb; Ibn Hajar al-Haitami (w. 973/1565) dengan 
200  karyanya Tuhfah al-Muhtāj dan Minhāj al-Qawῑm; Muhammad al-Syarbini           (w. 977/1569) dengan kitāb al-Iqna’ dan Mughni al-Muhtāj; dan Syams al-Din al- Ramli (w. 1004/1595) dengan karyanya Nihāyat al-Muhtāj”.148  Dari segi mazhab yang berkembang di dunia Islam, pesantren di Indonesia mengenal keberadaan mazhab yang beragam. Setidaknya ada empat mazhab, khususnya dalam bidang ilmu fikih, yaitu: mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Pendapat-pendapat para imam mazhab di bidang fikih dipelajari oleh para santri senior melalui kitab fikih Bidāyah al-Mujtahid, karya Ibnu Rusyd. Karena itu, kitab ini hanya diajarkan oleh para kiai kepada para santri senior. Karena dalam pandangan kiai, mereka perlu mengetahui beberapa pandangan para imam mazhab di bidang hukum Islam, agar mereka mampu memberi penjelasan kepada para santri muda ketika mereka menjumpai persoalan-persoalan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kiai di pesantren memahami kemungkinan terjadinya perbedaan paham di pesantren khususnya dan di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, sebagai konsekuensi logis dari keanekaragaman pandangan fikih yang diajarkan di pesantren. Pada sisi yang lain, para kiai mengetahui misi didirikannya pesantren, antara lain, untuk menyebarluaskan informasi ajaran tentang universalitas Islam ke seluruh pelosok nusantara yang berwatak pluralis, baik dalam dimensi kepercayaan, budaya maupun kondisi sosial masyarakat.149  b. Nilai persamaan dan keadilan (al-musāwah wa al-ʻadl)                                                           148Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Milenium Baru (Cet.I; Jakarta: Logos, 1999), h. 112. 149Saepuddin Zuhri, “Pendidikan Pesantren di Persimpangan Jalan” dalam Said Aqil Siraj, dkk., Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 202. 
201  Keberadaan pesantren di Kabupaten Luwu Timur dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pendidikan, khususunya pendidikan Agama Islam. Menurut pimpinan pondok pesantren Miftahul Ulum kehadiran pondok pesantren yang diasuhnya adalah dalam rangka menyiapkan tempat belajar kalangan masyarakat, khususnya masyarakat transmigran dan untuk mengimbangi gerakan krestenisasi.150 Senada dengan itu, pimpinan pondok yang lain pada umumnya menyatakan, bahwa kehadiran lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren atas kemauan masyarakat setempat.  Berdasarkan keinginan masyarakat tersebut untuk menyekolahkan anaknya tergambar bahwa sesungguhnya yang diharapkan adalah pemerataan kesempatan belajar dengan tuntutan persamaan dan keadilan. Nilai persamaan dan keadilan (al-musawah wa al-’adl) sebagai salah satu nilai multikultural dijumpai keberadaannya di lingkungan pesantren.  Pada tataran praktis, nilai persamaan dan keadilan ini dikaitkan dengan hak dan kewajiban para santri. Dari segi hak, semua santri berhak memperoleh pendidikan dan pelayanan yang sama dari pesantren melalui bimbingan para kiai dan para guru. Para santri juga memiliki hak yang sama untuk berinteraksi dengan sesama santri di lingkungan pesantren. Sebaliknya, dari segi kewajiban semua santri memiliki kewajiban yang sama, tanpa memandang asal usul daerah santri dan status sosial ekonominya. Di antara kewajiban yang dimaksud adalah mengikuti program pendidikan yang diberikan pesantren, mengikuti aturan-aturan yang berlaku, menghormati kiai dan gurunya, dan saling menghargai dengan sesamanya. Bagi                                                           150K.H. Abdul Mannan (65), Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Wawancara, Sumber Agung, 27 Februari 2018. 
202  mereka, melakukan kewajiban tersebut merupakan bagian dari perintah agama, sehingga bernilai ibadah.151 Namun demikian, tidak semua kewajiban dan aturan yang berlaku di pesantren berjalan mulus tanpa ada pelanggaran. Ada beberapa santri yang karena sesuatu hal mereka tidak melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya. Santri yang demikian lazim dikelompokkan sebagai santri yang melanggar aturan. Terhadap santri tersebut akan diberlakukan hukuman yang berlaku. Dengan kata lain, nilai persamaan dan keadilan ini ternyata juga dikaitkan dengan hukuman yang berlaku di pesantren. Hukuman merupakan salah satu bagian dari pendidikan di lingkungan pesantren. Hukuman diberlakukan bagi semua santri yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu.152  Lebih jauh tentang hukuman yang berlaku kepada semua santri ini digambarkan oleh Lukens-Bull yang dikutip Abdullah Aly berikut ini. “Seorang ustadz menegaskan bahwa hukuman bagi pelanggaran kecil seperti nonton TV adalah dipukul atau bahkan diminta untuk push-up di tempat pembuangan kotoran. Jika pelanggaran serius, rambut santri akan dicukur gundul, tepat sebelum acara pertemuan dengan wali murid yang berarti akan menghinakan santri tersebut. Santri  yang suka menghina akan dipulangkan. Akhirnya, bentuk dan berat-ringannya hukuman terserah kiai”.153 c. Persaudaraan dan kebersamaan (al-ukhuwwah)                                                            151Abdullah Aly, “Studi Deskriptif tentang Nilai-nilai Multikultural”, h. 17.  152Abdullah Aly, “Studi Deskriptif tentang Nilai-nilai Multikultural”.  153Abdullah Aly, “Studi Deskriptif tentang Nilai-nilai Multikultural”.  
203    Dalam Islam dikenal tiga konsep ukhuwah. Pertama, ukhuwah insaniyah, yaitu seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka bersumber dari ayah-ibu yang satu. Allah berfirman dalam QS al-Hujurat/49: 12:  َٰي ٓ◌جٱ ْاﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﻟٱ ﺎَﻬـَﻳأ ◌ۡ ْاﻮُﺒَِﻨﺗ   ًﲑِﺜَﻛا  َﻦﻣ ﻊَﺑ نِإ ﻦﻈﻟٱ ◌ۡ ﻦﻈﻟٱ َض ثِإ ◌ۡ ٌم  و َﻻ  ْاﻮُﺴﺴََﲡ  َﻻَو َﻎﻳ ◌ۡﺐَﺗ ﻊﺑ ◌ۡﻢُﻜُﺿ َﻊﺑ ◌ۡﺎًﺿ ◌ۚ  ﺐُِﳛَأ ﻢُُﻛﺪَﺣَأ ◌ۡ نَأ َﺄﻳ ◌ۡ َﻞُﻛ  َﱀ ◌ۡ َم  ِﻪﻴِﺧَأ ﻲَﻣ ◌ۡ ًﺗﺎ ِﻩﺮَﻜَﻓ ◌ۡ ُﻩُﻮُﲤ ◌ۚ  َو َﻪﻠﻟٱ ْاﻮُﻘـﺗٱ ◌ۚ  نِإ  َﻪﻠﻟٱ اﻮَـﺗ ٌب  ٌﻢﻴِﺣر  Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.154   Bentuk persaudaraan ini tidak dibatasi atau tanpa dibedakan bangsa, ras, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, semuanya saudara tanpa kecuali. Implikasi bentuk ukhuwah ini adalah anjuran interaksi sosial secara makro, mengadakan transaksi sosial yang global, sehingga semua manusia di dunia ini benar-benar bersaudara dalam rangka menunaikan tugas-tugas kekhalifahan dan tugas-tugas kemanusiaan.   Persaudaraan ini merupakan persaudaraan saling menembus tetapi bagi warga pesantren tetap pada batas-batas tertentu. Menurut pengakuan pimpinan pondok pesantren Al-Mujahidin NW bahwa suatu ketika kami diundang pihak non-Muslim untuk menghadiri acara pernikahannya tetapi kami tidak makan, lantas mereka porotes dengan ucapan “susah kalian orang Islam tidak mau makan di pesta kami tetapi kalau kalian pesta kami makan”. Selanjutnya pimpinan pondok mengatakan kepada mereka bahwa pada ajaran kami dilarang makan daging sembelihan yang                                                           154Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 847. 
204  tidak diucapkan kalimat basmalah apa lagi babi. Akhirnya, ketika mereka pesta kami dipanggil menyembeli hewan ternak dan mereka mengundang tukang masak dari kita.155 Gambaran ini merupakan bentuk silaturahmi multikultural sebagai persaudaran sesama manusia dengan mengedepankan dialog yang akhirnya melahirkan saling pengertian dan saling menghormati karena perbedaan agama dan keyakinan.   Kedua, ukhuwah waṭaniyyah, yaitu saudara karena sebangsa. Allah berfirman dalam QS al-A’raf/7: 65: ﻢُﻫﺎَﺧَأ ٍدﺎَﻋ َٰﱃِإَو ◌ۡ  ﻮُﻫ ًدا ◌ۚ  َلَﺎﻗ ﻮَﻘَٰﻳ ◌ۡ ِم عٱ ◌ۡﻦﻣ ﻢُﻜَﻟ ﺎَﻣ َﻪﻠﻟٱ ْاوُُﺪﺑ ◌ۡ ﻲَﻏ ٍﻪَٰﻟِإ ◌ۡ ُُﻩرۚٓۥ  َنﻮُﻘـﺘَـﺗ َﻼََﻓأ  Terjemahnya: Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum ´Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?156   Bentuk ukhuwah ketiga ini lebih sempit dari bentuk pertama, karena lingkup persaudaraan hanya meliputi saudara sebangsa dan setanah air. Ukhuwah ini tidak mengkonsentrasikan pada pemerintahan Islam, hanya saja masing-masing warga negara mempunyai kewenangan untuk berpartisipasi dalam memajukan negara, dapat menunaikan kewajiban dan menuntut haknya, tanpa membedakan perbedaan agama, bagi warga yang tidak menganut agama resmi negara mempunyai jaminan (dzimmi) keselamatannya, asal warga tersebut memenuhi peraturan yang ada. Prinsip paling cocok dalam ukhuwah ini adalah berpijak pada toleransi, yaitu adanya interaksi timbal balik antar umat bergama, menghargai kebebasan beragama bagi orang yang                                                           155Rusdan (44), Pimpinan Pondok Pesantren al-Mujahidin NW, Wawancara, Mantadulu, 28 Februari 2018. 156Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 232.  
205  tidak sepaham, tidak mengganggu peribadatan serta tetap menjaga ukhuwah waṭaniyah-nya.   Ketiga, ukhuwah islamiyiah, yaitu persaudaraan antara interen umat Islam. Allah berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 5: دٱ ◌ۡﻢُﻫﻮُﻋ ◌ۡ  ِﻷ ٓ◌َﺎﺑ ٓ◌ﻢِِﻬﺋ ◌ۡ قَأ َﻮُﻫ ◌ۡ ِﻪﻠﻟٱ َﺪﻨِﻋ ُﻂَﺳ ◌ۚ  ﱂ نَِﺈﻓ ◌ۡ ﻊَﺗ ◌ۡﻮُﻤَﻟ ٓ◌َﺎﺑاَء ْا ٓ◌ﻢُﻫَء ◌ۡ خَِﺈﻓ ◌ۡﻢُُﻜﻧ َٰو ◌ۡ ِﻴﻟ َٰﻮَﻣَو ِﻦﻳ ﺪﻟٱ ِﰲﻢُﻜ ◌ۚ◌ۡ  َﱄَو ◌ۡﻲَﻠَﻋ َس ◌ۡﻢُﻛ ◌ۡ  ﺎَﻨُﺟ ٌح ﺎَﻤﻴِﻓ ٓ◌ خَأ ◌َۡﺄﻃ ◌ۡ ُﰎ  ِِﻪۦﺑ  ﺎﻣ ﻦِﻜَٰﻟَو تَﺪﻤَﻌَـﺗ ◌ۡ ﻢُُﻜﺑﻮُﻠُـﻗ ◌ۚ◌ۡ  ُﻪﻠﻟٱ َنﺎََﻛو  ﻮُﻔَﻏ ًرﺎًﻤﻴِﺣر ا  Terjemahnya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.157   Ukhuwah bentuk ini lingkupnya lebih sempit, karena hanya mencakup umat Islam saja. Akan tetapi jika dilihat dari isinya, maka cakupan ukhuwah ini lebih luas, karena tidak dibatasi wilayah negara bahkan tidak dibatasi alam yang ditempati, apakah masih hidup ataukah sudah mati, kesemuanya saudara dalam seagama, sehingga masing-masing orang Muslim mempunyai kewajiban terhadap Muslim lainnya.   Konsep ukhuwah yang dikembangkan menjadi suatu istilah sekarang “inklusifisme” berarti kesedian untuk merangkul semuanya sambil meningkatkan pemahaman yang bersifat lebih prinsip dan idiologis.158 Dengan pemahaman seperti itu maka yang dimaksud dengan ukhuwah islamiyyah berarti hubungan persaudaraan yang didasarkan atas persamaan dan keserasian prinsip kehidupan dan ditopang oleh pemahaman Islam secara universal. Oleh karena itu, dalam ukhuwah islamiyyah                                                           157Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 667. 158Nurcholis Madjid, Satu Islam Sebuah Dilema (Cet. I; Bandung: Mizan, 1991), h. 28. 
206  tidak diisyaratkan adanya kesamaan pendapat umat secara keseluruhan dan dalam ukhuwah dimungkinkan adanya perbedaan dan ketidaksesuaian sepanjang tidak bersifat esensi dan prinsipil dan tidak menyalahi kaidah pokok Islam. Ukhuwah islamiyyah menghendaki sikap hidup yang toleran dan menghormati hasil kreasi serta pandangan hidup seseorang, selama pandangan hidup itu masih dalam kategori furu’iyah (cabang).159 Meskipun demikian ada upaya untuk tidak mengada-adakan sesuatu yang justru menambah perbedaan. Yang harus dihadirkan adalah memperbanyak persaman.   Menurut solehuddin faktor penunjang lahirnya ukhuwah dalam arti luas ataupun sempit adalah persamaan. Semakin banyak persamaan semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan dalam rasa cinta dan citra merupakan faktor yang sangat dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki dan yang pada akhirnya menjadikan seorang saudara merasakan derita saudaranya.160 Nilai persaudaraan (al-ukhuwah) dan kebersamaan juga menjadi pengalaman hidup sehari-hari di pesantren. Nilai persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan nilai yang dikembangkan di lingkungan pesantren karena tiga alasan: (a) para santri merasa sama-sama jauh dari keluarga, (b) para santri meyakini sama-sama orang Islam, dan (c) mereka memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu belajar tentang Islam. Karena alasan-alasan tersebut kehidupan di pesantren diliputi suasana kebersamaan dan persaudaraan yang akrab.161                                                            159Muhaimin, dkk., Dimensi-dimensi Studi Islam (Cet. I; Surabaya: Karya Abditama, 1994), h. 319-320.  160Solehuddin, “Melawan Ritus Kekerasan Atas Nama Agama” dalam Amirulloh Syarbini, dkk., eds. Al-Qur’an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia, 2011),    h. 95. 161Abdullah Aly, “Studi Deskritif tentang Nilai-nilai Multikultural”.  
207  Selain melalui etika kehidupan sosial, pesantren dalam mengembangkan nilai persaudaraan dan kebersamaan juga melalui tradisi shalat berjamaah. Pesantren menjadikan shalat jamaah sebagai salah satu kegiatan yang harus diikuti oleh semua santri. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan para kiai bahwa praktik shalat jamaah ini mengajarkan persaudaraan dan kebersamaan, yaitu nilai-nilai yang harus ditumbuhkan dalam masyarakat Islam. Kebiasaan saling membantu dan tolong- menolong di kalangan para santri merupakan salah satu bentuk dari hasil adanya nilai persaudaran dan kebersamaan yang dikembangkan pesantren. Contoh kebiasaan saling membantu dan tolong-menolong di kalangan para santri dapat dilihat dari cara pandang mereka tentang hak milik. Meskipun di pesantren ada pengakuan hak milik pribadi, dalam praktiknya, hak milik itu seperti menjadi milik umum. Barang-barang yang sepele, seperti sandal dipakai secara bebas. Untuk barang yang lain, jika tidak dipakai akan dipinjamkan bila diminta. Santri yang menolak meminjamkan barang-barang tersebut akan memperoleh sanksi sosial dari kawan-kawannya. Konsekuensi logis dari nilai persaudaraan ini ada nilai lain yang diajarkan dalam Islam untuk ditradisikan dalam kehidupan sosial, termasuk di pesantren. Nilai yang dimaksud adalah nilai kebersamaan dalam bentuk saling membantu dan tolong-menolong di antara sesama.162  d. Perdamaian (al-salām) Nilai multikultural lain yang berkembang di pesantren adalah nilai perdamaian. Nilai perdamaian ini disosialisasikan di pesantren melalui kegiatan ritual sehari-hari, terutama dalam shalat jama’ah dan wirid sesudahnya. Dalam shalat ada gerakan dan bacaan tertentu yang mengandung pengertian do’a keselamatan. Adapun gerakan yang dimaksud adalah menengok ke kanan lalu membaca assalāmu                                                           162Abdullah Aly, “Studi Deskriptif tentang Nilai-nilai Multikultural”, h. 19-20. 
208  ‘alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh dan menengok ke kiri dengan bacaan yang sama. Hal ini mengandung pengertian bahwa ada kebiasaan saling memberikan do’a keselamatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan shalat berjamaah. Barangkali karena alasan inilah pesantren mewajibkan para santrinya untuk berdisiplin dalam shalat berjamaah. Para kiai meyakini sepenuhnya bahwa dengan disiplin dalam shalat berjamaah akan tercipta kehidupan sosial yang penuh keselamatan, perdamaian, kenyamanan, dan kasih sayang di lingkungan pesantren.163  Setelah shalat berjama’ah, ada tradisi yang hidup di lingkungan pesantren yang populer dengan sebutan dzikir atau wirid. Dalam kegiatan wirid ini ada sejumlah bacaan yang dibaca secara berulang-ulang oleh kiai dan para santri. Bacaan-bacaan tersebut berupa ayat al-Qur’an, istigfar, shalawat, tasbih, tahlil, tahmid, dan do’a. Dari bacaan-bacaan tersebut ada yang mengandung nilai-nilai perdamaian, seperti: “Allahumma anta al-salām, wa minka al-salām, wa ilaika yaʻūdus al-salām, fahayyinā rabbanā bi al-salām, wa adkhilna al-jannata dāra al-salām, tabārakta rabbanā wataʻālaita ya żal jalāli wa al-ikrām.” Bacaan di atas mengandung pengertian bahwa nilai perdamaian merupakan harapan dan cita-cita semua santri dalam kehidupan sosial sehari-hari, baik di lingkungan pesantren maupun di masyarakat secara luas. Untuk memperoleh kedamaian hidup sosial tersebut, para santri berdo’a kepada Allah swt. Selain itu, mereka juga berdo’a agar hati mereka dibersihkan dari segala bentuk dengki dan iri hati. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa hati yang penuh dengan kedengkian dan iri hati akan berimplikasi pada terciptanya hubungan sosial yang buruk, seperti prasangka buruk, ketegangan sosial, konflik, dan lain-lain.164                                                           163Abdullah Aly, “Studi Deskriptif tentang Nilai-nilai Multikultural”, h. 20. 164Abdullah Aly, “Studi Deskriptif tentang Nilai-nilai Multikultural”, h. 20-21. 
209  Cara lain yang dikembangkan pesantren untuk mencapai hidup yang damai dan harmonis adalah pembiasaan mengucapkan salam pada momen-momen tertentu. Kebiasaan mengucapkan salam ini didasarkan pada perintah Nabi saw. agar umat Islam gemar menebar salam. Dalam praktiknya, kebiasaan menebar salam ini dilakukan oleh kiai dan para ustaz pada setiap memulai pengajaran kitab-kitab Islam klasik, pada saat memulai khutbah, pengajian, dan pengarahan kepada para santri. Selain itu, ucapan salam juga selalu diberikan oleh para santri pada saat mereka saling bertemu, baik di tempat pengajian, perpustakaan, kantin, dan masjid. Kebiasaan saling memberi salam ini sesungguhnya merupakan salah satu cara pesantren untuk membangun hubungan sosial yang harmonis, damai, serta jauh dari konflik dan kekerasan.165 Penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural di pesantren Kabupaten Luwu Timur konsisten mengedepankan Islam sebagai pijakan dalam menanamkan pemahaman kemajemukan, di samping untuk mencetak kader-kader Muslim yang baik, juga sebagai Muslim yang bisa hidup bersama dengan orang lain. Berabagai pendapat yang dikemukan oleh pimpinan pondok terkait dengan cara mewujudkan Islam raḥmatan li al-‘ālamīn. Bagi pimpinan pondok Pesantren Al-Furqan Landuri bahwa untuk mewjudkan Islam raḥmatan li al-‘ālamīn tidak lain seperti apa yang dilakukan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya serta genarasi berikutnya adalah gerakan dakwah. Selanjutnya beliau berkata bahwa kesalahan dakwah yang dilakukan selama ini kurang menyentuh hal-hal yang terkait dengan akidah hanya berfokus pada masalah ibadah.166 Senada dengan itu, pimpinan Pondok Pesantren                                                           165Abdullah Aly, “Studi Deskriptif tentang Nilai-nilai Multikultural”, h. 21. 166Kamaruddin (46), Pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan Landuri, Wawancara, Lambara, 02 Maret 2018. 
210  Babul Khair menyatakan untuk mewujudkan Islam raḥmatan li al-‘ālamīn akidah kita harus benahi, ibadah kita harus galakan, mewujudkan akhlāqul karīmah dalam kehidupan. Selanjutnya beliau berkata jangan kita sendiri mau masuk surga, oleh karena itu Islam harus didakwakan.167 Pimpinan Pondok Pesantren al-Muhajirin lebih mempertegas cara mewujudkan Islam raḥmatan li al-‘ālamīn melalui i’dah binafsih dengan mencontoh Rasulullah, mengenal agama dengan baik, mempratekan agama dengan akhlak yang baik supaya kita betul-betul raḥmatan li al-‘ālamīn. Dengan jalan itu kita bisa mewjudkan pergaulan lintas budaya dan agama.168 Pernyataan tersebut berbeda-beda, akan tetapi subtansi pokok dari penyataan-pernyataan tersebut adalah Islam harus diperkenalkan kepada diri sendiri, orang lain, baik yang seagama maupun ke pada orang yang tidak seagama dengan kita melalui media dakwah.  Dakwah sebagai media penyebaran ilmu yang digunakan pesantren memegang peranan penting dalam mewujudkan kasih sayang Allah kepada manusia. Oleh karena itu, Islam mesti disebarkan oleh kaum muslimin dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang tanpa pemaksaan apalagi kekerasan. 3. Tantangan dan Peluang Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural a. Globalisasi Pesantren di Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan sebagai pesantren berbasis multikultural. Pesantren berbasis multikultural sesungguhnya merupakan pesantren yang menegaskan identitas dan batas-batas kultural. Pesantren seperti ini                                                           167Abdul Majid (36), Ketua Yayasan Pondok Pesantren Babul Khair Hidayatullah, Wawancara, Asuli, 01 Maret 2018. 168Rusdan (44), Pimpinan Pondok Pesantren al-Mujahidin NW, Wawancara, Mantadulu, 28 Februari 2018. 
211  sejalan dengan konsep multikulturalisme yang juga menegaskan identitas dan batas-batas kultural.169 Dengan membaca konsep multikulturalisme seperti ini maka secara otomatis globalisasi berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Mengapa globalisasi berpengaruh pada sektor pendidikan? Persoalan ini dapat dijawab melalui konsep globalisasi itu sendiri. Sekalipun kata globalisasi sudah amat sering disebut-sebut orang, dan globalisasi sudah dianggap sebagai gagasan besar era ini, pengertiannya yang persis tidak mudah ditemukan dan para ahli berbeda pendapat dalam hal ini. Bahkan retorika publik seringkali menjadikan sebagai perbincangan klise, yang lebih mengaburkan dari pada menjelaskan apa itu globalisasi dan apa dampaknya. Globalisasi, baik sebagai konsep, cakupan maupun keunikan fenomenanya masih terus diperdebatkan. Sampai saat ini istilah tersebut tidak memiliki makna yang tunggal. Meskipun demikian, prinsip penting globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses multidimensional dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang begerak secara ekstensif dan intensif dalam masyarakat dunia yang mengubah cara berpikir dan bertindak.170 Pergerakan dan perubahan tersebut akibat                                                           169Kesadaran kultural pada setiap kelompok masyarakat telah ada sejak dahulu dan menjadi bagian dari politik identitas. Politik identitas ini penting bagi kelanggengan eksistensi kelompok, komunitas generasi, hak atas wilayah, bahkan bagi kekuasaan. Ketika suatu kelompok berhadapan dengan kelompok kebudayaan lain yang berbeda, politik identitas muncul. Latar kebudayaan masing-masing akan muncul secara dominan dalam membangun identitas tersebut dan jelas hal ini akan dipertahankan. Dalam berinteraksi dengan kelompok yang budayanya berbeda, maka masing-masing anggota dari setiap kelompoknya akan menunjukkan atau paling tidak akan mempertahankan identitas tersebut. Hal ini penting untuk menjaga eksistensi kelompoknya sehingga tidak larut dan musnah. Posisi masing-masing untuk mempertahankan identitasnya dengan sendirinya akan membentuk batas kultural. Fredrik Barth, Etnics and its boundaries, terj. Nining I. Soesilo, Kelompok Etnik dan Batasannya, (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1988), h. 16-17. 170Darmaningtyas, dkk., Melawan Liberalisme Pendidikan (Cet. I; Malang: Madani, 2014),  h. 19-20. 
212  perkembangan-perkembangan yang cepat di dalam teknologi transfortasi, komunikasi, dan informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh menjadi hal-hal yang bisa dijangkau dengan mudah. Dengan demikian pergaulan, saling memengaruhi antar nilai-nilai budaya tidak bisa dihindarkan. Istilah globalisasi demikian itu, dapat berarti alat dan dapat pula berarti ideologi. Ketika globalisasi berarti alat, maka globalisasi sangat netral. Artinya, ia berarti dan sekaligus mengandung hal-hal positif, ketika dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Sebaliknya, ia dapat berakibat negatif, ketika hanyut ke dalam hal-hal negatif. Dengan demikian globalisasi tergantung kepada siapa yang menggunakannya dan untuk keperluan apa serta tujuan ke mana ia dipergunakan. Jadi sebagai alat dapat bermanfaat dan dapat pula membawa mudarat. Sedangkan ketika globalisasi sebagai ideologi, sudah mempunyai arti tersendiri dan kenetralannya dipertanyakan. Oleh karena itu, tak aneh kalau kemudian tidak sedikit yang menolaknya. Sebab berpeluang terjadinya benturan nilai, antara nilai yang dianggap sebagai idiologi globalisasi dengan nilai agama.171 Bahkan dengan nilai-nilai lokal. Secara ringkas dapat dipahami bahwa kini gobalisasi dapat dipandang sebagai. Pertama, tindakan yang dilakukan dari lokasi yang jauh (di mana tindakan aktor tertentu di lokasi-lokasi tertentu memiliki konsekwensi tidak kecil terhadap orang-orang lain di tempat-tempat lain yang jauh). Kedua, pemudaran ruang-waktu (mengacu kepada cara-cara di mana komunikasi elektronik yang instan memperkecil hambatan berlangsungnya organisasi dan komunikasi sosial yang diakibatkan oleh                                                           171A. Qodri Azizy, Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam, selanjutnya disebut Melawan Globalisasi (Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 22. 
213  jarak dan waktu. Ketiga, kesalingkaitan yang makin meningkat (yang dipahami sebagai sesuatu yang semakin meluas dan semakin sering terjadinya pertautan dan/atau tumpang-tindih di antara ekonomi dan masyarakat di satu negara nasional tertentu dengan yang lainnya, sedemikian rupa sehinga peristiwa yang terjadi di satu negara berpengaruh secara langsung kepada negara-negara lainnya). Keempat, dunia yang makin mengecil (makin merosotnya pengaruh perbatasan dan hubungan-hubungan geografis terhadap aktivitas-aktivitas sosial dan ekonomi). Kelima, integrasi global (di mana hubungan-hubungan kekuasaan di antara berbagai wilayah di dunia mengalami pengelolaan kembali, sebagai akibat dari kondisi global yang berubah dan intensifikasi kesalingkaitan di antara berbagai wilayah).172 Globalisasi telah menghasilkan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh sektor kehidupan tersentuh oleh pengaruh globalisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Konteks ini, globalisasi membawa pengaruh mendalam terhadap sektor kehidupan, terutama sektor budaya. Sering diungkapakan bahwa globalisasi mengakibatkan munculnya budaya popular dan identitas global dan merosotnya budaya dan identitas nasional dan lokal. Penyebaran media teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan berlangsungnya komunikasi dan transfer informasi secara cepat dan instan. Pada gilirannya, hal ini akan memandulkan berbagai upaya untuk mengontrol informasi dan produk-produk budaya di tingkat nasional dan lokal, dan memungkinkan ekspose semua orang kepada produk-produk budaya dan nilai-nilai yang dominan di tingkat global. Sementara perbedaan bahasa diakui akan menjadi hambatan bagi                                                           172Ihsan Ali-Fauzi, “Gelombang Mutakhir Globalisasi: Tantangan dan Peluang Bagi Kaum Muslimin” dalam Ahmad Mahromi, Islam dan Multikulturalisme, h. 237-238. 
214  berlangsungnya proses globalisasi budaya ini. Dengan demikan bahasa Inggris menjadi bahasa dominan dan akan menjadi semacam infrastruktur bahasa yang akan makin banyak dikuasai orang, sebagaimana orang terus berusaha untuk melek terhadap infrastruktur teknologi.173 Pengaruh golabalisasi seperti itu, akan menjadi problem tersendiri bagi umat Islam terutama kalangan pesantren yang sarat dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Oleh karena itu, perlu dicermati bagaimana globalisasi dapat dianggap sebagai ancaman, tantangan dan sekaligus dianggap sebagai peluang. Pertama, sebagai ancaman. Dengan alat komunikasi dan informasi seseorang dapat berhubungan dengan dunia luar dan jauh. Dengan internet, orang dapat menyaksikan hiburan apa saja, termasuk hiburan porno, iklan yang sangat konsumtif. Anak-anak dapat terpengaruh dari segala macam film karton dan film-film yang tidak seharusnya dilihat. Orang mudah terpengaruh oleh gaya hidup seperti yang terjadi di sinetron yang tidak jarang menebar nilai-nilai negatif. Lebih dari itu semua, tidak mustahil di kalangan tertentu ada anggota masyarakat yang merasa naik gensinya jika mengikuti gaya hidup global. Untuk kalangan seperti ini, globalisasi merupakan gaya hidup, yang berarti mentalitasnya sudah terasuki oleh gaya global tersebut. Dalam pemahaman seperti inilah apa yag kita ketahui tentang gaya pergaulan, misalnya kelompok pergaulan ABG, kelompok anak kaya kelompok eksekutif, dan seribuh satu contoh yang dibangun atas dasar gensi. Biasanya kelompok-kelompok ini mempunyai tata aturan tersendiri dalam mendefenisikan keperluan sehari-hari. Mereka berpikir ke mana mereka harus nonton, ke mana harus jalan-jalan, ke mana harus makan, pakaian jenis dan model                                                           173Ihsan Ali-Fauzi, “Gelombang Mutakhir Globalisasi: Tantangan dan Peluang Bagi Kaum Muslimin” dalam Ahmad Mahromi, Islam dan Multikulturalisme, h. 242. 
215  apa yang digunakan, dan lain sebagainya. Komunitas seperti ini mempunyai gensi tersendiri, bukan sekedar rasa.174 Sikap dan gaya seperti inilah yang banyak menjadi ancaman budaya kebebasan yang datang dari dunia sekuler yang umumnya datang dari dunia Barat. Ketika kebasan itu berlebihan maka akan terancam nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal dan nasional, terutama nilai agama. Kebebasan yang dimaksud di sini bukanlah kebebasan dalam pengertian yang positif, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat demi kritik sosial, dan semacamnya. Yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang menjurus pada kepuasan lahiriyah (pleasure), egoisme, etnosentrisme, dan hedonism. Akibat negatif dari kebebasan seperti inilah yang berpeluang penyalagunaan narkoba, seks, dan tindakan amoral lainnya. Kebebasan yang negatif tersebut selalu menjadi akibat atau bahkan menjadi sebab dalam mendapatkan uang untuk memperolehnya. Kedua, sebagai tantangan. Jika globalisasi itu memberi pengaruh terhadap nilai-nilai dan praktik yang positif maka seharusnya menjadi tantangan bagi seseorang untuk mampu menyerapnya, terutama sekali yang tidak bertentangan dan mengalami benturan dengan budaya lokal, nasional, dan terutama nilai agama. Dengan kata lain, bagaimana agar hal-hal positif yang ada di Barat atau di belahan dunia lain, dapat masuk ke negara kita dan dapat dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, seperti budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, kesederajatan, kompetisi, kerja keras, dan semacamnya.175 Masyarakat sekarang begitu intens menjumpai perubahan-perubahan, baik menyangkut pola hidup maupun pola pikir akibat globalisasi. Pokok masalah perubahan bukan pada yuser piranti globalisasi yang tidak pandai melainkan pada                                                           174Qodri Azizy, Melawan Globalisasi, h. 24. 175Qodri Azizy, Melawan Globalisasi, h. 25. 
216  pergeseran ukuran. Menurut M. Tholchah Hasan bahwa sekarang ini yang menjadi ukuran dalam masyarakat adalah masalah yang menyangkut wawasan sosial, organisasi modern, kompleksitas keilmuan dan sebagainya. Masalah-masalah ini pada masa lampau tidak perna diperhitungkan di dalam materi pendidikan pesantren.176 Pesantren tidak bisa bersikap isolatif dalam menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Pesantren harus membuka peluang dengan merespons positif dengan memberikan alternatif-alternatif yang berorientasi pada pemberdayaan santri dalam menghadapi era global yang membawa persoalan-persoalan makin kompleks sekarang ini. Sebaliknya, respons yang tidak kondusif seperti bersikap isolatif pada masa penjajahan dahulu yang justru menjadikan pesantren bersifat konservatif yang tidak memberikan keuntungan bagi kemajuan dan pembaharuan pesantren.177 Pengalaman dalam menetukan strategi pada masa lalu, harus dijadikan pelajaran untuk memili strategi yang memiliki prospek yang menjanjikan pada masa yang akan datang. Evaluasi secara obyektif terhadap langkah-langkah yang pernah ditempu selama ini sepatutnya menjadi keniscayaan dan menjadi bagian integral dari sistem manajerial pesantren. Dengan begitu, segala masa lalu yang tidak strategis harus dikoreksi secara menyeluruh, sementara langkah yang positif-konstruktif tetap dipertahankan dan berupaya ditingkatkan. Sikap ini juga menyangkut penentuan sistem pendidikan yang dilaksanakan di pesantren. Oleh karena itu, sistem pendidikan pesantren harus selalu melakukan upaya rekonstruksi pemahaman                                                           176Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, selanjutnya disebut Pesantren dari Transformasi Metodologi (Cet. III; Jakarta: Glora Aksara Pratama, 2005), h. 73. 177Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi. h. 72. 
217  terhadap ajaran-ajarannya agar tetap relevan dan survive.178 Bahkan pesantren harus mampu mewujudkan sistem pendidikan sinergik, yaitu sistem yang memadukan akar tradisi dan modernitas.179 Pemaduan antara akar tradisi dan modernitas dalam wacana pemikiran Islam disebut dengan neomodernis. Selama ini tradisi dan modernisasi senantiasa dipertentangkan akibat pengaruh konsep Barat yang memetahkan bahwa modernisasi membentur tradisi. Sementara itu pemikir neomodernis berpandangan bahwa modernisasi merupakan matarantai tradisi, sehingga ada upaya mengintegrasikan tradisi dan modernisasi. Pesantren bisa melakukan pemaduan ini, dan telah terbiasa melakukannya. Selogan melakukan hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik (al-muḥafazah ʻalā al-qadῑm al-ṣālih wa al-akhẓu bi al-jadῑd al-aslah) bagaimanapun adalah cermin dari sikap modernitas. Istilah memelihara hal-hal lama yang baik (al-muḥafazah ʻalā al-qadῑm al-ṣālih) adalah refleksi dari tradisi, sedangkan mengambil hal-hal baru yang lebih baik (al- akhẓu bi al-jadῑd al-aslah) adalah refleksi dari penerimaan modernisasi.180 Atas dasar itulah modernisasi perlu dimodifikasi jika sekiranya tidak bertentangan dengan hal-hal yang dianggap prinsip. Barat sebagai pencetus modernisasi di era global tidak dianggap sebagai musuh dan dalam waktu bersamaan tidak pula dianggap sebagai role model yang hebat dalam segalanya dan harus ditiru. Barat juga mengandung unsur-unsur kebaikan selama tidak mengorbankan agama. Dalam waktu bersamaan disadari dan lihai untuk meneropong elemen-elemen                                                           178Suwendi, “Rekonstruksi Sistem pendidikan Pesantren: Beberapa Catatan” dalam Marzuki Wahid, dkk., eds., Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantrendan Transformasi Pesantren, selanjutnya disebut Pesantren Masa Depan (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 216. 179Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi. h. 73. 180Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi, h. 74. 
218  sebagai kejelekan dan kekurangan Barat, yang harus disikapi dengan kritis dan dalam batas tertentu harus ditolak.181 Kelompok yang berpikir seperti ini, mampu bekerja sama dengan yang berbeda ideologi terutama yang beridiologi Barat, namun tidak larut dalam budaya Barat dan tetap menampakkan identitasnya dan menegaskan kulturnya. Untuk menciptakan sebuah peluang, pesantren berusaha mencetak santri yang memahami ilmu-ilmu keagamaan dan umum serta memahami kearifan lokal yang ada di nusantara. Di samping itu, para santri harus dibekali keterampilan, keahlian (lifeskills), khususnya dalam bidang-bidang sains dan teknologi yang menjadi krakter dan ciri era globalisasi. Hal ini membuat santri memiliki dasar-dasar “competitive adventage” dalam lapangan kerja, sebagaimana dituntut di alam globalisasi.182 b. Gerakan Radikal Islam yang dikembangkan pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur adalah Islam bervisi raḥmatan li al-‘ālamīn. Adalah suatu hal yang kontras ketika ada anggapan bahwa pesantren di Indonesia merupakan lumbung gerakan radikalisme. Gerakan radikalisme ditujukan kepada mereka yang berada pada garis pemikiran fundamintalis. Apa dan bagaimana pemikran fundamentalis sehingga dapat dikatakan sebagai gerakan radikalisme dan sekaligus menjadi tantangan penanaman nilai-nilai multikultural di lembaga pendidikan pesantren? Kata fundamentalis berasal dari bahasa Inggris yang berarti pokok, asas, fundamental.183 Sedangkan kata pokok atau asas dalam bahasa Indonesia berarti                                                           181A. Qodri Azizy, Melawan Globalisasi, h. 28-29. 182Azyumardi Azra dan Jamhari, “Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Historis” dalam Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty, Mencetak Muslim Modern,    h. 3. 183John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, (Cet VII; Jakarta: PT. Gramedia, 1979), h. 260.  
219  dasar, alas, pondamen, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir (berpendapat) dan sebagainya serta cita-cita yang menjadi dasar.184 Jika pengertian kebahasaan istilah fundamentalis digandengkan dengan istilah Islam, yakni Islam Fundamentalis maka pengertiannya adalah Islam yang dalam pemahaman dan praktiknya bertumpuh kepada hal-hal yang asasi. Dengan demikian, secara harpiah semua orang Islam yang percaya kepada Rukun Iman dan menjalankan Rukun Islam, dapat disebut Islam Fundamentalis, karena apa yang disebut ajaran fundamental dalam Islam tercakup dalam Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman berisikan dasar-dasar keyakinan (akidah dan tauhid) sedangkan Rukun Islam merupakan menifestasi sikap penyerahan diri kepada Allah. Seseorang yang menganut Rukun Iman adalah Mukmin (orang yang percaya). Sedangkan orang yang mewujudkan ketundukannya kepada Allah dengan menjalankan Rukun Islam adalah seorang Muslim. Meskipun berbeda, keduanya tidak bisa dipisahkan. Rukun Islam merupakan kelanjutan dan menifestasi dari Rukun Iman.185  Jika pengertian Islam fundamentalis dari segi kebahasaan itu yang digunakan maka semua mazhab atau aliran dalam Islam dapat dikatakan Islam pundamentalis, mengingat semua aliran dan mazhab dalam Islam itu tidak berselisi paham mengenai Rukun Iman dan Rukun Islam. Dua atau tiga aliran besar di Dunia Islam, yaitu Sunni, Syi’ah, dan Ahmadiyah, semua percaya dan menjalankan dasar-dasar agama yang sama. Apalagi kalau kita melihat beberapa aliran keagamaan yang ada di Indonesia.186                                                           184W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 61.  185Abu Dinata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 11. 186Abu Dinata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia.  
220  Pengertian fundamentalis dari segi istilah memiliki muatan psikologis dan sosiologis yang berbeda dengan pengertian dalam arti kebahasaan. Dalam pengertian yang demikian itu, kelahiran kaum pundamentalis ada hubungannya dengan sejarah perkembangan ajaran sebuah agama; dan kaum fundamentalis ada hubungannya dengan masalah pertentangan politik, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Fundamentalisme bukanlah sebuah gerakan yang muncul secara tiba-tiba dari sebuah ajaran agama, tetapi ada hal yang melatarbelakangi munculnya gerakan ini. Kemunculan grakan fundamentalisme akhir-akhir ini terkait dengan proses globalisasi. Proses globalisasi meniscayakan adanya interaksi sosial-budaya dalam skala luas. Dalam konteks ini, Islam sebagai tatanan nilai dihadapkan dengan tatanan nilai-nilai modern, yang pada titik tertentu bukan saja tidak selaras dengan nilai-nilai yang diusung Islam, tapi juga berseberangan secara diametral. Akhirnya, proses interaksi global ini menjadi sebuah kontestasi kekuatan, di mana satu sama lain saling memengaruhi, bahkan meniadakan.187 Di era globalisasi pengaruh Barat sangat kuat, terutama ketika ide modernisasi lebih intens yang ditandai dengan penanaman nilai-nilai liberalisme, sekularisme, dan pluralisme dalam kehidupan umat Islam. Respons umat Islam terhadap ide-ide tersebut berbeda-beda. Ada yang merespons secara bertentangan dan ada yang terpengaruh arus isme-isme tersebut. Kelompok yang menolak menganggap bahwa ajaran Islam sudah lengkap, tidak hanya mengatur urusan akhirat tetapi juga mengatur urusan kedunian sehingga tidak membutukan mabda’ lain. Bagi yang terpengaruh menganganggap bahwa ketika tidak menerima ide-ide                                                           187Disertasi Afifuddin, ”Pluralisme dalam Perspektif Pesantren di Sulawesi Selatan dan Peranannya dalam Mencegah Radikalisme Agama”, Disertasi (Makassar: Progaram Pascasarjana UIN Alauddin, 2013), h. 115. 
221  dari luar akan mengalami keterbelakangan. Kelompok yang kedua ini juga menjadikan Barat sebagai kiblat dan role model dalam masa depan dan bahkan untuk way of life mereka.188 Respons yang berbeda tersebut membawa kondisi yang tidak kondusif di internal umat Islam.  Bagi mereka yang menolak isme-isme dari Barat menganggap bahwa biang kerusakan tatanan kehidupan masyarakat adalah mereka yang mengimplementasikan atau paling tidak mendukung dan membiarkan berkembangnya idiologi dari Barat sebagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya bagi mereka sebagai pengagung konsep Barat tersebut menuduh kalangan yang menolak konsep-konsep Barat sebagai kalangan ekslusif, intoleran dan berbagai istilah pejoratif yang dialamatkan kepadanya. Boleh jadi mereka yang respons terhadap ide-ide modernisme lebih tidak toleran dalam menghadapi sesama Muslim. Kalangan fundamentalis yang dialamatkan sebagai kelompok pejoratif yang melakukan gerakan radikal. Pada hal gerakan radikal tidak hanya tumbuh pada mereka yang menetang ide-ide modernisme dan juga tidak muncul dari satu agama tetapi juga muncul pada semua agama. Adanya pertentangan-pertengan di kalangan umat Islam dalam merospons isme-isme barat diperlukan pemikiran yang mampu mensinergikan respons-respons yang berbeda, pertentangan-pertentangan, dan tuduh-menuduh. Dengan jalan demikian pemikiran yang moderat akan tumbuh dari kedua kutub yang berbeda tersebut. Menurut A. Qadri Azizy sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya diharapkan muncul respons ketiga yang berpandangan moderat, yaitu mereka yang bersikap kritis, namun tidak secara otomatis anti modernisasi atau anti Barat.                                                           188A. Qodri Azizy, Melawan Globalisasi, h. 28.  
222  Isu gerakan radikalime yang dialamat kepada pada pesantren merupakan tantangan tersendiri untuk menjawabnya. Jawabannya adalah bahwa pesantren telah memngembangkang konsep Islam raḥmatan li al-‘ālamīn. Peluang kearah itu telah direfleksikan dalam proses pembelajaran yang berbasis pengembangan pembelajaran multikultural. c. Ide-ide dari Dunia Barat 1) Pluralisme Sebelum muncul gerakan multikulturalisme di Indonesia, telah berkembang gerakan pluralisme sebagai konsep dan aksi menata keberagaman mayarakat. Kedua istilah ini memiliki perbedaan latar historis dan konsep penataan masyarakat beragam. Multikulturalisme kemunculannya berlatar belakang diskriminasi etnis dan budaya di daratan Amerika sedangkan pluralisme dilatarbelakangi konflik agama (penguasa gereja dengan ilmuan) dalam menetukan kebenaran. Dari sisi konsep multikulturalisme mengenal batas-batas kultur dan penegasan identitas sedangkan pluralisme tidak demikian. Di samping itu, bagi penganut multikulturalisme mengatakan agama bukan satu-satunya ukuran toleran dan intoleran seseorang sedangkan penganut pluralisme agama menjadi ukuran utama toleran dan intoleran seseorang. Pluralisme secara lughawi berasal dari kata plural (Inggris) yang berarti jamak lebi dari satu. Pluralisme adalah sebuah isme atau aliran tentang pluralitas     (a pluralism is “ism” a “plurality).189 Pluralisme secara istilah adalah sebuah konsep yang merujuk pada suatu pengakuan, peneriman, dan sikap terhadap pluralitas atau                                                           189Syamsul Ma’arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia (Cet. I; Jokjakarta: Logung Pustaka, 2005), h. 11. 
223  keanekaragaman suatu bangsa, suku-bangsa, dan latar kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Dalam kajian sosiologi, antropologi, dan studi-studi agama, istilah pluralisme telah lebih dahulu dikenal sebelum istilah multikulturalisme.190 Selanjutnya Anis Malik Thoha mengemukakan bahwa pluralisme sebagai suatu sistem yang mengakui keragaman kelompok, baik bercorak ras, suku, aliran, maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat khas di antara kelompok-kelompok tersebut.191 Selanjutnya Anis Malik Thoha mengemukakan definisi yang dikemukakan John Hick, yaitu “pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar di dunia merupakan persepsi dan dapat diamati, sampai pada batas yang sama.192 Sementara itu, John Hick membandingkan dua cara pandang terhadap realitas pluralitas agama dalam masyarakat dunia. Kedua cara pandang tersebut adalah eksklusivisme dan inklusivisme.193 Prespektif ekslusivisme memandang bahwa kebenaran hanya dapat diraih melalui satu jalan, yaitu agama. Dalam Kristen ada pandangan ekslusivisme tentang kebenaran, sama halnya dalam Islam, Yahudi, Hindu, dan Budha. Yang kedua adalah perspektif inklusivisme yang memandang                                                           190Wacana tentang pluralisme sudah muncul sejak akhir abad ke-18 di Eropa. Masa-masa itu yang diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan agama. Di tengah hiruk-pikuk pergolakan pemikiran yang timbul sebagai konsekuensi logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dengan kehidupan nyata di luar gereja di Eropa, muncullah suatu paham yang dikenal dengan “liberalisme” yang komposisinya adalah kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme. Baca Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis, selanjutnya disebut Tren Pluralisme Agama (Cet. I; Jakarta: Perspektif, 2005), h. 16. 191Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, h. 12. 192Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, h. 15. 193Penjelasan tentang konsep pluralisme menurut John Hick. Baca John Hick, “Religious Pluralism” dalam Encyclopaedia of Religions, Mircea Eliade, eds., vol. 12 (New York: Mcmillan, 1987), h. 331-333. 
224  bahwa tradisi agama-agama dipandang sebagai alternatif sebagai ruang steriologis, di dalamnya manusia dapat menemukan keselamatan, kebebasan, dan pemenuhan.194 Dengan demikian, John Hick berpendapat bahwa ajaran setiap agama mengandung keselamatan, baik keselamatan dunia maupun akhirat. Pandangan Hick Menunjukkan cara pandang seorang Kristen pluralis yang berharap tradisi-tradisi keagamaan dapat memandang satu dengan yang lainnya bukan sebagai lawan. Menurut Hick, selama masih ada berbagai macam manusia, akan selalu ada berbagai macam cara peribadatan dan pendekatan teologi. Akan tetapi Tuhan yang disembah oleh umat Kristen adalah sama yang disembah umat lainnya.195 Berangkat dari pemahaman John Hick tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) memaknai pluralisme sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamnya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di                                                           194Salah satu dasar Biblikal tentang ekslusivisme agama Kristen adalah Injil Johanes (14:6) yang menyatakan “No one can come to the Father, but by me” dan dogma abad ketiga “extra ecclesiam nulla salus” (di luar gereja tidak ada keselamatan), dalam satu kelompok Islam peristiwa-peristiwa militansi Islam telah menunjukkan pandangan eksklusifnya, orang Yahudi menunjukkan eksklusivismenya dengan menganggap diri mereka sebagai God’s chosen people. Orang Hindu merujuk veda sebagai yang abadi dan absolut. Umat Budha melihat ajaran-ajaran Gautama sebagai Dharma, satu-satunya ajaran yang dapat membebaskan umat manusia dari Ilusi dan penderitaan. Sementara itu, perspektif inklusivisme memandang bahwa agama-agama dunia mencakup persepsi dan konsepsi, dan selanjutnya memberikan respon yang beragam tentang yang Maha Nyata (the Real) dan yang Maha Mutlak (the Absolute). Di dalamnya transformasi eksistensi manusia dari pemusatan diri (self-centeredness) ke pemusatan realitas (reality-centredness) terjadi secara independen. Baca aca John Hick, “Religious Pluralism” dalam Encyclopaedia of Religions, Mircea Eliade, eds., vol. 12, h. 331. 195Dody S. Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI., 2010), h.63-64. 
225  surga. Berdasarkan pemahaman itu maka MUI pada bulan Juli 2005 mengeluarkan fatwa tentang pengharaman pluralisme.196 Dengan keluarnya fatwa pengharaman pluralisme membuka peluang pro dan kontra di kalangan umat Islam. Tentu hal seperti ini berimbas kepada dunia pendidikan Islam terutama pesantren. Bagi yang pro melihat pluralisme sebagai konsepsi yang memberi peluang merasionalisasikan ajaran dasar Islam agar lebih kontekstual, realistis, dan terbuka sebagai jembatan menuju universal harmony. Bagi yang kontra melihat konsep pluralisme mengakibatkan nilai-nilai subtansial ajaran agama lepas dari kehidupan umat. Lebih dari itu, dimungkinkan bisa menjadi agama baru yang dianggap mampu mewakili dan menawarkan keharmonisan manusia yang lebih realistis sebagai proses akomodasi, adaptasi, dan seleksi dari kebebasan agama-agama yang ada. Pemahaman yang berbeda itu merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pesantren. Bagi dunia pesantren yang ingin menciptakan kedamaian menyatakan kebenaran sesungguhnya ada pada setiap agama menurut persepsi penganutnya masing-masing. Hal ini didasarkan pada Firman Allah QS al-Baqarah/2: 256 yang diperkuat QS al-Kāfirūn/109: 6:  َﻻ ٓ◌ كِإ ◌ۡ ِﻦﻳ ﺪﻟٱ ِﰲ َﻩَار ◌ۖ شﺮﻟٱ َ ﲔَـﺒـﺗ ﺪَﻗ ◌ۡلٱ َﻦِﻣ ُد ◌ۡ ﻲَﻏ ◌ۚ ﻚَﻳ ﻦَﻤَﻓ ◌ُۡﺮﻓ ◌ۡ ُﺆﻳَو ِتﻮُﻐٰﻄﻟِﭑﺑ ◌ۡﻦِﻣ ◌ۢ  ِﻪﻠﻟِﭑﺑ سٱ ِﺪَﻘَـﻓ ◌ۡ َﰎ ◌ۡلِﭑﺑ َﻚَﺳ ◌ۡﺮُﻋ ◌ۡلٱ ِةَو ◌ۡثُو ◌َۡﺎَﳍ َمﺎَﺼِﻔﻧٱ َﻻ ٰﻰَﻗ ◌ۗ  ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊﻴ َِﲰ ُﻪﻠﻟٱَو)۲۵٦(  Terjemahnya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah                                                           196Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang pluralisme, liberalism, dan sekularisme, tertanggal 29 Juli 2005. Baca Ali Maksum, Plarisme dan Multikulturalisme (Cet. I; Yogyakarta: Aditya Media Publising, 2011), h. 118-119. 
226  berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.197  ﻢُﻜَﻟ ◌ۡ ﻢُﻜُﻨﻳِد ◌ۡ ﻳِد َِﱄَو ِﻦ)٦(  Terjemahnya: Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.198  Demikianlah beberapa prinsif dasar al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah pluralisme dan anjuran untuk dapat menunjukan sikap saling menghormati, ramah dan bersahabat dengan agama apun. Dengan begitu, jauh-jauh hari, al-Qur’an sesungguhnya telah mensenyalir akan munculnya bentuk “truth claim”, baik dalam wilayah interen umat beragama maupun yang muncul dalam wilayah antara umat-umat beragama.199 Truth claim dalam pluaralitas keberagamaan adalah sesuatu yang niscaya. Tak satupun agama mengindar dari persoalan ini. Bagi umat Islam, khususnya kalangan pesantren tidak ada toleransi dalam aspek akidah. Hal ini dapat dipahami karena aspek akidah merupakan aspek yang paling mendasar dalam agama Islam. Ajaran Islam menuntut bahwa pemeluknya harus yakin bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling benar, lengkap, dan final. Tidak mungkin seorang penganut sejati satu agama tidak mempunyai keyakinan terhadap kebenarannya agamanya, dan sulit dibayangkan seorang pemeluk satu agama pada saat yang bersamaan juga meyakini kebenaran agama yang lain, atau seseorang memeluk dua atau lebih agama. Seorang pemeluk yang konsisten dan yakin setegas-tegasnya mengkleim bahwa agamanya sebagai satu-satunya kebenaran yang akan membawa kepada keselamatan.                                                           197Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63. 198Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 1112. 199M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas? (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 68. 
227  Dalam agama, kebenaran yang diyakini tersebut wajib diketahui dan disebarkan agar orang lain dapat mengikuti kebenaran agamanya dan memperoleh keselamatan. Inilah dimensi dakwah dalam agama. Semua agama memiliki dimensi ini, konsekuensi dari keyakinan akan suatu kebenaran adalah mengajak orang lain mengikuti kebenaran tersebut. Sebuah kebenaran tidak boleh disembunyikan atau didiamkan. Ia segera disampaikan kepada orang lain. Itulah semangat dakwah yang ada dalam setiap agama, semangat untuk mengajak kebenaran dan keselamatan.200 Senada dengan itu Djohan Effendi menegaskan: Penyebaran agama adalah hal yang wajar dan semestinya. Agama Islam dan Kristen misalnya sangat mementingkan hal ini. Para pemeluknya menanggung kewajiban agama untuk itu, keberagamaan atau penganut suatu agama berarti penerimaan dan penghayatan sesuatu yang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang menyangkut keselamatan di dunia dan terutama di akhirat. Oleh karena itu, sangat kodrati apabila orang yang beragama merasa terpanggil untuk menyelamatkan orang lain lewat ajakan memeluk agama yang diyakini sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ini berarti bahwa pada dasarnya penyebaran agama adalah berdasarkan motivasi yang sangat luhur, yakni mengajak orang ke keselamatan. Penyebaran agama adalah konsekuensi dan bagian dari keberagamaan itu sendiri.201   Sebagai sebuah pilihan, setiap pemeluk agama harus meyakini bahwa agama sebagai satu sistem yang komprehensif, utuh dan lengkap harus menjadi way of life. Kesempurnaan tersebut mengandung arti dan konsekuensi bahwa ia tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk melengkapinya. Keberagamaan menjadi sempurna apabila pemeluk suatu agama mentaati ajaran agamanya secara utuh dan menjadikannya sebagai satu-satunya pedoman dalam hidup. Hal ini merupakan sikap yang jelas dan bertanggung jawab dan dapat dimengerti. Bagaimana mungkin seorang penganut agama tertentu tanpa adanya klaim kebenaran ajaran agamanya?                                                           200Dodi S. Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme, h. 332-334. 201Djohan Effendi, Agama dan Tantangan Zaman (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1985), h. 170.  
228  Oleh karena itu, kleim kebenaran tersebut tentu sah. Bahkan seorang pemeluk suatu agama harus setegas-tegasnya mengklaim agamanya sebagai satu-satunya kebenaran dan yang akan membawa kepada keselamatan.202   Klaim kebenaran seorang pemeluk agama tidak harus mengakibatkan adanya sikap pelecehan terhadap klaim kebenaran pemeluk agama-agama lain, Pelecehan merupakan persoalan lain dan tidak serta merta karena adanya klaim kebenaran agama sesorang. Ia lebih merupakan persoalan etis dan sering berkaitan erat dengan watak seseorang dan kultur masyarakat di mana ia hidup dan bergaul. Dengan demikian jika semua agama mengklaim sebagai yang paling benar atau satunya yang benar, berarti dalam hal klaim kebenaran semua pemeluk agama yang berbeda-beda sudah sepakat, sama-sama memiliki klaim kebenaran. Oleh karena itu, prihal klaim kebenaran tidak perlu lagi dilunturkan menjadi merelatifkan kebenaran semua agama atau membenarkan semua agama. Yang penting, ketika masing-masing memiliki klaim kebenaran bagaimana melakukan control diri (self-control), supaya hal itu tidak menimbulkan konflik atau pertikaian dalam masyarakat.203 Jadi persoalan inti sesungguhnya pada klaim kebenaran sebagai sebuah keniscayaan adalah persoalan etis yang harus diimplementasikan melalui kontrol diri semisal tidak saling merendahkan, menghina, mengotak atik agama orang lain apalagi ditengah-tengah penganut agama tersebut. 2) Demokrasi Pilar utama pluralisme adalah demokrasi. Tanpa demokrasi, pluralisme tidak akan bisa tumbuh dan berkembang.204 Sebaliknya demokrasi tidak bisa bertahan                                                           202Dodi S. Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme, h. 333-334. 203Dodi S. Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme, h. 334-335. 204Syafiq Hasyim, Islam, “Keberagaman dan Dunia PesantrenAhmad” dalam Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme, h. 41. 
229  ketika tidak ditopang pluralisme. Kedua istilah ini tidak terpisahkan. Keduanya berbicara kelanggengan politik dan kekuasaan. Ruang lingkup demokrasi yang menyangkut segi politik kekuasaan (power politic) dan aspek politik sosial (sosial politics). Segi pertama berurusan dengan berbagai usaha untuk memperoleh, mengelola, dan mengakumulasi kekuasaan politik (political power), misalnya saja, jabatan partai dan birokrasi negara. Ketika politik bermakana “pemburuan kekuasaan” ini berlangsung demi kepentingan memburu kekuasaan semata-semata, maka watak dari proses-proses atau relasi-relasi yang terjadi sudah termasuk kategori pragmatisme politik dan cenderung terjebak dalam cara-cara Machiavelian, atau cenderung “menghalalkan: segala cara dalam meraih tujuan politik. Sementara itu, segi kedua “sekadar” menyangkut berbagai usaha memengaruhi kehidupan masyarakat agar tetap dalam kondisi yang dinilai lebih baik (prespektif konservatif), atau justru menjadi lebih baik (perspekti progresif dan transformatif). Dalam ruang lingkup kedua itu berlaku kaidah sebagaimana dikemukakan sebelumnya: “al-muḥafazha ‘alā al-qadīm al-ṣālih wa al-akhẓu bi al-jadīd al-ashlah” (memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik). Oleh karena itu, politik dalam ruang linkup yang kedua ini adalah politik yang mengandung proses-proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai kebaikan yang menyeluruh (maṣalih al-‘āmmah).205 Dengan demikian, jika penataan demokrasi pada ruang lingkup kedua maka sistem demokrasi itu dapat diterima. Bahkan tanpa logika itu, sebagian besar umat Islam memandang bahwa terdapat prinsip-prinsip yang sama antra sistem demokrasi dengan sistem syurā dalam ajaran Islam.                                                           205M. Fajrul Falakh, “Pesantren dan Proses Sosial-Politi Demokratis” dalam Marzuki Wahid, dkk., eds., Pesantren Masa Depan (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 164. 
230  Karena konsep demokrasi lahir dari Barat, hal itu telah melahir sikap apriori pada sebagian umat Islam sehingga timbul penolakan sepenuhnya terhadap konsep ini. Mereka yang menolak menegaskan bahwa adanya kesamaan-kesamaan saja tidak cukup untuk mengatakan bahwa Islam sejalan dengan demokrasi. Menurutnya, keliru jika mengatakan syurā dalam Islam itu sama dengan demokrasi hanya karena kebetulan pada keduanya ada proses muswarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan, sebagaimana terjadi pada sistem demokrasi dan sistem syurā. Padahal antara musyawarah dalam Islam dan demokrasi berbeda secara mendasar, salah satu perbedaanya adalah dalam Islam keputusan tidak didasari pada suara terbanyak tetapi didasari pada kualitas obyek yang dimusyawarakan. Disamping itu, alasan bagi mereka yang menolak demokrasi adalah bahwa dalam syurā untuk sampai kepada pengambilan keputusan hanya melibatkan umat Islam saja. Non-Muslim hanya diperbolehkan menyampaikan usulan saja tetapi tidak sampai kepada proses pengambilan keputusan. Perbedaan mendasar lainnya adalah dalam hal perbedaan landasan dan asas yang digunakan; perbedaan obyek; dan perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Demokrasi merupakan isu yang cukup hangat dibicarakan di lingkungan pesantren. Meski demokrasi dipandang sebagai sebuah konsep Barat, namun sebagian kalangan menerima demokrasi sebagai sebuah cara hidup masyarakat modern. Dapat dikatakan bahwa kaum muslimin pada umumnya sedang berada di persimpangan jalan, antara menerima demokrasi atau mencari rumusan lain yang betul-betul bersumber dari tradisi Islam. Sementara yang lain berpendapat bahwa sebagai sebuah konsep yang meliputi, Islam sebenarnya tidak membutuhkan 
231  demokrasi. Namun perkembangan yang menarik adalah ada upaya untuk mempertemukan Islam dengan demokrasi.206 Pandangan yang tidak setuju terhadap demokrasi, ada dua persoalan mendasar, yaitu: pertama, problem filosofis, yakni jika kleim agama terhadap pemeluknya sedemikian total maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, problem historis-sosiologis, ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya.207 Pandangan yang datang dari kalangan yang disebut neo-modernis Islam. Bagi kalangan ini, demokrasi dan agama diposisikan menjadi “wasit moral” dalam aplikasi demokrasi. Menurut kalangan ini demokrasi dalam Islam tertumpu pada: al-musāwah (persamaan), al-‘adālah (keadilan), al-syurā (musyawarah), dan al-hurriyat (kebebasan).208 Konsep-konsep inilah sesungguhnya yang berbeda antara Barat dan Islam. Oleh karena itu, diperlukan persepsi yang sama untuk membangun kekuatan bernegara sebagai basis demokrasi.209 Kekuatan demokrasi terletak pada: Pertama, jaminan berlangsungnya checks and balances antara mereka yang sedang berkuasa dan mereka yang sedang tidak berkuasa. Kedua, Jaminan kebebasan asasi, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, dan kebebasan dari rasa takut. Ketiga, dalam sistem politik yang demokratis berlaku prinsip the people control the leaders                                                           206Jajang Jahroni, “Merumuskan Modernitas: Kecenderungan dan Perkembangan Pesantren di Jawa Tengah” dalam Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty, eds., Mencetak Muslim Modern, h. 138. 207Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim, selanjutnya disebut Pendidikan Agama Islam (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 249. 208Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, h. 253. 209Kajian secara tegas yang membedakan antara syura’ dan demokrasi terdapat pada buku yang ditulis oleh Taufiq Muhammad Asy-Syawi yang berjudul Fiqh al-Syurā wa al Istisyara’, terj. Djamaluddin Z.S., Syurā Bukan Demokrasi (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 
232  lawan the control the mass yang menjadi prinsip otoriterisme. Keempat, dalam demokrasi ada kesedian sharing of power atau kesedian membagi kekuasaan dengan pihak lain agar tercapai kesimbangan harmoni antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.210 Selain persepsi yang sama letak kekuatan demokrasi, juga pada penentuan titik temu kedua konsep (Islam dan demokrasi), yaitu bahwa keduanya menyangkut dunia manusia dengan segala kompleksitasnya. Keduanya merupakan realitas budaya dengan subyek yang sama, yakni manusia itu sendiri. Islam yang diturunkan oleh Allah untuk manusia agar dipahami, dihayati, dan dilakoni dalam realitas budaya. Pada tataran inilah antara Islam dan demokrasi berkompromi. Demokrasi sebagai realitas budaya, setidaknya umat Islam sadar bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang digunakan kebanyakan negara dewasa ini. Oleh karena itu, umat Islam mau tidak mau harus menerima sebagai sebuah kenyataan dan wajib berpatisipasi dalam proses demokrasi dengan prinsip menghadirkan sesuatu yang dianggap buruk untuk mencegah kemudaratan adalah lebih baik dari pada mendambakan sesuatu yang sulit terwujud dengan harapan mendatangkan kemaslahatan. 3) Hak Asasi Manusia (HAM) Jika pluralisme menjadi pilar demokrasi, maka demokrasi merupakan payung Hak Asasi Manusia. Demokrasi tidak berfungsi ketika hak-hak asasi manusia tidak terlindungi, yakni hak kebebasan berbicara, hak mengontrol kekuasaan dan hak persaman di mata hukum.211 Dari sini kelihatan demokrasi dan HAM saling melengkapi.                                                           210Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, h. 254. 211Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 248. Baca juga Franz Suseno, Agama dan Demokrasi (Cet. I; Jakarta: P3M, 1992), h. 40. 
233  Secara umum HAM merupakan hak-hak yang diberikan Allah secara lansung kepada manusia. Karena tidak ada kekuasaan yang dapat mencabut hak-hak dasar tersebut. Walaupun demikian tidak berarti setiap orang berhak melakukan sekehendaknya karena apabila seseorang telah berlebihan dalam menjalankan hak-hak yang dimilikinya tentu akan memperkosa hak-hak orang lain yang ada di sekitarnya.212 Antara Islam213 dengan Barat,214 konsep HAM dipahami secara berbeda, baik tentang definisi maupun batasan-batasan HAM itu sendiri. Timbulnya pemahaman                                                           212Eggi Sudjana, HAM dalam Perspektif Islam (Cet. I; Jakarta: Nuansa Madani, 2002),         h. 250. 213Dalam Islam gagasan yang menjunjung tinggi martabat manusia dengan muda dapat dijumpai dalam tradisi historis, kultur, dan religious Islam. Bagi Islam konsep HAM mulai populer sejak awal abad ini. Formulasi HAM menurut Islam didefinisikan dalam Cairo Declaration on Human Right in Islam yang dideklarasikan pada tanggal 15 Agustus 1990 di Kairo. Deklarasi yang terdiri dari 25 pasal berisikan hak-hak individu, sosial, ekonomi, dan politik. Seluruh hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subyek syari’ah Islam (pasal 2) yang secara tepat disebut sebagai satu-satunya sumber rujukan setiap pasal (pasal 25). Sedangkan hak sipil dan politik meliputi (hak persamaan dalam martabat manusia, kewajiban dan tanggung jawab dasar (pasal 1), persamaan di depan hukum (pasal 19), hak hidup yang merupakan pemberian Tuhan (pasal 2), hak menyatakan pendapat secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan syari’at Islam (pasal 22), hak sosial ekonomi mencakup pendidikan (pasal 9), hak untuk bekerja (pasal 13), hak memiliki kekayaan (pasal 15), hak memenuhi kebutuhan hidup memadai (pasal 17), hak untuk hidup aman bagi diri, agama, tanggungan, kehormatan, dan harta. Baca Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 251. Baca juga Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1996-2003 (Cet. I; Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003), h. 98. 214Konsep modern tentang HAM secara teoritis merupakan hal baru. Konsep ini merupakan bentukan abad ke-18. Konsep ini dicirikan oleh pandangan dasarnya bahwa setiap orang menikmati hak-hak dasar tertentu berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah seorang manusia – tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau lainnya. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Jan Materson, salah seorang anggota Komisi HAM PBB mendefinisikan HAM sebagai “hak-hak yang melekat pada diri kita sebagai manusia, dan yang tanpanya kita tidak bisa hidup sebagai manusia.” Sementara itu John Locke, seoran filosof Inggris mengingatkan HAM dengan anugra Tuhan. Menurutnya, “HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak-hak kodrati”. Konsep HAM modern ini jelas merupakan kreasi orang-orang Barat. Ia lahir dari modernitas Barat, ketika teori sekuler modern tentang hukum kodrat diterima para filosof zaman pencerahan. Oleh mereka, teori hukum kodrat itu diperluas cakupannya, dan muncullah kesepakatan luas tentang prinsip-prinsip mengenai hak-hak kodrati manusia. Didorong antara lain oleh Revolusi Prancis, Revolusi Amerika dan berakhirnya Perang Dunia II dengan kekalahan fasisme Jerman, Italia, dan Jepang. Prinsip-prinsip itu kemudian ditetapkan dalam piagam PBB pada tahun 1945. Prinsip inilah yang kemudian dielaborasi secara lebih sistimatis dalam The 
234  yang berbeda ini sangat berkaitan dengan sudut pandang yang dipakai oleh kedua belah pihak. Islam memandang HAM berangkat dari prespektif theosentris sedangkan Barat bertitik tolak dari prespektif antroposentris. Dalam Islam HAM dikategorikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai perwujudan dari tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi sedangkan Barat mengkategorikan HAM sebagai bentukan manusia untuk mengatur kepentingan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan alam semesta.215 Para pemikir Islam menjelaskan bahwa konsep Islam versi Barat dipandang antroposentris tersebut berpijak pada prinsip kedaulatan manusia secara individual untuk menetukan sejarahnya sendiri dan menempatkan manusia sebagai penguasa alam. Pada hal manusia memiliki kecenderungan untuk mendominasi sumber-sumber daya dan mendominasi manusia lainnya. Dalam perspektif seperti ini maka konsep HAM menjadi potensial untuk menimbulkan konflik. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa Islam menolak pandangan seperti itu. Setiap hak harus dikembalikan kepada pemberi hak tersebut, yaitu Allah. Masalah lain berkaitan HAM adalah budaya dan nilai-nilai lokalitas bagi setiap kelompok manusia. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak asasi manusia, dalam persepsi Barat dipandang universal, ternyata dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan di Asia. Bikhu Parekh mengungkapkan bahwa para pemimpin Asia Timur bersikeras bahwa beberapa hak asasi manusia yang dideklarasikan PBB itu tidak sesuai dengan nilai-nilai, tradisi, dan pemahaman orang-orang Asia. Nilai-nilai HAM yang diadopsi PBB itu terlalu didominasi oleh                                                                                                                                                                     Universal Declaration of Human Rights (Deklarisi Universal tentang HAM selanjutnya disebut UDHR. Ihsan Ali-Fauzi, “Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)” dalam Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme, h. 191-192. 215Eggi Sudjana, HAM dalam Perspektif Islam, h. 9. Baca juga Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 250-251. 
235  pemikiran Barat dan tampaknya pemerintah negara-negara Barat tidak toleran terhadap upaya-upaya bangsa-bangsa Asia untuk mendefinisikan dan memperioritaskan nilai-nilai Asia dengan caranya sendiri. Deklarasi Bangkok 1993 menegaskan bahwa hak-hak tersebut harus didefinisikan dan diterapkan dalam perspektif latar belakang sejarah, kebudayaan, dan agama. Kritik lainnya menyangkut kesungguhan Barat dan sopan santunnya untuk tidak menunjukan arogansi dan memaksakan keyakinannya. Sayangnya tanggapan orang-orang Barat amat tidak simpatik dengan menolak seruan dari Asia tersebut.216 Jelas, bahwa sejumlah pihak tidak pernah bisa memiliki persepsi dan pandangan yang sama tentang konsep HAM. Setiap rumusan yang ada, dari manapun sumbernya, tetap mengandung muatan kepentingan. HAM versi Barat sebagai buatan manusia. Karena rumusannya muncul di Barat maka nuansa filsafat dan peradaban Barat amat tampak di dalamnya, misalnya sifat individualistis dan liberal yang didasarkan kepada prinsip-prinsip kapitalisme. Hal ini diakui oleh Alwi Shihab yang mengatakan bahwa:  Tidak dapat disangkal bahwa konsep HAM yang tertuang dalam Deklarasi Universal di atas adalah produk sebuah masa yang tidak terlepas pengaruh latar belakang historis, ideologis dan intelektual yang berkembang pasca perang dunia kedua. Oleh karena itu, konsep HAM di atas adalah hasil ramuan budaya pasca masa pencerahan sekular Barat yang tidak berpijak pada prinsip agama. Berbeda dengan sudut pandang agama tentang keunggulan hak-hak masyarakat atas hak-hak individu. Konsep HAM di atas lebih mengunggulkan keunggulan individualistik yang didasari atas pertimbangan rasional belaka.217 Praktik HAM dalam perspektif UDHR cenderung menilai dan menempatkan manusia sangat tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip humanisme Barat. Implikasi                                                           216Bikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, terj. Bambang Kuku Adi, Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya dan Teori Politik (Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2012), h. 188. 217Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Cet. I; Bandung: Mizan, 1998), h. 178. 
236  dari penempatan manusia yang tinggi tersebut adalah konflik antar mereka akibat dari perebutan dominasi manusia atas sumber-sumber alam. Kecenderungan seperti ini akan melahirkan watak yang justru bertentangan dengan prinsip HAM karena hasrat manusia untuk tampil sebagai penguasa alam akan menafikan hak dasar manusia lainnya. Praktek seperti ini akan merugikan bangsa yang tidak memiliki kemampuan untuk menguasai alam akibat dari keterbatasan mereka menguasai ilmu dan teknologi.218 Dalam berbagai literatur dinyatakan HAM dan demokrasi adalah sesuatu yang dipaksakan untuk diterapkan sehingga Barat dicap bersikap munafik. Pelanggaran HAM didengungkan hanya apabila Barat dirugikan, sebaliknya apabila Islam dirugikan mereka akan diam. Islam dan umat Islam sering dinilai pelanggar HAM., terutama jika terkait dengan Penerapan Syariat Islam.219 Sebaliknya ada yang menilai HAM belum sepenuhnya bisa terlaksana dalam Islam. Menurut Abdullah Ahmed An-Naim yang dikutip Amin Haedari bahwa ada pemahaman mendasar yang perlu dikaji ulang lagi sebab HAM dalam Islam seperti yang dinyatakan dalam hukum syariat hanya merupakan hak istimewa orang-orang dengan kapasitas hukum yang penuh. Seseorang dengan kapasitas hukum yang penuh adalah manusia dewasa, bebas, dan Muslim. Jadi sebagai akibatnya non Muslim dan budak yang hidup di negara Islam hanya dilindungi secara parsial oleh hukum atau tidak memiliki kapasitas hukum sama sekali.220 Abdullah Ahmed mencontohkan dalam hal kebebasan beragama dalam hal seorang Muslim yang murtad. Kalau melihat hadis hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang berpinda agama, maka bunulah, berarti hukuman mati berlaku                                                           218Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, h. 244. 219Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, h. 239. 220Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 252.  
237  bagi si murtad tadi. Ketika wacana ini dihubungkan dengan konteks HAM, setidak terdapat dua pendapat mengenai teks ini; Pertama, yang setuju dengan alasan jika sudah Muslim, harus selama-lamanya Muslim, jika murtad berarti mempermainkan Allah sehingga wajib dibunuh. Kedua, yang tidak setuju berpendapat sebaliknya, bahwa yang dapat menghukum orang murtad itu hanyalah Allah. Hubungan antar manusia didasarkan pada prinsip saling menghormati, bukan saling meniadakan. Jadi tetap menjadi hak setiap orang untuk berpindah agama selama perpindahan ini didasarkan pada kebebasan berkehendak.221 Mengingat perbedaan-perbedaan prinsipil antara HAM versi Barat dengan hak asasi dalam Islam, maka menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pesantren untuk membuka peluang mempertemukan keduanya dalam aspek-aspek yang memiliki sifat-sifat universalitas dalam batas-batas tertentu. Bagi pesantren, konsep HAM dalam Islam didasarkan kepada prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. yang merumuskan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam Islam menjadi ciri penting yang membedakannya dari HAM versi Barat yang lebih menonjolkan hak ketimbang kewajiban. Selain itu, HAM dalam Islam tidak bersifat mutlak. Ia mengenal batas-batas yang jelas karena hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah.222 Dalam ajaran Islam terdapat pengakuan                                                           221Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 253-254. 222Muchtarom, Capita Salekta Islam (Cet. I; Bandung: Media Cendekia, 2004), h. 35-36.  
238  dan perlindungan terhadap hak dasar manusia.223 Jika terancam atau terampas maka hak-hak tersebut wajib diperjuangkan untuk diraih kembali. 4) Kesetaraan Gender Selain masalah demokrasi dan HAM, persoalan mendasar yang tak kalah pentingnya adalah masalah gender. Banyak orang yang menyamakan pemahaman dan pengertian gender dengan perempuan.224 Padahal istilah gender tidak hanya perempuan tetapi juga meliputi laki-laki. Persepsi yang keliru ini dilatarbelakangi keterbatasan fisik perempuan dibanding laki-laki sehingga urusan perempuan sangat terbatas dan urusan itu hanya laki-laki saja. Atas dasar itulah muncul istilah kesenjangan laki-laki dengan perempuan dan istilah diskriminasi laki-laki dengan perempuan sehingga sebelum muncul istilah gender sebagai alat analis perjuangan pembebasan perempuan muncul istilah emansipasi perempuan. Dengan kemunculan istilah gender, maka yang menjadi isu utama di sini bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Dalam gender, keikutsertaan laki-laki di dalamnya merupakan prasyarat utama. Menurut pengusung gender hampir mustahil terjadi kesetaraan gender apabila tidak ada keterlibatan sama sekali dari pihak kaum laki-laki di dalamnya. Oleh karena itu, penemuan istilah gender sangat                                                           223Hak dasar manusia dalam ajaran Islam meliputi: hak kebebasan beragama, keselamatan Jiwa, hak untuk amr ma’ruf nahi mungkar termasuk kebebasan berpendapat, pengamanan hak-hak kepemilikan, hak diperlakukan secara adil, dan penjagaan kehormatan seseorang. Dodi S. Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme, h. 234. 224Gender merupakan kajian tentang tingkah laku perempuan dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa dianggap feminism dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminism itu tergantung dari konteks sosial budaya, bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin. 
239  membantu mewujudkan masyarakat yang setara, tidak ada subordinasi dan perbudakan satu sama lain, baik laki-laki maupun perempuan.225 Lalu apa itu gender atau kesetaraan laki-laki dengan perempuan? Definisi gender seringkali membingungkan. Istilah ini terbilang baru, khusnya masyarakat pesantren dan juga sering disalahpahami. Kesalahpahaman itu muncul dari istilah gender itu sendiri dan makna apa yang dikandung dalam istilah tersebut. Secara literal, di dalam kamus-kamus bahasa Inggris, istilah ini dimaknai sebagai jenis kelamin. Jenis kelamin yang dimaksud adalah jenis kelamin sosial, budaya, dan politik serta keagamaan yang didasarkan pada fisik perempuan dan laki-laki.226 Kontroversi tentang gender juga muncul dari definisi terminologis, setidaknya hal itu terjadi di kalangan mereka yang memiliki keyakinan yang kuat bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki posisi dan kedudukan yang tidak setara. Kelompok ini biasanya beragumen bahwa secara biologis saja antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Perbedaan biologis ini dipahami sebagai sumber dari perbedaan prilaku dan peran keduanya pada tingkat kehidupan kebudayaan, sosial, dan politik. Ide ketidasetaraan seperti ini muncul dari berbagai pihak. Lebih penting lagi, ide ini juga tidak hanya dipromosikan oleh kalangan laki-laki seja, tetapi juga tidak sedikit perempuan. Dalam hal ini tidak sedikit mereka yang berjenis kelamin perempuan namun memiliki pemikiran patriarkis, demikian juga sebaliknya, tidak sedikit mereka berjenis kelamin laki-laki memiliki pemikiran yang pro-                                                          225Syafiq Hasyim, “Kesataraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam” dalam Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme, h. 118. 226Syafiq Hasyim, “Kesataraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam” dalam Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme, h. 115. 
240  kesetaraan.227 Dengan demikian persoalan gender sesungguhnya bukan pada jenis kelamin tetapi pada kesadaran akan kesetaraan. Tema kesetaraan gender dengan berbagai implikasinya merupakan isu yang cukup menonjol di antara sejumlah tema multikulturalisme. Isu ini semaki sensitif dan problematik tatkala dikaitkan dengan ajaran Islam dan pendidikan Islam. Tema-tema kesetaraan gender yang banyak diperbincangkan internal umat Islam dan banyak disoroti pihak luar adalah: (1) kedudukan dan peran pria-wanita dalam masyarakat; (2) Kedudukan wanita dalam rumah tangga; (3) hak waris laki-laki dan perempuan; (4) perempuan menjadi pemimpin; (5) Wanita sebagai saksi dalam kesaksian hukum; dan (6) poligami. Ketidaksetaraan muncul dari tema-tema tersebut yang menurut kalangan “kontekstualis” akibat: pertama, pembacaan bersifat tekstualis (harfiyyah). Pembacaan ini meyakini bahwa kebenaran al-Qur’an dan hadis berada pada bunyi harfiyyah kalimat keduanya. Kedua, kesan ketidak setaraan juga muncul dari pembacaan yang isolatif. Artinya pembacaan dengan cara menyingkirkan al-Qur’an dan hadis dari hal-hal bersifat kontekstual. Cara pembacaan ini meyakini bahwa kebenaran adalah apa yang secara inheren ada di dalam keduanya. Kehidupan manusia harus diikutkan pada al-Qur’an dan hadis, bukan sebaliknya, al-Qur’an dan hadis dikutkan pada kehendak manusia. Ketiga, ketidaksetaraan juga bisa muncul dari cara pembacaan ideologis, di mana membaca al-Qur’an dan hadis dibebani dengan pemenuhan kebutuhan ideologi tertentu. Kelompok “fundamentalis” dalam Islam misalnya memahami al-Qur’an dan hadis untuk mendukung kepentingan                                                           227Syafiq Hasyim, “Kesataraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam” dalam Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme, h. 115-116.    
241  mereka dalam mensubordinasikan kaum perempuan. Mereka yang patriarkis menjadikan mereka bersikap patriarkis pula dalam membaca al-Qur’an dan hadis.228 Bagi kalangan “liberalis”, cara pandang yang digunakan adalah cara pandang kontekstual. Cara pandang kontekstual ini, adalah memahami al-Qur’an dalam konteks, baik konteks ketika al-Qur’an itu diturunkan dan hadis dinukilkan maupun konteks di mana kita hidup sekarang ketika membaca al-Qur’an dan hadis kepada bunyi literal, tetapi juga tergantung kepada konteks apa ayat dan hadis tersebut berbicara.229  Dari kedua pandangan ini menimbulkan kesan yang sulit dipertemukan. Disinalah letak tantangan pesantren untuk menciptakan peluang mempertemukan dua pendekatan tersebut. Sebagai lembaga yang kaya dengan tradisi lokal, pesantren diharapkan sebagai lembaga yang dapat menjaga keutuhan nilai-nilai lokal. Tidak hanya itu, pesantern yang juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang independen diharapkan mampu berkomunikasi dengan fenomena modernisasi yang melanda masyarat tanpa batas. Dengan dua alur inilah, pesantren diharapkan dapat menjadi lembaga otoratif dalam hal mengusung nilai-nilai lokalitas, sekaligus tidak ketinggalan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dewasa ini. Bagi pesantren, baik aliran tekstual maupun kontekstual, pada dasarnya, keduanya tetap melibatkan akal manusia karena keduanya merupakan bentuk penafsiran. Apa yang harus diingat dari penafsiran ini adalah sifat yang manusiawi. Artinya apapun bentuk pemahaman manusia, baik melalui pendekatan tekstual                                                           228Syafiq Hasyim, “Kesataraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam” dalam Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme, h. 126-127.  229Syafiq Hasyim, “Kesataraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam” dalam Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme, h. 127-128.  
242  maupun kontekstual, tetap merupakan ijtihad manusia. Karena hal ini merupakan ijtihad, maka bisa saja benar dan bisa saja salah. Jika benar, maka yang berijtihad mendapatkan imbalan ganda, jika salah, maka mendapatkan tunggal. Di dalam ijtihad tidak ada kata salah dan dosa.230 Kunci ijtihad adalah kesungguhan menggunakan nalar yang obyektif tanpa interpensi pemikiran subyektif. d. Peran Negara atas Agama Pembahasan mengenai relasi agama dan negara menjadi marak. Tak pelak, telah melahirkan banyak teori mengenai hubungan keduanya. Bagi Indonesia sendiri, wacana tentang ini telah lama digulirkan terutama pada masa awal kemerdekaan atau ketika Indonesia dihadapkan pada masalah pencarian ideologi dan dasar negara yang tepat. Meskipun pembahasannya dianggap final pada tahun 1945, namun dalam perkembangan bangsa ini, relasi agama dengan negara tetap menjadi wacana popular dan terus menjadi pergumulan banyak kalangan, baik kalangan intelektual, politisi maupun pihak lain.231 Dalam persinggungannya dengan negara, agama memainkan perananya dalam memberikan landasan pergaulan masyarakat yang memperhatikan moralitas dan religiusitas. Keduanya tak dapat dielakkan, karena agama pada intinya mengajarkan kepada pengikutnya tentang cita-cita ideal dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban. Agama memainkan peranannya, baik secara struktural maupun kultural terhadap karakteristik masyarakatnya.232 Besarnya pengaruh agama di tengah masyarakat ini telah pula menjadi perdebatan. Ahli sosiologi strukturalis funsionalis Robert K. Merton yang dikutip                                                           230Syafiq Hasyim, “Kesataraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam” dalam Ahmad Mahromi, ed., Islam dan Multikulturalisme, h. 131. 231Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 115.  232Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 116.  
243  H.M. Haedari, dkk menyatakan bahwa di dalam setiap masyarakat terdapat dua macam struktur, yakni struktur budaya (culture structure) dan struktur sosial (sosial strukture). Struktur budaya menyediakan tujuan-tujuan yang absah, cita-cita, dan nilai-nilai bagi anggotanya. Sedangkan struktur sosial menyediakan alat-alat pranata dan kelembagaan yang absah bagi upaya pencapaian tujuan, cita-cita, dan pelaksanaan nilai-nilai itu.233 Agama, dalam analisis sosial terletak pada tataran struktur budaya yang menyediakan nilai-nilai yang secara hakiki benar, akan tetapi dalam kehidupan sosial, agama mewujudkan diri ke dalam struktur kelembagaan. Oleh karena itu, agama selalu terbuka dengan berbagai kemungkinan hubungan dinamis antara nilai-nilai agama dengan perangkat kelembagaan dalam arti saling cocok satu dengan yang lainnya atau sebaliknya saling merenggangkan. Semua agama (terutama agama samawi) oleh pemeluknya selalu dianggap menawarkan pengetahuan yang benar, dan bahkan setiap agama mengaku dirinya sebagai kebenaran hakiki yang bersifat semesta.234 Hubungan agama dan negara dalam wacana politik merupakan dua entitas yang selalu berada dalam ketegangan dan menjadi perdebatan yang cukup panjang dalam politik (Islam). Dalam rana ilmu politik, relasi agama dan negara telah melahirkan beberapa teori tentang kedaulatan, antara lain: pertama, paham teokrasi. Menurut teori ini, kedaulatan berada di tangan Tuhan. Paham ini menghendaki agar Tuhan (yang termenifestasi dalam agama dan elit agama) bisa mengatasi realitas, termasuk realitas negara. Pengelolaan negara harus didasarkan atas prinsip-prinsip keagamaan. Akar pendapat ini adalah paham teosentrisme yang mengatakan bahwa Tuhan adalah pusat segala sesuatu. Kedua, paham demokrasi yang berpendapat                                                           233Amin Haedari, Masa Depan Pesantren.  234Amin Haedari, Masa Depan Pesantren, h. 116-117. 
244  bahwa kedaulatan ada di tangan manusia (rakyat). Pengelolaan terhadap sebuah negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, tanpa campur tangan Tuhan. Agama dipandang urusan pribadi yang tidak boleh dibawa ke urusan publik. Bahkan negara harus dapat menjinakkan agama agar tidak mengintervensi wilayah publik. Paham dari pendapat ini adalah antroposentrisme yang memandang bahwa manusia adalah pusat segala sesuatu. Ketiga, teori teo-demokrasi. Teori ini berusaha untuk menengahi kedua teori di atas. Teori ini ingin menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan dan manusia sekaligus. Artinya, meskipun dalam sebuah negara yang menetukan pengolahannya adalah rakyat, namun rakyat tidak bisa terlepas dari nilai-nilai ke-Tuhan-an.235 Atas dasar tiga teori tersebut maka muncul pula tiga paradigma hubungan agama dengan negara. Pertama, paradigma integralistik. Agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Wilayah agama juga wilayah politik, dan sebaliknya, wilayah politik juga wilayah agama. Paradigma ini mengindikasikan “totalitas agama” sebagai sesuatu yang prinsipil dan mendasar, sebagaimana banyak dipahami oleh kelompok yang dianggap “fundemantalis”. Salah seorang tokoh yang banyak menyuarakan sistem syari’ah dan tidak memisahkan agama dan politik, atau agama dan negara adalah Abu Ala’ al-Maududi (w.1979).236 Paradigma ini didasari pada ajaran Islam yang komprehensip (menyeluruh dan utuh). Ajaran Islam tidak hanya menyentuh persoalan uhrawi tetapi juga menyentuh persoalan duniawi. Oleh karena itu, Islam tidak membutuhkan mabda lain. Kedua, paradigma sekularistik. Suatu pandangan yang memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara dalam paradigma ini merupakan dua entitas                                                           235Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 117-118.  236Ali Makasum, Pluralisme dan Multikulturalisme, h. 366. 
245  yang berbeda dan tak mungkin disatukan; di sana tidak ada hubungan integralistik atau simboistik. Salah satu tokoh yang berpandangan demikian adalah ‘Ali Abd al-Raziq dengan alasan bahwa Islam tidak menetapkan suatu sistem pemerintahan tertentu, tidak pula menganjurkan kepada kaum Muslim suatu pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; dan Islam juga telah memberikan kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi yang dimiliki dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.237 Paradigma ini juga didasari pada kenyataan empirik bahwa negara-negara maju kebanyakan menggunakan sistem ini. Ketiga, paradigma simbiotik. Agama dan negara berhubungan secara simbiotik atau timbal-balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, agama dapat berkembang karena negara. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Seperti didefinisikan oleh al Mawardi bahwa kepemimpinan negara merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian dan mengatur dunia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemeliharaan agama dan pengaturan dunia adalah dua jenis aktivitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbiotik.238 Relasi simbiotik agama dan negara ini mempunyai tingkatan dan kualitas yang berbeda. Ada simbiotik yang dekat dengan “negara sekuler” karena persentuhan keduanya sangat tipis. Ada pula jenis simbiotik yang mendekati “negara agama” karena banyak aspek-aspek dan aturan keagamaan yang masuk ke dalam negara.239                                                           237Ali Makasum, Pluralisme dan Multikulturalisme, h. 367. 238Ali Makasum, Pluralisme dan Multikulturalisme. 239Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren, h. 118-119. 
246   Relasi Islam dan negara, baik dalam ranah kajian politik dan keislaman telah melahirkan berbagai tipologi pemikiran politik Islam. Bachtiar Effendy misalnya telah melahirkan “teori akomodasi”. Bentuk akomodasi negara terhadap Islam sedikitnya melahirkan empat paradigm akomodasi. Pertama, akomodasi struktural. Bentuk akomodasi ditandai dengan direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam ke dalam birokrasi eksekutif dan legislatif. Kedua, akomodasi legislasi. Akomodasi ini ditandai dengan keluarnya Undang-undang, Keputusan-keputusan, dan aturan-aturan. Ketiga, akomodasi kultural, yaitu digunakannya simbol keislaman seperti sering digunakan “bahasa agama” dan lebel-lebel atau idiom-idiom Islam dalam pembendaharaan kosa kata instrument-instrumen politik dan ideologi negara. Keempat, akomodasi infrastruktural, seperti dibangunnya masjid di Istana Negara, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Majelis Ulama Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan sebagainya.240  Tipologisasi yang tidak jauh berbeda dengan Bachtiar Effendy, yaitu pemikiran yang dibangun Din Syamsuddin. Menurutnya terdapat tiga aliran besar yang sangat berpengaruh. Pertama, formalistik. Kelompok cenderung mempertahankan bentuk-bentuk prakonsepsi politik Islam. Misalnya pentingnya partai politik Islam yang formal menggunakan nama Islam, simbol-simbol dan ungkapan serta idiom-idiom Islam, dan landasan organisasi secara konstitusional Islam. Kedua, substantivistik. Kelompok ini menekankan pada pentingnya makna subtansial dan menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik. Ketiga, fundamentalisme. Kelompok ini cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang. Kleim kelompok ketiga terhadap dua aliran                                                           240Bachtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Indonesia (Cet I; Jakarta: Pramadina, 1998), h. 71. 
247  sebelumnya dianggap gagal dalam menunjukkan Islam sebagai jawaban dalam merespon sistem politik Indonesia.241  Hampir mirip dengan Din Syamsuddin, menurut Munawir Sadjali, terdapat tiga aliran pemikiran berkaitan dengan hubungan Islam dan negara. Pertama, mereka berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, melainkan Islam merupakan suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Menurut aliran ini, sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi dan khulafaurrasidin, sehingga dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam tersebut, dan tidak perlu meniru sistem Barat. Kedua, mereka yang berpendirian bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan Tuhan, tidak mengatur masalah politik. Menurut aliran ini Nabi hanyalah seorang utusan dengan tugas tunggal, yaitu mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mulia dan akhlak yang luhur, dan Nabi tidak pernah bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ketiga, mereka yang menolak pendapat pertama dan kedua. Aliran ini berpandangan bahwa Islam memuat seperangkat tata etika dalam kehidupan bernegara.242  Dengan mencermati paridigma hubungan agama dan negara maka dapat dikemukakan tiga kelompok yang berpolemik mengenai bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pertama, kalangan fundamentalis, yaitu kalangan yang menginginkan tegaknya negara Islam atau diterapkannya syari’at Islam. Kedua, kalangan reformis, yaitu kalangan yang menghendaki pengaturan politik terpisah                                                           241Disadur dari M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru (Cet. I; Jakarta: Logos, 2001), h. 152-160.  242Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1999), h. 1-2. 
248  dengan agama. Ketiga, kalangan akomodasionis, yaitu kelompok yang menekankan kooperatif terhadap pemerintahan yang ada.  Gambaran tersebut, telah memperlihatkan kesulitan untuk mempertemukan keinginan-keinginan dalam memosisikan Islam dalam hubungan agama dan negara di Indonesia. Di sinalah tantangan pesantren untuk mencarikan peluang sebagai jawaban problem tersebut. Bagi pesantren, sikap penengah merupakan sikap yang menegaskan bahwa Islam sebagai agama universal, komprehensif, paripurna, dan lengakap. Sikap penengah merupakan sikap yang paling arif dan bijaksana untuk menjelaskan posisi Islam dalam relasi agama dan negara, karena ajaran Islam tidak secara eksplisit menjelaskan sistem politik kenegaraan dan tidak pula menafikan realitas politik. Meskipun demikian Islam menegaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang berkenaan dengan politik kenegaraan. 
248  BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pesantren di Kabupaten Luwu Timur merupakan pesantren berbasis multikultural. Hal ini ditandai dengan keberagaman pesantren itu sendiri dan kemampuan menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural melalui internalisasi nilai dan karakterisasi sikap toleransi terhadap perbedaan yang dihadapi. Gambaran pesantren berbasis multikultural dalam melaksanakan toleransi tersebut dapat dilihat pada jawaban submasalah penelitian ini.  1. Masyarakat pesantren sangat beragam, baik santri maupun pembina atau guru. Sebagai santri dan pembina atau guru memiliki latar budaya yang berbeda-beda di setiap pesantren bahkan latar belakang pemahaman keagamaan yang berbeda-beda. Di luar lingkungan pesantren (pada umumnya pesantren) masing-masing bertetangga dengan kalangan non-Muslim Kristen, Hindu, dan Budha. Keberagaman pesantren juga dilihat dari organisasi pembentuk dan pengembang pesantren. Pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur dibentuk dan dikembangkan oleh berbagai ormas, yaitu Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdatul Wathan, dan Hiadayatullah. Penggagas pesantren dari organisasi ini datang dari pesantren yang berbeda-beda. Dengan demikian pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Timur terbentuk dari berbagai jaringan yang secara garis besar dapat disebut jaringan Sulawesi Selatan dan jaringan di Luar Sulawesi Selatan. Atas dasar keragaman ormas dan jaringan pembentukan pesantren membawa pula keragaman kelembagaan pesantren di daerah ini. 2. Pelaksanaan toleransi pada pesantren di Kabupaten Luwu Timur seiring dengan kehadiran dan perjalanan pesantren itu sendiri. Kehadiran pesantren di daerah ini adalah untuk 
249  memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam. Di samping itu, kehadirannya untuk menjaga hubungan harmoni dan kedamaian mayarakat yang berbeda latar budaya dan agama. Dalam lingkungan pesantren internalisasi dan karakterisasi sikap toleransi tidak hanya terwujud melalui pembelajaran di kelas, baik substansi (materi) pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, tetapi juga dilakukan di lingkungan dan wadah lain, seperti asrama, masjid, rumah kiai, pembina, guru, dan kantor melalui pola-pola dan aturan-aturan serta aktivitas yang ditetapkan pihak pesantren. Di luar lingkungan pesantren terwujud melalui hubungan silaturahmi multikultural dengan mengedepankan dialog yang menjangkau tidak hanya intern umat beragama tetapi juga antara umat beragama.  3. Pesantren di Kabupaten Luwu Timur telah mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan multikultural dan menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural, dan kemampuan pesantren menjawab tantangan budaya global dan modernitas sebagai tema perbincangan multikultural. Upaya penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural dibutuhkan untuk mengimbangi pengaruh yang begitu kompleks dewasa ini. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan wawasan para pembina pesantren dalam merespon perkembangan zaman. Meskipun para kiai, pembina, dan guru di pesantren Kabupaten Luwu Timur toleran menghadapi ide-ide dari dunia Barat dengan sikap terbuka, moderasi, menghargai perbedaan, dan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan multikultural berupa nilai keberagaman, persamaan, keadilan, persaudaraan, kebersamaan, dan nilai keselamatan tetapi dibutuhkan upaya mempertemukan konsep-konsep Islam dengan tema-tema multikultural yang berpengaruh secara global, berupa ide globalisasi, pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, dan gender. Ketika pesantren mampu mempertemukan 
250  konsep-konsep yang berbeda-beda dan diimplementasikannya, maka di sinilah pesantren mampu mengembangkan nilai-nilai pendidikan multikultural. B. Implikasi Penelitian Disertasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan rujukan pesantren dalam rangka pengembangan pembelajaran toleransi berdasarkan konsep-konsep multikultural. Konsep multikultural yang mengedepankan batas-batas kultur dan penegasan identitas sangat relevan dengan dunia pesantren yang menjabarkan konsep kontinyuitas (pensantren harus melanjutkan tradisi masa lalu), konvergensi (pesantren perlu bertemu dengan masyarakat luas), dan konsentrisitas (pesantren setelah bertemu budaya lain, tidak kehilangan identitas). Dengan jalan demikan pesantren akan eksis dalam mewujudkan masyarakat madani di era globalisasi dan modernitas yang penuh tantangan dan persaingan. Kemudian melalui konsep-konsep pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pesantren di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut: 1. Pesantren diharapkan mampu mengembangkan kurikulum berbasis multikultural, baik menyangkut tujuan, materi maupun proses-proses pembelajaran. Mampu menciptkan suasana pembelajaran toleransi dengan mengedepankan suasana manajemen terbuka dan profesionalitas guru dan pembina dalam menghadapi keberagaman santri melalui sikap moderasi.  2. Pesantren tidak hanya berkutat pada ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum. Bahkan tidak tertutup untuk mengkaji tema-tema multikultural, seperti: globalisasi, pluralisme, demokrasi, gender, dan hak asasi manusia meskipun terbatas pada kiai, guru, dan pembina yang lainnya. 3. Pesantren mengintensifkan kerjasama dengan semua pihak, terutama masyarakat sekitar pesantren tanpa dibatisi budaya dan agama dalam pemanfaatan potensi yang ada sebagai 
251  ajang silaturrahmi multikultural sehingga tercipta persatuan dalam kebihinekaan, persaudaraan, dan kedamaian.  
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262  PEDOMAN WAWANCARA A. Kergaman Pesantren di Kabupaten Luwu Timur 1. Pesantren yang Kiai bina berapidiasi dengan organisasi sosial keagaamaan apa?  2. Pesantren ini didirikan atas nama koporasi atau privasi? 3. Sipa pendiri pesantren ini? Kapan didirikan? 4. Apa yang mendasari pesantren ini didirikan di daerah ini? 5. Pesantren yang Kiai bina berapidiasi dengan pesantren apa? 6. Dari pesantren mana dulu kiai belajar? 7. Bagaimana sistem pewarisan kepemimpinan pesantren? 8. Bagaimana Perkembangan (pola) lembaga di pesantren ini? 9. Apa fokus utama pendidikan di pesantren ini? Pengkajian kitab, tahfidz, pengajaran agama atau pengajaran umum? 10. Diniyah Awwaliyah (pengajaran modern klasikal) mengenal tingkatan kelas ula, wustha dan Ulya. Ada juga menggunakan kelas sebagaimana di sekolah umum mulai kelas satu sampai anam. Bagaimana kurikulumnya? 11. Spesifikasi keilmuan apa yang dikembankan di pesantren ini? 12. Bagaimana pandangan kiai tentang ide-ide dari dunia Barat, misalnya demokrasi, nasionalisme, liberalisasi dll? Perlukah kita pelajari? 13. Bagaimana pandangan kiai tentang kerja sama dengan negara-negara berhaluan capitalis dan sosialis? 
263   14. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung utama pembinaan dan pembilajaran? B. Pelaksanaan Pembelajaran Toleransi di Pesantren Kabupaten Luwu Timur 1. Bagaimana penempatan santri dalam satu kamar? Apakah ada perpindahan sistimatis? 2. Adakah aturan mengikat yang melarang santri berbicara menggunakan bahasa daerah? 3. Apakah di pondok diajarkan berbagai pendapat mashab atau aliran? 4. Apakah diajarkan materi khusus muqaranat al-Adyan (perbandingan agama)? 5. Adakah pertunjukan aneka kreasi dan kreatifitas pelangi budaya? 6. Apakah ad forum diskusi? 7. Kitab apa yang digunakan dalam pengajian kitab? 8. Apakah hanya menggunakan kitab salaf atau juga khalaf? 9. Bagaimana penyesuaian kurikulum yang ditetapkan pemerintah? 10. Adakah buku khusus selain buku paket yang digunakan dalam kelas dalam mata pelajaran aqidah, fikih, dan akhlak? Dan tema apa yang dibahas? 11. Bagaimana pendapat kiai buku paket PPKN yang digunakan dalam proses pembelajaran?   
264   C. Implikasi Pembelajaran Toleransi terhadap Penanaman Nilai-nilai Multikultural di Pesantren di Kabupaten Luwu Timur 1. Bagaimana pandangan kiai tentang ide-ide dari dunia Barat, misalnya demokrasi, nasionalisme, liberalisasi dll? Perlukah kita pelajari? 2.  Bagaimana bantuan non Muslim di sekitar pesantren? 3. Adakah pelibatan non Muslim berkaitan kepentingan pesantren? 4. Bagaimana pendapat kiai tentang toleransi dalam hal peribadatan dan dalam hal interaksi social baik antar umat Islam maupun antara umat beragama? 5. Bagaimana aturan-aturan berpakaian dalam pesantren dan bagaimana atauran pakaian tamu yang dating terutama wanita? 6. Bagaimana persatuan dibangun ketika berbeda agama, berbeda mashab, berbeda suku? 7. Salah satu penyebab intoleran dan melahirkan konflik rasa monopoli, contoh persolan kunut, di sebuah masjid yang pada dasarnya masjid itu bukan milik satu oraganisasi, tapi ada rasa ego maka kunut terus dilakukan, bagaimana pendapat kiai? 8. Bagimana wujudkan visi Islam rahmatan lil alamin? 9. Bagaimana menciptakan persatuan dalam perbedaan, baik dalam iternal pesantren maupun dengan pihak luar pesantren? 10. Apakah globalisasi dapat dianggap tantangan pembelajaran di Pesantren? 
265   11. Bagaimana pandangan kiai tentang gerakan radikal yang dialamatkan keda gerakan fundamentalis? 12. Dalam perjalanan sejarah agama dapat dikatakan sumber komplik dan dapat dijadikan wahana pemersatu, bagaimana pendapat kiai? 13. Ada saja kelompok tidak mau ikut dalam forum-forum dialog masalah konsep toleransi dengan alasan akan timbul keberpihakan terhadap kelompok menyimpang, bagaimana pendapat kiai? 14. Bagaimana pendapat pihak pesantren tentang interpensi pemerintah terhadap pesantren, apakah ini sebagai tantangan atau sebagai sebuah peluang? 15. Dierah global ini, antara tradisi dan agama suatu hal yang menyata bahkan kalangan antropolog melihatat prilaku umat Islam sebagaian tidak bisa membedakan tradisi dan agama, sehingga muncul istilah Islam nusantara? Bagaimana pendapat kiai? 16. Pesantren dapat dikatakan sebagai agen perubahan dan pemberdayaan masyarakat. Apa yang harus dilakukan pesantren agar dapat mengobtimalkan peran kelembagaannya di era globalisasi?  
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